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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAY AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku basil 
kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai 
Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah 
budaya luhur bangsa. 

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan 
penyempumaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai baban 
bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut. 

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indo­
nesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami 
kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap 
daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala 
budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa. 

Akhimya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu kegiatan proyek ini. 

Jakarta, April 1989 

Direktur Jenderal Kebudayaan, 

Dn. GBPH. Poeiger 

NIP. 130 204 562 
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PR.A KATA 

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya 
(IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam 
rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi 
terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk 
mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang 
memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan 
naskah yang berjudul Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan 
Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Utara, yang penelitian­
nya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah. adalah usaha untuk 
mencapai tujuan di atas. 

Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan dan 
Penggunaan Tanah Secara Tradisional daerah ini adalah berkat 
kerjasama yang baik antarberbagai pihak, baik instansional maupun 
perorangan, seperti : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 
Pemeri~tah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Perguruan Tinggi , Pimpinan dan staf Proyek IPNB 
baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri. 

Kiranya perlu diketahui bahwa bukl.i ini belum merupakan 
suatu basil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap 
pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu­
waktu mendatang. Oleh karena itu , kami selalu menerima kritik 
yang sifatnya membangun. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya 
buku ini , kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. 

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi 
masyarakat umum , tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam 
rangka membina dan mengembangkan kebudayaan . 

Jakarta, April 1989 

Pemimpin Proyek Inventarisasi 
dan Pembi · Budaya, 

ja 

NIP. 030 104 524. 
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KATA PENGANT.ut 

~ek Inv~ dan Dokumentasi Ke~udayaan Daerah 
Sumatera Utara adatah salah satu Proyek dalarn lingkungan Depar­
temen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk melaku­
kan pensumpulan data terhadap informasi kebudayaan daerah da­
lam rangka penginventarisasian kebudayaan untuk ditawarkan 
kepada masyarakat untuk diterima atau ditolak dalam rangka 
pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan kebudayaan Nasional. 

Laporan ini berisikan hal yang menyangkut "Aspek Pola 
Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional", 
di satu wilayah kecamatan Raya kabupaten Simalungun, Propinsi 
Sumatera Utara. 

Yang dilaporkan dalam penulisan ini adalah yang menyang­
kut pola penguasaan, pola pemilikan dan pola penggunaan tanah 
secara tradisional sejak zaman raja-raja Simalungun, masa penja­
jahan Belanda, masa J epang dan sesudah merdeka. 

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional, banyak yang sudah tidak berlaku lagi karena perkem­
bangan zaman, tetapi masih banyak lagi yang masih berlaku sam­
pai dewasa ini, dengan berbagai perubahan sesuai dengan dinamika 
perk em bangan masyarakat. 

Daerah sample penelitian merupakan daerah yang rawan da­
lam arti banyak permasalahan tanah, masih banyak berlaku aturan 
yang tradisional dan hubungan yang erat antara adat atau adat 
istiadat dengan kebudayaan materil, sebagai suatu keadaan untuk 
kelangsungan hidup mereka, di tempat itu. Oleh karena itu daerah 
ini akan dapat mengungkapkan problema yang dikehendaki dalam 
penelitian ini. Namwi demikian tim berpendapat laporan ini masih 
kurang sempuma karena berbagai f aktor kelernahan, tetapi telah 
dapat mernenuhi sebagai laporan dari aspek tersebut. 

Dalam pelaksanaan penelitian, tim telah banyak memperoleh 
bantuan rnasyarakat di daerah sarnpel, terutama pihak Kandep­
dikbud Kecamatan Raya, Camat Raya, Kepala-kepala Desa dan 
Tokoh-tokoh Adat. Untuk itu tim rnenyampaikan banyak terima 
kasih atas segala bantuan yang diberikan. 
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Harapan tiin kirahya Iaporan inl dapat merupakan sumbangan 
kecil dalam usaha pembinaan kebudayaan Nasional Indonesia. 

.~·' 
' . , 

~ ' ' 

, ..... 

Medan; F~bruari 1985 

Pemimpin Proyek, 

dto 

Dra. ZURAIDA TANJUNG 
NIP. 130251331 
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A. MASALAH 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Manusia adalah mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia 
telah ditakdirkan hidup bermasya'.rakat (Zoon Politicon). Manusia 
tidak dapat hidup b~rdiri sendiri tanpa orang lain. Dalarn diri se­
tiap orang ada dorongah untuk hidup berkelompok d~ selalu ber­
hubungan satu sarna lain yang menimbulkan keterikatan antara 
seseorang sebagai anggota kelompok atau masyarakat maupun 
lingkungannya. 

Di dalarn kelompok setiap orang saling tolong menolong dan 
bekerja sarna Untuk itu diperlukan pranata yang mengatur hu­
bungan antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang de­
ngan kelompok, antara kelompok dengan kelompok lainnya. 
Pranata-pranata itu terdapat di dalam adat istiadat yang tertulis 
maupun tidak tertulis yang disebut hukum adat. 

Alam telah menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang 
dapaf dipakai untuk mencapai kebutuhan hidup berupa pertanian, 
tanah merupakan faktor yang menentukan. Di sarnping sebagai 
sumber kehidupan atau mata pencaharian juga kegiatan sehari­
hari, dan rumah sebagai tempat tinggal berada di atas tanah, bah­
kan manusia dibesarkan dan mati di atas tanah, kemudian di ke­
bumikan di dalarn tanah. Karena itu tanah merupakan benda yang 
paling tinggi nilainya dari pada benda-benda lainnya. Sehingga ba­
nyak kegiatan serta hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia 
yang ber:hubungan dengan tanah sering disertai upacara ritual. 
Oleh karena tanah mempunyai arti yang penting dan tmggi nilai­
nya, maka timbullah berbagai hak dan kewajiban yang beihubung­
an dengan penguasa, pemilikan dan penggunaan tanah. 

Ma5yarakat hukum Adat, mengatur pemberian hak ':kepada 
penduduk untuk menikmati basil serta apa yang tumbuh ~i atas 
tanah, seperti membuka hutan dan mendirikan tempat tinggal. 
Hak membuka hutan, kemudian menanaminya, mendirikan tem­
pat tinggal dan mengambil basil. Dan bila dikerjakan terus menerus 
akan dapat meningkat kepada hak milik menurut hukum adat. 
Sebalilmya tanah-tailah yang diterlantarkan maka tanah akan 
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kembali menjadi hak kerajaan yaitu semacam hak ulayat. Pemilik­
an tanah adalah berbentuk pemilikan perseorangan dan pemilikan 
yang bersifat komunal. Penguasaan, pemilikan dan penggunaannya 
diatur oleh suatu aturan-aturan tertentu yang terdapat dalam pra­
nata-pranata. Pranata-pranata dalam masyarakat tradisional ada 
yang tidak tertulis tetapi hidup dalam masyarakat menurut dina­
mika perkembangan setempat. 

Pranata yang ada dalam masyarakat, sejak dahulu sampai 
sekarang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangannya. 
Pranata politik seperti juma bolag, juma anggap tidak ada ditemu­
kan lagi. Lain halnya pranata politik yang mengatur pemilikan 
tanah bagi perseorangan, hak galunggung, pranata religi, pranata 
ek'onomi dan pranata kekerabatan masih terus melembaga dengan 
berbagai bentuk perubahan, sesuai dengan perkembangan zaman. 
Pada mulanya semasa kekuasaan raja-raja Simalungun, tanah cu­
kup begitu luas. Hal ini adalah disebabkan jumlah penduduk masih 
sedikit, sehingga penduduk dapat menguasai, rilemiliki dan meng­
gunakan secara berlebihan. Tidak perlu menanami terus menerus, 
bahkan menanam tanaman keras dilarang oleh penguasa agar dapat 
secara bersama-sama dan serentak meninggalkannya dan.membuka 
perladangan baru. Pada masa itu belum ada dikenal istilah jual beli 
ba~ basil dan boroh, karena belum maju perekonomian dan sistim 
pemerintahan raja-raja yang pater inter pares dan kharismatis. 

Sesudah penjajahan Belanda di Indonesia yang membawa 
banyak perubahan sistim pemerintahan menjadi absolut, dan ber­
sifat feodal. Kemudian timbul istilah jual beli, bagi basil dan boroh 
dan berkembang terus. Hal ini dibarengi dengan pertambahan pen­
duduk, sedang luas tanah tetap terbatas, sehingga nilai dan harga 
tanah semakin penting artinya. Timbulnya dualisme hukum per­
tanahan, yaitu hukum adat dan hukum Barat akan mempengaruhi 
timbulnya keraguan tentang pola pengaturan mengenai tanah. 
Terlebih-lebih karena hukum adat yang tradisional akan menim­
bulkan ketidak jelasan pola penguasaan, pemiiikan dan pengguna­
an tanah yang kadang-kadang dapat menimbulkan ketegangan 
sosial yang merupakan masalah. 

Dualisme hukum itu dapat diatasi setelh Proklamasi 17 Agus­
tus 1945, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Pokok 
Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menimbulkan perubahan besar 
dalam bidang hukum pertanahan di seluruh Indonesia. Hukum 
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Barat yang bemfat individualistis dan f eodalistis tidak berlaku 
lagi, tetapi sebaliknya hukum adat mengenai tanah dihormati 
sepaitjang tidak bertentangan dengan hukum Nasional dan tidak 
bertentangan dengali filngsi sosial. Penerimaan terhadap perubahan 
hukum tanah itu tidak sama oleh anggota masyarakat. Ada ango­
ta masyarakat menerima pelaksanaan UUPA . No. 5 ~un 1-%0 
tetapi ada juga yang belum dapat menerimanya sehingga. pola yang 
tradisional ada yang masih tetap berlaku, ada juga yang menolak 
secara keseluruhan. 

Selain dari pada itu, dengan berlakunya Undang:.Undang No­
mor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan ~desa, dibeberapa tempat 
tertentu kelihatan hapusnya desa yang bersi.fat tradisional. Sebagai 
akibatnya akan turut juga hapus hak-hak komunal rahat an ni huta 
atas tanah-tanah di daerah itu. Hal ini akan mempengaruhi secara 
langsung atau tidak langsung terhadap pola penguasaan dan peng­
gunaan tanah. 

Masalah lain ialah belum adanya data dan informasi fentang 
pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi­
sional yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat 
banyak dan bahan kebijaksanaan pembinaan Kebudayaan serta 
bahan studi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian khusus ter­
hadap penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi­
sional. 

B. TUJUAN 

Yang dimaksud dengan tujuan dalam penulisan ini adalah tu­
juan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus sebagai 
tujuan yang utama. 

l. Tujuan Umum 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana berlakunya pola penguasaan, pernilikan dan ·penggu• 
naan tanah secara tradisional sehubungan berlakunya Undana­
Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan berlakunya Undang­
Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa untuk dita­
warkan kepada masyarakat untuk diterima atau clitolak dalam 
rangka kebijaksanaan kebudayaan. Khusus dalam polapenguasaan; 
pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional menuj11 pemba-
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ngunan Nasional di bidang hukum pertanahan pada masa yang 
aka» datang. 

21 'Fujuan Khusus 

~· Untuk mengetahui tentang pola peilguasaan, pemilikan dan 
· "penggiinaan tanah secara tradisional di daerah penelitian dan 

daerah Sumatera Utara umumnya. 

- Uittuk mengetahui prrubahan-perubahan yarig . terjadi selama 
ini dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggUJlaan tanah 
secara tradisioilal setelah berlakunya UUPA No. 5 tahun 
1960 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang peme­
rintahan di daerah penelitian dan daerah Sumatera Utara. 

· - ,Menghasilkan naskah tentang pola penguasaan, pemilikan 
dan penggunaan tanah secara tradisional, di daerah Sumatera 
Utara. 

C. RUANG-LINGKUP 
Yang dimaksud dengan ruang lingkup ialah ruang lingkup 

yang membicarakan tentang ruang lingkup materi dan ruang ling­
kuir operasional. 

1. Ruaflg Lingkup Materi 
Pola penguasaan, · pemilikan dan penggunaan tanah secara 

tradisional merupakan pengertian luas. Oleh karena itu perlu ada­
nya pembatasan penelitian yang selektif menurut peniingnya dan 
prioritasnya dan memfokuskan suatu obyek yang tertentu. 

Dalam pembahasan materi yang perlu diungkapkan, adalah 
masalah menyangkut hak komunal dan hale perorangan, yaitu 
penguasaan atas sejumalh tanah yang pengaturan penggunaannya 
ditentukan oleh sejumlah pranata-pranata yang ada dcilam kebu­
dayaan masyarakat di daerah penelitian dalam hal adat istiadat. 
Sebab. itu persoalan yang u tania dalam pem bahasan adalah menitik 
heratkan kepada pranata-pranata kebudayaan ·apa .saja yang men­
jjl(}i variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggu­
naan tanah secara tradisiorial di daerah penelitian. 

Selain dari pada itu perlu dilihat hubungan antara- pranata­
pranata dengan pranata lainnya, secara langsung atau tidak lang­
sung terpengaruh ataupun 1_11empengaruhi pranata-pranata terse but. 
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Ruang linglcup materi akan mengandung dua komponen yaitu 
pranata dan tanah, sehingga dengan melihat ke dua komponen ini 
akan dapat diketahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan 
tanah secara tradisional. 

Perlu dijelaskan bahwa tanah yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah bagian bumi yang dapat diatur dengan hclctare atau 
meter bujur sangkar. Dengan keterangan lain ialah tanah dalam 
arti tidak dapat diangk.at; maka sama saj.a dengan tempat atau 
ruang. 

2. lluang Ungkup Operasional. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang sehubungan 
dengan masalah dan tujuan, perlu dijelaskan bah~a lokasi peneli­
tian sebagai sampel ialah daerah yang rawan dalam masalah tanah 
di Propinsi Sumatera Utara. Ruang lingkup terletak dalam satu 
wilayah hukum adat. Daerah rawan yang dimaksud adalah daerah 
dimana ada terdapat permasalahan tanah sebagai akibat dari per­
paduan dari hukum adat tradisional ·di satu pihak dengan berlaku­
nya Undang-Undang Pokok Agraria Nasional di lain pihak. Perlu 
dijelaskan bahwa penentuan daerah penelitian di samping daerah 
itu mempunyai banyak permasalahan tanah, pola penguasaan pe­
milikan dan penggunaan tanah secara tradisional masih ada ber­
laku. Faktor permasalahan hanya merupakan alat untuk menya­
ring data yang diperlukan, bukan untuk mengatasi masalah itu 
secara langsung. 

Untuk mendapat sebanyak mungkin materi yang diperlukan, 
pranata-pranata yang ada dalam masyarakat merupakan sasaran 
pokok dalam penelitian ini. 

D. PROSEDUR DAN PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH 

Prosedur dan pertanggung jawaban penelitian ini adalah me­
rupakan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolah­
an data dan penulisan menjadi buku laporan. 

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pemimpin 
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Suma­
tera Utara maka diambil langkah-langkah kebijaksanaan agar pelak­
sanaan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetap­
kan. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini diadakan pro­
gram. 

s 



Penelitian yang sistematis dan mendalam ini dilakukan oleh 
pet\igas di daerah : yang terdiri dari Kantor Wilayah Departemen 

. Pendidllcan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara bekerja 
sama dengait tenaga pengajar dari Perguruan Tinggi dengan sistim 
kontrak. · 

. t. Tahap Persiapan 
Dalam tahap persiapan, pertama sekali ketua Tun mengikuti 

pengatahan di Cisarua ·BogoruntulC memperoleh pengetahuan,teori 
umum dan khusus sesuai dengan aspek bidang penelitian. 

Tahap selaitjutnya ketua Tim menyusun anggota-aaggota'tim 
yang didas3rkan kepada- pedoman pelaksanaan, dan penjelasan 
dari Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan 
Daerah Sumatera Utara yang kemudian dikuatkan dengan Surat 
Keputusan Proyek Nomor Gl/07.84.33/1 tanggal 16· Mei l984 
yang susunannya sebagai berikut: 

Tun Peneliti : 
a). Ketua/Anggota 

b). Sekretaris/Anggota 

c). Anggota 

d). Anggota 

Tugas-tugas/Pembagian Kerja : 

Ketua Tim/Ketua: Aspek : 

Drs. J ~M. Sar~ . 

Pembantu Pimpinan pada · Bidang 
PSK . Kan~il Dep. DikJ:>°ud Prop. 
Sum. Utara. 

Drs. U .H. Dan,ianik 
Dosen IKIP Negeri - Medan 

Drs. K.S. Sidauruk 
Dosen APDN Medan 

Drs. Son tan Damanik 
Pegawai Kandep Dikbud Kodya Me­
dan. 

1). Penanggung la.Wah Penelitian 
2). Merencanakati iKegiatan Penelitian 
3)~ Memimpin Tim 'dalam pelaksanaan tugas 
4). Meligorganisir,dan Mengawasi Tim · 
·S). Mengevaluasi segala kegiatan Tim 
6); ' Memimpin rapat dmdiskusiTiin 
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Sekretaris Tim : 
1 ). Membantu Ketua Tim dalam tugasnya 
2). Mencatat basil rapat/diskusi Tim dan menyusun laporan 

setiap kegiatan Tim yang akan disampaikan kepada Pim­
pinan Proyek sebagai laporan. 

3). Mengumpulkan buku kepustakaan dan dokumen sebagai 
pendukung penelitian. 

4). Mengoreksi . konsep Naskah penelitian sesuai denaan 
EYD. . 

Anggota Tim : 9w 
I). Melaksanakan penelitian kepustakaan 
2). Melaksanakan penelitian lapangan, mencari, dan men­

catat data yang terdapat di lokasi penelitian 
3). Menyusun laporan masing-masing diketik rangkap lirna 
4). Mengilcuti rapat dan diskusi Tim. 

Tim Pengolahan Data dan Penulisan Laporan : 
a). Ketua/Anggota Drs. J.M. Saragih 
b ). Sekretaris/ Anggota Drs. K.S. Sidauruk 
c). Anggota Drs. U.H. Damanik 
d). Anggota Drs. Sontan Damanik 

Tugas-tups/pembagian Kelja : 

K e t u a I). Memimpin rapat dan diskusi 

Sekretaris 

Anggota 

2). Memberi · pengarahan · sistim pengolahan dan 
penulisan sesuai dengan TOR 

3) Mengkoordinasikan pengolahan dan penulisan 
laporan berbentuk draf. 

I). Membantu tugas ketua 
2). Menaatat dan menyusun laporan basil diskusi 

serta rumusan penulisan 
3). Mengumpulkan dan menyimpan basil diskusi 

dalam bentuk penulisan di buku catatan yang 
dilakukan oleh anggota tim peneliti 

I). Membantu tugas ketua dan sektetaris (bila 
diperlukan. 

2). Memberi tanggapan· dan pendapat atas basil 
laporan sesama anggota penelitian. 
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3). Mempertanggung jawabkan laporan penelitian 
masing-masing kepada ketua tiin 

4). Mengganti atau mengadakan penelitian ulang 
apabila kurang lengkap data yang dibutuhkan 

5). Secara bersama-sama merumus laporan peneli­
tian (draO. 

2. Pemantapan Materi : 
Pemantapan materi penelitian semua bidang aspek diadakan 

pengar• oleh Piinpinan Proyek dan Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera 
Utara, yang diikuti oleh ketua dan anggota tiin, yang diselenggara­
kan di Medan. Selanjutnya oleh ketua tiin memberikan pengarahan 
khusus kepada anggota mengenai teori-teori penelitian yang diper­
oleh dalam pengarahan di Cisarua Bogor. Materi-materi penelitian 
dijelaskan sebaik-baiknya kepada anggota agar pengertian tentang 
teori dan maksid penelitian itu dapat diterima bersama sebagai 
landasan teori dan berfikir dalam pelaksanaan, penelitian, pengo· 
lahan dan penulisan laporan. 

3. Tahap Pengumpulan Data 
Sebagai dengan jadwal pelaksanaan, penelitian dilakukan dari 

buian Juli sampai dengan bulan September 1964 adalah merupa­
kan pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan. 

Dalam rangka pengumpulan data dipakai beberapa macam 
metode yang dianggap relevan dalam penelitian ini antara lain 
adalah: 

a. Metode Kepustakaan 
Metode ini perlu, karena dapat .membantu dalam teori-teori 

yang sehubungan dengan penelitian. Bahkan sebahagian data telah 
diungkapkan orang dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang · 
telah ditulis dalam buku-buku dan laporan-laporan penelitian mau­
pun dalam dokumen-dokumen tertentu. Hal ini sangat membantu 
dalam rangka pengump\ilan data, mengkategorikan data . untuk 
bahan penulisan dalam laporan. 

b. Metode Wawancara 
Metode wawancara yang dipergunakan pada penelitian ini 

adalah metode wawancara mendalam (Depth Interview). Metode 
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ini mert1Pakan metode yang paling banyak dipergunakan karena 
sifat inventarisasi dan dokumentasi ini, di samping mengumpul 
data kuantitatif juga data yang kualitatif. 

Pedoman wawancara disusun sedemikian rupa dan dapat 
mengarahkan kepada data yang diinginkan. Sumber yang diwawan­
carai harus representatif untuk masalah yang dihadapi. Suatu yang 
representatif dapat dimulai dari segi umum, pendidikan, fungsi 
yang formal dan p~ngalaman mobilitas. Pedoman wawancara di­
susun dengan bahasa yang sederhana. Pelaksanaan wawancara 
harus <iibarengi dengan teknis pendekatan yang simpatik. 

c. Metode Observasi 
Metode observasi sangat membantu terhadap metode lainnya. 

Kadang~kadang para informan segan atau tidak mau menerangkan 
yang sebenarnya tentang sesuatu pertanyaan, karena mungkin ber­
sifat pribadi atau politis. Hal ini dapat diatasi dengan metode ob­
servasi dengan cara mengalami tanpa adanya wawancara (partisi­
pfnt survai). Data yang diperoleh dengan metode ini merupakan 

· data informal. 
. Selain dari pada itu metode ini diperlukan dalam rangka 

membuat catatan-catatan, skema-skema, denah-denah penelitian. 
Data ini perlu sebagai data pendukung terhadap data lainnya da­
lam penulisan laporan, misalnya foto-foto peragaan membuka 
hutan, tanda perbatasan dan lain-lain. 

d. Lok as i 
Sebelum menentukan lokasi penelitian, lebih dahulu dilaku­

kan pra-survai ke Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. 
K~mudian data hasil survai dievaluasi berdasarkan TOR, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Raya Kabupaten Sima­
lungun Propinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian. Pene­
tapan lokasi ini didasarkan kepada 3 (tiga) persyaratan pokok 
yaitu: 

- Di lokasi penelitian terdapat pola-pola penguasaan pemilikan 
dan penggunaan tanah secara tradisional yang masih berla.ku 
sebagai penunjang kelangsungan kehidupan masyaralcat se­
tempat. 

- Di lokasi tersebut sudah berlaku secara formal UUP A No. S 
tahun 1960 dan UU No. S tahun 1979, tentang PemerintahaB 
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_Desa, tetapi dalam kenyataannya rnasih belum terlaksana se­
-bagaimana diharapkan. 

- · Hubungan adat istiadat dengan kebudayaan materil rnasih kuat, 
oleh karena itu diharapkan peranan hukurn adat dalain pola 
penguasaan, pernilikan dan penggunaan tanah secara tradisional 
rnasih ada. 

#; Penelitian (Pelaksanaan Pengurnpulan Data) _ 
Pengwnpulan data adalah rnerupakan operasionalisasi ke­

giatan yang ' terutama~ Oleh karena itu dalam pelaksanaan ini telah 
dipersiapkan kelengkapan peralatan seperti kamera, tape recorder 
dan peralatan tulis rnenulis dan lain-lain. 

Sebelurn rnengadakan penelitian lapangan, anggota tim lebih 
dahulu dibekali melalui rnetode .Kepustakaan -dengail membaca 
buku-buk:u atau artikel dan bacaan lainnya yang s~hubungan de-
ngan tujuan penelitian. -

Dengan data sekunder ini akan dapat rnernberi garnbaran 
dan kerangka tentang kegiatan penelitian selanjutnya. 

Di lapangan penelitian, tirn rnernakai teknik wawancara 
berstroktur. Pertanyaan berstruktur adalah rnerupakan pedornan 
wawancara dan telah dipersiapkan sebelurnnya. Untuk rnenyaring 
-data yang -lebih lepgkap dilakukan wawancara tak -berstruktur 
berupa pertanyaan sehubungan dengan jawaban yang rnuncul 
dari inforrnan. Sernuanya dilakukan dalarn rangka wawancara 
mendalam (Deth Interview). 

. Sernua 'keterangan dari inforrnan harus dikontrol dengan ke-
rtyataannya, guna kelenglcapah inforrnasi (keterangan). Sehubung­
an dengan .itu dipakai rnetode observasi (pengarnatan) unttik rne­
lengkapi metode wawancara. 

Pengamatan terlibat (participant observation) yaitu penga­
matan partisipasi terjun ~rna-sama dalam kegiatan yang diteliti 
di lapangan. 

Urtruk mencapai data yang lengkap dan dapat dipercaya ke­
benarannya atau keabsahannya, pernilihan inforrnan didasarkan 
kepada fak.tor urnur, pendidikan; -kedudukan formal dan.infonnal 
~~an lama _di daerahlokasi penelitian. 
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Para inform an dikelompokkan dalam inf orman kunci inf-Or­
man inti dan infomum pendamping. Infonnan kUnci a4alah 
orang ya:ilg memiliki pengetahuan yang luas mensenai lokasi pe­
nelitian misalnya Penilik Kebudayaan setempat, kepala desa, 
pegawai pemerintah dan para pendidik. Dengan perantuaan me­
reka tiJn peneliti lebih mudah mengadakan pendekatan untuk 
mengungkapkan kesulitan dalam wawancara . pada penelitian. 

Setelah mendapa,t petuitjuk dari informan kunci, sasaran 
berikutnya adalah informan pokok, yaitu orang yang memiliki 
pengetahuan luas tentang hukum adat tanah dan aturan .. atuian 
adat setempat. Antara lain pengetua adat dan tolmh masy~. 
Selanjutnya dari infonnan pembantu yaitu ora.ng yang dapat mem­
beri keterangan sesuai dengan pengetahuannya. Yang teQnasuk 
informan pembantu adalah anggota keluarga pemilik tanah cian 
orang-orang yang kebetulan hadir daiam wawancara dan dapat 
memberikan keterangan tambahan. 

Penelitian lapangan dilaksanakan dalam jangka w&tu. 3 ·( tiga) 
bulan yaitu bulan Juli sampai bulan September 1984 sebanyak 
empat kali turun ke lapangan. Pertama kali turun ke lapangan 
selama 7 hari. Kedua dan ketiganya selama 14 hari dan yang ke­
empat kalinya selama 5 hari. Jumlah anggota yang turun sebanyak 
4 orang secara bersama-sama turun ke lap~. Hasil penelitian 
setiap kali turun, disusun oleh masing-masing peneliti sebagai 
laporan kepada ketua TiJn dan tembusannya kepada Pemimpin 
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi ,K.ebudayaan Daerah Su­
matera Uwa sebagai laporan kegiatan Tim. Hasi1 laporan dieva­
luasi untuk mengetahui data yang belum diperoleh dan kemudian 
pa~a penelitian selanjutnya dapat digarap kembali. Demikian se­
terusnya sampai data yang diharapkan cukup terkumpul. 

f. Tahap Pengolahan Data 

Hasil laporan dari masing-masing anggota Tim Penelitian pada 
setiap turun ke lapangan, merupakan basil penelitian lapanpn. 
Data yang dikumpulkan oleh 4 orang peneliti, mempunyaj ~persa­
maan dan perbedaan, sesuai dengan kemampuan masitii-masili& 
mendapatkannya dari sumber primer maupun dari sumber slffin~er. 

Semua data dari lapangan dan data darl Kepustakaan diolah 
secara bersama-sama oleh Tim Pengolahan dan Tim PenuliSan un­
tuk disajikan menjadi data yang dapat diperguftakan tlelam 'penu-
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lisan selanjutnya. Data . tersebut dikelompokkan dan dikategorikan 
ses\Uli d.engan materi yang dibutuhkan dalam kerangka dasar yang 
telah· dijabarkan dalam bentuk sistematika penulisan. Seterusnya 
.data itu dirwnuskan menjadi data yang dapat dipergunakan da­
lam penulisan laporan. 

g.· Pemilisan Laporan 

Kegiatan selanjutnya dalam penelitian adalah tugas penulisan. 
Sesuai dengail peritbagian tugas dalam pen~ masing-masing; 
'qota Tim penulis bab-bab yang telah ditentukan dalam rapat 
peirulisan. Penulisan ini adalah merupakan draft terpisah. Kemu­
dian draft itu didislrusikan berdasarkan TOR. Masing-masing ang­
gota Tim memberikan tanggapan tentang hasil penulisan itu. Bila 
dianggap perlu perbaikan berupa penambahan atau pengurangan 
·bahkan perubahan sama sekali, maka penulisan itu direvisi seper­
lunya. · Draft yang terpisah setelah mendapat perbaikan seperlu­
nya disatukan menjadi satu kesatuan merupakan dr~ft yang dijadi­
kan konsep penulisan. Konsep penulisan ini · diserahkan kepada 
sekretaris Tim untuk diperbaiki dari segi bahasanya sesuai dengan 
ejaan baru yang disempurnakan. Setelah sel~sai diperbaiki dari segi 
bahasanya diketik · dengan baik. Konsep pedulisan telah diketik, 
selanjutnya diserahkan · kepada ketua tim sebagai penyunting un- · 
tulc mendapat perbaikan. Ketua Tim meneliti sambil mengadakan 
perbaikan seperlunya. Keng1dian konsep penulisan itu diketik dan 
d;ijilid bagus. Sesud~ dijilid, diajukan kepada Pemimpin Proyek 
lnventarisasi dan Dokumelitasi Kebudayaan Daerah Sumatera 
Utara untuk dapat diperbanyak atau dicetak sesuai dengan keten­
tuan dalam proyek. 

Laporan ini masih memerlukan penilaian dari Pemimpin 
Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 
Sumatera Utara atailfim penilai di tingkat Pusat untuk dapat di­
jadikan buku. 

fl. Ham.batan-hambatan 
Selama dalam pelaksanaan penelitian, Tim Penelitian mene­

mui berbagai hambat~atau kesulitan, tetapi dengan berbagai cara 
.clan usaha harnbatan itti'dapat diperkecil atau diatasi sama sekali. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sulit mene­
mui informan pada siang hari. Pada umumnya masyarakat di 
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lokasi penelitian hidup dari hasil pertcµiian. Sebagzi petani mereka 
sibuk sepanjang hari. 

Pada hari Minggu pun mereka sibuk ke gereja, karena mayo­
ritas penduduk di daerah penelitian beragama Kristen. _Bahkan 
bukan karena ke gereja saja sebagai kesibukan, kadangbdang 
pada hari minggu itu kesempatan mereka untuk berkw\jung ke­
pada f amili atau memenuhi undangan-undangan adat. 

Untuk mengatasi hal itu informan yang diperlukan dijumpai 
pada sore hari atau malam hari. Sebab itu sering terjadi wawancara 
sampai larut malam. Hal ini dapat menimbulkan kebosanan dan 
kelelahan bagi informan. Karena singkatnya waktu sedang wawan­
c~ra belum habis, terpaksa dilanjutlcan pada hari yang lain. Karena 
itu sering terjadi seorang informan harus dijumpai beberapa kali. 

Kesulitan lain, walaupun informan dapat diwawancara, te­
tapi kadang-kadang mereka bersifat tertutup, tidak mau memberi­
kan jawaban yang sebenarnya karena kemungkinan mereka ragu 
aiau takut memberikan infromasi yang sebenarnya. Terlebih-lebih 
bila pernyataan itu menyangkut masalah tanah. Tetapi setelah di­
usahakan berbagai cara pendekatan akhirnya ada juga yang mau 
memberikan keterangan yang sebenarnya. Selain dari pada itu 
kesulitan-kesulitan tersebut di atasi dengan bantuan informan 
kunci yang luas pengetahuannya dan lebih mengerti tentang mak­
sud dan tujuan penelitian. Mereka pada umumnya memberikan 
jawaban yang sesungguhnya yang diketahuinya. 

i. Hasil Akhir 
Naskah laporan ini adalah merupakan basil maksimal yang 

dapat disajikan oleh Tim Peneliti Aspek Pola Penguasaan Pemilik­
an dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera 
Utara. Tim telah menggunakan segala kemampuan yang ada sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. 

Naskah laporan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, 
tetapi narnun demikian tidak dapat disangkal bahwa masih juga 
terdapat kekurangan dan kelemahannya. Tetapi namun demikian 
Tim mer..asa bahwa laporan ini sudah dapat mernadai untuk dila­
porkan ke Pusat, sebagai basil penelitian dari Aspek Pola Pe~­
saan, Pernillkan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional ·D~erah 
Surnatera Utara dari Daerah Surnatera Utara.· Jumlah halaman 
minimal 150 halaman seperti ketentuan dalan DR, tetap 12mi­
lisan ini jauh melebihi. 
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k LOKASI 

BAB D 
MENEMUKENALI 

Lokasi penelitian ialah wilayah kecamatan Raya yang terletak 
di daerah tingkat II Kabupaten Simalungun Propinsi Surnatera 
Utara. 

J'. Let a k 
. Yang diuraikan mengenai letcik adalah ten tang letak adminis­

ti:~- J:>atas-batas, 'ietak astronomi, Jarak dengan ibukota, keadaan 
janng°an jalan, transportasi, dan. komunikasi. · 

a. · Letak Administratif 
Kecamatan Raya dipimpin oleh seseorang Camat kepala 

wilayah yang berkedudukan di Pematang Raya sebagai ibukota 
niertipakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang- ter­
dapat di Kabupaten Simalungun. 

b. Batas-batasnya 
Kecamatan Raya berbatas sebagai berikut. Sebelah Timur 

· · dengan ltecamatan Siantar dan kecamatan Panei. Sebelah Se­
. Iatan berbatasan dengan kecamatan Dolok Pardamean dan 

kecamatan Panei. Sebelah Barat berbatas dengan kecamatan 
Purba dan kecamatan Dolok Silou dan sebelah Utara berbatas 
dengan kecamatan Silou Kahean dan kecamatan Raya Kahean. 

c. Letak.Astronomi 
· 'r · t. 

Menurut astronominya kecamatan Raya terletak antara; 
62° 5 5 Lin tang Utara dan 99° Bujur Timur (Kabupaten ·sima­
lungun dalam Angka Tahun 1982) . 

. d. Jarak Kecamatan Dengan lbukota Kabupaten 
Ibukota Kabupaten yaitu Pemataqg Siantar, jaraknya de­

nglin ibukota k~camatart yaitu Pematang Raya adatall 31 km, 
" ~pai ke batas kec~atan saja · adatah'-24 km_ Kedua ibukota 
'ilil 'qlliubiui6:an oleh jalan rayi propfusi yakni Siantar~Kaban 
Jahe. · 



e. Keadaan Jaringan Dan Kualitas Jalan Raya 
Jalan raya dilintasi jalan propinsi yang mengbulaunlkan 

Pematang Siantar ibukota Kabupaten Simalungwi ··dengan Ka­
han Jahe ibukota Tanah Karo, sudah beraspal. Jarmpll jalan 
lainnya ialah dari Sondi Raya ke arah Kampung Damak menuju 
Sindar Raya ibukota Raya Kahean yang melintasi kaki gunung 
Simbolon, telah dibatui, tetapi belurn beraspal dan antara Raya 
Huluan dengan Dolok Huluan terus ke kecamatan Do1ok Par­
damean, sebagian telah beraspal dan sebagian lagi sudah dibatui. 

Gb. l. Keadaan jaringan dan kualitas jalan di pedesaan lokasi penelitian. 

Di Salilping itu jalan antara Merek Raya dengan Huta Dolok dan 
jahul antara Sirnpang Pangalbuan dengan Dolok Silau rnenuju 
Nageri Dolok, rnasih jalan tanah. Sebagian telah dibatui tetapi 
belUJll diratakan dengan stoomwals yakni rnerupakan jalan bu­
kaan baru pada rnasa Orde Baru ini. Sedangkan jalan,jalan lain­
nya rnerupakan jaringan jalan desa (karnpwig), yang rnenghu­
bungkan desa-desa sekitarnya ke ibukota kecarnatan, sifatnya 
.sangat darurat sekali. Jalan itu dibangun at&$ swadaya rnasyara­
kat secara gotong royong. 



f. Keadaan Dan Jenis Transportasi 
Kecamatan Raya dilalui jalan lintas antara Pematang Sian­

tar dengan Kahan Jahe (ibukota Kabupaten Tanah Karo) dan 
. Sidikalang (ibukota Kabupaten Dairi). Jenis kendaraan ialah 
bus-bus umum angkutan orang dan barang yang datang dan per­
gi ke arab Sidikalang, dan Kaban Jahe dengan volume rata-rata 
setiap S menit sebuah angkutan melalui Pematang Raya. Di 
samping jenis kendaraan lain ialah gerobak (truk atau prah), 
sedangkan jeep, pick up, dan suburban dari berbagai merk dan 
tahun pembuatannya, merupakan alat transportasj yang diper­
gunakan anggota masyarakat yang sifatnya sangat viial. - -

Untuk angkutan ke desa-desa sekitamya, anggota masya-
rakat Jcebanyakan telah memiliki kendaraan beroda dua seperti 
Honda, Vespa, Suzuki, Yamaha dan lain-Iain, tetapi di samping 
itu masih ada menggunakan tenaga kerbau menarik pedati un­
tuk mengangkut hasil-hasil pertaruan penduduk. 

. Untuk ketertiban mengorganisasikan angkutan umurn ter­
sebut di atas di ibukota kecarnatan Raya telah terbentuk 3 
(tiga) buah perusahaan bis yakni Sinar Raya, Sinar Tani dan Cap 
Gunung, yang setiap hari melayani trayek Pematang Raya -
Pematang Siantar pulang dan pergi. Selain itu juga melayani 
trayek pekan-pekan, sekitar kecamatan Raya seperti ke Panei 
Tengah, Sindar Raya, Haranggaol, Saribudolok dan lain-lain. 

g. Keadaan Dan Jenis Komunikasi 
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Di kecamatan Raya ini terdapat dua jenis media komuni­
kasi, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik 
berupa sebuah ratel (khusus buat kantor Camat), televisi 232 
buah, dan radio transistor serta tape recorder. Media cetak 
berupa koran, majalah yang didatangkan dari Medan dan Pema­
tang Siantar, seperti Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Waspa­
da, Mimbar Umurn, Bukit Barisan, Analisa, Sinar PembaJigUnan, 
Inti Jaya, Mingguan Teruna Baru, serta Buletin Pemerintah 
Daerah Tingkat II Simalungun Habonaron Do Bona, dan ber­
bagai majalah Jain terbitan ibukota Jakarta. 

Selain itu di Pematang Raya terdapat sebuah Kantor Pos 
Pembantu, yang pada tahun 1982 mengelola surat kiriman se­
banyak 26.489 buah dan surat masuk 36.277buah, (Kabupaten 
Simalungun dalam Anglea Tahun 1982). 



_ __,,, _________________________ ........_,......-..._.~-- -···-···----· 

2. Keadaan Geografisnya 
Keadaan geografisnya yang diuraikan adalah tentang, keadaan 

iklim, keadaan tanah dan alamnya, gunung-gunung, sungai-sungai, 
flora dan faunanya. 

a. Keadaan Dan Pehgaruh Iklim 
Keadaan iklim di daerah kecamatan Raya dipenganmi 

oleh musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara agak dingin 
di malam hari, karena pengaruh hawa pegunungan dengan suhu 
maksimum 19,7oC dan suhu minimum 17°C. Curah hujan 
rata-rata 2.831 mm per-tahun dan jumlah hari hujan 197 hari 
per-tahun. Pengaruh iklim tersebut terhadap tartaman menun­
jukkan bahwa tanam-tanaman yang inemerlukan hawa panas 
seperti, tanaman cengkeh, kelapa dan sejenisnya kurang 'baik 
tumbuhnya di daerah ini. Yang sesuai udaranya hanya untuk 
tanaman atau kayu-kayuan berbagaijenis karena pengaruh iklim 
pegunungan, seperti kopi dan jeruk. 

b. Keadaan Tanah Dan Alamnya 
Keadaan tanah di daerah kecamatan Raya tergolong subur 

dan apabila tidak dikelola oleh penduduk, segera akan menjadi 
hutan semak belukar dan ditumbuhi oleh kayu-kayuan bahan 
bangunan. 

. .• ' 
Gb.2. Keadaan tanah dan lingkungan a/am sebahagian J}aerflkpeneliti-

an. 
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.....------------------- - ·-···-· - --

Hutan-hutan yang terdapat di lembah dan jurang ba­
nyak mengandung mata-mata air yang merupakan hulu sungai 
yang mengalir ke selat Malaka. Karena itu daerah ini tidak 
mempunyai areal persawahan yang luas. Itulah sebabnya pendu­
duk kebanyakan mengusahakan penanaman tanaman semusim 
seperti padi-padian, sayur-sayuran, cabe, tembakau, dan tanam­
an keras seperti, kopi, jeruk, bambu, enau. Di samping itu ba­
nyak juga ditanam pisang dan jenis-jenis keladi, jagung serta 
kacang-kacangan. 

c. Keadaan Gunung-gunungnya 
Gummg yang tertinggi di daerah ini ialah gunung Simbolon 

dengan anak-~ak gunungnya seperti Simarsopah, Panom­
boman, dan lain-lain yang ditumbuhi berjenis kayu-kayuan yang 
lebat yang mempengaruhi iklim dan curah hujan serta kelem­
baban udaranya. Di antara gunung dengan anak gunung lainnya 
terdapat perbukitan yang dipisahkan oleh jurang-jurang yang 
dalam yang dilintasi anak-anak sungai yang merupakan hulu 
sungai, yang tebing-tebingnya ditumbuhi pohon bambu, enau, 
rotan dan lain-lain. 

d. Keadaan Sungai-sungainya 

Sungai-sungai di daerah ini berasal dari kecamatan yang 
-terdapat di hulunya yang melintasi daerah ini menuju daerah 
hilir yang selanjutnya mengalir ke arah Timur dan Utara sampai 
selat Malaka. Sungai-sungai yang terdapat di daerah kecamatan 
ini ialah: 

1). Bah Binomon, merupakan hulu sungai Bah Bolon yang me­
lintasi kota Pematang Siantar. 

2). Bah Bakkuou, plerupakan hulu sungai Bah Hapal yang 
mengalir ke kecamatan Dolok Batu Nanggar yang beribu-
kota Serbelawan. - · 

3). Bah Sigari, bersambung dengan Bah Karei merupakan 
bagian hulu sungai Ular melintasi daerah Perbaungan. 

4). Bah Sinuan 
5). Bah Bala 
6). Bah Magor 
7). Bah Kaliat 
8). Bah Sibolangit 
9). Bah Bolon 

10). Bah Sima tat 
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.Sunpi-sungai tersebutlah yang merupaJtan hulu sungai 
Padan@ dan lain.-laiB, mellP,lir melintasi daefah Bali · Serdang 
menuju se)at Malaka. 

Sebagai daerah h~u sungai dan daerah aliran sungai yang 
di8pit oleh ganung dan perbukitan, di daerah ini banyak di­
Nmpai Jurang yang relatif curam dan dalam. Penuh dengan hu­
tan lebat dan tanaman yang rimbun dan rindang sekaligus 
mempengaruhi keadaan alam dan iklimnya serta ~ hidup 

-: masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membentuk 
sikap mentJtadapi tantangan alaJn sekitarnya. 

e. Keadaan Alam Flora 
Berdasarkan keadaan alaJn dan ildim dan faktor geografis­

nya, malca keadaan floranya yang terdiri dari tumbuhan kayu­
kayuan yang menutupi gunung Simbolon, bukit-bukit serta 
jurang atau leinbah yang menghiasai kecamatan Raya, maka 
keadaan floranya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

I). Jenis-jenis kayu yang dapat dijadikan bahan bangunan, 
di antaranya ialah meranti batu (meranti Raya), modang 
(sejenis kayu keras), saitdilah (sejenis kayu keras), pokko 
(sejenis kayu besi), simartolu (sejenis kayu kuat),. dosih 
(sejenis kayu lunak, damar), tualang (kayu raja), alim (ku­
lit untulc ditulis), ettui (kulit untulc lumbung padi), dan 
lain-lain. 

2). Jenis-jenis kayu berbuah, seperti: jengkol, durian, petai, 
kopi, petai cina, jeruk dan jenis-jenisnya, berjenis-jenis 
jambu, pepaya, kemiri dan lain-lain. 

3). Jenis-jenis bambu (buluh) seperti: bu/uh rogon (untuk ke­
ranjang), bu/uh dihon (untulc tempat air), bu/uh balakki 
(untuk senduk nasi), bu/uh bolon (untulc tempat air dan 
pagar), bu/uh laga (untuk tepas), bulu dasar Untulc tepas), 
bu/uh poral (untulc tepas dan tulup), bu/uh parapat (untuk 
tulup), bu/uh minak (untuk ditulis dengan aksaril), bu/uh 
duri (untuk ditulis dan sisir), dan bu/uh sina (untuk joran 
pancing dan pagar hid up). 

4). Jenls-jenis hotang (rotan), yakni: hotang malnou (untuk 
gagang kursi dan tongkat), hotang buar-buar (untuk tali 
penarik kayu), hotang ruttih (untulc tikar dan takraw), 
hotang pulogos (untuk bahan kursi), hotang bonang (un-
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tuk pengikat, untuk pengikat muncung kerbau), hotang 
tobu-tobu · (tintuk pengikat; untuk pengikat muncung · 
kerbau), hotang dadahanan (untuk banteo-tapongan, se­
jenis bakul), hotang rimah (untuk pengikat pagar), hotang 
jorlang (buahnya untuk bahan eet), dan· hotang dadapon 
bomgin (untuk tali orang-orangan pengusir burung di 
ladang). 

5). Jenis-jenis lain, seperti: Yang berakar serabut: aren atau 
enau (untuk gula Batak), nibung (untuk bahan bangunan 
rumah) pinang (untuk perangkat sirih dan banan cet) dan 
pinang hutan. 
Jenis pakis, seperti: pakis. hutan, dapat dijadikan tiang 
rumah, gubuk dan ramuan obat. 
Jenis kayu, landoyung (dipakai untuk ragi nira), hayu 
hanaw~i dan haspuat (untuk bahan obat-obatan tradisio­
nal). 
Jenis bunga-bungaan, yang dijadikan ramuan obat-obatan 
tradisional, seperti bunga raya tau kembang sepatu, silanju­
hang (sejenis kayu obat), sakkal sipilit (selasih), silanglang 
habungan (tumbuhan obat) dan lain-lain. 
Jenis-jenis pisang, seperti: pisang kepok, pisang emas, 
pisang betawi, pisang raja, pisang hutan dan lain-lain. 
Jenis umbi-umbian, seperti: ubi kayu, ubi rambat, ken­
tang, keladi dan lain-lain. 

f. Keadaan Alam Faunanya 
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Alam flora yang telah disebutkan di atas dihiasi pula de­
ngan alam faunanya yang dihuni oleh segala jenis margasatwa, 
merupakan kekayaan alam. Ada yang buas dan liar, ada yang 
berbisa, ada yang jinak termasuk yang diternakkan penduduk 
seperti: 

1). Binatang liar, tergolong ke jenis ini ialah beruang, monyet, 
kera, musang hutan pemakan buah, musang pemakan 
ayan, musang kesturi, hulihap (monyet hitam), tenggiling, 
lingsang atau kucing air, tikus bambu, kijang, kambing 
hutan, kancil, babi hutan, harimau, rusa, tupai, terbang 
bunglon. 

2). Jenis-jenis burung (margasatwa), seperti ayam hutan, ba­
lam, enggang, elang, puyuh, pipit, pyuh air, undang (sejenis 



bangau), siborutasik (burung air), tapi garo-ftlro (elattg pe­
makan tikus), kutilang, murai, siburuk (pemakan serans­
ga), gagak hitam dan tempua. 

3 ). Binatang melata, yakni jenis-jenis u1ar seperti um· sendok, 
ular sawah, ular hijau, ular belang, ular lidi clan laUHaili. 

4). Jenis-jenis ikan, seperti ikan lele, ikan jurung, sejenii ~ou 
kepil, badou, belut, sejenis ikan teri, sejenis jJtaii badubng 
dan lain-lain. 

S). Jenis serangga, seperti belalang, pianaang, nyamuk, lalat, 
semut dan lain-lain. 

6). Jenis-jenis temak, seperti kerbau, babi, kuda, kadia& 
lembu, ayam, itik", angsa, anjing, kucing, entok, kelinci, 
merpati, dan ayam ras. 

3. Pola Perkampungan 

Berdasarkan penuturan (informan A. ·Purba, auru Raya, cl.u­
kun Raya) mengatabn bahwa sepanjang penptahuannya, pendu~ 
duk daerah Simalungun pada mulanya berpindah-pindah )noma­
den) menurut keinginanya dan beqantung kepada 1etak tcmpat 
tingal yang dirasa aman dari' ancaman binatang buas da:n musuh­
musuh laiJtnya. Hal ini akan lebih nyata dan jelas lagi betapa cer­
ma tnya mereka memperhatikan letak tempat hidup secara berlce­
lompok, lalu memilih tempat tingal menetap dengan memperhi­
tungkan dari segi keamanan (security), sumber air 'dan sumber 
bahan makanan. 

Gb.3. Pola Perkampung'an .·tradmonal. 
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Berpedoman kepada hal-hal itulah sarnpai sekarang dapat di­
ketahui dan dilihat, bahwa pola perkarnpungan ditandai dengan 
ciri-ciri sebagai berikut: 

Letak.nya di tempat yang,agak tinggi, dikelilingi oleh lembah yang 
nJe.mpunyai mata air, niudah m;engintai musuh yang datang dari 
IU8f, . mudah dibentuk dan dijadikan kubu pertahanan, relatif 
dekat dengan perladangan dan pengambilan air, ada jalan rahasia 
\intuit melarikan diri, bila terpaksa karena serangan dari luar, 
maksudnya jalan itu tidak diketahui oleh pihak luar. 

'Bila pefsyaratan tersebut telah terpenuhi pada suatu tempat, 
ma.lea para anggota masyarakat berembuk dan menghubungi 
guru huta (dukun kampung) menanyakan apakah tempat itu da­
pat dan baik dijadikan perkarnpungan yang disebut manotou 
parhutaan (cara membuka perkarnpungan). Bila guru huta telah 
memberi petunjuk baik, maka secara adat dan upacara ritual khu­
sus dan tilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh 
guru huta yang disebtit juga datu (dukun) sekaligus dalam arti 
meminta doa restu dari Yang Maha Kuasa atas rencana mendirikan 
huta (karnpung) tersebut. Setelah guru huta memberi petunjuk, 
baik mengenai waktu dan cara . memulai pekerjaan mendirikan 
huta, para anggota secara bergotong royong mengerjakannya de­
ngan tekun, misalnya meratakan pertapakan, mendirikan bangun­
an tempat tinggal yang didahului dengan upacara. Upacara itu ber­
isikan ikrar . yang harus dipatuhi semua anggota, maka diadakanlah 
makan bersarna yang merupakan bulawan (ikrar) agar seia sekata, 
bernasib sepenanggungan. Sesudah itu atas petunjuk guru huta 
mereka memilih atau menunjuk siapa yang menjadi pimpinan di 
karnpung tersebut. Jika kepemimpinan itu baik, lama kelamaan 
ia dihormati para anggotanya, pada akhirnya merupakan tradisi. 
Bila pimpinannya ini meninggal atau tidak dapat lagi bertugas, 
maka puteranyalah sebagai penggantinya dan pada kesempatan 
inilah dimusyawarahkan siapa-siapa yang merupakan pembantu 
pimpinan dan hal ini berlangsung atas restu guru huta atau datu. 

. Lama kelamaan baik karena pertarnbahan pendudttlc akibat 
kelahiran, maupun karena pendatang dari luar, maka kampung 
itu bertambah besar serta terikat akan tali kekeluargaan baik 
karena perkawinan maupun karena pertalian darah. Sehingga pada 
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tiap kampung akhimya merqpakan k•Uupi keke~ yang 
saling menghonnati daR sating membantu di waktu suka dan duka. 

Untuk mencegah jangan sampai ada ancaman binatang buas 
atau musuh secara leluasa memasuk.i kampung, dibangunlah ben­
teng tanah sekitar kampung yang disebut partoguh ni huta (hen· 
teng kampung) di atasnya ditanami bambu cina sekaligus sebagai 
pelindung angin kuat terhadap rumah-rumah mereka. Perkampung­
an-perkampungan seperti ini "bertambah besar dan kokoh sma 
saling memperkuat diri, yang pada akhimya sesuai dengan perkem­
bangan penduduk menjadi ·~erajaan kecil" dilengkapi denpjl 
para petugas dan pembantu demi kelancaran organisasi dan ke­
daulatan kampungnya. 

Pengaturan letak rumah sejak semula telah ditentukan sede­
mikian rupa, rumah pimpinan berada di tengah-tengah dan dike­
lilingi oleh rumah penduduk lainnya. Letak rumah diatur menu­
rut fungsi masing-masing sebagai pembantu pimpinan. Oleh sebab 
itu pimpinan kampung dengan status pangulu (penghulu), patua­
non ( tuan) dan parbapaan (pimpinan beberapa kampung) atau 
raja, selalu disebut partongah (bersifat di tengah) dan pembantu­
nya seperti puanglima (panglima), perdalam tapian (urusan pan­
curan), perhuluan (urusan adat) dan yang lain-lain, dapat dike­
tahui dari letak rumahnya, sesuai dengan denah kampung atas 
petunjuk guru huta atau datu. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, pada 
mulanya ada dua bentuk perkampungan yakni mengelompok ber­
bentuk lingkungan dan mengelompok segi empat. Pola perkam­
pungan mengelompok berbentuk lingkaran, dibagian lingkaran 
luar adalah rumah-rumah marga raja termasuk sanina atau bersau­
dara. Sedangkan dibagian dalam lingkaran adalah rumah-rumah 
anak boru (penerima anak gadis) atau gamot (kepala lorong). 
Rumah atau istana raja berada agak di luar lingkaran ar:ah hilir. 
Rumah rakyat tidak boleh didirikan di sebelah kiri rumah raja. 
Bila ada rumah rakyat di sebelah kiri, alamat kurang baik atau 
tidak akan beroleh seJamat. 
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Gb. 4. Denah Kampung Berbentuk Lingkanm. 

3 

Keterani&n·: 
1. Lingkaran dalam adalah rumah para gamot dan anak boru, 
2. Ungkaran luar adalah sanina atau semarga raja. 
3. Sesudah No. 2, barulah rumah-rumah rakyat, tetapi tidak boleh sebelah 

kiri rumah raja. 

Perkampungan berbentuk segi empat, sekelilingnya berben­
teng tanah timbun dan sekelilingnya dibuat parit. Bagian-bagian­
nya adalah sebagai berikut Jalan masuk atau gerbangnya, rumah 
raja, balai, lesung, jalan ke sungai, halaman dan rumah para puang­
lima serta para gamot, diatur sedemikian rupa. Bentuk perkam­
pungan ini lebih sesuai dengan kepentingan pertanahan dan ke­
amanan kampung. Hal ini dapat dilihat dalam denah di bawah 
ini. 
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Jalan 
ke sungai 

WW 

-
Ha la man 

WW 

~-+- .M_uuk 

Balai 

DD 
Jalan ke lesung 

Gb. 5. Denllh Perkllmpungan Berbentuk Segi Empat. 

. Desa adalah yang terdiri diµi beberapa . hut~ (kampung). 
Istilah desa adalah istilah yang baru dilcenal di daerah Sim-1ungun. 
Sedangkan kampung terdiri dari beberapa rumah yang berfungsi 
sebagai tempat menetap. Mengingat bahwa kehidupan berpindah­
pindah tidak mungkin dapat dilakukan terUs-menetus karena per­
tambahan penduduk dan memerlukan pengaturan denpn norma­
norma tertentu sesuai dengan perkembanpn kebutuban angota 
masyarakat. Justru hal itulah yang menyebabkan betapa penting­
nya tempat menetap denpn polanya. 

Bapimana cara-cara terbentuknya tempat tinggal menetap 
orang Simalunaun pada mula dan $Claltjutnya, di bawah ini akan 
diuraikan secara singkat saja, di antaranya ialah: 



1). Tempat Tinggal Menetap. 

Menurut sejarahnya kehidupan dan penghidupan manu­
sia, terutama ditinjau dari segi evolusinya, maka tingkat-ting­
kat kehidup~ dimulai dari hidup nomaden (berpindah­
pindah) dengan mata pencaharian berburu. Semakin habis 

. sumber buruan itu maka usaha menggantikan hal itu diting­
katkan untuk. kebutuhan makanan dalam bentuk betemak. 

Demikian juga cara hidup dengan meramu tidak mung­
kin mempertahankan kelangsungah hidup. Maka timbullah 
usaha inenanam tumbuh-tumbuhan yang disebut bercocok 
tanam. H8I inilah yang menjadi motivasi bahwa mereka 
harus. mempunyai tempat tinggal menetap untuk siang dan 
malan1: Mulailah mereka membuat atau mendirikan gubuk 
atau teratak ·yang disebut sopou, mencari.gua tau membuat 
guan sebagai tempat tinggal. Lama kelamaan karena perkem­
bangan penduduk dan untuk menjamin keamanan dari yang 
sederhana sekali (gubuk atau teratak) ditingkatkan menjadi 
rumah sederhana. 

2). Sopou ditingkatkan menjadi rumah 
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Karena sopou atau gubuk itu terlalu sederhana dan ku­
rang memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup yang me­
madai, maka dipikirkan mendirikan rumah-rumah secara ber­
kelompok y~g tempat menetap seperti itu <lisebut huta 
atau kampung, yang memerlukan pula berbagai tata krama 
hidup secara berdekatan dan berkumpul, saling menolong, 
sependeritaan dan sepenanggungan <Ian sebagainya. Pada 
akhimya bermaeam-macam bentlik kreasi rumah di Sima­
lurigun, ada yang disebut: 

- .. Rumah ·balon, merupakan balai atau kantor pimpinan 
atau raja, tempat bermusyawarah. 

- Rumah .bayu, rumah tempat tinggal. raja yang sudah tua 
atau yang sudah pensiun. · 

- Rumah pattarfgan, sejenis bangtinan rumah bukan untuk 
tempat tinggal, tetapi tempat pimpinan atau raja bekerja 
dan beristirahat. 

~ Balai buitu, merupakan tempat tinggal tentera yang dise­
but kemudian.namanya asraina. 



- Rumah (jabu) jungga merupakan tempat tingal kepala 
tentera atau puanglima. 

- Jambur, merapakan sebuah nimah khusus untuk· tamu­
tamu raja yang datang berkunjung. Rumah ini berkolong 
sekaligus untuk tempat k~da. 

- Rumah losung, khusus un~k tenipat menumbuk padi, 
bertiang tinggi tanpa dmding: · · 

- Rumah rakyat, bentuknya dan persyaratannya tidak bol~h 
sama dengan rumah raja, misalnya tidak boleh bertfkiran 
dan tangganya bilangan genap. 

- Rumah paromeian (lumbung padi), ialah tempat menyim­
pan padi dan bagian bawah merupakan tempat duduk­
duduk atau tempat istirahat. 

- Jabu tukkup (rumah penjara), khusus bagi orang-orang 
terhukum yang melanggar tata krama dan disiplin yang 
telah ditetapkan sebagai peraturan atau hukum, 

Semakin berkembang penduduk, semakin sempuma pulalah 
. tempat tin,ggal seperti jenis-jenis di atas. Pada mulanya se­
buah rumah dilluni 'Oleh keluarga batih yakni oleh seorang 
isteri, seorana suami dan anak-anaknya, tetapi kar~na anak­
anak bertambah dewasa dan berumah tangga, sebuall rumah 
akhirnya dihuni oleh beberapa keluarga. Untuk itu perlu 
melilpunyai disiplin, maka dibuatlah pembagian dalam rumah 
yakni ada jabu ujung (bagian ujlJfll) dan jabu bona (bagian 
pangkal). Tiap rumah mempunyai pembagian ini, tetapi khu­
sus pembagian rumah raja ada pernbagian· IaiJl karena keleng­
kapannya lebih banyak, tetapi jabu ujung dan jabu bona ha­
rus ada. 

· 3). Huta (kampung) . 

Huta terjadi dari rurnah-rumah yang dihuni oleh keluar­
ga. Dahulu semasih bernama gubuk atau teratak letaknya ber­
pencar sesuai dengan tempat perladangan rnasing-masing. 
Lama kelamaan terjadi proses perkernbangan kehidupan, 
pembuatan ternpat tinggal bertambah sempurna yang kemu­
dian disebut rumah. Komunika_si antar I.celuarga sangat dibu­
tuhkan dalam kehidupan sehari-hari, m~ beberap• rumah 
menjadi satu tempat; dan terjadilahhut. (lealllp.uJll),.,, , . .. 
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· Persatuan perkampungan ini melalui musyawarah maka me­
reka pun membuat pertanda yang disebut dengan istilah 
manoutou. S~sudah ada tata sepakat antal' mereka yang di­
restui oleh datu, maJca dibangunlaJi rumah masing-masing 
anggota keluarga di perkampungan itu. Terjadilah sebuah 
kampung yang dipimpin oleh seorang yatig disebut nama 
'jabatannya dengan tuhan hahiaon (pemhnpin yang ditua­
kan). 

4). Desa 
Desa terjadi dari beberapa .huta atau kampung. Dan 

kampung tempat tinggal pemimpin atau Raja disebut pama­
tang. Dari pamatang inilah diatur segala kegiatan demi kepen­
tingan masyarakatnya atau rakyatnya. Keadaan ini seperti 
-berlangsung lama dan akhirnya beberapa desa dapat berga­
bung dibawah seorang pemimpin atau Raja menjadi sebuah 
kerajaan yang memperkuat dirinya serta mengusahakan ke­
adilan sosial seluruh rakyatnya. 

Bila ada perselisihan antar kerajaan kecil, malca yang 
terkuat akart mehguasai kerajaan kecil lainnya, sehingga kera-

; . jaan yang memang bertambah luas, lama kelamaan menjadi . 
· ~besar dan disegani oleh kawan dan lawannya. Sehingga di 
Simalungun dikenal Raja Maroppat•) dan Raja Napitu••). 
Pernah tenar ~ Simalungun seperti: Kerajaan Nagur yang 

· · berjaya pada abad ke-7 · abad ke-15 yang berbatas di sebelah 
-Utara dengan kerajaan Haru, di sebelah Selatan dengan 
Batangiou, di sebelah Timur dengan Selat Mataka dan sebe­

dah Barat dengan.Aceh dan Danau Toba. 

B. PENDUDUK 
Berdasarkan statistik Kantor Camat Kecamatan Raya tahun . 

1983, jµmlah penduduk di Kecamatan Raya sebanyak 28.858 
orang (jiwa). ~esuai dengan , keadaan dapat diklasifikasikan se­
bagai be.rikut: 

•) Raja Maoppat terdiri dui: raja Dologsaribu, Panei, Siantar clan Tanah Jawa. 
••> Raja Napitu terdiri ~: · iaja Maroppat ·ditambah kerajaan buu · yaitu kerajaan 

Raya, Mba dan>Silbna Huta. 

28 



r ······ 

I. Kl•siflltui Penduduk Menurut Umur Du lenis Kelmnin. 

TABEL I 

No. Nmt•l>e• 0 - 4 thn. 5 - 9thn. IO - 14 thn. 15 - 24 thn. 25 - 45 thn. 46 th. keatas Jumlah 

lk. pr. lk. pr. lk. pr. lk. pr. lk. pr. lk. pr. 

1. Merelt Raya 371 389 382 392 325 372 293 338 307 351 287 277 4084 
2. Sondi Raya 820 339 396 388 402 382 405 454 407 251 399 397 4268 
3. Pelmtug Raya 480 510 488 542 461 451 462 472 469 475 442 455 5707 
4. a.hapal Raya 280 287 285 290 273 282 221 228 226 234 286 201 3093 
5. Dallg Raya 250 266 251 258 232 244 240 205 245 259 223 208 2881 
6. Raya Bayu 290 352 293 359 277 336 257 258 282 267 224 191 3386 
7. R•yaUang 199 251 202 256 166 109 201 267 205 261 190 183 2490 
8. Dolog Huluan 189 201 192 211 157 187 220 199 216 203 169 160 2304 

Jumlah 2879 2595 2789 2696 2293 2363 2299 2421 2357 2301 2220 2072 28985 

Sumber data: Statistlk Kantor Camat Kecamatan Raya tahun 1983 
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No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
1. 
1:1. 

2. Klasifilcasi Pendudult Menurut Angltatan Keda Dan Lapangan Kerja 

TABEL II 

. Nama Desa Talli D . . _agang PN~ Buruh ABRI Pensiunan 

Merek.Rara . 1306 .29 ' 100 - 2 s 
Sol'!<li Raya 900 49 

1
90 - 1 8 

Bahapal Raya 975 32 38 - - 2 
Pematang Raya 1250 92 l91 - 1 6 . 10 
D~Raya 1120 ' - 8 . 46 - - 4 
Raya Bayu 876 10 42 - - 6 
Raya U5ang 751' " s . 40 - - 4 
C>Otog Huluan · 775 6 39 - 2 2 

Jumlah 7953 231 - 586 1 11 41 

Sumberdata: Statistik Kantor Kecamatan Raya Tahun 1983. 

Pengusaha Tukang Lain-lain 

21 2 25 
38 4 so 
s - 87 

58 s 300 
s 1 25 

13 1 12 
6 - 21 

11 - 11 

157 13 531 



No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

NamaDea 

Merek Raya 
SondiRaya 
NahaparRaya 

~Iii Menumt 'fillabt Pencliau 
TABELW 

TK SD SLTP SLTA 

5 1417 436 279 
5 1473 138 258 
3 1562 291 221 

hmat8Ag Raya 32 2163 579 376 
Dolil Raya 8 1155 304 176 
RayaBayu 2 1665 386 225 
RayaUang 4 1238 241 141 
Dolog Huluan 3 1646 256 133 

Jumlah 62 12.319 2.831 1.809 

Sumber data : Statistik Kantor Kecamatan Raya tahun 1983. 

No. Nama Dea 

}. · Merek Raya 
2. Soadi Raya 
3. Nallapal Raya 
4. PeRtataag Raya 
5. Dalig Raya 
6. Raya Bayu 
7. Raya US1J18 
8. Dolog Huluan 

Jumlah 

Kluifilwi Menwut Apma 
TABELJV 

)slam Kato lilt 

799 20 
246 17 
ISO 142 
326 193 

70 302 
155 176 
66 10 

8 306 

Protestan 

3495 

I 379 
2345 
5291 
2437 
2236 
2224 
1587 

Sumber data: Statistik Kantor Kecamatan Raya tahun 1983. 

4. KJasifikasi Penduduk Asli dan Pendatang 

PT Jumlah 

3 2140 
4 2078 
- 2077 

11 3161 
- 1643 
1 2279 
1 1625 
- 2038 

20 17.041 

Jwnlah 

I 
I 

, ' 

Dari jumlah penduduk kecamatan Raya sebanyak' 28.858 
orang (jiwa), WNI sebanyak 28.856 orang dan WNA sebanyak 
2 orang. 

S. KJasifikasi Penduduk Dan Pembagian Menurut Partai Politik. 
Dari jumlah penduduk kecamatan Raya sebanyak 28.858 

orang (jiwa) pada tahun 1982 yang berhak memilih pada Pemilu 

3J 
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1982 adalah sebanyak 'I 2.966 orang dengan persentase hasil Pe­
milu tersebut sebagai berikut: 

1). PP 224 orang = 1,73 % 
2). GOLKAR 11605 orang = 89,50 % 

6. Klasifikasi Penduduk Menurut Penyebarannya 
Sesuai dengan klasifikasi menurut angkatan kerja, lapangan 

kerja dan tingkat pendidikannya, maka sepanjang jalan raya yang 
menghubungkan Pematang· Siantar dengan Kahan Jahe di keca­
matan Raya, dihuni oleh sebagian besar penduduk yang dalam ke­
hidupan sehari-hari sebagai pegawai, pedagang atau pengusaha dan 
sebahagian kecil petani. 

Tetapi jika ia petani yang tinggal di daerah agak ke pedalam­
an bertebar dalam bentuk kelompok dan yang tergabung pada 
desa. 

Di samping itu kota kecamatan banyak dihuni oleh pegawai, 
guru anak-anak sekolah dan pengurus-pengurus agama, pedagang, 
tukang; · i>ensiunan, serta sebagian kecil yang statushya petani. 

• •• # 

Untuk sarana komunikasi dan pemerintahan antar kampung, 
desa telah dibangun jaringan jalan. Ada yang sudah dapat dilalui 
kendaraan beroda 4 (empat), tetapi masih lebih banyak yang ha­
nya dapat dilalui oleh kendaraan beroda 2 (dua), seperti sejenis 
honda dan sepeda. 
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C. LAT AR BELAKANG SOSIAL BUDA YA 
Latar belakang sosial budaya yang ~diuraikan . dalaJn tulisan . 

ini adalah tentang tahap-Wiap p¢.Ikembangan sejarah kebudayaan, 
sistim mata pencaharian' hidup, sistim kekerabatan dan sistim 
religi. 

1. Sej~ Kebudayaan 
Sejarah kebudayaan yang diuraikan adalah . teiitang asa1 usul 

pendudpk dan perkembangannya, · perkembangan kebudayaan 
dengan"p'engaruh agama. . . "'. . _,,. 

a'" Asal Usul ·Pendtiduk Dan ·Perkembangannya 
Sesuai de11gan letak kecamatan Raya yang berada di 

tengah .. tengah qbupaten Simalupgunyang dikelilingi oleh keca­
m~tan lain yang juga· berpendudu]c suku Simalungun. Justru 
pada kenyataannya agak tetjsolast dari daerah . tani termasuk 
kebudayaannya pada masa iampau. Tetapi sesudah masuknya 

, P~J}garuh asing terjadilah percanipuran penduduk dari kabu­
. paten lain seperti dengan sub suko Toba, Karo, Mandailing dan 
sukU Melayu. · 
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Sebelum percampuran ini yang dapat dicatat ialah. penga­
ruh. liiildu terutama pada masa kerajaan Nagur dalam kaitan­
nya dengan ma~uknya pengaruh dari Jawa yang dibawa oleh 
tente!a Adityawarman yang beragama . Hindu~ Pengaruh yang 
masih ada yakni dalam segi kepercayaan, peny:enibahan terha­
dap arwah leltUiw:,, berupa alat musik seperti gong, serunai, 
irama musik, da.n-gotQ1.18 (tutup kepala laki-laki). 

. . 

Penduduk asli yang merupakan peninggalan kerajaan Na­
gur sebagai kerajaan pertaina di" Sumalungiin ialah yang ber­
marga: Damanik memegang kekuasaan di kerajaan Siantar, .Pur­
ba memegang kekuasaan di kerajaan' Purba dan Panei, Saragih 
memegang kekuasaan di keraj~ai Jlaya, ·sinaga memegang ke­
kuasaan, di kerajaan Tanah Jawa. 

Pada umumnya melalui perkawinan antar suku, maka ber­
tambah pula marga cabang dari keempat marga pokok di atas. 
Hal ; iht 'meng3idb'atkan arjadD\ya peicampuran kebudayaan 
secara timbal balik. ' · ,., ' '·· 



b. Perkembangan Kebudayaan Penpruh Agama Hindu 

Di atas telah disinrgung sepintas tentang peningiJan Hin­
du di Simalurtgun terutama yang berhubungan dengan penga­
ruh keagamaan. Dengan masuknya agama Islam melalui Barus 
dan Aceh, maka daerah Simalungun juga turut menjadi daerah 
pengembangannya. Hal ini dapat dicatat melalui' persahabatan 
raja-raja di Simalungun dengan kesultanan Aceh yang lebih 
dahulu menganut agama Islam. Lama kelamaan pengaruh agama 
Hindu berangsur kurang digailtikan dengan pengaruh agama 

· Islam dan agama Kristen. Pengaruh ini terasa juga dalam ke­
budayaan Simalungun, karena penduduk secara berangsur me­
niasukinya, sehingga kejayaan pengaruh agama Hindt.1 secara 
lambat laun hilang. 

c. Pengaruh Agama Islam 
Dengan bertambah pesatnya kemajuan muballig Islam, 

maka pertdudUk banyak menganut agama Islam, terutama se-
. sudah raja Siantar tuan Sang Naualuh Damanik menganut aga­
ma Islam. Terutama bagi penduduk di bagian bawah Simalu­
ngun; sekitar Perdagangan sub suku Simalungun banyak meng­
anut agama Islam. Dengan demikian akan · berpengarull lang­
sim& dalam hidup dan kebudayaan pen~uduk peqaan11tnya. 
Mengingat akan subur dan kayanya k,abupaten ~imalungun, 
maka berdatanganlah dari daerah sekitarnya penduduk yang 
menetap di sana. Karena perkawinan maka . pengembangan 
agama Islam, dan pengaruh Islam bertambah luas, yang sudah 
barang teiltu turut mewarnai kehidupan ivasyarakat. 

d .. Pengaruh Agama Kristen 

Proses masuknya agama Kristen ke Simalungun, ada kait­
annya dengan kegiatan misionaris Jerman YaJli masuk dari 
daeiah Natal, Tapanuli menuju Utara. Setelah kegiataD para 
misionaris Jerman ini mulai berbuah di Tapanuli terutama ba­
gian T~panuli Utara secara berangsur memasuki -daerah Sima­
lungun melalui Tigaras. Misionaris Jerman yang sampai ke Si­
malungun ialah Pendeta Agus Theis dan bertempat tinaal di 
Pemat&ng Raya ·ibukota kecamatan Raya yang sekarang. Gereja 
yang pertama didirikan di kecamatan Raya ialah di kampung 
Raya Tengah. Masuknya agama Kristen dan peng81Uhnya ke 
Simalungun sangat lamban, karena penduduk ·baaraki yang 



r masih berpegang teguh kepada ajaran ·Hindu yang telah lama 
mem~udaya. Namun atas kegigihan penginjilan Pendeta A . 

. Theis ini dan dibantu oleh beberapa orang putera Simalungun 
dan yang kemudian menjadi pendeta yang pertama, maka pada 
akhirnya kota Pematang Raya menjadi pusat kegiatan pengem­
bangan agama Kristen untuk daerah Simalungun. Terkenal 
seorang putera Simalungun yang gigih memanfaatkan agama 
untuk memajukan penduduk Simalungun ialah Pendeta J. Wis­
mar Saragih Sumbayak. Nyanyian lama berubah menjadi lagu 
gereja dan koor, namun demikian berkembangnya sangat terasa 
lamban. Untuk mengemban tugas memajukan suku Simalungun 
dibentuklah satu wadah yang diberi nama Komite Na Ra Mar­
poda Simalungu,n (Badan Penerbitan Berbahasa Daerah Slma­
lungun). 

e. Pengaruh Penjajahan Belanda 
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Sebagai telah disinggung di depan, bahwa Raja Maroppat 
berjaya sesudah kerajaan Nagur yang berdiri pada abad ke-18, 
yaitu: 

- Kerajaan Dolog Silou, kerajaan Silou yang terakhir yang di­
perintahi oleh marga Purba Tambak. 

- Kerajaan Siantar, ibukotanya Pematang Siantar, diperintahi 
oleh marga Damanik. 

- Kerajaan Panei, ibukotanya Pematang Panei, rajanya ber­
marga Purba. 

- Kerajaan Tanah Jawa, ibukotanya Pematang Tanah Jawa, 
diperintahi oleh marga Sinaga. 

Hubungan keempat kerajaan ini sangat baik, dan segala 
sesuatu .senantiasa dimusyawarahkan. Hubungan ke luar ter­
utama dengan Aceh telah lama berlangsung, seperti .perjuangan 
melawan Belanda sejak abad ke 15 tetap terpelihara baik ter­
bukti dengan_ adanya hubungan surat menyurat dan bantuan 
tentera bila ada perang. Di samping itu Simalungun telah men­
jalin hut>ungan dengan orang Portugis yang datang ke Simalu­
ngun melaluiTanjung Tiram Batubara Asahan. Hubunian dalam 
bentuk dagang inilah yang memudahkan pema8ukan meriam­
meriam Portugis yang ~ipergunakan patriot-patriot Simalungun 
melawan penajajahan Belanda. 



Raja Maroppat menyadari bahaya yang menpncam dae­
rah Simalungun dari pihak Belanda, justru itu diperketat hu­
bungan dengan Aceh untuk bantuan perang bila diperlukan. 
Hal ini bagi Aceh sangat besar manfaatnya karena Aceh telah 
lama bermusuhan dengan Belanda, karena berdasarkan Trak­
taat London, Belanda semakin leluasa bertindak di Sumatera 
Timur. Untuk mencegah keleluasaan Belanda menguasai Suma­
tera Timur, Aceh mengirimkan bala bantuan tentera ke Suma­
tera Timur dipimpili oleh Panglima Husin. Bantuan kedua Aceh 
mengirimkan bantuan yang dipimpin oleh Tuanku Hasyim ta­
hun 1861 walaupun tidak berhasil, karena Belanda berhasil 
mempraktekkan politik Divide et lmperanya. 

Pada tahun 1870 Raja Maroppat berhasil menyusun ke­
kuatan dipimpin oleh tuanku Namabajan (tuanku Rondahaim) 
dari daerah Raya. Atas prakarsa tuan Rondahaim terjadilah per­
temuan perundingan dengan Singamangar~a XII di Silou Buttu, 
maksudnya untuk niengatur siasat dan taktik menyusun kekuat­
an untuk mengatur siasat dan taktik menyuusn kekuatan yang 
lebih besar menghadapi Belanda. Pada tahun 1871 ~letµslah 
perang dengan Belanda yang disebut Belanda namanya Batak 
Orlog (Perang Batak). Pasukan tuan Rondahaim yang dibantu 
oleh pasukan Singamangaraja XII dan pasukan Aceh. Belanda 
kewalahan dalam perang tersebut, karena itu Belanda menpjak 
berunding dengan tuan Rondahahim. Tuan Rondahaim merasa 
sangsi lalu mengutus salah seorang pa.J)glima yang mirip dengan­
nya yakni panglima Tobayas, .dan benar Tobayas ditangkap 
Beland a. 

Karena Belanda menghianati perjattjian tuan Rondahaim 
memerintahlcan bala tenteranya mernbakar banptl-bangsal 
ternbakau di Deli Serdang. Dalarn hubungan ini Belanda me­
nangkap tuan Sang Naualuh Damanik Raja Siantar, lalu mern­
buangnya ke Bengkalis hingga meninggal di sana. 

Setelah panglima Rondahaim rneninggal ia digantikan oleh 
puteranya tuan Hapoltakan, perjuangan Raja Maroppat ber­
angsur berkurang dan kedudukannya sebagai panglima diganti­
kan oleh panglima Salain gelar Ornpu Gelege. KenUa8n Ray!! 
melanjutkan perjuangan dengan Singamangaraja XII di baaian 
Pandai Danau Toba sampai tahun 1907. Setelah selesai .Betak 

3:7 



Orlog tahun 1907, melalui Korte Verklaring, raja-raja. Selan­
jutnya mengaku tunduk kepada Belanda, selanjutnya Belanda 
memecah belah raja-raja Maroppat dengan mengakui 3 daerah 
partuanon, yakni: Raja Saragih di Raya, Raja Purba di Purba 
dan Raja Purba Girsang di Silimakuta, mempunyai kedudukan 
sama dengan Raja Maroppat yang berarti rasa kesatuan dan per­
satuan mengendur. Hal ini disusul lagi dengan . taktik divide et 
irnpera, Belanda mendirikan raja nan tujuh daii mengangkat 
partuanon berikut: 

1 ). Tuan Bandar berkedudukan di Pematang Siantar. 
2). Tuan Batu Nanggar berkedudukan di Serbelawan. 
3). Tuan Tiga Dolok berkedudukan di Tiga Dolok. 
4 ). fuan Marihat berkedudukan di Marihat Siantar. 
5). Tuan Negeri Dolok berkedudukan di Negeri Dolok. 
6). Untuk Kampung Kristen diangkat Marga Mangunsong ber­

gelar Mangaraja Ihutan. 
7). Untuk Golongan Cina diangkat Kapitan Cina. 

Sesudah tahun 1907 Belanda membuka perkebunan­
perkebunan di Simalungun. Demikianlah pengarilh politik 
Belanda mengancurkan rasa kesatuan dan persatuan Sima­
li.mgun secara berangsur dan lambat laun, melalui bermacam 
cara untuk menguasai seluruh Simalungun dibantu oleh orang­
orf ng yang dibeririya kekuasaan. 

Selama partuanon-partuanon berkuasa segala kebiasaan 
adat-istiadat ke tujuh kerajaan itu tetap berlaku di wilayahnya 
masing-masing. Dan tanah-tanah kosong dimanfaatkan Belanda 
membuka perkebunan dan kuli-kuli di perkebunan tidak dipakai 
penduduk asli tetapi memanfaatkan orang-orang dari · Jawa. 
Karena itu perlawanan-perlawanan dari raja dan rakyatnya men­
jadi padam berkat pengalamari. dan pengamatan Belanda sebe­
lumnya, sehingga semangat kepatriotan tuan Rondahaim tidak 
berkelanjutan lagi. Be~bagai fasilitas diberikan Belanda kepada 
raja-raja termasuk pefl.lbukaan jalan raya untuk menyenangkan 
raja dan rakyatnya. Tetapi sebaliknya raja-raja menyuruh malah 
membuat kerja rodi terhadap rakyat agar Belanda merasa se­
nang kepada raja, dalam rangka menunjang lancarnya pembuka­
an perkebunan. 
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Di samping itu sesuai dengan missi yang membonceng ke­
pada Belanda dan dengan permainan kerja sama untuk memben­
dung hubungan Aceh dengan Sumatera Barat yang telah lama 
dimasuki agama Islam, daerah Tapanuli dan Simalungun akan 
dijadikan garis pemisah menkristenkannya. Terbukti dengan 
ditangkapnya tuan Sang Naualuh yang telah menganut agama 
Islam dibuang ke Bengkalis. Politik melalui penguasaan keper­
cayaan akan lebih mudah menguasai seseorang. 

Berkembanglah agama Kristen dengan pesat beserta de­
ngan sekte-sektenya seperti HKBP yang berpusat di Pearaja 
Tarutung di Simalungun berdiri HKBPS, demikian juga HKI, 
Roma Katolik. 

Khusus di Simalungun dari anggota atau warga Kristen 
Protestan Simalungun didirikanlah Komite Na Ra Marpodal Si­
malungun tahun 1928 yang bertema "Berani mengatakan yang 
benar". Untuk itu diperlukan banyak pengetahuan yang berasal 
dari Tuhan. Istilah Tuhan bagi raja disadarkan kepada rakyat 
banyak. Tuhan adalah Yang Maha Kuasa yang menciptakan 
bumi dan segala isinya. Perjuangan tuan Rondahaim juga dise­
barluaskan kepada seluruh rakyat yang ditulis oleh Ketua Ko­
mite yakni Pendeta Jaulung Wismar Saragih, Waddah penyam­
paian informasi diterbitkan sebuah majalah yang diberi nama 
SINALSAL yang berisikan berbagai informasi dan ilmu penge­
tahuan. Majalah ini hanya terbit sampai akhir tahun 1942, ka­
rena mendapat rintangan dari pemerintah Belanda. Kesemuanya 
itu adalah membawa peiubahan dari mewarnai kebudayaan 
Simalungun termasuk di daerah penelitian. 

f. Pengaruh Penjajahan J epang 
Daerah kabupaten Simalungun diduduki Jepang sejak bu­

lan Pebruari 1942. Karena kesulitan bahasa pengantar untuk 
dapat berkomunikasi dengan rakyat pada mulanya Jepang ha­
nya dapat berbahasa isyarat dengan menunjuk wama kulit 
yang sama, yang diartikan bahwa warna kulit Indonesia dengan 
Jepang sama, maka secara bersama-sama memusuhi Belanda. 
Dalam arti yang luas, J epang mengajak Indonesia supaya ber­
sama-sama mengusir penjajah Belanda. Lalu Jepang menjanjikan 
kesejahteraan bagi rakyat umumnya, tetapi pada kenyataannya 
J epang bermaksud menjajah untuk menguasai tanah dan rakyat 
di Indonesia termasuk di kecamatan Raya. 
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Selanjutnya sistim pendidikan di Indonesia tennasuk di 
Simalungun diganti dengan sistim pendidikan J epang agar mu­
dah men-Jepangkan Indonesia. 

Rakyat telah menjadi miskin dan dipaksa bekerja keras 
menggarap tanah guna penanaman padi untuk makanan tentera 
Jepang, sedangkan rakyat dipaksa makan jagung dan ubi. Pe­
muda yang menjadi Giugun dan Heiho ini sudah . ditempa dan 
tahan uji, karena telah kenyang akan pengalainan pahit dan 
penderitaan. 

J elaslah bahwa semasa J epang berkuasa, penguasaan dan 
pengelolaan serta penggunaan tanah oleh rakyat semata-mata 
hasilnya hanya buat lepang~ Hal ini jugalah yang menimbulkan 
kebencian rakyat terhadap raja-raja yang telah diperalat Je­
pang sebagai penguasa tanah. Akibat lain ialah bahwa mereka 
inilah kelak yang paling anti terhadap kekuasaan ·raja atas ta­
nah. Dengan diam-diam mereka memasuki gerakan rakyat 
dalam wadah Geiindo yang dipimpin oleh Anggaranim Elias 
Saragih Turnip, yang lebih terkenal dengan nama Saragihras. 
Pada masa pendudukan Jepang di Simalungun dibentuklah anak 
Gerindo yang diberi nama Tai Sin Tai agar Jepang tidak merasa 
curiga akan kegiatannya dan melatih kader-kademya baris ber-
baris- seperti sistim tentera J epang sendiri serta, pelatihnyapun 
diminta dari tentera Jepang. Tai Sim Tai inilah kemudian yang 
menjadi Barisan' ·Harimau Liar disingkat "HBL". Di samping 
itu rakyat dimobilisasikan membuka jalan baru ·di pedesaan 
Raya, juga kerja paksa ke Gunung Setan di Aceh Tenggara, 
membuka jalan baru antara Tigarunggu dengan Simarjarunjung 
mmpai ke Tanjung Dolok untuk menghubungkannya dengan ja­
lan ke Parapat yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh 
tentera Jepang bila terjadi peperangan. Rakyat setempat banyak 
menderita dan tanahnya diambil untuk jalan tanpa ganti rugi. 
Hal ini membuktikan bahwa Jepang ben~-benar berkuasa. pe­
nuh terhadap· rakyat dan tanah. Tidak hanya sampai disitu saja, 
yang .menyakitkan , hati rakyat ialah rumah ibadat dijadikan 
kandang kuda, ka\im beragama ditindas, dikatakan pemalas 
karena tidak mau bekerja pada hari Minggu bagi umat Kristen. 
Puteri-puteri daerah dikelabui dengan kain 3 (tiga) yard atau 
istilah Jepang-nya sang yaru, sehingga akhimya dikenal pemeo 
gadis sangaru. · Semua h~ itu berseluhung pemuasan bahwa 
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nafsu belaka dan mehyesatkan·rakyat yang sedang dilanda kela­
paran, serba kekurangan karena kemiskinan akibat perbuatan 
rakus Jepang. Pengaruh Jepang ini akan mewarnai kebudayaan 
Sirnalungun di daerah itu. 

g. Keadaan Sosial Budaya Pada Masa Kemerdekaan. 
Setelah Proklamasi 1 7 Agustus 1945 dikumandangkan 

dari Jakarta lewat radio, berita ini disambut dengan rasa haru 
dan gembira oleh ritlcyat. Peralihan kekuasaan Jepang kepada 
Indonesia menimbulkan berbagai ekses yang kurang baik. 
Karena mengingat penderitaan pada masa Jepang yang baru 
saja menyerah kalah kepada tentera Sekutu. Sebenarnya bukan 
masalah kekalahan J epang yang menjadi topik pembicaraan 
tetapi tertuju kepada kekejaman kekuasaan raja-raja atas tanah 
selama ini. Hal tersebut dimanfaatkan oleh organisasi yang ada 
di Simalungun untuk menghasut rakyat yang sedang emosi 
demi penoajolan peranan organisasinya. 
Bermunculanlah organisasi dan partai di Simalungun antara fain 
adalah: Barisan Harimau Liar dipimpin oleh A.E. Saragihras, 
Badan Pemuda Parkindo dipimpin Jahudi Sinaga, Laskar Partai 
Soslalis Indonesia dipimpin oleh Conrad M.A. Tobing, laskar 
Pesindo dipimpin oleh Mateus Sihombing yang terkenal dengan 
julukan Mutraleur, Barisan Beruang Merah PKI dipimpin oleh 
Jacob Siregar. 

Pada saat itu pulalah terjadi revolusi sosial ter)ladap raja­
raj~ di Simalungun yang mengakibatkan hancumya kekuasaan 
raja terhadap tanah dan pemilikannya dan rakyat berbalik men­
jadi pemilik atas tanah garapannya dari bekas tanah raja menu­
rut hukum revolusi. 

Sejak revolusi sosial, berkembanglah pendidikan. Berdiri­
lah sekolah-sekolah swasta di samping sekolah-sekolah pemerin­
tah. Pengaruh kebudayaan selama pendi4ikan Jepang masih 
terbawa-bawa dalam masyarakat, sedangkan kebudayaan yang 
berbau kebudayaan pertjajah Belanda dan nQ8-raja, yang berten­
tangan dengan kehendak rakyat dihancurkan sampai ke akar­
akamya. Secara berangsur-angsur membentuk kebudayaan Na­
sional yang bersumber dari kebudayaan daerah. 
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2. Sistim Mata Pencaharian Hidup Yang Ada Relevansinya Dengan 
Tanah 

Pada umumnya mata pencaharian hidup mereka berkaitan 
erat dengan tanah tempat mereka hidup. Makananya banyak yang 
bersumber dari tanah atau hid up di atas tanah. Tumbuh-tumbuhan 
dan jenis binatang semua hidup di atas tanah. Itulah sebabnya 
relevansi pencaharian hidup berkaitan erat dengan tanah. Pada 
uraian berikut ini akan dibicarakan secara tahap demi tahap sesuai 
dengan evolusi kehidupan manusia. 

a. Mata Pencaharian Sebelum Pola Menetap 
Pada mulanya selagi tanah dapat memberikan hasil kebu­

tuhan manusia dan jumlah orang masih relatif sedikit, belum 
berpikir pola hidup menetap. Penduduk di Simalungun juga 
demikian halnya. Karena tanah masih luas dan segala keperluan 
hidup masih cukup tersedia di daerah sekitarnya, maka mereka 
sudah bisa hidup dengan pola meramu dan berpindah-pindah 
tempat. Mereka mengumpulkan dan mencari sesuatu, yang dibu­
tuhkannya dari hasil hutan dan tanaman yang tumbuh di atas 
tanah berupa makanan seperti: pakis, daun dongddng (sejenis 
kayu bergetah), simoru duma (sejenis rumput), halosi (sejenis 
rumput untuk sayur), lahutu (sejenis rumput untulc sayur), 
tanggulon (sejenis pohon berbuah) dan lain-lain. 

b. Mata Pencaharian Berburu Dan Betemak 
Zaman berkembang terus dan pola hiduppun berkembang 

sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah' lewat pola 
hidup meramu, beranjaklah ke pola hidup berburu. Segala yang 
dibutuhkan untuk hidupnya diperoleh dari hasil berburu satwa 
yang dapat dimakan. Jumlah penduduk yang membutuhkan 
makanan terus berkembang biak, maka mulailah dipikirkan cara 
pengadaan dengan beternak. Pada pola hidup beternak ini yang 
dipelihara ialah berupa ayam, kambing, kerbau, kuda, babi 
dan anjing. 

Pola hidup betemak memerlukan tempat tinggal atau lo­
kasi serta gubuk atau dangau yang terbuat dari kayu, bambu 
dan atapnya dari daun lalang, atau daun aren. Dalam hal ini 
mulailah mereka mengelola dengan menggunakan tanah. 



__________________ _,.....___,.-.,..,--- ----- --~- - ----, 

c. Pola Pertanian Berpindah-pindah Dan Pertanian Menetap 
Serangkaian dengan hidup dari betcocok tanam, maka 

pola pertanian berpindah-pindah mulai berkurang. Pertanian 
berpindah-pindah dilakukan dengan cara merambah hutan, 
kemudian membakar lalu membersihkannya. Sesudah itu dita­
nami dengan tanaman untuk kebutuhan hidup. Setelah tanah 
dianggap kurang memberikan hasil lalu ditinggalkan dan dicari­
lah tempat yang lain untuk dijadikan perladangan baru, demi­
kianlah seterusnya. Cara ini dirasakan kurang baik dan kurang 
ekonomis. 

Kemudian berpindah ke pola pertanian menetap, karena 
dianggap lebih baik dan lebih menguntungkan. Penanaman 
dapat dilakukan terus menerus. Ladang seperti itu dinamakan 
pohon atau tegalan. Kemudian dibentuk persawahan di pinggir 
sungai yang dinamakan sabah lombang. Sejalan dengan itu di­
bentuklah perkampungan sebagai tempat tinggal menetap. Se­
bagai akibat perkembangan penduduk dan jumlah tanah yang 
terbatas dan tetap, maka mengenai masalah penguasaan, pemi­
likan dan penggunaan tanah di daerah ini semakin penting arti­
nya. 

3. Sistim Kekerabatan 
Kekerabatan adalah suatu hubungan antara individu yang 

satu dengan individu yang lain secara timbal balik, antara individu 
dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, Hal itu 
terjadi akibat hubungan darah melalui perkawinan yang diatur 
dalam sistim kekerabatan. 

a. Keluarga Inti (Batih) 
Yang dimaksud dengan keluarga batih ialah yang terdiri 

dari seorang ayah, seorang ibu (isteri ayah) dan anak-anaknya. 
Tetapi sesudah anak-anaknya berangsur dewasa kemudian mem­
bentuk rumah tangga (kawin) dan mempunyai anak lagi, lalu 
terbentuklah kembali keluarga inti (batih) yang baru. Demikian 
seterumya sambung-menyambung. Untuk itu perlulalt disiplin 
dalam tiap rumah tangga yang akhirnya menjadi adat. Tempat 
tinggalnyapun harus diatur sedemikian iupa sesuai dengan ke­
dudukan masing~masing dalam suatu keluarga yang kemudian 
wujudkan dalam sistim kekerabatan. 



b. Sebutan Untuk Panggilan Dalam Keluarga Inti Dan Keluarga 
Luas 

Untuk memudahkan pengertian akan sebutan, atau pang­
. gilan sejak dari keluarga inti sampai dengan keturunannya yang 

.· kemudian berkelanjutan sampai kepada keluarga luas, di bawah 
i:ni dituturkan sebagai berikut dengan menggunakan istilah 
Tetm of Address in Simalungun (Sebutan dalani hubungan ke­
keluargaan), yaitu: 

Amang (ayah) · adalah sebutan kepada orang tua 

lnang (ibu) 

Oppung (kakek/nenek) 

Tulang (paman) 

Atturang (isteri paman) 

Amboru (bibi) 

Makkela (ipar ayah) 

Lae (ipar) 

.Lawei (ipar) 

Besan (besan) 
Botou (saudari) 

Nasi besan (besan) 

Gawei (ipar) . 

Eda (ipar) 

Parmaen (menantu pe­
rempuan) 

44 

laki-laki 
adalah sebutan kepada orang tua 
perempuan 
adalah sebutan kepada orang tua 
ayah dan ibu 
adalah sebutan kepada saudara laki­
laki ibu kita 
adalah sebutan atau panggilan kepa­
da isteri paman, atau tulang 
adalah panggilan :kepada saudara 
perempuan ayah 
adalah panggilan kepada ipar ayah 
yakni suami bibi. 
adalah panggilan kepada suami sau­
dara 
adalah ,, panggilan kepada saudara 
isteri · 
adalah · sebutan kepada isteri ipar. 
adalah panggilan kepada saudara 
dan demikian juga sebaliknya. 
adalah .sebutan yang sopan kepada 
isteri ipar . 
. adalah sebutan dan panggilan kepa­
da isteri oleh -saudara dan sebalik­
nya. 
adalah sebutan dan panggilan ,isteri 
kita kepada saudara kita dan seba­
liknya. 
adalah sebutan kepada isteri anak. 



Ho (engkau) adalah sebutan terhadap seseorang 
yang lebih rendah derajatnya dari 
kita. 

Nasi Parmaen (menantu) : adalah sebutan hormat dan halus 
kepada isteri anak. 

Panogolan (kemanakan) : adalah sebutan kepada anak-anak 
saudara yang perempuan atau laki­
laki. 

Pahoppu ( cucu) adalah panggilan kepada anak laki­
laki atau perempuan yang lahir dari 
perkawinan anak kita yang laki­
laki maupun perempuan. 

Ham (kau atau anda) sebagai tegur sapa kepada orang 
lain menyatakan hormat atau sopan 
santun untuk seseorang dalam dera­
jat sama atau lebih tinggi. 

Nassiam (kamu-jamak) disebut sebagai sapaan kep~da 
orang yang kita hormati, jika lebih 
dari seorang derajatnya lebih tinigi. 

Hanima (kalian-kamu) disebut kepada isteri dan juga ke­
pada anak, pertanda hubw\gan in­
tim, dekat, mesra dan jamak, juga 
sering dipakai secara umum dalam 
.lhotbah kep;ida orang banyak yang 
bersinonim dengan pemakaian nas­
siam. J uga kepada orang lain yang 
lebih rendah derajatnya. 

c. Bagan Hubungan Sistem Kekerabatan Dalam Keluarga Luas 
D,alam hubungannya akan diterangkan di bawah ini me­

ngenai hubungan kekerabatan tersebut dengan menggunakan 
istilah Term of address in Simalungun (sebutan dalam hubung­
an kekeluargaan Simalungun). 
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Ketel 

E., .... (Dal) 

bsi3 = isteri = parinmWoltni 
bda3 = saudara perempuan = botou 
pu3 = ipar = lawei 
bpu3 = ipar = botou . 
Da2 = ayah = amang 
bsa2 = ibu = inang 
bda2 :;: bibi = amboru 
dal = kakek = appung 
bsa = nenek = oppung 
pul = kakek = oppung 
bdl = nenek = oppung 
Da = buyut = ~ini laki-laki 
bs = buyut = nono perempuan 
Si = buyut = nini laki-laki 
bsi = buyut = nono perempuan 
bsi2 = kakak ipar = nasi besan 
bda4 =_ menantu = nasi parmaen 
bda5 = cucu = pahoppu 
pu6 = cucu = pahoppu 
PU = kemanakan = panogolan 

d. Term of Reference Keluarga Inti dan Keluarp Luas 
(Pangilan dan sebutan dalam hubungan kekeluargaan) 

Sebagai contoh dikemukakan sebagai berikut: 

Ego - marga Damanik 
Ego dengan marga Damanik disebut sanina 

. Ego denlan Saragih disebut ton<.long (pemberi anak gadis) 
Ego dengan Purba disebut anak boru 
Anak boru dari anak boru disebut anak boru mintori 
Tondong dari tondong disebut tondong ni tondo"I. 
Ambia (kau, kamu) adalah sebutan dan pattaifan kepada 

orang yang sebaya atau lebih muda dari klk (untuk laki­
laki). 



Handian (kau dan kamu jamak) adalah sebutan dan p.anggilan 
kepada orang seC¥a hormat dalam pergaulan sehari-hari. 
Selain dari yang telah dikemukakan di atas terdapat juga: 

Sanina (semarga) adalah sebutan kepada kelompok yang 
semarga. 

Sanina bapa (bapak bersaudara) adalah · sebutan kepada 
saudara laki-laki anak saudara ayah. 

Sanina oppung (kakek atau nenek bersaudara) .adalah se­
butan kepada kelompok keturunan kak~k dan nenek. 

Dalam tata krama sistim kekerabatan tradisi Simalungun 
ada pula yang dikenal istilah tofu sahundulan ( dalam sistim ke­
kerabatan Batak Toba disebut dalihan na tofu yang terdiri dari 
3 (tiga) serangkau dengan unsur: sanina (saudara), boru (pihak 
penerima anak gadis), dan tondong (pihak pemberi isteri kita 
atau orang tua). Kalau ketiga unsur fungsionaris adat ini sudah 
hadir pada setiap upacara di kalangan keluarga inti atau keluarga 
luas sudah diariggap lengkap untuk menentuk.an atau memutus­
kan sesuatu hat. 

Di samping itu ada lagi istilah lima saodoran (lima seiring) 
yang terdiri 'dari unsur: sanina, boru, tondong, tondong ni 
tondong (pihak pemberi isteri terhadap tondong kita) dan 
anak boru minto ri (pihak penerima gad:iS dari pihak boru kita). 
Jika kelima fungsionaris adat ini telah hadir dalam suatu upa­
cara atau adat, dikatakanlah sudah sempurna untuk membica­
rakan, menentukan dan memutuskan sesuatu hal yang penting, 
serta merupakan unsur kegotong r-yongan yang sempurna da­
lam adat. 

e. Marga-marga Inti Di Simalungun Dan Cabang-cabangnya serta 
Pengintegrasian Marga Pendatang 
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Marga inti di Simalungun ada 4· (empat) dan masing­
masing mempunyai cabang. Pada penuturan selanjutnya sekali­
gus akan diterangkan aengan marga pendatang yang berintegrasi 
dengan marga inti sehi&ai berikut: 

1 ). Marga Sinaga 
Cabang-cabang dan marga yang berintegrasi ke da­

lamnya, ialah: Sinap, Dadihoyong Hataran, Sinaga Sida-
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hapitu, Sinaga Sidahamangan, Sinaga Sinaibun, Sinaga 
Sidambut, dan Sinaga Simandalahi. 

2). Marga Purba 
Yang termasuk kelompok marga Purba ini ialah: 

Purba Tambak, Purba Tondang, Purba Pakpa.k, Purba Ba­
wang, Purba Sidasuha, Purba Tualang, Purba Siboro, Pur­
ba Sigumonrong, Purba Girsang, Purba Larnbang, Purba 
Tambun Sarib.u, Purba Silangit, Purba Sidadolok dan Pur­
ba Sidagambir. 

3). Marga Damanik 
Yang termasuk golongan marga ini ialah: Damanik 

Tor.•ok, Damanik Guming, Damanik Ambarita, Damanik 
Sola, Damanik Barita, Damanik Sarasan, Damanik Banta, 
Damanik Usang, Damanik Rappogos dan Dan-anik Bayu. 

4). Marga Saragih 
Yang tergolong kepada marga Saragih ini ialah: Sara­

gih Sumbayak ( terdiri dari tiga kelompok, yaitu Saragih 
Sumbayak Pamajuhi, Saragih Sumbayak Tuan Raya­
bayu, Saragih Sumbayak Bona ni Gonrang), Saraglb Si­
dauruk, Saragih Turnip, Saragih Simarmata, Saragih Sitio, 
Saragih Dajawak, Saragih Sitanggng dan Saragih Garing­
ging. 

4. Sistim Religi 
Yang dimaksud dengan sutim religi ialah bentuk suatu pola 

kepercayaan sebelum masuknya agama ke Simalungun. Pada 
umumnya penduduk menganut kepercayaan tradisional, yakni 
bila seorang meninggal maka rohnya berpisah dengan tubuh. 
Tonduy (roh) orang yang sudah meninggal itu tetap berada di 
dunia ini dan tetap sifat pekerjaannya sebagaimana ia masih hi­
dup, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa ada roh .baik, roh 
jahat, roh perusak, dan roh yang ditakuti, serta toh yang be~fat 
memperbaiki. Yang mempercayainya ada yang memujanya sesuai 
dengan sifatnya masing-masing. Oleh sebab itu diklasifikasikan de­
ngan sima god (arwah nenek moyang) dan sinumbah (keramat). 

Simagod (roh nenek moyang) dipuja oleh para keturunarmya 
untuk meminta keselamatan dan kesejahteraan. Sinum bah dipuja 
untuk jangan mendapat bala dan meminta keselamatan dari an-

49 

---- -~ -·-·~------



r 
i 

caman roh-roh jahat. Di samping itu ada juga yang memuja dan 
memelihara roh jahat seperti apa yang sering disebut begu ganjang 
untuk digunakan melampiaskan dendamnya kepada orang yang ti­
dak disenangi dalam pergaulan sehari-hari yang digolongkan kepa­
da black magic sebagai tantangan dari white magic. Dalam keper­
cayaan penduduk tradisional ada roh yang tinggi kedudukannya 

· yang disebut dewa Naibata (Tuhan). Hal ini terlihat dari f alsafah 
masyarakat tradisional Simalungun Habonaron Do. Bona. (berarti 
b·allwa Yang benar itu beriar adalah sumber atau pangtal segala 
yang ada di dunia ini) yang pada hakekatnya hampir sama dengan 
Tuhan bagi,kaum beragama dewasa ini. Sehingga dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat mempertahankan yang benar, justru itu 
masyarakat Simalungun rela berkorban, asal yang benar atau ke­
benaran itu senantiasa dapat tegak. Bila ada sesuatu masalah yang 
dihadapkan kepada seseorang ia harus berani bersumpah. Maksud­
nya yang bersalah jangan lagi mengulangi perbua~ yang jahat 
terhadap sesama manusia dan untuk itu diadakanlah sesajen untuk 
membujuk roh kebenaran, agar mau mengampuni seseorang yang 
berbuat jahil. 

a. Konsepsi-konsepsi Dalam Upacara Religi. 
Banyak kegiatan bila meminta sesuatu, misalnya robu-robu 

(larangan), anggir luhutan ( onggokan padi yang telah dituai, 
diadakan acara ritual agar padi dalam onggokan itu jangan di­
makan orang bunian). Jenis-jenis ritual digunakan untuk mardi­
lo tondou (memanggil kembali roh seseorang yang sakit, karena 
diduga tonduynya meninggalkan tubuh karena roh jahat atau 
sinumbah mengambilnya). Jenis manabari (tolak bala) agar seisi 
kampung jangan mendapat gangguan dari roh jahat. 

Upacara-upacara tradisional lni senantiasa berhubungan 
dengan religi terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang me­
nyangkut manusia secara individu, sejak dap kandungan sampai 
dengan kematia~ya, termasuk hal-hal yang menyangkut ke­
pok keluarga atau m~syarakat. 

Macam-macam ... upacara terse.but di antaranya Upacara 
dalam kandungan, upacara kelahiran, upacara memberi nama, 
upacara memotong rambut, upacara memotong gigi, upacara 
memanggil roh atau arwah nenek moyang (pahutahon simagod), 
upacara ma"ondang bittang (pesta panen tahunan), upacara 

so 
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mendilikan dan memasuki rumah baru, upacara meqhormati 
orang . ,tua yang ujur ( membere namalum) sambil .memohon 
berkat dari orang tua tersebut, upacara perkawinan, upacara 
kematian dan sebagainya. Dari berjenis ragam upacara di atas di­
lengkapi dengan ~rsyaratan sesuai dengan kebutuhaa masing­
masing dan ada pula yang dibarengi dengan pemukulan gendang 
dan dengan berbagai ramuan perangkatanilya. 

b. Wujud Sistim Religi Tersebut Dewasa Ini 
Sesuai dengan perkembangan agama Islam dan Kristen 

dewasa ini dan kaitannya dengan kemajuan pengetahuan dan 
teknologi modem, upacara dan konsepsi-kon8epsi religi yang 
disebutkan di atas dalam kehidupan sehari-hari hampir tak di­
laksanakan lagi. 

Falsafah Habonaron Do .Bona*) masih melekat walaupun 
tidak terbina baik, tetapi sudah dapat dikatakan ia tersalur 
melalui keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik secara 
Islam, maupun secara Kristen. Dewa~ ini tidak ada 1agi yang 
memuja simagod dan sinumbah melalui upacara tersebut sesuai 
dengan kebiasaan tradisional. Tetapi tanah lokasi tempat pemu­
jaan sinumbahnya oleh kelompok keluarga keturunan nenek 
moyangnya tetap mempertahankannya karena dianggap warisan 
budaya dan direstui oleh pemerintah, asal pemilik senantiasa 
merawatnya. 

c. Aneka Ragam Kepercayaan Yang Terdapat Di Kecamatan Raya 
Sejauh pengamatan dan penelitian, atau sesuai dengan 

data yang diperoleh dari data statistik agarna atau kepercayaan 
dari kantor Camat serta basil wawancara dengan para infonnan 
dapat disimpullcan bahwa agama yang terdapat di lokasi peneli­
tian adalah sebagai berikut: 

1 ). Agarna Islam penganutnya 1.820 orang, 
2). Agama Katolik penganutnya 1.200 orang, 
3). Agana Protestan penganutnya 23.306 orang. 

*). Habonaron "' kebeMran, do = lah, bona= ]>aD8kal (permUlaan), artinya JtebenaDruah 
P8Dikal atau pennUlaan sep1a eesuatu daJmn bJUdupan manusia. Fllafah ~bona­
ron do Bona telah menjadi lamb'ang Daerah Kabupaten Simalungun. 
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Dengan demikian yang dominan ialah penganut agama Kristen 
Protestan, hal ini berarti di Pematang Raya-lab pusat penyebar­
an agama Kristen yang dipelopori oleh missionaris pengembang­
an agama Jerman Pendeta Agust Theis sejak tahun 1903. Di 
samping itu pengaruh berjenis-jenis pendidikan yang terdapat di 
kecamatan Raya banyak membantu kemajuan daerah itu. 

D. PERTUMBUHAN SISTIM PEMERINTAHAN 

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi sosial budaya Si­
malungun tennasuk pengaruh-pengaruh yang diterimanya, sejak 
sebelum penjajahan, masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang 
sampai kepada pemerintahan Republik Indonesia dalam masa ke­
merdekaan dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan. 

l ; Pada Masa Sebelum Penjajahan 
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Daerah kecamatan Raya sebelum penjajahan Belanda di­
perintah oleh Tuan Rondahaim dengan gelar Tuan atau raja 
Raya Na Bisang (yang ngeri), terkenal dan tersohor karena 
kecerdasan dan keterampilannya memerintah, dan menyatukan 
seluruh wilayah Simalungun dalam satu wilayah. Di samping 
keperkasaan dan keanggunannya bekerjasama dengan raja Ma­
roppat, menghadang dan menyerang tentera Belanda yang ingin 
menguasai Simalungun, juga membalas dendamnya kepada Be­
landa yang telal} mengicuh sahabatnya di Deli dan Serdang. 

Pada masa jauh sebelum Tuan Rondahairil memegang 
tampuk pimpinan di kerajaan Raya sudah pula kerajaan Nagur. 

Dari sisa kerajaan Nagur muncullah raja Maroppa t di Si­
malungun. Nilai-nilai budaya dan cara pemerintahan raja Nagur 
yang telah membudaya, mewamai kerajaan sesudahnya, terikat 
pada sistim kekerabatan yang menjadi dasar pemerintahan se­
hingga senantiasa terikat oleh kekeluargaan dan hubungan 
darah yang turun temurun. Sistim ini mengakibatkan rakyat 
makmur dan patuh serta berdisiplin dalam menunaikan kewa­
jiban masing-masing. ·Hubungan dengan kerajaan di luar Sima­
lungun, telah terjalin baik, misalnya dengan Sultan Aceh, sa­
ting membantu bila diperlukan, demikian juga hubungan baik 
dengan Singamangaraja XII, berdagang dengan kerajaan yang 
ada di Semennanjung Malaka dan lain-lain. Pengaruh sistim pe­
merintahan yang dibawa Adityawanna,n dari Jawa, banyak 



mewamai sikap dan tindakan tuan Rondahain dalarn melaksa­
nakan pemerintahannya. 

Kerajaan Rayalah yang tidak dapat ditaklukkan B=landa, 
terbukti bahwa tidak ada perkebunan yang dikuasai Belanda 
di daerah kerajaan Raya. Tuan Rondahaimlah seorang raja yang 
gigih dan gagah berani menantang kehadiran Belanda di Sima­
lungun. 

2. Pemerintah Masa Penjajahan Belanda 
Sebelum Belanda memasuki daerah Simalungun, di daerah 

itu sistim pemerintahan bersifat adil. Beberapa raja keturunan 
dari raja Nagur, yaitu raja Maroppat, seperti: kerajaan Dolog 
Silou, kerajaan Siantar. Kerajaan Panei dan kerajaan Tanah Ja­
wa, masing-masing mempunyai hak otonom mengurus kerajaan 
masing-masing. Di samping itu mereka kompak dan rukun serta 
mempunyai kesatuan yang baik. 

Berangsur-angsur Belanda dapat menguasai wilayah keraja­
an raja Maroppat, setelah didahulw dengan pertempuran sengit 
dengan tuan Rondahaim. Perang Batak meletus tahun 1871, 
kemudian disusul dengan berakhirnya perang, itu pada tahun 
1907, lalu diadakan Korte Verklaring (perjanjian pendek) 
yang menguntungkan Belanda sendiri disertai politik adu domba 
dan divide et imperanya (pecah belah dan kuasai) terhadap raja 
Maroppat dengan membentuk 3 daerah partuanon, yakni Raya, 
Purba dan Silamakuta. Hal ini mengendorkan arti kesatuan yang 
sejak lama sudah dibina. Tidak hanya sampai disitu saja. Belan­
da mengangkat lagi partuanon di Perna tang Bandar, Serbelawan, 
Tiga Dolog, Marihat Siantar dan Negeri Dolog. 

Lawan-lawan politik Belanda-pun praktis mudah dihan­
curkan, seperti membuang tuan Sang Naualuh Damanik*) 
ke Bengkalis. Keberhasilan Belanda ini merangsang untuk me­
nguasai tanah-tanah yang luas dari partuanon-partUilnon yang 
telah diangkatnya untuk dijadikan areal perkebunan. Demikian­
lah l>erlangsung terus sehingga penjajahaa Belanda dapat melak­
sanakan kehendaknya sesuai dengan politik divide et impera. 

•). Raja Siantar yang beragama Islam. Kernudian ditangkap Belanda clan dibuq ke 
Bengkalis sampai akhir hayattrya. Dibuang karena tidak mau tunduk kepada Belanda. 
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Raja atau tuan yang diangkatnya di Simalungun tidak berkutik 
dan berhasil dininabobokkan dengan berbagai fasilitas untuk 
kepentingannya sendiri, sedangkan rakyat menderita. Sejak 
itu sistim pemerintahan raja-raja Simalungun berubah menjadi 
sistim feodal. 

3. Pemerintahan Masa Penjajahan Jepang 
Di mana sajapun bentuk dan tujuan penjajahan pada dasar­

nya serupa saja, justru Jepang-pun sama saja dengan penjajahan 
Belanda yaitu hanya senantiasa mementingkan dirinya dengan 
memeras rakyat demi kebutuhan perangnya, sesuai sistim peme­
rintah fascis. Kepahitan penderitaan rakyat Indonesia ini diinan­
faatkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia untuk menghasut 
rakyat berontak dan menghimbau supaya lebih baik berdiri 
sendiri dan merdt:ka. Hal itu berkenan di hati rakyat, apalagi 
telah lama menjadi cita-cita Indonesia melalui ide organisasi­
organisasi yang berjuang semasa penjajahan Belanda. SAat yang 
tepat tiba Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 
14 Agustus 1945. Kevakuman pemerintahan dimanfaatkan oleh 
para pejuang kemerdekaan dan tanggal 17 Agusttis · 1945 di­
proklamasikanlah Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Su­
karno Hatta dari Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan 
demikian berakhirlah riwayat penja:jahan Jepang di Indonesia 
termasuk di lokasi penelitian. Tentera Sekutu bertindak sebagai 
pengaman di Indonesia, tetapi ditumpangi oleh tentera Belanda 
yang berkeinginan, menguasai kembali Indonesia. Kemudian 
terjadilah perlawanan sengit dari bangsa Indonesia yang mem­
proklamasikan kemerdekaannya. 

4. Pemerintahan Masa Kemerdekaan Republik Indonesia 
Dengan menghadapi berbagai tantangan Indonesia mulai 

melaksanakan pemerintahan di tengah-tengah kancah peperang­
an dengan Belanda yang ingin menegakkan kembali paaji pen­
jajahannya di Indonesia. 
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Pertempuran berjalan terus dan disela oleh perundingan 
dengan Belanda yang dicampurtangani oleh Dewan Keamanan 
PBB. Perjanjian Linggarjati lewat, disusul dengan perjanjian 
Renville dilanjutkan dengan Konfremi Meja Bundar (KMB). 
Indonesia mendapat dukungan kemerdekaan dari berbagai ne-



gara tetangga yang juga sedang giat-giatnya menuntut kemerde­
kaan bangsanya. 

Agresi I dan II Belanda melaju terus, pertempuran berke­
camuk di berbagai front di Indonesia termasuk di daerah pene­
litian. Dengan semangat patriotik bangsa Indonesia, dapat me­
lewa ti, meskipun harus menghadapi tantangan dari luar dan dari 
dalam. Dengan berbagai alasan daerah menuntut supaya mele­
paskan diri dari Pemerintah Pusat, yang menghianati Negara Ke­
satuan. 

Belanda seenaknya membentuk negara bagian di Indonesia 
yang menghasilkan Republik Indonesia Serikat dengan sistim 
pemerintahan feodal di Sumatera Timur dibentuk Negara Su­
matera Timur (NST). Kemudian beralih lagi menjadi Negara 
Kesatuan dengan sistim pemerintahan Parlementer Kabinet 
sejak tahun 1950. Belanda tidak tinggal diam, walaupun sudah 
tidak berhak lagi atas Indonesia, tetapi senantiasa menghasut 
daerah-daerah dengan berbagai cara. Selain dari pada itu timbul 
dari dalam berbagai pemberontakan DI/Tll, Kahar Muzakkar, 
RMS, Permesta, PRRI dan G30S/PKI. Semua dapat dilumpuh­
kan dengan sukses. 

Setelah selesai semua cobaan ini, barulah Indonesia mulai 
membangun Negara Kesatuan sistim pemerintahan Presidentil 
Kabinat sejak tahun 1959 setelah kembali kepada Undang­
Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila. Kemudian di­
susunlah pembangunan secara bertahap dalam bentuk Repelita. 
Keadaan seperti itu terdapat di mana-mana di pelosok tanah air, 
tennasuk di daerah penelitian kecamatan Raya. 
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BAB III 

SEJARAH TENT ANG TANAH 

A,. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH 

Guna rnengetahui sejarah tentang tanah di daerah ini rnaka 
perlu diketahui rnengenai bagairnana sejarah terjadinya penguasa­
an, pernilikan serta penggunf an tanah di daerah ini, baik . sebelurn 
penjajahan Belanda, rnaupun sesudah rnasa Beland a, rilasa J epang 
dan rnasa Kernerdekaan yang berlangsung secara tradisional dalarn 
rnasyai'akat. 

1. Masa Sebelum Penjajahan 
Dari data yang dijurnpai di lapangan, baik secara lisan 

maupun secara tertulis diketahui bahwa asal usul penguasaan 
atas tanah di kecamatan Raya sangat erat hubungannya dengan 
sejarah terbentuknya kerajaan Raya. Karena di daerah ini kera­
jaanlah yang dianggap mempunyai kekuasaan yang tertiriggi 
atas tanah, dan rakyat hanya mempunyai hak memperusahai 
saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Karena penguasaan tanah di Sumatera Timur umumnya 
dan Raya khususnya adal~h di tangan raja, maka sejarah pengua­

. saan tanah di daerah ini bersamaan tei:jadinya · dengan, k,erajaan 
Raya yang diperintah oleh ' raja yang bermarga Saragih Garing:­
ging secara turun ternurun. 
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Sebelum tuan Pinang Sori Saragih Garingging yang merupa­
kan raja yang pertama berkuasa atas wilayah Raya tennasuk 
daerah yang dikuasai oleh raja Nagur. 

Tuan Pinang Sori beserta rombongan, karena sesuatu per­
selisihan paham dengan orang tuanya raja Aji Nembah di Tanah 
Karo meninggalkan kampung Aji Nembah pergi ke kampung 
Garingging, salah satu kampung yang rnasihtermasuk kekuasaan 
raja Aji Nembah. Ia rnenunggangi kerbau kesayangannya yang 
dinamakan Sinanggalutu, seraya rnembawa air minurn . dalam 
tatabu (tempat air rfilnum dari buah labu yang kering). Dengan 
rombongannya yang terdiri dari teman-temannya pengembala 
kerbau ayahnya, setelah beberapa lama di kampung Garingging 
kernudian bergerak menuju arah Timur dan sampai di kampung 
Raya Sirnbolon sekarang (J. Wismar Saragih, 1933 : 1). 



Hal tersebut dilakukannya karena ia amat tersinggung atas 
sikap ayahnya menurut pesan yang disampaikan hulubalang 
·raja Aji Nembah yang menyatakan bahwa tuan Pinang Sori 

. jangan pulang dulu ke rumah sebelum ayahnya selesai makan 
besar. Pada hal selaku putera ia sengaja disuruh panggil oleh 
raja supaya sama-sama makan, dengan perantaraan hulubalang­
nya. Karena ulah hulubalang tersebutlah, maka tuan Pinang 
Sori, ingin meninggalkan daerah kerajaan Aji Nembah dan ber­
sarna rombongan ·menetap di Raya Simbolon dan mulai mem­
buka hutan untuk mereka buat ladang. Dengan benih padi yang 
mereka peroleh dari burung balam atau terkukur basil sumpitan­
nya, mereka kembangkan bersama-sama terus menerus, maka 
bahan makanan cukup banyak dan berlebih. Mereka menyim­
pannya dalam tuangan (lumbung padi) dan dengan kerja keras 
mereka tidak bosan-bosannya memperbanyak timbunan bahan 
pangan berupa padi dan jagung. 

Pada suatu masa terjadilah paceklik di kerajaan Nagur, 
karena kemarau yang berkepanjangan, sehingga rakyat Nagur 
kehabisan persediaan bahan pangan beras dan jagung. Raky:t 
N.agur datang menjumpai rombongan tuan Pinang Sori di Raya 
Simbolon untuk mangallung omei (meminjam padi untuk di­
bayar setelah panen). Tuan Pinang Sori dan rombongan membe­
rikan padi dan jagung persediaan mereka kepada rakyat Nagur 
tersebut, dan tidak usah dibayar asalkan mereka mau menye­
butkan bahwa apabila orang bertanya dari mana kau dapat padi 
dan jagung terse but, katakanlah dari raja Raya. 

Mendengar adanya khabar bahwa untuk memperoleh ba­
han pangan tuan Pinang Sori dan rombongan cukup dibayar 
dengan yang dianjurkan oleh tuan Pinang Sori, maka berduyun­
duyun orang meminta bahan pangan. Semua yang datang men­
dapat ladenan, karena mereka semua bersedia, mematuhi an­
juran tuan Pinang Sori. 

Mengenai adanya raja Raya yang memberikan bahan pa­
ngan kepada rakyat kerajaan Nagur terdengar oleh raja Nagur. 
Raja Nagur dengan rasa terkejut dan marah memerintahkan 
hulubalangnya untuk memanggi tuan Pinang Sori menghadap 
Baginda --Oan menanyakan kejadian tersebut kepada si Pinang 
Sori. Raja Nagur (bermarga Damanik) bertanya: "Mengapa 
kamu berani menyebut dirimu raja Raya? Dari mana ijinmu dm 
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siapa menyuruhmu, sehingga engkau berani mendirikan kerajaan 
di daerah kerajaan Nagur ini". Oleh tuan Pinang Sori dijawab: 
"Ampun, tuanku tidak ada yang mengijinkan dan menyuruh 
aku selain dari pada Naibata dan untuk itu saya berani angkat 
sumpah". Untuk membuktikan sumpahnya itu raja Nagur me­
nentukan hari pelaksanaannya upacara sumpah berdasarkan 
adat yang berlaku. 

Menjelang hari persumpahan yang telah ditentukan raja 
Nagur tersebut, tuan Pinang Sori bersama rombongan sangat 
gelisah dan sangat takut akan terkenan sumpah dan mati atau 
celaka nanti, apabila ucapan tuan Pinang Sori tidak benar. 
Dalam suasana yang demikian itu, tuan Pinang Sori bermimpi 
dan mendapat petunjuk dari habonar ran (roh halus yang suci 
dan baik). Bahwa tuan Pinang Sori tidak terkena atau termakan 
sumpah, bila tanah yang ada dicelah-celah kuku kerbau Sinang­
galu tu yang terbawa dari Aji Nembah ditaburkan di tempat per­
ladangannya. Begitu juga air yang masih ada dalam tatabu di 
bawa dari Aji Nembah dituangkan ketapian tempat mereka 
mengambil air minum di Raya Simbolon. Waktu sumpah di­
adakan mereka harus minum air dan menduduki tanah yang 
telah ditaburkan tadi agar sumpah itu tidak mencelakakan 
mereka yang serombongan. Hal tersebut benar-benar dilaksana­
kan oleh tuan Pinang Sori beserta rombongannya. 

Setelah upacara sumpah terlaksana dan temyata tuan 
Pinang Sori bersama rombongan tidak ada yang termakan sum­
pahnya, maka raja Nagur-pun mengakui bahwa Naibata telah 
mentakdirkan tuan Pinang Sori jadi raja atas wilayah yang telah 
mereka usahakan. Kemudian karena kekayaan dan ketampanan 
serta kebaikan, sopan santun dan . keramah tamahan serta ke­
gagah beranian tuan Pinang Sori beserta rombongannya, maka 
ia dan teman-temannya dikawinkan dengan puteri raja Nagur 
dan dibenarkan mararai daerah-daerah y~ng ditentukan oleh 
raja Nagur di wilayahnya. 

Dari hasil perkawinan tuan Pinang Sori dengan puteri Na­
gur, maka lahirlah putera mereka yang bemama Lajang Raya 
dan menetap di Raya Simbolon.*) Karena rombongan dari tuan 

•). Daerah yang mula-mula ditempati oleh tuan Pinang Sori dan kemudian menjadi pa­
matang atau ibukota kerajaan Raya. 
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Pinang Sori terdiri dari 6 ( enarn) orang yaitu marga Saragih 
Sitanggang, Saragih Sidauruk, dan Saragih Sitio, serta seorang 
marga Saragih lainnya yang juga mempersunting panak boru 
(puteri) Nagur lainnya, serta Sitopu (Sinaga di Raya) yang jadi 
andk boru Raya (pengarnbil puteri Saragih Garingging) maka 
rnereka pun rnasing-rnasing rnendirikan karnpung ternpat rne­
reka berkuasa (J. W. Saragih, 1933 ;5). 

Dengan dernikian · berdirilah kerajaan Dapulo yaJlg rneliputi 
Sipoldas, Rabuhit dan Silarnpuyang dengan rajanya bennarga 
Saragih Sidauruk, Kerajaan Tanah Jawa untuk Sara.gill Sitang­
gang, Kerajaan Bajalinggei untuk Saragih Sitio dan Kerajaan 
Sirnbou Huluan (pangulu balang sekarang), untuk rnarga Saragih 
lainnya. Sedangkan rnarga Sitopu (Sinaga) tadi tetap bersarna 
tuan Lajang Raya yangg sewaktu kecil sudah ditinggalkan tuan 
Pinang Sori yang pergi berpetang rnelawan rnusuh raja Nagur 
sarnpai ke daerah Jambi dan tidak kembali karena menetap di 
Tapanuli Selatan (Taralamsyah, 1976 : 16). 

Keturunan para raja tersebut di ataslah yang merupakan 
raja rnarga Saragih yang berkuasa di wilayah kerajaan Nagur 
atas seijin dan restu raja Nagur. Menurut perhitungan pada ta­
hun 1933 bahwa sejak tuan Pinang Sori sarnpai tuan Sumayan 
yang meninggal tahun 1933 dan digantikan anaknya tuan Go­
mok, rnarga Saragih Garingging telah 15 keturunan memerintah 
di kerajaan Raya. Hal ini berarti bahwa peristiwa masuknya 
tuan Pinang Sori ke Raya Simbolon adalah pada pertengahan 
abad XVI. -Ke-15 keturunan tadi ialah: Tuan Pinang Sori, Tuan 
Lajang Raya, Tuan Raya Pan Gukguk, Raja Gukguk, Raja 
Bolon, Raja Unduk, Raja Denggat, Raja Minggoo, Raja Poso, 
Raja Morahkalim, Raja Tuan Jimmahadin, Tuan Hondahaim, 
Tuan Sumayan dan Tuan Gomok (J. Wismar Saragih, 1933 : 5). 

Tuan Gomok diganti oleh tuan Yan Kaduk yang memerintah 
sampai tahun 1946 dan terbunuh pada waktu terjadi R.evolusi 
Sosial di Sumatera Timur pada tanggal 3 Maret 1946. 

Berdasarkan adat istiadat yang berlaku di kerajaan Raya 
bahwa putera Mahkota, yaitu anak sulung dari puang balon 
ialah yang mewarisi kekuasaan dan kerajaan serta tahta orang 
tuanya. Sedangkan putera raja yang bukan putera mahkota, 
oleh raja dihunjuk menjadi partuanon (tingkatan kerajaan di 
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bawah raja) atau pangulu (penghulu) atas kampung yang baru 
dibuka atau direbut dengan cara peperangan. Selain dari pada 
itu pihak Saragih Garingging sebagai marga yang merajai di kera­
jaan Raya harus menghormati bofia ni adat (ahli adat) yaitu 
marga Saragih Sumbayak dan marga boru serta marga tondong 
dan mereka inipun mempunyai kekuasaan memerintah atas 
daerah-daerah tertentu sebagai perbapaan, dan pangulu. 

Berdasarkan adat istiadat kerajaan Raya tersebut, maka 
tersusunlah kerajaan Raya sebagai suatu sistim pemerintahan 
yang menguasai tanah kerajaan Raya yang terdiri dari raja, 
parbapaan na baggal (partuanon yang besar), partuanon biasa 
dan pangulu. Sampai Belanda masuk di kerajaan Raya pada 
tahun 1902, maka terdapatlah parbapaan na baggal di kerajaan 
Raya, yaitu tuan Raya Tongah, tuan .Raya Baru, dan lain-lain 
yang diperintahi marga Sumbayak dan tuan Bulu Raya· yang 
bermarga Saragih Garingging. Mereka merupakan abang bagi 
raja Raya. 

Partuanon Na Baggal, yaitu tuan Huta Dolog dinamakan 
tuan Anggi (adik Raya), tuan Sinondang, tuan Sisawa, tuan 
Man8k Raya, tuan Raya Kahean, tuan Sorba Dolog dan tuan 
,Amborokan yang merupakan adik terhadap raja Raya, yaitu 
Saragih Garingging. Sedangkan tuan Dolog Saribu telah menya­
takan ke luar da!i kerajaan Raya. SelaiJ;I itu tuan Sokkur (Da­
manik), tuan Silou Buntu (marga Purba) mempunyai keduduk­
an khusus pula dalam adat istiadat kerajaan Raya begitu juga 
tuan Gunung Raya yang diperintahi Saragih Sidauruk. 

Untuk seluruh kerajaan Raya (yang dahulu meliputi keca­
matan Raya dan kecamatan Raya Kahean) pada saat Belanda 
masuk terdapatlah marga tanah yang merajai di daerah ini yang 
membantu raja Raya sebagai penguasa atas tanah wilayah ke­
kuasaannya. Mereka adalah marga Saragih Garingging yang di­
bantu oleh anak boru huta (sekretaris kampung) atau gamot 
lainnya. Mereka bewangkat atau bergelar pangulu. Mereka me­
rupakan keturunan dari tuan Lajang Raya Saragih Garingging 
yang menguasai seluruh wilayah kerajaan Raya yang berhak 
bertindak atas nama raja atau puang (penguasa) dalam memb~ 
rikan tanah kepada rakyatnya. 
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Hal tersebut adlllah merupakan kelanjutan secara tuam 
temurun yang mereka warisi dari tuan Pinang Sori yang setelah 
memasuki daerah Raya Simbolon bersama rombonpnny•, me­
milih daerah tersebut jadi daerah perladangan, Yan& setelah 
manririd (meneliti) harangan (hutan) Raya Simbolon, mereka 
menetapkan untuk menotou harangan (membuat acara pem­
bukaan kutan),. sehingga atas petunjuk, yang mereka peroleh 
akan keserasian tanah itu untuk mereka usahakan dahulu ter­
bentuklah s~tu kerajaan Raya yang berkuasa atas tanah di 
kerajaan Raya sampai Belanda dan Jepang berkuasa yang di­
akhiri dengan zaman kemerdekaan sejak tahun 1945. 

Apabila diperhatikan sejak tuan Lajang Raya berkuasa 
di daerah ini mengatur kehidupan mereka, terutama dalam 
menjamin adanya ketertiban di wilayahnya, ditetapkan aturan 
sebagai berikut: Tuan Lajang Raya sebagai partongah (pemim­
pin yang bersifat moderat) yang mewarisi tahta kekuasaan ayah­
nya sebagai penguasa atas seluruh wilayah yang masuk kerajaan 
Raya. Ia dibantu oleh sanina dari marga Sumbayak (yang juga 
mewakili bapaknya pada saat perkawinannya) serta boru marga 
Sinaga (Sitopu) serta tondong, yaitu raja Nagur marga Damanik 
dan seorang datu (dukun untuk tempat bertanya mengenai hari­
hari baik, obat-obatan dan lain-lain serta seorang puang lima*) 
untuk urusan pertahanan kerajaan Raya. 

Dengan demikian maka nampaklah bahwa terdapat "tolu 
sahundulan (tiga serangkai), yaitu: Dalihan Na Tolu di Tapa­
nuli: tondong terhadap suhut dan saninanya (tuan rumab dan 
saudaranya), dalam ha1 ini Garingging dan Sumbayak (se~ai 
abang) dan Sinaga (Sitopu) sebapi boru, yaitu pengambil 
puteri Saragih Garingging, dan Sumbayak. Mereka ini dibantu 
oleh datu serta panglima untuk mengatur kehWupan rumah 
tanua raja. 

Selain dari pada itu dalam kaitannya dalarn adat sangat 
erat hvbuapnnya dengan tanah, maka nampak pula "boru 4ari 
bOJ1l dan tQndong dari tondong. Anak boru min torj adalah 

"!)· ·"'-'Ima. Utbtya, puimg = peJllUaSat lima = Uma •.. .Ji)llftikan ter..., uda•aan 
driu.ltliaa llllll!OJ8D& dalaJn Uma ~cam yaitu ~i Afli!.t~ A4af, .Ahli~­

, tuaip. ~.~ ....... Ahli ~n. 4#1 Ahli ~"1· ~1111 .mp ICseonng 
mempbyii aibp bailyak pengetahuan •hiDaa.' . a~fl . claJi diseiani orang. 
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boru dari boru dan anak boru senina ialah sepengambilan de­
ngan isteri ayah. Mereka mempunyai hubungan intim satu de­
ngan yang lain dan nampaklah keharmonisan di dalam kehidup-
an mereka sehari-hari yang secara gotong royong mengerjakan 
hal-hal yang bersifat kepentingan mereka bersama. 

Apabila diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari pada 
masyarakat kecamatan Raya, maka ada suatu tradisi yang terus 
menerus dipelihara masyarakat daerah ini terutama di bidang 
penguasaan tanah tradisi ini diwariskan oleh anggota masyara­
kat sejak dahulu sampai sekarang secara turun-temurun dalam 
penguasaan atas tanah di daerah Simalungun umumnya di keca­
matan Raya pada khususnya. Tradisi ini dimulai sejak zaman 
tuan Pinang Sori memasuki wilayah kerajaan Nagur di Raya 
Simbolon dahulukala dalam penguasaan tanah adalah sebagai 
berikut: 

Waktu rombongan sampai di sekitar Raya Simbolon, dan 
melihat keadaan tanah di daerah itu subur, maka setelah mem­
perhatikan di tempat itu ada sumber air, mereka memilih tem­
pat untuk bermalam di tempat yang agak tinggi seraya mendi­
rikan barung-barung (gubuk darurat). Barung-barung adalah 
semacam bangunan darurat yang dibuat dari bahan-bahan lalang 
dan daun aren sebagai atap, tiangnya kayu kecil dan dinding­
nya juga dari alang-alang atau daun pinang hutan. Tujuannya 
adalah agar jangan kena hujan dan terlindung dari terpaan em­
bun dan angin sewaktu tidui. Tempat yang agak tinggi mereka 
pilih agar dapat melihat musuh yang ingin mendekat tempat 
tinggal mereka, sehingga dapat mempersiapkan pertahanan. 
Mereka mengerjakan pendirian bangunan darurat tersebut se-

' cara gotong royong, setelah barung-barung siap didirikan, maka 
mereka mulai merintis penguasaan areal hutan dengan urut­
urutan kegiatan sebagai berikut: 
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Manoutou Harangan (Acara Permulaan Merembah Hutan) 

Sebelum hutan yang mereka perkirakan 1.cocok untuk per­
tanian dirombah, maka dilakukan acara manoutou harangan. 
Sebatang pohon bergetah yaq.. direncanakan untuk ditebang 
pada pertama kali dalam · rangka membuka hutan dimaksud, 
dibersihkan · sekitamya. Kefuudian · pisau atau1 parang yang di-



---------------·---···- · - ·---,-,- --·-· 

palcai membabat belukar sekitar pokok kayu tadi, ditancapkan 
pada pokok kayu tersebut. Lalu dua lembar demban sayur (sirih 
sempurna) tanpa gambir, kapur dan pinang diletakkan dekat 
pokok kayu yang akan ditebang tadi dengan mang-mang atau 
tabas (mantera) sebagai berikut: "In ma denban nami tangaron 
kon ni boras pati ni tanoh on. On do ibere puang ban nami ase 
dong goluh nami. Patugahham ban bani parnipian", a.rtinya 
"Inilah sirih persembahan kami untuk didengar oleh penguasa 
(!.tas inti tanah ini1..i Diberi puang buat kami, untuk kehidupu 
ltami. Beritahulah pada kami melalui mimpi. 

Apabila melalui mimpi mereka pada malam hariaya ada 
tanda-tanda yang baik bahwa tanah tersebut diijinkan habo­
}'l(UOn atau penguasa atas inti tanah untuk diusahai, atau diper­
ladqi maka besoknya segeralah diadakan peraml:ahan huta 
sei ara gotong royong. 

Gb.8. Upacara manoutou harangM. 



Bila tidak ada ijin atau tidak baik menurut mimpi mereka __ _ 
maka dicari areal yang lain. Bila ada mimpi baik berarti tanah 
itu baik dan serasi untuk diperladangi. Sebelum merambah ter- -
lebih dahulu ditentukan tanda-tanda batas dengan cara manran­
dangi (membersihkan) sekitar pohon. Atau memancangkan se­
potong kayu berbentuk silang, dan sekitarnya dibersihkan. Se­
jak itu timbullah hubungan hukum antara seseorang dengan 
tanah dan lahirlah hak oenimasaan. 

· Gb.9. Tanda batas berupa pancang kayu berbe~ salib sebelum 
meramlJah hutan untuk perladangan. 

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa antara tanah 
yang direncanakan untuk digarap tadi dengan mereka ·yang 
ingin menggarapkannya telah terdapat hUbUIJian bathin. 

· ~ .· .. · •., ·. 

Hubungan bathin yang demtkian itu !angat kuatnya, an-
tara tanah dan masyarakat bangsa ~.!~eniapat hubungan 
yang kokoh, bukan saja hubungan ~eionomis.> tetapi bah­
kan hubungarr bathin (Smggih l>raptodikamj<>, 1953 : 62). 

I . ' • 

Dengan cara demikian itlilah 'maka terjadi ketajaan Raya 
yang menguasai dan memililci seliituh tanah-tanah perkampung­
an dan per}adangan:sekitarpya yangtetap tunduk pada kekuasa­
an pusatnya di Pematang Raya pada zaman sebe1um Belanda 
masuk ke daerah itu. 
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Demikianlah asal mula penguasa dan penguasaan tanah 
yang ada di kerajaan Raya, di mana hak pemberian ijin piem­
perusahai 4ari raja diberikan kepada marga .. marga tanah Y"'18 
ada di Simalungun seperti Sinaga, Saragih, Purba dan Damanik. 
Bagi mereka yang berasal dari luar dan ingin mendapat tanah 
untuk diperusahai harus memilih salah satu marga di atas. 
Keadaan tersebut berlangsung terus sampai Belanda masuk ke 
daerah ini pada tahun 1902. 

2. Masa Belanda 

Walaupun Belanda telah mulai berkuasa di tanah Deli pada 
tahun 1862 tapi untuk kerajaan Raya mereka baru memasuki 
wilayah ini pada tahun 1902, atas permintaan tuan Sumayan 
yang sedang berperang dengan saudara-saudaranya serta Raja 
Marop{Jat yang ada di Simalungun, setelah ayahnya tuan Ron­
dahaim meninggal dunia (J. Wismar Saragih, 1933 : 7). 

Semasa tuan Rondahaim berkuasa Belanda tidak be:r.mi 
m~masulti daerah Simalungun karena semasa pemerintahannya 

.+ 1848-1892, ia sangat anti terhadap peitjajah. Dalarn rangka 
memperkuat pertahanan dan usahanya memerangi Belanda yang 
sudah berada di sekitar daerah Simalungun, ia banyak me­
naklukkan daerah-daerah sekitar kerajaan Raya meitjadi daerah 
kekuasaannya dan tunduk kepada kerajaan Raya, seperti Ser­
dang Raya, Dolog Sagala, Dolog Marawan, Simalas, Sipispis, 
Bah Sumbu dan lain-lain. 

Tuan Rondahaim juga melakukan peperangan melawan 
Belanda di Bah Bulian Tebing Tinggi, Sibarou dan lain-lain serta 
melakulcan perang gerilya dan taktik bumi hangus terhadap 
perkebunan Belanda, sejak tahun 1871 sampai akhir hayatnya 
tahun 1892. Tapi sayang sekali anaknya "tuan S11mayan' 
yang gigih berjuang melawan Belanda mendampingi ayahnya, 
sepeninggal ayahnya tuan Rondahaim yang digantikannya, 
terlibat perang saudara hingga terpaksa meminta bantuan Be­
landa guna mempertahankan kekuasaannya di kerajaan Raya. 
Ia mendatangi tuan Westenberg, Controleur Voor Bataksche 
Angelenhede di Bangun Purba minta bantun. Tuan Western• 
berg pada tangga1 7 Nopember 1902 datang ke Pematang 'Raya. 
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Pada hari itu raja Raya beserta Dewan Kerajaan dan Carnot,*) 
Parbapaan, Partuanon dan Pangulu yang ada di kerajaan Raya 
menanda tangani KONTECERKLARING (perjanjian pendek), 
tanda raja Raya dan semua daerah kekuasaannya tunduk pada 
kekuasaannya raja Belanda (J. Wismar Saragih, 1933 : 7). 

Berkat bantuan Tuan Westenberg didatangkanlah pendeta­
pendeta Kristen ke Raya yang dipimpin oleh Tuan Nomensen, 
Tuan Theis dan lain-lain mendirikan gereja-gereja, sekolah-seko­
lah zending (kweekschool) selama 3 tahun dan Ververlgschool 
5 tahun di kerajaan Raya. Raja Raya walaupun belum memeluk 
agarna Kristen karena umumnya memiliki isteri banyak tapi 
dengan sukarela memberlkan tanah-tanah untuk mendirikan 
bangunan gereja dan sekolah-sekolah tersebut di atas. 

Kedatangan Belanda di daerah Raya serta tunduknya raja 
Raya di bawah kekuasaan raja Belanda tidak mempengaruhi 
kekuasaan raja Raya dan raja-raja lainnya di '>i1nalungun atas 
tanah di kerajaannya masing-masing. Keraja<u • .Kt:rajaan terse but 
merupakan daerah swapraja yang berhak mengatur rumah tang­
ganya terutama mengenai penguasaan tanah di wilayaJ:t kerajaan 
masing-masing. 

Pada tanggal 5 September 1907 raja Raya bersama-sama 
dengan raja-raja Simalungun lainnya seperti raja Siantar, raja 
Tanah Jawa, raja Panei, raja Dolog Silou, tuan· Purba dan tuan 
Silimakuta secara serentak menanda tangani perjanjian pendek 
secara bersama, tanda tunduk kepada Belanda. Pada tahun 
1908 dijalankan aturan untuk kerajaan-kerajaan Simalungun, 
yaitu: 

a. Aturan rodi dan belasting. 
b. Pembentukan kas kerajaan-kerajaan Simalungun (Landschap 

Kas Simalungun). 
c. Penukaran uang dari uang lama menjadi rupiah (Gulden). 
d; Di setiap kerajaan diangkat seorang kerarli dan stafnya untuk 

kepentingan administrasi pemerintahan. 

*). Gamof ialah pembantu penghulu sebagai sekretaris. Biasanya diangkat menantu 
penghulu. Sekarang istilah Gamot adalah pembantu kepada desa disetiap kampung, 
sama dengan Kepala Lorong. 
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e. Didirikan pula kerapatan-kerapatan yaitu balai peraclilan di­
tiap perbapaan atau pangulu yang disebut Kerapatlln Balei 
untuk t:ingkat kerajaan disebut Kerapatan Urung dan untuk 
tingkat kerajaan-kerajaan secara federatif didirikan Kerapatan 
Na Bolar. di Siantar. 

Semua aturan tersebut di atas membawah pengaruh pula 
dalam hal penguasa;µi tanah. Pemungutan cukup dilakukan 
oleh tuan tiga (kerani pekan) sedangkan untuk belasting dita­
ngani oleh kerani dan pangulu-pangulu. Apabila ada timbul si­
lang sengketa di antara sesama · anggota masyarakat terhadap 
tanah-tanah yang mereka usahai dan kuasai diselesaikan di 
Kerapatan Balei, Kerapatan Urung, dan Kerapatan Na Bolon 
secara hirarkhis. Artinya yang tidak putus di Kerapatan Balei 
naik banding ke Kerapatan Urung dan tidak selesai di Kernpatan 
ini, nailc banding ke Kerapatan Na Bolon sebagai pengadilan 
swapraja yang tertinggi di daerah Simalungun. 

Perlu dijelaskan pula bahwa untuk pengaturan tanah me­
nm:ut adat dan cara-cara pertanaman tidak ada aturan langsung 
dari Belanda untuk kerajaan Simalungun. Begitu juga mengenai 
aturan mengambil kayu di hutan-hutan larangan dan hutan lin­
dung yang diatur oleh Boschwesen (manteri kehutanan). · 

Di daerah Simalungun sebagai daerah swapraja, Pemerintah 
Belanda telah memanfaatkan kekuasaan raja untuk menanam­
kan pengaruhnya serta memperkuat cengkeraman kolonialisme 
dan f eodalismenya. 

Selain dari pada itu terdapat pula pengaruh Barat (Belan­
d.a) dalam penguasaan tanah, di mana raja telah mengeluarkan 
surat keterangan untuk mengusahakan bagian tanah tertentu, 
baik kepada orang-orang tertentu dari warga masyarakat mau­
pun orang asing. Hal ini dapat dilihat pada pemberian Grant 
Raja atas tanah sekitar Kantor Camat Raya kepada 0.1~.M. 
Aliviah dan kepada tuan Gollen Brand~r di Bulu Pangei dengan 
hek memperusahai dengan syarat membayar sewa kepada kera­
jaan. 

Sejalan dengan itu pulalah rakyat berusaha menanami . 
tanah-tanah yang diusahakannya dengan tanaman keras, seperti 
kopi, bambu dan lain-lain, sehingga semakin kuat pula hak 
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, · usaha yang dimilikinya yang .kelak dapat diwariskannya kepada 
.. ketwunannya, asalkan kewajiban rodi dan belasting tetap di­

.. penuhinya. Hal tersebut berlangsung terus sarnpai .masuknya 
.. Jepang di Indonesia termasuk ke daerah kerajaan Raya pada 

tahun 1942. 

3. Masa Penjajahan Jepang 

Setelah J epang masuk ke Indonesia, Belanda menyerah 
kalah tahun 1942 lalu Jepang mendirikan. pemerintahan Bala 
Tente~ya yang fascis. Kemudian Jepang menguasai kecamatan 
Raya + 3,5 tahun. Dalam usaha Pemerintahan Bala Tentera 
Jepang untuk memenangkan tujuan perangnya, maka· lepang 
sangat memerlukan persediaan bahan pangan cukup banyak, 
karena mereka mendapat halangan, rintangan berupa blokade 
ekc;momi dari pihak sekutu, maka tisaha satu-satunya ialah me­
manfaatkan potensi tanah di daerah-daerah yang sudah didu­
dukinya. 

Untuk itu Jepang mendekati raja-raja di Simalungun, ter­
masuk r.aja Raya, guna dapat bekerja sarna dalam rangka mewu­
judkan tujuan itu. Hal ini dilakukan .mengingat kektiasaan,yang · 
amat luas yang ada di tangan raja beserta pembantu-pembantu­
nya ·di bidang pertanahan. Dalam pada itu, kekuasaan raja-raja 
sebagai daerah swapraja dibiarkan berlangsung terus dan diman­
faatkan sedemikian rupa sehingga benar-benar menguntungkan 
pihak J epang. · 

Raja, parbapaan, pertuanon dan pangulu setelah melihat 
. gerak gerik tentera Jepang dengan bayonet terhunus memaksa­
. kan raja dan pembantu-pembantunya untuk mengizinkan pem­
bukaan areal-areal perladangan baru, walaupun bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku pada zaman Belanda. Akibat­
nya hutan-hutan larangan, hutan cadangan dan hutan kampung-

. p.un terpaksa diijinkan dibuka dan diperladangi oleh rakyat se­
cara besar-besaran. 

4. Masa Kemerdekaan 

.. ~8 

Kemerdekaah Indonesia yang diproklamirkan pada I 7 
Agustus . 1945 dan di daerah ini telah diketahui oleh masyarakat 
pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 26 Desember 1945 



partai-partai politik, memilih Komite Nasional Daerah ' Keca­
matan Raya dan terpilihlah pendeta J. Wismar Saragih *'bagai 
ketua Komite Nasional Kecamatan Raya yang sekalig~s juga 

. menjadi anggota Komite Nasional Kabupaten di Simat\ungun 
(J. Wismar Saragih, 1974 : 166). 

Pada tanggal 3 Maret 1946 te!jadilah Revolusi So$ial di 
Sumatera Timur termasuk daerah Sim'1.wigun begitu juga µntuk 
kecamatan Raya. Raja Raya terbunuh dan raja-raja lainny~ yang 
sebagian diasingkan ke tanah Karo. O:mng jadi getisah 4ani kehi­
langan pegangan atau kendali dalain pemerintahan. Pe~ 
atas tanah tidak jelas bagi rakyat. Komite Nasional Kecarhatan 
Raya mengusahakan tindakan-tindakan darurat dalam ipeng­
atas suasana kacau di tengah masyarakat mengenai pengu~an 
tanah tersebut. 

Kepada rakyat dijelaskan bahwa kita sudah merdeka. 
Pemerin-tah Republik Indonesia adalah penguasa atas tan~ air 
Indonesia. Pemerintahan kita adalah Pemerintahan Yan$ de­
mokratis, yaitu Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat daJ!l un­
tuk rakyat. Untuk itu rakyat dianjurkan untuk segera men$ada­
kan pemilihan kepala-kepala kampung di tiap kampung 'atau 
kepenghuluan. Mereka yang terpilih dengan suara terbaJ1yak, 
itulah menggantikan kedudukan penghulu dabulu. 

Pada tingkat pemerintahan kecamatan, pimpinan di }¢eca­
matan Raya diangkat Asisten Wedana atas pilihan badan-b$dan 
perjuangan di kecamatan itu dengan sistim demokrasi, t .. npa 
ada suatu peraturan atau Undang-undang; sebagai peodtnan 
dan surat pengangkatan dari atasan. Penyusunan pemerintcUian 
dari tingkat kabupaten, kewedanaan, kecamatal'l sampai · ke~ala 
kampung rakyat mencontoh sistim pemerintahan di pulau' Ja­
wa. Pembentukan pemerintahan secara darurat ini tidak "*m­
punyai nilai ilmiah, karena tidak didahului oleh penelitian dari 
geografis, adat istiadat, ekonomi, geneologi dan politik, teµpi 
hanya berdasarkan kepentingan perjuangan pada waldtu itu. 
Hal ini menimbulkan kesulitan dalarn rangka pembentulcan 
otonomi pemerintahan desa dalam rangka pembentukan qto­
nomi pemerintahan desa dan kecamatan. Kondisi pe~ 
yang sede~ian, mempengaruhi sistirn pengatumn di bidang 
hukum pertanahan di daerah itu. 



• 
Peraturan tentang penguasaan tanah b~Om ada dikeluar­

kan oleh pemerintah dari Pusat dan dari Kabupaten pada saat 
itu, maka para pangulu masih bekerja berdasarkan kebiasaan 
yang berlaku sebelumnya. 

Tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai rakyat pada masa 
J epang tetap mereka kuasai dan dianjurkan memanf aatkannya 
seinaksimal mungkin guna membantu perjuangan. 

Tanah-tanah bekas juma bolag (ladang raja) juga dibagikan 
kepada rakyat yang pemah turut mengerjakannya. Begitu juga 
tanah-tanah penggembalaan bekas kepunyaan kerajaan dibagi­
bagi pada rakyat dibuat ladang atas ijin penguasa yang ber­
sangkutan. 

Berhubung karena Belanda tetap berusaha untuk mengem­
balikan kekuasaan peitjajahannya di Indonesia dengan mem- · 
ceng di belakang Sekutu, maka terjadilah perjuangan berseitjata 
dan pertempuran dimana-mana termasuk di kecamatan Raya. 
Pada agresi I dan II, Belanda memasuki ·daerah ini dan bermak­
sud mengembalikan kekuasaan raja-raja dahulu. Maksud Belanda 
tersebut sempat terlaksana, setelah berdirinya negara Sumatera 
Timur dan para pangu/u pilihan rakyat ikut menyingkir ke dae­
rah pe·dalaman. Para pangu/u atau keturunan para raja dan pem­
bantunya yang masih hidup oleh Pemerintah Federal diduduk­
kan kembali sebagai pangu/u di kampung yang bersangkutan. 
Mereka kembali berusaha menguasai tanah-tanah yang telah 
dikuasai dan diusahakan oleh rakyat. Rakyat tidak mau mem­
berikannya karena di atasnya terdapat tanaman-tanaman ke­
ras milik mereka. Rakyat kembali gelisah karena tekanan para 
penguasa yang diangkat Belanda tadi untuk mengembalikan 
kekuasaan atas tanah yang telah diusahainya. 

Untunglah dengan terbentuknya Negara Kesatuan Repu­
blik Indonesia para pangulu yang berada di pengungsian kembali 
berada di tengah masyarakatnya sedikit banyaknya membawa 
angin segar. Apalagi setelah kekuasaan para pangulu hunjukkan 
Pemerintah Federal pada masa Negara Sumatera Timur telah di­
gantikan, mereka dengan tenang menguasai tanahnya. 
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B. ASAL USUL PEMIUKAN TANAH 

Masalaii asal usul pemilikan tanah di kecamatan Raya pada 
dasamya tidak dapat dipisahkan dengan asal usul penguasaan ta­
nah tetapi harus dapat dihedakan karena adanya ketentuan adat 
yang berlaku ei daerah ini. Hal tersebut terjadi mulai dari zaman 
sebelwn penjajahan Belanda, zaman penjajahan Belanda, masa 
Jepang dan masa kemerdekaan yang berlangsung secara turun 
temurun sebagai pedoman bagi angota masyarakat daerah ini 
secara tradisional. 

l. Masa Sebelum Penjajahan 
Sebelum penjajahan Belanda masyarakat di daerah ini 

sangat terikat ketat dengan ketentuan adat yang berlaku di bi­
dang kehidupan yang telah digariskan oleh puang (penguasa) 
dan pembantu-pembantunya termasuk di bidang pengaturan 
yang berlaku atas tanah. Rakyat tetap berpedoman pada apa 
yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, sebagai­
mana pertama kali dilakukan oleh tuan Pinang Sori beserta rom­
bongannya dalam usahanya untuk memiliki tanah yang mereka 
kuasai dan miliki di sekitar Raya Simbolon dahulu. 

Segala aturan dan syarat-syarat yang pernah dilakukan 
oleh tuan Pinang Sori beserta ror.1bongannya sebagai yang telah 
diterangkan terdahulu di mana untuk syahnya mereka me­
nguasai dan selanjutnya memiliki tanah yang mereka usahai ha­
rus ada ijin dari puang, yaitu pada saat itu dari raja Nagur. De­
ngan · demikian anggota masyarakat yang menjadi rakyat di 
kerajaan Raya-pun diwajibkan melakukan hal yang serupa de­
ngan apa yang pernah dilakukan oleh mereka itu kepada raja 
Nagur.. 

Karena syarat syahnya sesuatu yang dikuasai harus ada 
tanda-tandanya dengan adanya tanda-tanda tersebutlah sesuatu 
itu dapat dinyatakan sebagai milk orang yang menguasainya. 
Demikian pulalah mengenai tanah menurut adat untuk syahtiya 
sebidang tanah dikuasai dan dimiliki oleh seseorang harus ada 
tanda-tanda yang dapat dilihat oleh mata, yaitu berupa per­
buatan tangan .erang yang bersangkutan atas tanah yang diltua­
sainya. Dengan ada tanda-tanda tersebut, maka hak o~ yang 
memberikan tanah itu yaitu puang, sudah beralih dan dibatasi 
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oleh hak orang yang memiliki kuasa untulc memperusahai. 
Untuk tiap pembukaan hutan diperladangan oleh rakyat harus 
ada uin dari puang, baru ditoutou dan dibuat tanda-tanda ba­
tamya, J;)engolahan dan pengusahaannya. Hal serupa ini meru­
pakan adat kebiasaan yang dipelihara terus menerus oleh ang­
gota masyarakat di daerah ini sejak dahulu sampai sekarang. 
Dengan cara tersebut maka terjadilah hale milik pada seseomng 
anggota mas}'arakat yang mengerjakannya. Apabjla telah dita­
nami dan kemudian dipungut -hasilnya sampai . beberapa kali 
panen, kemudian ditinggalkan untuk mengembalikan kesuburan 
tanahnya, maka terjadilah hak galunggung•) bagi orangyang; 
beisangkutan. Hak ga/unggung tersebut dapat diusahai turun 
temurun sehingga merupakar.1 hak milik yang dapat dimiliki 
seseorang di daerah ini_. 

::.. . Gb.10. Tanda batas pemililcan tanah atau galunggung. 

*). Hak Galunggung a!laJah hak tei:dahulu membuka tana4 yang pemah diperladangi se- • 
seorang, tapi ditingpJ menjadi hutan. Di atas tanah itu harus ada tumbuh tanaman 
keraa''sebagai tanda 'bukti Seandabtya seaeorang itu tidak ingin mettibukanya dapat 

I ·~ail kepada Orang lain 8ta5 vm• pangulu. tetapi ataS tanaJICm itu tetap ffiiJik 
penggarap pertama. 
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Tetapi bila tanah tersebut demi kepentingan umum a~u 
kerajaan sangat diperlukan, maka puang -atau raja dapat m-eng­
ambilnya d~ menggantikan dengan yang lain tanpa ganti rugi. 
Wala11pun pembuktian secara tertulis atas pemilikan terseb\lt 
tidak ada, tetapi diakui sampai sekarang dan dapat diwariskan 
secara tl,lrun temurun. Hal ini merupakan pengakuan hak milik 
oleh sesama masyarakat yang sudah merupakan ketentuan hu­
kum adat yang berlaku di daerah ini. Perbatasan hak milik da­
lam hak galungg\irig pada umumnya ditentukan oleh pohon 
tertentu atau sebaris pohon tanaman. 

Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur, se­
samanya dan bertalian satu sama lainnya di satu pihak, yaitu 
tanah di mana mereka berdiam, tanah yang memberi makan 
mereka, tanah di mana mereka dimakamkan dan yang men­
jadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta 
arwah leluhurnya tanah di mana meresap daya hidup, termasuk 
jup hidupnya umatitu dan karenanya teqaatung dari padanya, 
maka pertalian demikian itu dirasakan dan berakar da1am alam 
pikirannya serba perpasangan (Participerend Denker) itu dapat 
dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (Rechtsbe­
tereking) umat manusia terhadap tanah (Mr. B. Ter Hanr Bzn, 
1960: 56). 

Pribadi raja itu adalah sebagai pemegang kekuasaan, titik 
pusat clari pada kekayaan kerajaan, daya sakti dalaJn kerajaan 
itu beserta lembaga (kerajaan) perhiasan-perhiasan kerajaannya 
ialah apa _ yang disebut upacara. Dapat dikatakan . jup bahwa 
raja itu diwaktu naik tahta mewarisi benda-benda kemmat . itu 
atau benda-benda keramat itu (sebagai perwujudan kesatuan 
kerajaan) mewarisi dia. 

Raja dan kerajaan adalah satu, segala-galanya dalam kera­
jaannya adalah miliknya dalam teori kekuasaannya tidak ter­
batas ia hormati secara raja Romawi dulu; (Byzantijns), ia di­
dewa-4ewakan akan tetapi karena kesejallteraan kerajaan ada­
lah kosejallteraannya ( dan sebaliknya) dan dalam prakteknya 
ketuasunnya terbatas, maka dari itu tidak menyinMung­
nyingungnya dan membiarkannya saja hubungan tilnbal balik 
antara kerajaan dan dirinya itu (Mr. B. Ter. Haar Bzn, 1958 : 
48). 
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Dengan pendewaan raja yang demikian itu, maka raja ada­
lah merupakan wakil dari Yang Maha Kuasa atas seluruh wila­
yah kekuasaannya. Raja ~empunyai kekuasaan yang absolut 
dan semua yang ada di wilayahnya adalah miliknya. Tanah 
wilayah kekuasaannya yang merupakan miliknya hanya dapat 
diberikan kepada orang lain atas ijinnya untuk diperusahai 
saja unttik kehidupan orang yang bersangkutan tanpa sepenge-
tahuan dan restuiiya. · 

Dengan kekuasaan yang absolut yang bersifat turun te­
murun tuan Pinang Sori bersama rombongannya menempati 
seb~gian . kekuasaan raja Nagur di Raya Simbolon, tanpa 
setahu raja Nagur. Tetapi kemudian tuan Pinang Sori menang 
dalam sumpah dalam. menetapkan pemilihan atas tanah itu . 

. Sejak itulah tuan Pinang Sori resmi memiliki tanah di 
daerah Raya. Untuk kepentingan keamanan kemudian raja 
Nagur mengangkat tuan Pinang Sori menjadi menantunya. 
Sejak itu mereka ~erikat dalam hubungan kekeluargaan. Tuan 
Pinang .Sori selaku menantu wajib membela mertuanya dan 
mereka sating hantu membantu dikala suka dan duka. 

. Marga tanah di kerajaan Raya ialah Saragih Garingging, 
yaitu keturunan tuan Pinang Sori yang mula-mula mend~an 
kampung dan merupakan pemilik atas tanah dan daerah itu. 

Dalam keadaan serupa itulah kerajaan Raya berkembang 
terus tnenerus, di mana anak-anak Raja diberikan pula ltuasa un­
tuk memiliki tanah dan mendirikan kampung dan menjadi 
parbapaan atau partuanon serta pangulu di kampung itu, tetapi 
harus tunduk kepada raja. 

Raja, parbapaan, partuanon, dan pangulu cenderung, un­
. tuk memeras tenaga rakyat untuk.kebutuhlll) kehidupan keluar­
ganya yang umumnya merupakan keluarga besar karena banyak 
isteri, menyebabkan rakyat merasa tertekan. 

Hal ini ditegaskan oleh Mr. B. Ter. Haar dengan menye­
butkan daerah-dae@li besar yangberdiri ·sendiri itu telah men­
jadi kerajaan-kerajaati. kecil yang lalim, masyarakat-masyarakat 
bawahan di sana sangat tertekan (Mr. B. Ter; Haar, 1960 : 38). 

-Daerah kerajaan Raya terbagi atas pabapaan, partuanon 
dan kepenghuluan oleh seorang yang merupakan wakil marga 
yang meraja, kadang-kadang diangkat dari sanak saudarartya. 
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Rakyat boleh mempunyai hale mengusahalean atas tanah. 
Setelah dijjinkan oleh puang atau raja. Rakyat tetap memiliki 
halt atas Usaha, sepanjang yang bersangkutan tetap lnemenuhi 
ketentuan yang telah merupakan adat istiadat yang berlaku 
di kerajaan tersebut. 

Tetapi apabila raleyat yang bersangkutan menin&Plkan 
kampung tersebut untuk waktu yang lebih dari atul8Jl yang 
beriaku maka ia kehilangan hak atas tanah milik atau 11/f/ung-.. . 

gung 4an kembali kepada raja, parbapaan atau pangulu. Selain 
dari p~da itu apabila seseorang melanggat ~at kerajaan, maka 
yang bersangkutan akan dihukum menjadi jabolon (budak) 
yang tidak mempunyai hale milik apa-apa karena ia adalab mi­
lik tuannya. 

Hak galunggung yang masih ada pada seseorang, karena 
perubahan status dari rakyat jadi budak atau karena dite~ntar­
kan oleh pemilik semula, kembali kepada puang. Puang dapat 
memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang memerlu­
kannya, tetapi hale atas tanarnan yang tumbuh tetap pada si­
pemiliknya. 

Bagi orang luar yang ingin tinggal menetap dan hendale 
beru~ memiliki tanah di sesuatu karnpung dapat ditempuh 
dengan cara sebagai berikut: 

a. Dengan Jalan Perkawinan 
Seseorang laki-laki pihak. luar kawin dengan seorang 

perempuan dari karnpung yang ada di kerajaan Raya dan 
menetap di kampung mertuanya. 

Untuk kehidupan keluarganya, mertuanya memberikan 
sebidang tanah untuk dikerjakan yang kemudian beralih 
menjadi hak miliknya, set.elah dipenuhinya syarat menurut 
adat istiadat yang berlaku untuk itu. Apabila tanah mertua­
nya ti~ale cukup luas untuk diberikan kepada yang bersang­
kutan, dapat pula dimintanya kepada puang, tetapi syarat­
syarat yang berlaku untuk itu harus pula dipenuhlnya. Ke­
mudian mereka dapat dijadikan anak boru huta (gamot) 
di kampung yang bersangkutan. 

B&$i mereka yang tidale mempunyai .hubimpn keluar­
ga dengan salah seorang penduduk k8.lllP~ yang bersang­
kutan harus melalui pangulu, partuanon, parbapmµz, dan ntja. 
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Dengan ijin ·puang yang bersangkutan, mereka dapat 
diterima sebagai warga kampung. Dalam pada itu yang ber­
sangkutan datang kepada penguasa setempat secara adat, 
membawa makanan adat yang disertai pula dengan pemba­
yaran batu ni demban atau batu ni apuran yaitu sejumlah 
uang menurut bilangan adat sebanyak: 6, 12, 24, 48, 60 atau 
120 rupiah. Sistim seperti ini banyakjµga t~rdapat di daerah-
daerah lain di.Indonesia. · · 

Mereka yang datang dari luar harus berhubungan dengan 
penghulu-penghulu rakyat untuk mendapat ijin. Permohonan 
ijin itu menurut cara Indonesia patutnya disertai deng~ seke­
dar pemberian untuk membuka jalan ke arah jawaban yang 
baik (Mr. B. Ter. Haar Bzn, 1960 : 63). 

Apabila permohonan telah diterima oleh puang, kemu­
dian diberi tahu kepada warga kampung, · sipemohon diberi 
tahu juga agar yang bersangkutan memilih salah satu warga 
tanah yang terdapat di daerah itu. Karena peraturan adat 
yang berlaku sejak zaman dahulu, hanya warga asli yang 
berhak mewariskan tanah ladangnya kepada keturunannya. 

Hal tersebutlah yang merupakan syarat yang harus di­
jalankan oleh pendatang di Raya, seperti di daerah Sima­
lungun umumnya zaman dahulu (Mr. D. Purba, 1976 : 50). 

Selain p,emilikan atas tanah seperti tersebut di atas, 
maka terdapat pula pemilikan jenis lain, yaitu hak-hak milik 
komunal, yaitu hak milik bersama atas tanah-tanah tertentu 
di daerah ini, tanah-tanah dimaksud ialah: 

- Rahatan ni huta/hutan kampung yaitu butan-butan sekitar 
kampung. Karena bak partuanon bak atas rahatan kam­
pung (semacam bak ulayat} ialah bak mengambil basil 
butan seperti perburuan dan basil butan _ lainnya barus de­
ngan seijin pangulu. Hak milik semacam ini sudah bam­
pir hil~, hanya terdapat pada beberapa tempat seperti 
kampung Damak .dan Dolog Silou. 

- Bombongan &itp (kolam kampung), yaitu bendungan 
yang dibangun oleb para anggota masyarakat dengan 
pimpinan · kepala kampung atau penghulu untuk betemak 
ikan, untuk kesejahteraan bersama. Milik bersama sema­
cam ini jarang terdapat karena sudah dijadikan sawah. 
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- Pannahanan huta (pengembalaan kampung), sebidang ta­
nah yang dinilai kurang cocok jadi perladangan dibentengi 
dengan tembok tanah, dan dikerjakan bersama seeara go­
tong royong oleh anggota masyarakat. Tanah milik serupa 
ini telah banyak di salah gunakan oleh penduduk sehingga 
menjad.i sedikit. 

- Panimbunan (kuburan kampung), yaitu tempat pengubur­
an anggota masyarakat yang meninggal dunia. 

- Parsinumbahan (tanah-tanah keramat) yang kesuciannya 
harus merupakan tanggung jawab bersama. Tempat terse­
but tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Kecuali 
untuk pemujaan terhadap roh gaib/roh halus maupun 
habonoran dengan sebutan lain yang dianggap mempunyai 
kekuatan-kekuatan gaib di luar kemampuan manusia. Hak 
milik seperti ini sudah jarang ditemui karena pengaruh 
agama. 

- Tapian huta (tempat permandian umum buat kampung) 
yang perawatannya merupakan tanggung jawab bersama 
anggota masyarakat. 

- Losung (lesung) tempat menumbuk padi di kampung yang 
terdiri clari bangunan dan tanahnya serta pengadaan lesung 
dengan mata yang cukup banyak merupakan tanggung 
jawab bersama. 

Selain itu terdapat pula milik ·kelompok atas tanah, se­
perti kelompok guru atau datu yang mempunyai kampung 
tertentu, begitu juga marga Sumbayak Raya Tongah sebagai 
bona ni adat mempunyai kampung khusus. Demikian juga 
ahli kesenian, ahli hukum untuk kerajaan Raya, seperti Raya 
· Bayu, yang dikuasai merga Saragih Sumbayak. Ada pula 
kampung yang diberikan kepada puang lima yang berjasa 
membantu raja. Tapi sejak revolusi sosial tahun 1946 serta 
pengaruh agama, pemilikan kampung oleh guru, puang Zima, 
dan nasipuang tinggal sejarahnya saja. · 

Demi.kianlah asal usul pemilikan tanah y_ang terdapat di 
kerajaan R~ya, yang berlangsung secara turu.p temurun se­
panjang waktu sampai kekuasaan raja-r;tja berakhir di daerah 
ini. 
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b. Asal Usul Pemilikan Tanah Pada Ymnan Penjajahan Belanda 

Setelah BeJanda berkuasa di wilayah kerajaan Raya pada 
tahun 1902 . di mana mereka menanda tangani perj&Jdi3n 
pendek dengan Belanda yang diwakili oleh Controleur We• 
tenberg, maka Belanda berusaha untulc memperkuat kekuasa­
annya di wilayah ini. Untulc itu Belanda m~manfaatkan ke­
kuasaan raja yang begitu absolut demi kepentiilPn peajajah­
annya. Walaupun secanl langsung Belanda tidu fuencampuri 
urusan otonomi saja, karena status kerajaan Raya jadi suatu 
swapraja yang tunduk kepada Pemerintah Be~da, tapi da­
lam beberapa hat terdapat beberapa perubahan tentang hale 
milik tanah di kerajaan Raya. 

Hale milik lama yang telah ada dibiarkan berkembang 
terus, yaitu hale milik partuanon dan keriQaan; ·hak ga'/ung­
gung untulc rakyat tetap berfungsi seperti sedia,kala. Pemerin­
tah Belanda tidak banyak mencampurinya, tetapi berusaha 
memperalat dan memperkuatnya guna kepentingan peaja­
jahannya. 

· Sebagai contoh dapat dikemukakan adanya~ bukti ter­
tulis, guna jaminan atas hak mengusahakan sebidang tanah 
tertentu kepada penduduk atau rakyat yang ukuranny.a 
relatif luas. Misalnya· pemberian hale mengusabakan tanah 
seluas 15 Ha ICepada O.K.M. Aliviah di Pematang Raya guna 
dijadikan perkebunan. · 

Lamanya1lak usaha tersebut ditentulcan, tetapi harga 
sewa yang harus · dibayar ke kas kerajaan Raya, ditiajau 
sekali 5 tahun. Pembayaran dilakukan setiap tahun, di mana 
dapat diangsur 2 kali set.ahun .(terlampir Grand Raya hak 
usaha No. 43, atas n~a O.K.M. Aliviah). 

Grand semacam ini dapat diwariskan secara turun te­
murun, asa1 ketentuan perjaajian yang 'tertulis di dalamnya 
terus menerus dipa~ oleh pemilik hak termaksud. 

Selain dari .]?~ia· itu pada masa peajajahan Bdanda, 
pemerintah Belaiida melalui kerapatan raja-raja Simalungun 
menetapkan pula hutan-hutan larangan di sekitar gunung 
Simbolon yang me~entulcan b8hwa untuk memungut hasil 
hutan selain dari pada kayu, diharuskan memakai ijin tertulis 
dan harus membayat retnousi, dan disetorkan ke kas keraja-



an Raya. Hal ini diatur alam Ze~ur bealuit •rt&n•' 
7 Mint 1935 No. 5 tenting mengambil peD8htdan hutan 
lain· clai p8'a kayu di dalani hutan-llutan 1aranpn (Simalu­
naun, 1935 : 13). 

SelaJUutnya dengan pertambahan bangunan gereja, 
sekolah zending dan pembaagunan instansi pemerintah, 

JJl8ka tenlapat p1ilalah pemilikan tanah yang benifat sosial 
dfn kepentingan umum. Tanah-tanah pnja. tanall tapak 
peadirian gedung sekoJah zending metQa4i miUk gereja de­
npn penghwtjukkan raja Raya. Tanah dan pekaranpn kan­
tor kerapatan yang kelak jadi kutor Onderdistnk Hoofdt 
(~tor Camat), kantor Dinas dan Jawatan serta penetapu 
pekan jadi milik kerajaan. 

Di pihak lain tanah-tanah yang diusahai olek rakyatpun 
diadakan daftar perkiraan luas yang dimiliki clan tertulis .da­
lam kartu belasting guna dijadikan dasar penaksiran besamya 
belasting setiap kepala keluarga. 

Demikianlah asal usul pemilikan tanah pada z&man 
ponjajahan yang pada dasamya adalah meruplkan laitjutan 
dari pada masa sebelum pel\Mjahaa. Dengan diperkenan­
kannya oleh puang penanaman tanaman jenis. baru seperti 
kopi, maka dengan adanya tanaman keras di atas tanah ter­
sebut memperkuat hak rakyat yang memperusahai dengan 
hak gal~nggung. Di sampiq itu Penauasaan tanah secara 
terus menerus tetap diakui . . Denpn demikian terdapatlah 
pemilikan tanah yang berasal 4ari hak mengusahakan secara 
turun temurun seolalH>lah sudah merupakan hak milik atas 
tanah itu (Surojo Wignodipuro, SH, 1979 : 82). 

c. Asal Usu/ Pemilikan Tanah Pada Masa Jepang 

Pada masa peitjajahan Jepang, boJeh dikatakaa tidak 
ada usaha pemerintah Bala Tentera Jepang yq mei:npenga­
ruhi masalah pemilikan tanah di kecamatan Raya. 

Pihak pemerintah Bala Teatera Jepang tidak mencam­
puri hubunpn hukiUD awa pemilik tanah dengan tanah­
aya. l(eaMa& pomilik•' tamh YUi teJah ada sejak zaman 

' e.1aa1a ,tetap ~di teaph masyarakat sebqaimana 
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biasa. Dengan demikian mengenai pemilikan tanah selama 
penjajahan Jepang, tidak begitu .banyak mengalami perubah­
an, karena Jepang disibuki tugas-tugas untuk memenangkan 
peperangan. 

Tapi walaupun demikian, dengan usaha peningkatan 
kemampuan perang J epang diperlukan pula peningkatan ba­
han pangan untuk bala tenteranya. Dengan ·mempergunakan 
kekuasaan dalam keadaan perang, Jepang memaksakan ke­
hendaknya kepada raja Raya dan pangulu-panguiu agar me­
merintahkan penduduk, supaya bekerja keras guna mening­
katkan bahan pangan. Dengan demikian terjadilah penggarap­
an hutan-hutan cadangan untuk penanaman padi dan jagung 
oleh rakyat dengan seijin raja atau parba paan 'maupun 
angulu. Hal ini berarti bahwa perluasan pemilikan tanah se­
cara besar-besaran terjadi di kecamatan Raya. Tanah tersebut 
kemudian ditanami oleh _rakyat dengan tanaman keras ter­
utama kopi, sehingga hak milik atas tanah secara tradisional 
yang ada di tangan rakyat semakin luas dan kuat di daerah 
kecamatan ini. 

.• 

Demikianlah asal usul pemilikan tanah pada zaman 
Jepang di kecamatan Raya sampai terjadinya Revolusi Sosial 
setelah Proklamasi Kemerdekaan Republic Indonesia tanggal 
1 7 Agustus 1945. 

d: Asal Usu/ Pemi/ikan Tanah Masa. Kemerdekaan 

Setelah Proklamasi· Kemerdekaan Republic Indonesia 
tanggal 1 7 Agustus 1945 yang diikuti dengan terj11dinya 
Revolusi Sosial di Sumatera Timur termasuk Simalungun 
dan kerajaan Raya, maka terjadilah perubahan yang me­
nyangkut pemilican tanah di daerah ini. Terjadilah perpin­
dahan kekuasaan, kepada Republic Indonesia. Pemberian 
ijin oleh puang untuk memperusahai tariah merupakan dasar 
bagi rakyat untuk memilici tanah beralih ke tangan pangulu 
:hasil pemilihan d~ pengangkatan dari rakyat. 

.:· ... . 
Sehubungan dengan beralihnya pemerintahan swapraja 

menjadi pemerintahan Republic maka kantor-kantor bekas 
pemerintahan swapraja dan tanah-tanah mi1ik swapraja juga 
diduduki oleh pemerintah kecamatan di Pematang Raya. 



Den88Jl lain perkataan semua millk pribadi keluarp ~a di­
kuasai oleh Pemerintah Daerah Tipgkat II S~ dan 
digunakan untuk kepentmgan di tingkat keeamatan. 

Selain d.ari ':pada 1 itu ata& tanah-tanah yang dimiliki 
rakyat deJJ&an adanya tanaman keras di atasnya, t~i;iadi tran­
saksi · tariah di bawah tangan yang hanya dilegalisir oleh peng­
hulu .• seJ'eJtijualbeli deJ1Pll nania pembayaran tulak sangkul 
Deng8n -demiJCian pemilikan tanah telah dapat berpindah 
tangan dari seseorang penduduk kepada penduduk lain de­
ngan jual beli. Oleh karena itu telah banyak penduduk luar 
kecamatan Raya yang memiliki tanah di desa Pematang Raya, 
teltitama guru-guru sekolah negeri dan swasta · dengan jalan 
membeli dari penduduk setempat. 

Apabila diteliti lebih jauh ten tang asa1 usul pemilikan 
tanah lainnya setelah masa kemerdekaan, maka terlihatlah 
keadaannya sebagai berikut: 

- Tanah tempat pendirian kantor·kantor yang dipergunakan 
oleh swapraja, yaitu raja Raya dengan perangkatnya, se­
perti kerapatan, rumah potong, nunah menteJi garam, 
rumah manteri candu, rumah pengobatan, pos polisi, ke­
hutanan dan lain·lain dikuasai pemerintah Daerah Tingkat 
II Simalungun dipergunakan untulc kecamatan. 

- Tanah-tanah tempat pendirian pasar atau pekan, tanah la· 
pang, jalan·jalan, sekolah-sekolah negeri dan lain-lain di­
kuasai oleh pemerintah. 

- Tanah-tanah milik kerajaan yang dahulu dijadikan sebagai 
juma bolag dan tempat penggembalaan milik kentjaan .di­
bagi·bagi oleh rakyat atas persetujuan penghulu. 

- Tanah-tanah bekas keramat, tanah-tanah yang ditinggalkan 
penduduk yang pindah karena gangguan keamanan, juga 
diusahakan rakyat atas ijin penghulu dan banyak yang di­
tanami penduduk dengan kopi dan lain-lain, sehinaa men­
jadi hak milik menurut adat. 

~l'anah-tanah yang telah diserahkan pihak kerajaaa ~pada 
gereja~ereja dan zending Islam juga tetap memiliki dan di­
kuasai pengurus . gereja dan me~d y~g benangkutan. 
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- Tanah perorangan .yang agak luas yang diberikan oleh raja 
Raya dengan hale mem~rusahai (pakai Grand Raja) juga 
telah dikuasai rakyat sebagai m.iliknya menjadi tanah peru­
mahan dan us3ha-usaha lainnya 

- Tanah-tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan, hak gab.mg­
gung baik dengan membuka hutan atas ijin penghulu mau­
pun yang diperolehnya sebagai waiisan dati ·orang tuanya 
tetap seperti sed~ala sebagai milik yang· mengusahakan-... 
nya. 

- Di samping hal tersebut di atas terdapat t~ah milik kol­
lektip seperti kebun persatuan, di Raya Tongah atas per- · 
mintaan pengurusnya dari penghulu untuk diusahai secara 
bergotong royong. Tanah tersebut setelah kesuburannya 
menurun mereka tanami bambu, sehingga. tetap merupakan 
milik bersama. Begitu juga tanah perkuburan kampung 
yang disebut penimbunan sahuta. Tanah tempat pendidik­
an Islam yang ada di Raya selama tetap fungsinya adalah 
dikuasai Y ayasan sesuai dengan ketentuan pemberian oleh 
O.K.M. Aliviah kepada pengurusnya 

- Tanah-tanah kehutanan bekas tanah boshwesen dikuasai · 
oleh negara dan pengelolaannya ditangani oleh Dinas Ke­
hutanan. 

Demiki.8nlah asal usul pemilikan tanah di kecamatan 
Raya pada masa kemerdekaan. · 

~: ASAL USUL PENGGUNAAN TANAB 

Setelah mengetahui bagaimana asal usul penguasaan dan pe­
milikan tanah di kecamatan Raya. maka di dalam penggunaannya 
nampaklah perkembanpnnya sejak zaman sebelum penjajahan, 
zaman penjajahan dan zaman Jepang sebagai di bawah ini: 

1. Sebelum lama~ Penjajahan Belanda 
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Penggunaan ~ah dahulu masih bersif at sederhana. Peng­
gunaannya masih d.idasarkan kepada tingkat kebutulwi masya­
rakat secara tradisional, yaitu ' 

a. Perkampungan 

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa bersama­
an dengan peimuJaan pengusahaan tanah yang akan dijadikan 
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pedadangan tuari Pinang Sori juga telah ~ wrtuk 
membuka perkampungan. Perkampwigan biasanya merupa­
Jlan peningkatan dari banmg-bfUUlfg dengan gubuk-gubuk 
· darurat di dekat hutan yang akan digarap oleh masy~at 

Tanah tempat · perkampungan 4itt_.an di ·tempat 
yang ·agak tinggi, dekat dengan penpmbilan .air, dtkat denpn 

. tanah perladangan, -strategis ditiJVau dari segi pertahanan 
dan keamanali. -Biasanya kampung didirikan di perbt.kitan 
atau lembah yang dikelilingi atau diapit oleh dca anak sungai 
atau jurang yang bertemu di sebeJah hilir. Dengan demikian, 
nanya satu arah tertentu di babqi&ft hulu yang perlu diben­
tengi untuk pertahanan. Karena di hilir, sebelah kanan dan 
kiri sudah ada benteng alam. Untuk memasuki kampung dari 
kanan biasanya perlujembatan penyeberangannya. 

Rurnah puang seperti raja, parbapaa.n dan penghulu 
berada di teng&h dikelilingi eleh rumah-rumah rakyat. Oleh 
karena rumah puang berada di ·tengah perumahan rakyatnya, 
maka pimpinan tersebut disebut juga partongah (yang di 

. tengah). Fungsi partongah tadi selain meneftgahi penengketa­
an yang timbul di antara rakyatnya, jug& selalu bersikap ne-
tral dalam segala hal. • 

Apabila perkampungan telah padat dan anak,;anak par- · 
tongah cukup banyak dan sudah besar-besar clan: be~ah 
tangga dan tanah rnasih luas, rnaka dibuka pula~ ·anik per­
kampungan lainnya yang disebut C:tusun. Demiki&nlah rnaka 
kampung asal atau yang pertama dibuka tadj iadi kampung 
pamatang yaitu ibukota kerajaan, parbapaan atau partuanon 
yang jadi partongah atau raja atau penguasa yang wajib di­
horrnati oleh rakyatnya. Mereka pendiri kampung yang me­
raja di daerah tersebut, disebut marga asal marga r;tja atau 
rnarga tanah yaitu marga yang rnenguasai tanah di dalarn 
daerah itu. Sedang rnarga-marga yang kernudian masuk dae­
rah tenebut disebut rnarga rakyat (Prof. Dr. R. Soepomo, SH 
: 49). 

c. Per/adangan 

Tanah-tanah di sekitar kampung yang cocok dijadikan 
pertanian padi-padian dan umbi-umbian sebap.i bah.an ma­
kanan utama pendtiduk dijadikan ~- Sebelum la-
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-dang . ditanaini Iebih dahulu dibuat penanda, yaitu temp at 
untuk melaksanakan pemujaan kepada penjagatanah (boras 
pati ni tanoh). Biasanya (iananda · dibuat dekat gubuk di la­
dang. Jenis .tumbuhan yang ditanam dan bahan pananda 
a~~ sebagai-berucut: 

l). :Hayu andorasi (sejenis kayu berair) 
2). Si/anjuhang (sejenistumbuhan rumpu~) . 

. '. 3). Sangkal sipilit (sejenis tumbuhan untuk obat atau sela-
soo. ' 

4). Galuh sitabar (sejenis pisang kepok) 
5). Tobu siger-ge1 (tebu merah) 
6) . • Horsik (pasir) 
7). Sihilap (sejenis bunga gladiol). 
8). Huning (kunyit) dan serai 
9). Ayam jantan wama merah atau jago untuk disembelih 

dan di panggang denga:n cara masakan khas Simalungun 
dengan pakai getah kayu sikkam (kayu . bergetah)_yaitu, 
Nai hasumba*) dan namatah (yang mentah) dan minwn­
nya bagod (air aren/tuak). 

. . 10). Nasi secukupnya . 

. Cara pembuatan pananda adalah sebagai berikut: 

- Tiga po tong kayu andorasi kita-kira 3 0 cm dipancangkan ber­
bentuk tungku, 

- Si/anjuhang, sakkil sipilit, pisang kepok, tebu merah, sihilap, 
kunyit ditanam sekitar kayu andorasi yang ditancapkan atau 
ditanam. . . 

- Pasir putih ditaburkan disekitar kayu andorasi yang ditanam 
itu . 

...:.· Sesajen · daging a yam dan nasi disapukan pada kayu andorasi 
yang berbentuk tungku tadi. 

Adapun mang-mang atau mantera diucapkan oleh pemilik tanah 
adalah sebagai berikut; 

•). Nai · lwumba ada1ab sejenis nwakan khas Simalungun. Ayam dipangpng clan dicam­
.J!Ur dengaiuikkam clan darah terta bumbu-bumbu secara tradisional. 
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"Ia nin ma tarbahen hanami tangaron hon ni nasia.m, tangion­
kon ni talun on, pananda malasma uhur nasiarn. Laho tmdahan 
nami ma juma on. Sai horas-horas ma banami makkoi.jahon 
jumf on ase dong balaaja nami", artinya kira-kira begini: "W.a­
laupun begitu adanya yang dapat kami laksanakan untuk peng­
hormf tan pada penghune tanah ini sebagai pertanda terima ka­
sih, mudah-mudahan dapatlah diterima dengan senang hati. 
Kami segera akan menanami ladang ini. Mudah-mudahan kami 
selamat dan sejahtera mengerjakan tanah ini .untuk belaaja 
hidup kami. 

M1lla-ml1la yang membuat peltllllda adalah datu, tetapi 
kemudian datu mengajarkan cara pembuatan pananda kepada 
masing-masing pemilik ladang. Hal ini terjadi karena jumlah 
penduduk bertambah banyak, sedangkan tenaga datu terbatas. 
Akhirnya setiap orang tua mewariskan pengetahuan itu kepada 
anak-anaknya, sesuai dengan petunjuk datu. 

Gb.11. Cara pembuatan pananda sebelum menanam padi. 

Arti perlambang tanam-tanaman itu adalah sebagai berikut: 

- Hayu andorasi artinya agar hasil melimpah ruah 
- Silanjuhang artinya agar kuat daya tahan 
- Sakkal sipilit artinya agar terhindar dari mara-bahaya. 

~---~- ~s _ J 



- Pisang kepok artinya agar tawar, tabah dan sabar. 
- Tebu merah, artinya agar hasil manis 
- Pasir artinya agar bersih berkilau 
- Sihilap artinya agar terhimbau rejeki 
- Kunyit dan serei artinya agar hasil melimpah dapat dijadikan 
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Gb.12. Jenis Tanaman perlambang pada pananda. 

Demikianlah hubungan bathin antara orang Simalungun 
dengfn tanah yang diusahakannya, sehingga dengan penuh peng­
harapan semua . usahanya akan berhasil dan mendapat berkat 
bagi mereka yang mengusahakannya. Hubungan seperti itu 
berlanjut terus sampai panen. 



Setelah acara membuat pananda tadi selesai dilakubn, 
rnaka pihak keluarga makan bersama, dengan l8Uk pauknya · 
dari ayam panggang yang merupakan siaa dari ui)acara tadi. 

Kemudian dilanjutkan · dengan acara menanam padi dalain 
pananda dengan sepotong kayu yang disebut parlobong (alat 
pembuat lobang). Kay parlobong diusahakan · kayu andorasi 
pula dan sebelumnya ditancapkan ke tanah lebih dahulu dan 
disembur dengan beras yang telah dikunyah terlebih dahulu. 
Pada saat menyembur, dibumbui dengan ucapan 11.¥L11tera: 
"Misir ma segala begu, songon parpomgis ni borU, iwnursik 
on ma parbuah ni emei on, horas horasma ganup", art:inya 
"Segala setan pergi, seperti bernasnya beras menyemb\ll', inilah 
kelak buah padi di ladang ini. Selamat sejahtera semuanya. 
Selanjutnya dimulailah melobangi tanah secara teratur jarak­
nya, dan setiap lobang diisi benih padi, lalu ditutupi agar jangan 
dimakan burung atau tikus. 

Gb.13. Upacara dalam pembuatan pananda. 

Agar basil tanaman mereka melimpah ruah, terutama padi 
dan jagung dan agar tidak diserang oleh binatan,g perusak ta­
naman, maka diadakan pula acara marbuang borou (menolak 
hama tana:man). Kemudian setelah panon, diadakan pula pesta 
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pariama (pesta panen). Semua upacara itu dipimpin oleh guru 
bolon (datu). 

Jenis-jenis ladang yang tradisional antara lain, adalah se­
_bagai befikut: 

- Juma bolag ialah ladang yang sangat luas. Juma bolag terbagi. 
pula atas ';uma tolongan, yaitu ladang yang pengusahaannya 
ditolong oleh rakyat. Juma anggap yaitu ladang yang pengo­
lahannya secara bergantian. Juma ni nasipuang ialah Iadang 
isteri raja. Jenis ladang ini dibentuk karena tugas puang 
sangat banyak dalam rangka mengurus kerajaannya dari 
serangan musuh dan mengatur kehidupan masyarakat. 
Untuk itu maka rakyat wajib menjamin kehidupan puang 
sebagai kepala pemerintahan seperti raja, parbapaan, par­
tuanon dan pangulu. 

Dalam rangka itulah diadakan ladang yang relatip luas 
misalnya juma bolag yang pengolahannya sebagai berikut: 
Rakyat dalam waktu-waktu tertentu. Pada musim pengolahan 
juma bolag setiap rumah tangga harus mengerjakan dari mulai 
mengolah, menanam, menyiangi, sampai panen. 

- Juma _ tolongan, sebidang tanah di pertengahan beberapa 
kampung yang masuk kerajaan tersebut juga dikerjakan se­
bagaimana mengerjakan juma bolag di atas. Tanah tersebut 
letaknya strategis dan suhur. Pengaturan untuk mengerjakan­
nya dilakukan oleh pangulu, parbapaan ataupun partuanon. 

- Jfl,ma anggap, ialah ladang raja yang dikerjakan olehjaobolon 
( budak) tetapi waktu bertanam dan menunai dilakukan ber­
sama-sama dengan rakyat. 

- Juma ni nasipuang, yaitu ladang untuk isteri raja Raya ber­
isteri banyak dan ditempatkan di beberapa kampunif dan 
rakyat harus membantu mengerjakan ladangnya. Hasil yang 
diperoleh harus di antar sampai ke lumbung kerajaan. 

Pengelolaan untuk ladang· raja inilah yang disebut saro 
atau rodi, di mana rakyat mengerjakannya tanpa dibayar dan 
merupakan pajak yang dibayar dengan tenaga. 

Penggunaan Tanah Sebelum. Penjajahan Belanda 

Tanah yang dikuasai oleh raja di daerah kerajaan diguna­
kan dalam berbagai bentuk penggunaan secara tradisional. Ta-
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nah pengembalaan yang pembuatan bentengnya dikeijakan .se­
cara gotor.-1 roycng oleh anggota masyaralcat. 

Bo1Pbcngan huta (kolam kampung) yaitu tempat perikan­
an raja dan rakyatnya. Tanah wakaf y;Ptu tempat kuburan, di­
mana kuburan rakyat dan raja agak berpisah tidak bercampur, 
tapian (tempat permandian). Tanah keramat atau tanah par­
sinumbaJum, yaitu tanah-tanah. tempai ~ujaan kepada rob 
halus, keramat dan $('bagainya yang dipimpin oleh guru bolon. 

Tanah-tanah yang diusahai perseoranpn ialab tana,h yang 
berdasarkan ijin puang untuk dibl)lkan oleh 5etiap kepala 
keluarga. 

Prosesnya mulai dari pembukaan, pengolahan dan pemu­
ngutan hasil oleh rakyat sama caranya seperti yang telah dite­
rangkan semula. 

a. Perkebunan Rakyat 

Pada masa sebelum penjajahan, bekas tanah-tanah la­
dang tidak boleh ditanami tanaman keras. Di pinggir ladang 
hanya boleh ditanami pisang dan tebu serta ubi-ubian. Untuk 
tanda bekas galunggung hanya ditanami beberapa pohon jeng­
kol, nangka, durian dan petai yang dapat tumbuh subut ber­
sama semak belukar. Dengan demikian pada masa itu belum 
dikenal perkebunan rakyat seperti selcarang. 

Larangan penanaman tanam-tanaman keras dimaksud-
. kan untuk dapat meninggalkan sesuatu areal perladangan 

secara serentak oleh rakyat yang mengusahakannya dan da­
pat serentak pula membuka hutan atau areal perladangan 
di tempat yang baru atas petunjuk puang. DensaA eemikian 
selain penmlihan kesuburan tanah pertanian, ro• ~nah 
yang teratur juga pencegahan dan penjagaan serangan dan 
binatang lainnya. Dapat dilakukan secara kollektip oleh 
semua anggota masyarakat. 

b. Perkebunan Besar 

Pada masa sebelum Belanda masuk di daerah ini belum 
ada perkebunan sama sekali. 
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c. Persawahan 

Pada masa itu rakyat belum mengenal pertanaman padi 
di sawah. Mereka masih menitik beratkar. pertanian padi dan 
jagung serta sayur.:sayuran di ladang dengan alat-alat perta­
nian yang sederhana. 

d. Rutan 

Tanah-tanah hutan yang disebut dengan .ra!Jat an huta 
ialah hutan sebagai tcmpat berburu dan mengambil basil 
hutan serta dianggap tempatnya roh-roh halus mereka jaga 
kelestanannya. Mereka dapat mengambil basil hutan dengan 
jalan meramu untuk keperluan hidup dengan seijin puang. 
Mereka mengambil kayu untuk lesung, untuk perabot dan 
pengaman rumah, ijuk, rotan, kayu alu dan lain-lain untuk 
dipakai sendiri 

Bila mereka mendapat binatang buruan, seperti rusa, 
kijang, babi hutan dan lain-lain, maka kepalanya diberikan 
kepada pangulu atau yang mewakili puang. Selain itu ada 
pula tempat penyadapan air aren, yaitu hutan· aren. 
· Hutan itu terjaga baik karena adanya larangan.menebang 

kayu tualang (~ayu raja), kayu pokki (kayu keras) dan lain­
lain, sehingga merupakan hutan lindung dan reservoir (perse­
diaan air), serta menjaga kelestarian lli).gkoogan hidup me­
reka, berlangsw1g terus sampai zaman penjajahan Belanda. 

e. Tanah Alang-alang 
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Akibat pembukaan hutan dan pengusahaan secara ber­
pindah-pindah untuk ladang pertanian, maka lambat laun ke­
suburan tanah amat berkurang, sehingga akhirnya jadi tanah 
padang alang-alang sebagai tempat menggembalakan temak. 
Apabila musim kemarau para penggembala temak tersebut 
sering membakar alang-alang itu, untuk mengharapkan tum­
buhnya rumput muda untuk makanan temak. Lama kelama­
an terjadilah -·bukit-bukit gundul, yang tidak baik lagi untuk 
perladangan. Tanah-tanah serupa itulah yang sering dijadikan 
tempat penggemt>~faan kampung yang disebut parmahanan. 

Sebagai contoh, misalnya parmahanan Silou Raya, 
parmahanan Huta Dolog. Kedua parmahanan tersebut luas­
nya berpuluh-puluh hektar. Dahulu pada satu daerah tertentu 



kaena kesubuian tanabnya berk1U'lllll maka nija . Raya dan 
tuan Huta Dolog menjadikan tanah parmaltanan. Sebagai 
bentengnya dibuat, parit clan tembok tanah sekeliling areal 
parmahanan. Keduanya dikerjakan oleh tenaga intinya ialah 
jabolon raja, dengan bantuan rakyat setempat. Di dalaJn 
parrnahanan itu dapat dilepaskan kerbau dan kuda milik 
raja dan rakyat. Temak rakyat harus ada tandanya, yaitu 
telinganya digupting sedikit. Yang tidak ada tanda berarti 
milik raja a tau pangulu. Di parmahanan Silou Raya penduduk 
tidak diijinkan menggembalakan temaknya, • khusus untuk 
puang. 

Dewasa ini penggembalaan tersebut tidak berfungsi 
lagi, karena sejak kemerdekaan, tanah-tanah tersebut dijadi­
kan perladangan dan kebun kopi oleh rakyat. Hal ini menim­
bulkan sengketa antara keturunan raja dan partuanon dciliulu 
dengan rakyat petani yang menguasahainya. 

f. Perikanan Darat 

Pada masa itu sungai-sungai yang ada di daerah ini 
. pen uh dengan ikan jurung dan haporas (sejenis ikan jurung 
kecil) yang perlu sebagai bahan upacara adat. Begitu juga 
ikan-ikan sungai lainnya. Untuk pemelillaraa-.11~ya dib~gun 
bcmbong an huta, semacam, dam se,k8:rang. Selam petemakan 
ikan juga dimanfaatkan sebagai tempat me'mandikan kerbau 
dan kuda. Pengusahaannya masih secara tradisional. Rakyat 
boleh menangkap ikan kecil, tapi apabila dapat yang b~sar 
harus diserahkan kepada puang. Pada saat tertentu aimya 
dikeringkan dan rakyat bersama-sama menangkap ikan de­
ngan diawasi oleh penghulu atau gamot ataupun orang lain 
yang dihunjuk. 

g, Pertanian Pekarangan 

Guna keperluan bumbu-bumbu dan ramu-ramuan obat, 
penduduk menanami tanah di pinggir kampung. Tanah pe­
karangan itu disebut pohon, atau kebun kecil. Setiap kepala 
keluarga umumnya memiliki pohon yang luasnya rata-rata 
antara 400 m2 sampai 2.000 m2. Pohon umumnya dipagar 
atau ditembok sekelilingnya. Yang ditanain biasanya jahe, 
kencur, kunyit, ubi-ubian untuk mengambil daunnya, men­
timun, tebuh merah, bawang Batak, petai, jengkol, serai, 
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,· sirih·dan lain-lain yang sangatputu.bagikehidupanterutama 
untuk masak-masakan. Selain .itu berfunpi pula untuk. per­
tahanan atau keamanan kampung. 

h. TaTUJh Kuburan 
Penimbunan huta, , adajah. tanah kuburan untuk warga 

kampung yang meninggal, terutama rakyat. Bagi keluarga 
pangulu, partuanon, parbapaan dan raja terdapat kuburan 
tersendiri. Bagi orang-or~g yang meninggal akibat penyakit 
lepra, ku~wannya . tersendiri yang disebut panimbilan, yaitu 
tempat yang harus dihindari. 

,· i. ·· tanah Keramat Tempat Pemujaan Secara Religi 
Tanah keramat ialah tanah tertentu yang dianggap ang­

ker. Di tempat ini selalu dilakukan penyembahan kepada 
keramat dan jin-jµi agar j~ngai; mengganggu. 

Demikianlah asal usul penggunaan tanah pada zaman 
sebelum Belanda masuk di daerah ini yang aturan pengguna­
~ya semua tertuang ddam ac!at kebiasaan yang terpelihara 
terus menerus dalam kehidupan .masyarakat. 

2. Pads Masa P~jajahan Belanda 
Sejak penjajahan Belanda tahun 1902 di daerah ini keada­

an penggunaan tcµiah sedikit disesuaikan dengan perkembangan 
dan kebutuhan peajajah Belanda. Hal ini terutama akibat kema­
juan yang dibawa oleh mereka, mempengaruhi pola berpikir 
masyarakat dalam penggunaan tanah. Walaupun Belanda tidak 
mencampuri secara langsung tentang penggunaan tanah yang 
dikuasai oleh raja, yang merupakan daerah swaparaja di Sima­
lungun, tetapi melalui raja atau parbapaan, partuanoiz dan 
pangulu, penggunaan tanah adalah sebagai berikut: 

a. Perkampungan 
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Penggunaan t~ah untuk .perkampungan tetap seperti 
sediakala, tidak mengalami banyak perobahan. Letaknya 
tidak berobah, tetapi pertambahan penggunaan tanah per­
kampungan sem~ banyak. Bangunan rumah semakin baik 
karena alat-alat pertukangan basil penemuan Barat yang su­
dah lebih modern mulai dipergunakan rakyat. 
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Dalam pada itu dengan rnasuknya agarna Kristen dan 
· Islam, rnaka disediakanlah ·tanah ternpat pendirian gereja, 
urnah pendeta, serta rurnah guru-guru zending. Demikian 
juga pendirian bangunan pendidikan selrolah zending, di atas 
tanah yang diberikan oleh puang. Setelali jalan besar dibuka, 
rakyat rnulai rnenggunakan tanah di pinggir jalan besar ter­
utama jalan Raya ke Siail.tar dan Kabanjahe. Sebagai ternpat 
perkarnpungan,. kemudian pekan Raya dan Merek Raya di­
buka t;mtuk pema~n hasil bumi rakyat. 

b. Perladangan 

Penggunaan tanah perladangan hampir sama dengan za­
man sebelumnya. Tetapi berhubung karena beberapa tanam­
an keras yang cocok di tanam dan tumbuh dengan baik di 
daerah ini, maka jenis tanaman yang dianjurkan pada zaman 
Cultuur Stelsel seperti kopi diperkenalkan oleh orang Belanda 
di daerah ini. 

Rakyat dibenarkan malahan dianjurkan -0leh pihak kera­
jaan menanami tanah ladangnya dengan, kopi, sehingga §eba-

. hagian tanah ladang berobah jadi kebull kopi. Tanaman kopi 
tumbuh dengan suburnya di daerah ini. Selain dari pada itu 
tanaman sayur-sayuran seperti kol, kentang, cabe dan lain­
lain banyak ditanam. 

Penggunaan pupuk kandang telah dikenal penduduk 
dengan sebaik-baiknya. Akibatnya harnpir semua ladang­
ladang pertanaman padi, berobah lama rotasi penggunaannya, 
lebih dari 3 tahun dari sebelumnya. Hasilnyajauh lebih baik. 

c. Perkebunan Rak.vat 
Dengan dianjurkannya tanah-tanah ladang jadi pena­

naman kopi, maka perkebunan rakyat semakin berkembang 
dengan pesat. Dengan tanaman pelindung yang tumbuh de­
ngan subur seolah-olah terdapat hutan-hutanan kopi . yang 
besar~ Selain itu rakyat juga dibenarkan menanam karet. 
Tetapi getahnya kurang banyak sehingga rakyat kurang ter­
tarik mengusahakannya. Perkebunan tembakau pun digalak­
kan untuk dijual di pekan atau ke kota Siantar. Hal ini me­
reka lakukan, karena mereka selain tetap mengerjakan ladang 
milik raja yang dikenal dengan ju ma bolag, mereka pun diwa-

93 



jibkan membayar belasting. Karena kebutuhan akan uang 
inilah yang mendesak rakyat untuk menanam tanaman keras 
yang hasilnya laku di pasaran. 

d. Perkebunan Besar 
Niat orang Belanda untuk membuka perkebunan besar 

di daerah ini tid.ak terlaksana karena tuan Sumayan (penggan­
ti tuan Rondahaim) tidak berani melanggar pesan . orang tua­
nya yang sangat anti terhadap Belanda. Ayahnya berpesan 
jangan sampai memberikan tanah kepada orang Belanda 
karena mereka akan menjadikan perkebunan besar, sehingga 
tanah penduduk habis. 

Oleh karena itu dicarilah upaya untuk menghalang­
halanginya tanpa menyakiti hati Belanda. Sesuai dengan pera­
turan adat yang berlaku atas tanah, bahwa apabila tanah hen­
dak dijadikan kebun atau jalan umum, maka hams diganti 
rugi atas sernua tan.!llD-tanaman yang terdapat di atasnya 
kepada pemilik. Raja Raya tidak keberatan di wilayahnya di­
bangun perkebunan besar, seperti teh misalnya asal Belanda 
sanggup mengganti rugi tanaman rakyat di wilayahnya. 
Karena hampir semua tumbuhan hutan seperti pakis, rumput, 

· rotan, lalang dan sebagainya hams diganti rugi Belanda, 
karena semuanya rnilik rakyat. Rupanya sampai Jepang ma­
suk penaksiran' ganti rugi tersebut tidak terlaksana. ltulah 
sebabnya tidak ada perkebunan besar milik Belan-da di kera­
jaan Raya, kecuali di Raya Kahean yaitu perkebunan Bah 
Bulian. 

Rencana penanaman karet seluas 15 ha diberikan ke­
pada O.K.M. Aliviah pada tahun 1936, seluas + 60 ha kepada 
Collerbrander (Orang !erman) di Buluh Pangei, tetapi kebun 
tersebut hancur pada masa Jepang, kemudian tanahnya di­
garap oleh penduduk. 

e. Petsawahan 
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Pada zaman Belanda telah diusahakan untuk rnembuka 
persawahan di daerah ini, seperti di Huta Dolog dan Merek. 
Sistim irigasi telah dirnulai pelaksanaannya, seperti di keca­
matan lainnya di Sirnalungun, tetapi belum berfungsi seluruh­
nya pada saat itu. 



Tanah di lembah-lembah yang dapat dijadikan sawah, 
belum dimanfaatkan. Tanah-tanah tersebut masih digunakan 
untuk penanaman sayur-sayuran. 

f Tanah Hutan 
Pada zaman Belanda, daerah-daerah hutan ~ kecamatan 

Raya dijaga kelestari~ya, untuk mencegah banjjr ke daerah 
hilir yaitu daerah Deli Serdang. Luas areal hutan di sekitar 
gunung Simbolon adalah 15.860 Ha, merupakan hulu sungai 
Padang dan sungai Ular. Hutan tersebut ditanami kayq me­
ranti batu Raya yang terkenal baik kwalitasnya. Pengurusan­
nya diserahkan pada pihak Boschwesen, dan menempatkan 
Polisi Kehutanan di Sondi Raya. Kepada penguasa yang mern­
buka . panglong diberikan ijin oleh pernerintah dan dipungut 
retribusi. 

Hutan-hutan kampung dipertahankan sedemikian rupa 
oleh raja Raya, sesuai dengan petunjuk tenaga ahli kehutanan 
orang Belanda. Yang mengambil hasil hutan harus mernbayar 
pajak dan harus ada ijin kecuali untuk dipakai sendiri. 

g. Perikanan Dara t 

Pada zaman Belanda perkernbangan tentang perikanan 
darat rnasih kurang rnendapat perhatian, walaupun bom­
bongan huta banyak bertambah yang dikerjakan secara go­
tong royong oleh rakyat. Pengadaan _bibit dan pemeliharaan­
nya tetap rnasih tradisional. Belurn ada rakyat yang menjadi­
kan perikanan sebagai mata pencahariannya. 

h. Pertanian Pekarangan 

Pada rnasa Belanda fungsi pertanian pekarangan di ta­
nah pohon ditingkatkan. Penggunaan pupuk kandang untuk 
menyuburkan tanaman semakin intensif dilakukan. Ada pe­
karangan yang ditanami dengan mentirnun, untult dijual ke 
pekan. Dengan dernikian selain sumber bahan bumbu-bumbu­
an, tanah, pekarangan telah dijadikan sumber pendapatan 
oleh masyarakat. 

i. Kuburan 
Pada masa Belanda fungsi pekubman tetap. Tetapi se­

hubungan dengan berkembangnya agarna Kristen 4an Jslam 
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di daerah ini, maka tambah pula tariah wakaf imtuk Islam 
dan pekuburan orang ·yang beragama Kristen Protestan dan 
Katolik. Kuburan tersebut biasanya terpisah dengan kuburan 
yang belum beragama. 

j. Tanah Keramat 

96 

Penggunaan tanah keramat tidak Iagi berfungsi seperti 
sediakata, karena rakyat kebanyakan sudah rriemeluk agama 
Kristen, Katolik dan Islam. Rakyat masih enggari mengusaha-

. kannya, karerta takut kepada para puang yang belum ber­
agama, karena mereka beristeri lebih dari pada satu, dilarang 
oleh agama. Raja, parbapaafl: atau pengulu, enggan memuja 
keramat tersebut karena rakyatnya sebahagian telah ber­
agama. Demikianlah keadaan tanah-tanah tersebut sampai 
seluruh keturunan bangsawan itu memeluk agama secara 
resmi. 

Penggunaan Tanah Untulc Kepentingan Umum 

Pada zaman penjajahan Belanda dibuka jalan raya an­
tara Pematang Siantar dengan Kabanjahe. Dalam pembukaan 
jalan tersebut bila melalui tanah perladangan rakyat dan ma­
silt ada tanaman di atasnya diberikan ganti rugi tanaman pada 
pemiliknya. Berbarengan dengan itu pulalah dibangun pekan 
di Pematang Raya dan Merek Raya pada tah.un 1904 (J. Wis­
mar, 1933 : 8). 

Pekan tersebut merupakan tempat pemasaran hasil 
bumi, di samping itu diadakan juga pembangunan kantor 
Kerapatan Urung (Pengadilan Kerajaan), pada tahun 1910 

, dan kantor Manteri Garam dan.Manteri Candu, sebagai tem­
pat menarik cukai . dari pemasarannya untuk mengisi kas 
kerajaan Raya. 

Selain dari pada itu · dibangun ptila 17 buah Sekolah 
Desa dan sebuah .Sekolah Lanjutannya (sampai kelas V) 
serta sebuah Schakel School (Sekolah Belanda). Begitu juga 
pendirian Balai pengobatan, gereja, rumah pendeta, rumah 
guru-guru di atas tanah seluas + 32 ha sebagai pemberian 
raja Raya. Demikian pula pendirian mesjid dan langgar dibe­
rikan oleh raja atau pangulu. 
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~. Tanah Penggerribtilaan 
Daerah ini sangat baik untuk petemakan, sehiilgga pihak 

kerajaan meningkatkan fungsi parmahanan, seperti penggem­
balaan Huta Dolog dan Silou Raya. Raja Raya menyokong 
peningkatan penggembalaan terhadap partuanon atau /Hlngu­
li yang telah ada tanah penggembalannya. Petemakan kerbau 
dan kuda sangat pesat perJcembangannya pada masa itu. 

Di samping itu ditambah pula pengembalaan baru, se­
perti parmahanan Sihapalan Raya Huluan, dan lain-lain. 
Khusus pannahanan Sihapalan sejarahnya adalah sebagai 
berikut: 

Pada tahun 1932, 3 (tiga) keluarp Purba Paltpak ber­
sama borunya marga Damanik datang kepacla tuan Raya 
Huluan maga Saragih Garingging meminta tanah, katena 
mereka kafus keluar dari Pematang Purba sebab ada masalah 
intern kehlarga. Marga Purba Pakpak adalah tondong dari 
tuan Raya Huluan, menurut adat harus ditelong. Untuk itu 
mereka diberikan tempat tinggal di Sihapalan lama yang pe­
nuh hapal-hapal (sejenis rumput). Qaerah tersebut adalah 
lembah hulu sungai Binomon (Bak Binomon). Kebetulan 
daerah tersebut merupakan titilc pertemuan batas dari 3 (tiga) 
kerajaan di Simalungun, yaitu: kerajaan Raya, kerajaan Purba 
dan kerajaan Panei. 

Dekat Sihapalan lama, terdapat Pkkalan Nabolon (pe­
nyadap aren atau nira) dari tuan Raya Huluan. )arak Siha­
.Palan lama dengan jalan raya Pematang Siantar dengan Ka­
banjahe kira-kira 2 km. 

Pada suatu hari penduduk Sihapalan lama meminta 
~bahagian daerah Pkkkallzn Nabolon untuk pengembalaan, 
tuan Raua Huluan memberikan se1*tagian. Tanah yang di­

·tentukan seluas kira-kira 8 hektar untuk penggembalJlan itu, 
kemudian diberi namanya Sirangginting. 

Penyerahan tanah itu dilakukan secara adat dengan ke­
tentuan: 

-:- Penduduk Sihapalan atau orang luar melalui Sihapalan ti­
dak boleh masuk mengganggu ke daerah partua.non Raya 
Huluan. 

97 

-- .... _,.....,.._., 

L·-~--------------------~---------~--



- Tidak boleh memperluas tanah penggembalaan selain yang 
telah ditentukari. 

Demikianlah terjadinya Parmahanan Sihapalan, yang kelak 
' jadi·sengketa antara keturunan dari marga Purba dengari tuan 
~Raya Huluan. 

Gb.14. Daerah permahanan Sihapalu baru yang .menjadi daerah per­
sengketaan. 

3. Masa Penjajahan Jepang 

Setelah Jepangg menduduki Indonesia termasuk kecamat­
an Raya selama + 3,5 tahun, pemerintahan bala tent~ra Jepang 

· mengutamakan tujuan. perangnya. Untuk itu sangat memerlu­
: kan persediaan bahan pangan yang cukup banyak, karena mere­

ka mendapat rintangan berupa blokade ekonomi dari pihak 
. Sekutu. Maka usaha satu-satunya ialah memanfaatkan pertanian 

di daerah-daerah yang sudah didudukinya. 

· Untuk itu Jepang mendekati raja-raja di Simalung~n ter­
masuk raja Raya agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan 
tujuannya itu; Hal ini dilakukan mengingat kekuasaan ada di 
tangan raja· beserta pembantu-pembantunya. Dalam pada itu 
kekuasaan raja-raja sebagai daerah swapraja dibiarkan berlang-
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sung terus dan dimanfaatkan sedemikian · rupa, sehingga benar­
benar menguntungkan pihak Jepang. 

Rakyat dipaksa oleh bala tentera Jepang untuk bekerja 
keras dengan perantaraan raja, parbapaan dan pqrtuanon se.rta 
pangu/u untuk mengadakan intensifikasi dan ek~ensifikasi pe­
nanaman padi, jagung dan ubi-ubian. Dalam ekstensifikasi atau 
perluasan pertanaman padi dimaksud hampir semua tanah-tanah 
kosong atas persetujuan raja dibuka dan ditanami bahan pangan. 

Raja, parbapaan, partuanon dan pangulu telah melihat 
gerak-gerik tentera Jepang yang akhirnya dengan bayonet ter­
hunun memaksa raja dan pembantu-pembantunya untuk mengi­
jinkan pembukaan areal-areal perladangan baru, walaupul'l. ber­
tentangan dengan ketentuan adat dan peraturan pada zaman 
Belanda. Akibatnya hutan-hutan larangan, hutan cadangan dan 
hutan kampung terpaksa diijinkan dibuka dan diperiadangi oleh 
rakyat secara besar-besaran. Hal demikian akan menimbulkan 
permasalaban baru yaitu terjadinya kerusakan hutan yang dapat 
menimbulkan erosi dan banjir. 

4. Masa Kemerdekaan 

Kemerdekaan Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 
1 7 Agustus 1945 di daerah ini baru diketahui oleh Rlasyarakat 
pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 26 Desember 1945, 
partai-partai Politik memilih Komite Nasional Daerah Keca­
matan Raya dan terpilihlan pendeta J. Wismar Satagih sebagai 
ketua Komite Nasional kecamatan Raya yang sekaligus juga 
menjadi anggota Komite Nasional Kabupaten di Simalungun (J. 
Wismar Saragih, 1974 : 166). 

Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadilah Revolusi Sosial di 
Sumatera Timur, termasuk di daerah Simalungun, begitu juga 
di kecamatan Raya. Setelah Komite Nasional kecamatan Raya 
terbentuk diadakanlah pemilihan kepala kampung yang digelari 
orang pangulu. Anggota masyarakat mengangap para penghulu 
memppnyai hak yang SCl,ma dengan pangJJ/u zaman sebelum mer­
deka, maka rakyat meminta agar membagi-bagikan Wlah mmic 
kerajaan kepada mereka. Sesuai dengan tingkatan potjuangan 
untuk mempertahankan kemerdekaan sangat diperlukaa bahan 
pangan, maka dilakukanlah pendistribusian tanah kepada 
rakyat. 



Ranah perkaiµpungan tetap seperti sediakala, begitu juga 
penggunaan tanah perladangan. Tetapi juma bolag milik raja di­
bagi-bagikan oleh rakyat. Begitu juga tanah-tanah penggembala­
an' 'dijadikan perladangan. Tanah-tanah hutan larangan dan ka­
wasan hutan banyak diperladangi. Mereka tanami padi, jagung, 
ubi-ubian, selanjutnya ditanami pula kopi, jeruk dan tanaman 
keras Iainnya. 

Pada waktu itu dibuka perkebunan rakyat secara besar­
besaran terutama kebun kopi. Kebun karet milik O.K~M. Ali­
viah dan tuan Gollen Brander, juga digarap rakyat. Kantor­
kantor pemerintahan swapraja diduduki oleh Pemerintahan Re­
publik Indonesia termasuk pengelolaan pekan. Sekolah-sekolah 
yang diurus swapraja dijadikan Sekolah Dasar Negeri, tetapi 
yang dikelola oleh HK.BPS (Hurla Kristen Batak Protestan 
Simalungun) tetap seperti sediakala. 

Pada saat Agresi I dan II sampai terbentuknya negara Su­
matera Timur pihak Belanda berusaha kembali mendudukkan 
para keturunan raja, parbapaan dan pangulu, sebagai penguasa 
di bidang pemerintahan di kecamatan ini dan ingin mengemba­
likan hak-haknya atas tanah-tanah mereka yang telah dikelola 
oleh rakyat. Kemudian terjadi ketegangan sampai berdirinya 
negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, dimana para 
penguasa yang diangkat oleh Belanda digantikan oleh pangulu 
pilihan rakyat. Pada saat itu sawah-sawah desa yang ada di lem-

. bah-lembah gunung dipakai untuk penanaman padi. Sawah­
sawah irigasi diperluas termasuk persawahan Pentara (Persatuan 
Tani Rakyat) di Pematang Raya. Kebun-kebun jeruk diusahakan 
rakyat secara besar-besaran sehingga terkenallah jeruk Raya 
waktu itu. 

Dengan pecahnya perhberontakan PPRI dan bertambahnya 
gangguan keamanan pada tahun 1956, rakyat banyak mengungsi 
ke kota-kota besar, sehingga banyak tanah yang terlantar; Ta­
nah-tanah tersebut oleh pangulu dibagikan kepada rakyat yang 
tetap · bei1ahan di daerah itu. Mereka menanami padi, jagung 
dan dilaitjutkan dengan penanaman tanaman keras. Pada saat 

· itu pula banyak penduduk kampung pedalaman memindahk:an 
rumahnya, ke pinggir jalan raya dengan alasan keamanan agar 
mudah bemubungan dengan pihak pemerintah pusat, sehingga 
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tanah perladangan mereka semula banyak dijadikan penggem­
balaan. Sebagai contoh ialah penggembalaan Sihapalan. 

Kemudian setelah keamanan mulai mantap para pengungsi 
yang mengungsi ke kota pada PRRI dulu, ba:nyak yang ingin 
kembali ke kampung halamannya untuk mengusahai tanah ·be­
kas galunggungnya. Tapi di atas tanah tersebut telah terdapat 
kebun-kebun kopi, jeruk, enau dan bambu. Mereka meminta­
nya kepada penduduk yang memperusa:hainya, tetapi rakyat 
tidak mau mengembalikan sehingga terjadilah persengketaan. 

Kasus seperti itu banyak terjadi di daerah yang belum da­
pa t diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga 
mereka terpaksa mengajukannya ke pihak Pengadilan, mj.salnya 
parmahanan Huta Dolog dan Silou Raya. 

Gb.15. Daerah permahanan Huta Dolog yang menjadi daerah perseng­
ketaan. 

Tanah-tanah tertentu yang pemah direncanakan jadi persa­
wahan pada masa J epang, kemudian dikerjakan dengan swadaya 
masyarakat dibantu oleh pemerintah setempat dengan jalan re­
habilitasi tali-tali air, (saluran irigasi) belakangan ini dibantu 
oleh Bak Dunia sehingga persawahan Huta Dolog, Raya Mas dan 
Raya Bayu mulai berfungsi sebagai sawah. 

Sawah-sawah, bekas perkantoran, pekan Raya, tanah la­
pang dan tanah bekas kerajaan dikuasai oleh Pemerintah Re­
publik Indonesia dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat 
ban yak. 
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BAB IV 

POLA PENGUASAAN TANAH 

A . . PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM 
PENGUASAAN TANAH 

Pranata Sosial dimaksudkan ialah suatu kegiatan dengan se­
perangkatan aturan·yang berlaku dan berkenaan dengan keduduk­
an serta penggolongan dalarn suatu kehidupan sosial dan mengatur 
peranan serta berbagai hubungan dalam tindakan-tindakan yang di­
lakukan oleh anggota masyarakat dalam hubungannya dengan 
penguasaan tanah. Perangkat aturan-aturan yang telah menjadi 
tradisi yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya 
dalam rangka memelihara kesinambungan satuan kehidupan sosial 
dalam kaitannya dengan penguasaan tanah. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka apabila diperhatikan 
hubungannya dengan masalah penguasaan tanah secara tradisional 
di kecamatan Raya, maka pranata-pranata sosial yang berlaku da­
lam penguasaan tanah dalam masyarakat ialah Pranata Politik, 
Pranata Religi, Pranata Ekonomi, Pranata Pendidikan dan Pranata­
pranata lainnya serta hukum adat dengan organisasi, kedudukan 
dap wewenang, serta bentuk penguasaan tanahnya sebagai berikut: 

1. Pranata Politik 
Pranata Politik yang masih berpengaruh dan berperanan 

dalam masyarakat dahulu, yaitu: a. Kerajaan, b. Juma Bolag, 
c. Juma Tolongan, d. Juma Anggap, dan d. Juma Ni Nasipuang. 

a. Kerajaan 
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Kerajaan mempunyai sistim pemerintahan yang absolut 
dan turun temurun. Yang pernah berkuasa di kecamatan Ra­
ya bermarga Saragih Garingging. Se bagai penguasa tertinggi 
dan pusat sentral kekuasaan atas wilayahnya, raja dianggap 
mewakili Yang Maha Kuasa atas segala-galanya yang ada di 
kerajaan itu. 

Raja dalam meJtjalankan kekuasaannya yang tidak ter­
batas dan turun temurun itu dibantu oleh Perangkat Kentja­
an yang terdiri dari Gamot Kerajaan Raya, Gamot Rumah 



Bolon dan seorang Pangulu Balei serta beberapa orang staf­
nya. 

Raja membawahi beberapa perbapaan dan partuanon na 
bagga/, parbapaan dan pa,rtuanon nabaggal membawahi be­
berapa partuanon kecil dail partuanon membawahi pangulu­
pangulu yang langsung memimpin rakyat di kampung. Tiap 
pa,rbapa,an, partuanon na baggal, partuanon dan pangulu 
dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh gamot, atau 
anak boru huta. Melalui anak boru huta inilah segala sesuatu 
disampaikan oleh rakyat, hal-hal yang menyangkut kepen­
tingan dengan penguasaan tanah dan mereka inilah sebagai 
juru bicara kerajaan a tau puang. Tan pa melalui gamotnya su­
lit berhubungan dengan puang. 

Dari bagan susunan organisasi kera:jaan Raya dapatlah 
diketahui bahwa susunan organisasinya adalah sangat rumit 
dan tersusun sedemikian rupa secara hirarkhis yang ketat 
aturannya, sehingga rakyat tidak mungkin berhadapan lang­
sung dengan puang tanpa melalui gamot. Untuk itu segala 
aturan tradisional dalam menghadapi raja sebagai penguasa 
tunggal yang absolut harus ditaati oleh rakyat. 

Aturan yang dibuatnya 

Raja bersama pembantu-pembantunya membuat pera­
turan-peraturan yang menjadi pedoman bagi pejabat dan 
rakyat kerajaan antara lain: 

- Dalam penentuan menjadi puang bolon harus dipillh oleh 
kerajaan. 

- Dalam penobatan raja, maka kerbau untuk sembelihan ha­
rus dari parbapaan Raya Tongah yang berhak patap 
peihon sihilap (menobatkan secara ceremonial) atas sese­
orang yang dilantik jadi raja. 

- Rakyat harus membawa ayam dan beras pada saat peno­
batan raja. 

- Raktat harus menyumbangkan tenaga untuk mengerjakan 
juma balog untuk belanja kerajaan sebagai ganti pajaknya. 

- Para parbapaan dan pangulu harus melalcukan lra"'ngguan 
(masyarakat) dalam waktu tertentu. 
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- Untuk mengumpulkan rakyat harus ditandai dengan me­
mukul gong atau mung-mung (pengumuman) dan berkum­
pul di pekarangan rumah raja atau puang. 

- Semua pemberian hak membuka hutan dilakukan atas 
nama raja atau puang. Pembukaan hutan harus dengan 
acara manoutou dan membuat tanda-tanda batas. 

- Rakyat harus menyembah apabila berjumpa dengan 
puang. Barang siapa kedapatan menyapa permaisuri, 
menghianati kerajaan dan menyimpan raci;n, dihukum 
mati oleh kerajaan. 

- Dan lain-lain aturan yang menyangkut kehidupan rakyat 
lainnya seperti dilarang kawin semarga, untuk jadi rakyat 
kerajaan bagi orang luar harus masuk marga tanah yang ada 
di Simalungun seperti, Saragih, Damanik, Sinaga, Purba 
dan prinsip tolu sahun du/a,n, Zima saodoran dalam adat 
dipelihara dengan sebaik-baiknya. 

Tanahnya ialah seluruh daerah kerajaan Raya dahulu 
yang meliputi kecamatan Raya dan kecamatan Raya Kahean 
·sekarang. Tanah miliknya pribadi ialah ladang kerajaan yang 
disebut juma bolag, juma tolongan, juma anggap, juma ta­
nganan, juma ni nasipuang serta parmahanan milik kerajaan. 

Kedudukannya 
Raja sebagai pemilik kerajaan adalah penguasa tertinggi 

atas kerajaan mewakili kerajaan Raya ke dalam dan ke luar 
serta mewakili Tuhan. Ia membawahi parbapaan, partuanon­
partuanon na baggal dan partuanon yang menjadi tempat is­
teri-isteri raja yang berlangsung di bawah raja. 

Raja dalam kedudukannya itu mendelegasik~n kewe­
nangannya kepada parbapaan-parbapaan, partuanon na 
baggal, partuanon biasa dan pangu/u, guna memberi ijin un­
tuk membuka dan memperusahai tanah untuk rakyatnya. 
Secara hirarkhis parbapaan, partuanon na baggal, partuanon 
dan pangulu serta rakyat harus patuh kepadanya. I(ata-kata~ 
nya adalah hukum yang harus dipatuhi oleh semua anggota 
masyarakat. 
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Wewenangnya 
Puang berwewenang menetapkan · aturan, menjalankan 

aturan dan mengadili pelanggaran oleh siapapun dengan di­
bantu oleh perangkat pemeriritahannya. Ia berwenang melak­
sanakan agar semua laki-laki dewasa jadi bala (tentera), guna 
mempertahankan kerajaan Raya dari serangan musuh dan 
berhak menghukum mati orang yang melanggar aturan tapak 
naopat (aturan pokok). Ia berwewenang memerintah dan 
mehgambil siapa saja · di wilayahnya termasuk pembantu­
pembantunya dan tidak dapat dibantah. Ia berwewenang 
memanggil· se:trua pembantu-pembantunya untuk harungguan 
atau rapat kerja pemerintahan pada waktu-waktu tertentu 
dan menghukum mereka yang melalaikan tugasnya. Ia berwe­
wenang menetapkan status orang dan paruma (rakyat biasa) 
menjadi jabolon bila terlihat hutang a tau melanggar . adat 
kerajaan dan lain sebagainya. Memimpin kerajaan urung 
tingkat kerajaan Raya dan lain-lain. 

Dalam bidang tanah raja berwewenang menentukan 
penguasaan tanah pemilikan bagi rakyat. Berwewenang meng­
a tur penggunaan tanah bagi rakyat maupun bagi kerajaan 
bawahan termasuk menentukan pemberian tanah penggem­
balaan, menentukan luas wilayah parbapaan, pertuanon dan 
pengu/u. 

Bentuk penguaS<lan tan:ah adalah berdasarkan kepada 
bentuk pemerintahan kerajaan yang tidak terbatas. Raja 
mempunyai kekt.asaan penuh atas tanah, dapat menggunakan 
tanah menurut kemauannya karena kedudukan raja tertinggi 
sebagai wakil Yang Maha Kuasa di dunia. Karena itu dulu 
raja adalah Tuhan. Misalnya dinamakan Tuhan Raja Raya. 

Gamot Kerajaan Raya 
Gamot kerajaan Raya terdiri dari b-angsawan-bangsawan 

tertentu yang merupakan kelompok staf umum. Raja di bi­
dang pemerintahannya dan inerupakan kerajaan menurut 
bidang masing-masing. Mereka terdiri dari Rumah Tongah, 
Parhuluan Raya, Panda/an Tapian dan Anak Boru Raya. 

Mengatur orang yang · berurusan menghadap raja di 
lopou atau di kerapatan. menetapkan cara menjalankan 



perintah, aturan menghadap raja dan lain-lain. Menentukan 
aturan pertanian rakyat, pengurusan ambil air dan lain-lain 
bangunan kepentingan umum. 

Kedudukannya sebagai pendamping raja, mempersiap­
kan seluruh keperluan dari bidang pemerintahan, m~ndam­
pingi raja mengadakan peninjauan ke lapangan dan sebagai 
staf pembantu raja sehari-hari terhadap rakyat ia adalah orang 
yang pertama dijumpai oleh rakyat apabila berurusan dengan 
raja. Menampung · semua persoalan rakyat sebelum disam­
paikan pada raja dan menyampaikan keputusan-keputusan 
raja kepada rakyat serta merupakan juru bicara raja sehari­
hari kepada anggota masyarakat. 

Wewenangnya atas persetujuan raja mengumpulkan 
segala perangkat kerajaan, mengatur cara pelaksanaan harung­
guan, menyampaikan segala perintah raja kepada seluruh 
perangkat kerajaan untuk diumumkan kepada rakyat. Menen­
tukan rencana-renca=na yang perlu disetujui raja untuk kelan­
caran pemerintahan dan mengawasi secara langsung jalannya 
pemerintahan di kerajaan Raya. 

Selain dari pada itu mengatur pekerjaan rodL pekerjaan 
di ladang raja oleh rakyat dan jabolon. 

Gamot Rumah Bolon 
Gamot Rumah Bolon terdiri dari kelompok bangsawan 

tertentu yang berfungsi sebagai staf urusan umum, rumah 
tangga raja dan istana raja. Mereka terdiri dari Tuan Rumah 
Bayu, Tuan Raya Simbolon. Tuan Nabolon, Anak Boru 
Balei, Partumbak dan Guru atau Datu Raya. 

Gamot rumah bolon berfungsi mendampingi raja untuk 
menghadapi pelaksanaan adat istiadat yang berlangsung di 
rumah bolon, sada hasuhuton (satu kedudukan) de~gan raja 
di rumah bolon dalam mekanisme tolu sahundulan dalam hi­
d up sehari-hari. Mengatur cara menghadap para parbapaan, 

· partuanon dan lain-lain di rumah bolon. Merupakan pemban­
tu raja menghadapi setiap rakyat yang berurusan ke rumah 
bolon. Selain dafi. pada itu juga menentukan ·hari baik, untuk 
upacara adat, melakukan kunjungan adat, me'1erima persem­
bahan adat dan lain-lain. Mengatur kewajiban rakyat terhadap 
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keluarga raja dari mendidik putera Mahkota, menjaga keama­
an raja, mengatur jabolon kerajaan yang bertugas di rumah 
bolon. Memerintah rakyat untuk meratnu obat dalam ke­
perluan rumah bolon dan mengatur menyadap air nira untuk 
minuman raja sekeluarga dan lain-lain. 

Pangulu Balei 
Merupakan tata usaha kerajaan .. yang dipimpin oleh se-

. orang pangulu balei dan dibantu oleh beberapa juru- tulis 
yang menguasai tulis menulis aksara Simalungun dan tulisan 
latin. Tugasnya ialah mengatur administrasi menurut aturan­
aturan yang berlaku di kerajaan. Menentukan. aturan pembu­
kuan mengenai pemasukan dan pengeluaran kerajaan, meng­
atur tehnis pelaksanaan peradilan di kerajaan pada kerapatan 
balei dan membuat berita acara perkara termasuk perkara 
soal tanah. Membukukan semua perintah dan aturan terhadap 
gamot kerajaan, membantu gamot kerajaan untuk mencatat 
semua keperluan rumah tangga kerajaan. Menerima surat 
serta nienyampaikan warkat-warkat yang ditujukan kepada 
parbapaan, pangulu dan partuanon serta penyimp~nan arsip­
arsip. 

Parbapaan 
Struktur ~rganisasi terdiri dari sekelompok bangsawan 

yang secara adat istiadat kerajaan. Berfungsi sebagai bona ni 
adat, di kerajaan Raya adalah tuan Raya Tongah, tuan Raya 
·Bayu, tuan Raya Usang, tuan Silou Buttu merupakan parba­
paan, dibantu oleh anak borunya. Dengan kata lain puang 
bersama anak boru huta (sekretaris) merupakan pengurus 
atau penguasa. 

Aturan yang dibuatnya ialah tentang upacara menobat­
an puang dillam patappeihon sihilqp (memahkotai) puang 
ya·ng akan dilantik, aturan adat istiadat parbapaan, aturan 
hukum dan aturan pelaksanaannya, aturan kesenian asli dan 
aturan pemujaan dan lain-lain. · 

. Tanah yang dikuasainya ialah seluas wilayah parbapaan 
yang di bawah pimpinan yang terdiri dari partuanon biasa 
dan kampung~kampung yang dikepalai pangulu. 



Kedudukannya sebagai contoh parbapaan Raya Tongah 
sebagai abang dan bonani adat (ahli adat). Di parbapaan 
Raya Bayu, bonani gonrang (ahli kesenian dan budaya), 
pamajuhi be nani uhum (~li hukum) dan urusan manumbah 
(pemujaan). 

Para parbapaan sebagai penerima delegasi kekuasaan 
memerintah daerahnya. Parbapaan berdasarkan peraturan 
dan aturan adat dari kerajaan sebagai penguasa tertinggi di 
daerah itu, melaksanakan kegiatan seperti kegiatan di keraja­
an. Hanya saja disesuaikan dengan tingkat kedudukan dan 
luas daerahnya. Dengan kata lain mempunyai juma bolag, 
juma anggap, juma tolongan, ju ma ni nasipuang dan lain-lain. 

Mengenai pengadilan juga ada sebagai tingkat pengadilan 
parbapaan. Pemberi hak membuka hutan kepada rakyat di­
laksanakan berdasarkan aturan dan aturan adat yang berlaku 
di kerajaan. 

Bentuk penguasaan tanahpun serupa dengan bentuk di 
kerajaan. Penguasaan partongah atas tanah berdasar pendele­
gasian dari raja. Dalam penguasaannya selalu berdasarkan 

. kepada penguasa tertinggi yakni raja, misalnya dengan pem­
berian hak membuka hutan dan mengadili masalah tanah. 

Partuanon Na Baggal 
Aparat penguasa pada pranata ini terdiri dari bangsawan­

bangsawan yang berstatus sebagai anggi (adik) dari raja yang 
masih mempunyai hubungan darah dan dibantu anak boru­
nya. Mereka terdiri dari tuan anggi Raya, tuan Huta Dolog, 
tuan Sinondang, tuan Sisawa. tuan Manak Raya, tuan Raya 
Kahean , tuan Sorba Dolog dan tuan Amborokan. 

Untuk mengatur hubungan hukum mengenai tanah di­
buat aturan sesuai dengan aturan dari kerajaan yaitu aturan 
mengenai penguasaan sebidang tanah untuk ma5yarakat. 
Aturan membuka hutan seperti manoutov. Demikian juga 
dalam bentuk penguasaan tanah lainnya. 

Sebagai sisada hasuhutan (sama kedudukan) dan suhut 
pangidua (mewakili sebagai tuan rumah) dCJll mewakili raja 
dalam adat istiadat kerajaan Raya dan berhak memangku 
kerajaan apabila berhalangan menjalankan tugasnya atau su-
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dah meninggal sewaktu putera mahkota masih kecil. Mem­
beri petunjuk dan nasehat kekeluargaan kepada raja. Menja­
lankan pemerintahan mewakili raja atau persetujuan atau 
hunjukan raja, membantu· raja mengambil keputusan dan 
mengawasi lumbung padi milik kerajaan di wilayah kekuasa­
annya. Memerintah partuanon kecil dan pangulu serta rakyat 
dan jadi ketua pengadilan di kerapatan balei di wilayahnya 
dan lain-lain. Tanah yang dikuasainya .seluas kampung-kam­
pung yang diperintahinya. 

B'entuk penguasaan tanah sama dengan pada partuanon 
na baggal, tanah dikuasai secara terus menerus, diwariskan 
secara turun temurun. Di.kerjakan oleh rakyat dengan saro 
atau gotong royong dan semua budak yang ada padanya dan 
mulai dari membuka hutan, mengolah, bertanam sampai 
panen serta membawa ke lumbung padi partuanon. 

Gamot 
Gamot parbapaan, partuanon, na baggal. part~anon 

biasa dan pangulu ialah sekelompok orang yang menjadi boru 
dari penguasa di setiap tingkat kerajaan, karena mengawini 
puteri penguasa te~ebut. Pada setiap tingkat kerajaan dari 
kampung sampai kerajaan mempunyai boru sebagai sekretaris 
pemerintahan. Khusus di kerajaan (sesudah Belanda) adminis­
trasi dipegang oleh pangulu balei sesuai dengan yang digaris­
kan puang. 

Beberapa aturan pelaksanaan, yaitu tata tertib mengha­
dap penguasa menurut tingkatnya, aturan besarnya dan cara­
nya adat meminta tanah kepada puang, aturan pertemuan 
dengan puang dan keluarganya. 

Gamot berwewenang memukul gong untuk mengumpul­
kan rakyat dan menyampaikan pengumuman puang kepada 

· .rakyat. Dengan kata lain gamot berfungsi pembantu harian. 

llO 

Partuanon biasa atau partuanon yang langsung di bawah 
raj a. 

Struktur orgmisasi ialah suatu susunan pemerintahan 
bawahan yang diperlntahi oleh seorang tuan yang memba­
wahi beberapa kampung atau pangulu dengan bantuan 
gamo.t. 



Aturan yarig dibuatnya berdasarkan aturan kerajaan 
ialah aturan turun ke ladang, aturan memungUt hall 'hutan, 
aturan saat mengerjakan ladang milik kerajaan, a1ibri pelak­
sanaan adlt istiadat di daerahnya, aturan Pesta paneh dan se-
bagainya. · 

Kedudukan terhadap atasannya adalah menerima perin­
tah dan menyami;aikan persoalan pemerintahan kerajaan 
kepada atasannya dan.membantu parbapaan atau partuanon 
na baggal di kerapatan balei terhadap rakyat, mengatur 
rakyatnya mengerjakan ladaitg kerajaan, tempat . rakyat me­
minta ijin atas tanah yang akan diusahak.an dan lain-lain. 

Berwewenang menggerakkan r3'.kyat untuk melaksana­
kan semua perintah raja atau puang. :Memberl pendapat di 

j if . . . 

kerapati.rn balei tentang sesuatu perkara yang .terjadi di wila-
yahnya, memberi ijin hak mengusahakan tanah lcepada rakyat. 

Bentuk penguasaan tanaltnya adalah penguasaan berda­
sarkan pendelegasian dari raja sebagai pemerintah yang ter­
tinggi. Penguasaan atas tanah adalah seluas daerah hukum 
partuanon. Penguasaan ini dapat diwariskan secara turun te­
murun. 

Pangulu 
Pangulu adalah pemimpin Jangsung yang membawahi 

takyat banyak. Organisasi pemerintahan terenda11 di tingkat 
kerajaan yang berhubungan langsung dengan ralcyat dan di­
bantu oleh gamo t, a tau a.nak boru hu(a. 

Peraturan yang dibuatnya adalah semua petunjuk yang 
menyangku.t penguasaan tanah, pembukaan, peraturan ke-

. bersihan kampung, tata cara hidup dan adat istiadat kampung 
dan lain-lain, berdasarkan aturan kerajaan. Luas tanah wila­
yah kampung yang dikuasai adalah tanall. yang diusahakan 
untuk kehidupan keluarganya dan tanah -penduduk serta 
tJnah kosong. Kedudukannya merupakan pemegang kuasa 
pe._rintahan yang terendah di kerajaan. Wewenangnya 
memberikan ijin untuk mengusallakan urudHanah kosong 
di kampung itu kepada rakyat~ Memnnpin, mengatur serta 
mengawasi rakyat untuk mematuhi semua perintah yang 

· datangnya dari partuanon, parbapaan 'dan k¢rajaan. Menjamin 
dipatuhinya aturan adat oleh rakyat dan pelaksananya. · 
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Bentuk penguasaan tanah berdasarkan pendelegasian 
dari raja dan bersifat turun temurun. Pekerjaan ladang 
parzgulu dengan gotong royong, oleh rakyat dan jabolon 
darl mul~i membuka hutan, menanam padi, panen sampai 
padi di lumbung pangulu. 

b. Juma Bolag 
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Juma bolag ialah sebidang tanah. tertentu yang diusaha­
kan oleh kerajaan. Terbentuknya pranata juma bolag adalah 
atas idea (politik) dari raja untuk menjadi surriber ekonomi 
(pangan) keluarga dan aparaf kerajaan. 

Aparat kerajaan pada pranata ini terdiri dari raja, per­
angkat kerajaan sebagai pembantu raja terutama gamot. 
Aparat ini membentuk peraturan sebagai pedoman pelaksana­
an juma bolag. 
Ketentuan-ketentuan Dan Aturan Juma Bolag : 

- Juma bolag sebagai ladang pribadi raja. 
- Hasilnya untuk kebutuhan hidupnya raja dan keluarganya 

serta untuk pegawai kerajaan maupun untuk tamu kera­
jaan. 

- Sebahagian hasil untuk persediaan bahan makanan perang. 
- Yang mengerjakan ladang ialah rakyat berganti secara rodi 

bersama-sama dengan hamba. 
- Pekerjaan dimulai dari membuka hutan sampai padi berada 

di lumbung kerajaan. 

Yang berkuasa atas juma bo/ag adalah raja. Kedudukan 
raja sebagai penguasa adalah tertinggi terhadap segalanya. 
Karena itu raja mempunyai wewenang menertukan segala­
galanya sehubungan derigan tanah juma bolag. 

Raja sebagai penguasa pada kerajaan dapat menentukan 
lokasi juma bolag pada daerah yang datar atau lembah dan 
subur. Setelah · ditentukan rencana lokasi juma bolag maka 
tanah kosong selebihnya boleh dibagikan kepada rakyat yang 
membutuhkan untuk perladangan. Biasanya juma bo/ag 
letaknya dekat pematang (ibu kota kerajaan). 

Aparat pengl.iasa kerajaan mengawasi langsung pelaksa­
naan pengelolaan juma bokzg yang dikerjakan oleh anggota 



masyarakat pada petak-petak ladang raja yang m~njadi 

tana4ng jawa b setiap kepala keluarga. 

Gamot atau anak boru kttrajaan mempertanggungjawab­
kannya kepada raja. Melaporkan hasil yang diperoleh: kepada 
raja atau yang mewakilinya untuk itu. Khususju~ tanganan, 
anak boru balei bertugas untuk menger~an jabolon laki­
laki atau perernpuan yang berasal dari tawanan perang, orang 
yang tidak dapat membayar hutangnya atau orang yang ka­
rena keputusan ~erapatan telah menjadi jabolon; Anak boru 
balei mempertanggung jawabkan rugastiya kepada raja atau 
puang bolon. 

Sebagai penanggung jawab penuh atas ie,,jadinya hasil 
produksi juma bolag. Aparat kerajaan dapat melakukan 
tindak~-tindakan yang telah digariskan oleh kerajaan, ter­
hadap mereka yang melalaikan tanggungjawabnya, misalnya: 
ibayang (dipasung) didenda atau dijadikan hamba. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata juma . bolag 
adalah penguasaan atas dasar penguasaan kerajaan atas tanah, 
tetapi dikhususkan pada satu kegiatan perladangan. ~ekuasa­
an raja atas tanah penuh dan mutlak sebagai penguasa terha­
dap tanah kerajaannya. 

Perlu dijelaskan bahwa bentuk-bentuk perladangan raja 
seperti juma bolag, juma tolongan, ju ma anggap dan juma ni 
nasipuang terdapatjuga pada tingkat kerajaan bawahan misal­
nya Parbapaan, Partuanon Na Baggal, Partuanon Biasa dan 
Pangulu. Hanya saja jenis ladang ·terse but tidak selengkap 
ladang ·kerajaan. Pada parbapaan dan part_uanon na baggal 
terdapat jenis juma bolag dan juma anggap sedangkan pada 
partualion dan kampung hanya junw bolag. 

Aturan dan cara mengerjakannya didasarkan pada atur­
an dan pelaksanaan di kerajaan, tetapi lebih disederhanakan 
dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan tingkat keduduk­
annya. 

c. Juma Tolongan 

Juma tolongan adalah ladang yang dilcuasai oleh raja 
dan .perangkat kerajaan, yaitu salah Satu bentuk dari pada 
juma bolag yang aparatnya terdiri sebagai berikut: r.IQ~ me• 
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delegasikan wewenangnya kepada parbapaan, a tau partuanon 
na baggal atau partuanon yang masih dekat letaknya dengan 
p(lmatang/ibukota kerajaan sesuai dengap tingkatan atau 
jenjang kedudukannya. 

' Partuanon dan parbapaan serta gamot kerajaan (wakil­
nya) merupakan aparat penguasa (tingkat parbapaan atau 
partuanon) dan anak boru huta serta pangulu setempat me­
rupakan pengurus harian dari juma tolongari tel'SCbut. -

AtUrannnya adalah sebagai berikut: Setiap p·enduduk 
kerajaan yang telah dewasa dan yang telah berkeluarga wa­
jib mengerjakan seluas 0,50 ha juma tolongan yang terdekat 

· dengan karnpung tempat tinggalnya sebagai pengganti kewa­
jibannya untuk turut mengerjakan juma bolag, yang terdapat 
dekat pematang. Aturan lainnya didasarkan kepada aturan­
aturan juma bolag kerajaan. 

Tanah juma tolongan letaknya dipilih di tempat yang 
strategis yang mudah dicapai oleh pendudllk sekitamya dan 
tanahnya cukup subur tetapi agak jauh letaknya dari ibukota 
kerajaan. 

Kedudukan aparat (pengurus) langsung di bawah dan 
bertanggung jawab kepada raja atau yang dihunjuknya ten­
tang pelaksanaan kegiatan, juma tolongan. Aparat (pengurus) 
langsung mengawasi pelaksanaan dan tanggung jawab para 
kepala keluarga penduduk yang mengerjakannya. Pengurus 
berwewenang mengambil tindakan kepada penduduk yang 
melalaikan tugasnya, · karena hal ini adalah merupakan kewa­
jiban rakyat terhadap kerajaan -sebagai -ganti pembayaran 
pajak. Maka barang siapa yang melalaikan tugas dan tang­
gung jawabnya, aparat dapat menghukum yang bersaitgkutan. 

Bentuk penguasaan tanahnya adalah merupakan warisan 
karena kedudukan pengmus sebagai perangkat kerajaan se­
cara turun temurun. Penguasaan tanah adalah mutlak sebagai 
pengufsa tertinggi di kerajaan melalui aparatnya. 

d. Juma Anggap 
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Susunan organisasi juma ariggap yang merupakan salah 
satu bentuk dari pada juma bolag, terdiri dari raja sebagai 
penguasa tertinggi di kerajannya dan dapat diwakilkail atau 



cHdelegasikannya kepada perangkat kqaan IJawahannya. 
Mereb terdiri dari pangulu, partuanon atau [Jtl7bapaan 
JllellUrUt jatjangnya deRglll dibantu oleil gamot · atau anak 
bcru huta· mengeJola sebidang tanah yang luas yang dikuasai 
oleh kerajaan. · 

Aturannya ialah dari beberara kampung yang berdekat­
an seem bersama-sarna menggarap sebidang tanah secara 
bergotong royong dalam bentuk saro atau rodi. pada waktu­
waktu tertentu yang ditentukan oleh aparat pengUa. atas 
nama kerajaan. 

Tar:ahnya ialah sebidang tanah yang letaknya berada di 
pertengahan beberapa karnpung yang agak jauh di luar ibu­
kota kerajaan yang dinilai subur untuk tan~ padi. 

Kedudukf n para pengurun secara ~ode, bertanggung 
jawab kepada raja tentang pengelolaan juina anggap tersebut. 
Terhadap rakyat mengawasi langsung para penduduk yang 
harus ikut serta, yaitu mereka yang telah dewasa, baik laki­
laki yang sudah berumah tangga maupun belum. Sebagai sa­
lah satu bentuk dari padajuma bolag, maka pelaksanaan rodi 
atau saro dari rakyat langsung dipimpin oleh para pangulu 
beserta gamot. 

Wewenfng aparat penguasa tersebut ialah menentukan 
waktu yang tepat untuk mengerjakan tanah, menanarn dan 
seterusnya sarnpai panen. Menentukan petak-petak tanah 
yang harus digarap kartlp.ung yang ~tu <lengan yang lain. 
Mencatat ~an melaporkan kemajuan pekerjaan yang telah 
di~pei kepada raja a tau orang yang dihunjuknya. Mengerak­
~an massa rakyat Jaki-laki yang dewasa agar berperan serta 
secan aktip melaksanakan tugas saro masing-masing. 

Bentuk penguasaan tanah juma anggap adalah merupa­
kan pendelegasian yang diwariskan secara turun temurun dan 
dilaksanakan para pengurus sebagai perangkat kerajaan ka­
rena jabatan dan dikerjakan oleh rakyat kerajaan. 

e. Ju111/l Ni NasipUVlll 

Struktur organisasi pengurusannya ialah raja sebagai 
suarni dari isteri-isteri raja yang bukan puang bolon, yang 
diberi gelar dan kedudukan sebagai nasipuang (isteri raj) 
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atas sesuatu kampung yang langsung di bawah pimpinan raja. 
Dibantu oleh orang yang dihunjuk sebagai tuan a tau- pangulu 

· · atas kampung tersebut yang merupakan kepercayaan raja, 
serta anak boru huta sebaga.iganwt. Merekamengawasi para 
budak wanita yang diperbantukan "pada nasipuang yang ber­
sangkutan . . Pe1cerjaan~pekerjaan yang tidak dapat digarap 
wanita, seperti membuka ladang, menanam padi, memotong 

. eadi ·dan. lain-lain, digotong royongkaµ oleh penduduk kam-
. P,..ung yang bersangkutan di bawa.h tan~g)awab gamot 

huta · diawasi oleh pangulu a tau tuan huta yang be~gkutan. 
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Aparat (penguasa) pada pranata ini adalah raja dengan 
isteri (nasipuang) dibantu oleh tuan yang dihunjuk oleh raja/ 
pangulu setempat. Aturannya sesuai dengan yang ditentukan 
oleh raja, ialah bagi tugas-tugas yang berat yang tidak mung­
kin dilaksanakan oleh budak wanita, harus dikerjakan oleh 
laki-laki dengan pimpinan pangu/u yang bersangkutan · bersa­
ma gamotnya. 

Tanahnya terdiri dari beberapa bidang tanah yang dinilai 
paling baik dan strategis di kampung dimana isteri raja ber­

. kedudukan sebagai nasipuang a tau kampung terse but. 

Kedudukan raja bersama permaisuri sebagai isteri raja 
harus dihormati oleh semua penduduk tidak terlepas dari 
keduciukannya raja sebagai penguasa tertinggi atas kerajaan-

. nya . termasuk )uma ni nasipuang. Para pengurus .wajib menja­
ga pentingan isteri raja dengan pengelolaan yang.sebaik-baik­
nya terhadap juma ni nasipuang dan mempertanggungjawab­
kannya secara langsung kepada raja. Untuk itu aparat pem­
bantu raja setiap saat bergotong royong mengerjakar· juma. ni 
nasipuang. Pelaksanaan tugas itu merupakan salah satu ben­
tuk manifestasi ketaatan rakyat yang bersangkutan terhadap 

. raja dan kerajaannya karena kampung tersebut langsµng di 
bawah k~sa raja p~badi YW didelegasikannya kepada 
pangulu 'be8erta gamot huta yang bersangkutan. '·' .· · 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini ialah pengua­
saan mutlak oleh raja dan isteriitya atau nasipuang yang ber­
angkutan, beserta anak-anak raja secara warisan turun temu­
run. 



Demikianlah pranata politik yang berkuasa atas tanah 
di kerajaannya pada masa dahulu. Tetapi sesudah revolusi 
tahun 1945 pranata ini swiah lenyap, karena revoh.Jsi, sudah 
bertentangan dengan politik negara Republik lndoneria yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Pranata Religi 

Jens-jenis pranata religi yang berkuasa atas tanah yang 
mf sih nampak pengaruh dan peranannya dalam masyarakat 
di 4aerah kecamatan Raya ialah: a. Habonaron, b. GKPS, 
c. Katolik dan d. Mesjid. 

a. Habonaron 
Struktur organisasi yang dimaksud dengan habonaron 

atau naibata adalah pengertian Yang Maha Kuasa atas tanah 
yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib di luar jang­
kauan akan pikir dan kemampuan manusia yang terdiri dari 
roh-roh halus, seperti habonaron, homin, dan begu-begu. 
Yang dapat dimengerti dan mengetahui kemauan habonaron 
d~ roh-roh lainnya adalah datu (dukun) sebagai mediator. 
Jadi sebagai pengurus dalam pranata ini adalah datu. Datu 
dalam satu kampung dinamakan guru huta (dukun sekam­
pung). 

Peraturannya agar rakyat sejahtera ia harus dipuja oleh 
rakyat dengan cara tertentu. Cara memuja ditentukan oleh 
datu dengan memberi seSajen dalap·1 bentuk upacara. Hato­
naron sebagai Yang Maha K uasa atas segala-galanya yang 
menciptakan bumi dan segala isinya di tempat yang maha 
gaib menguasai seluruh wilayah kerajaan Raya dan daerah 
takluknya yang dijagai oleh roh-roh halus yang baik dan ja­
hat, di tanah yang ditentukan oleh mediatomya kepada ma­
nusia oleh guru huta. 

Kedudukannya sebagai makhluk halus dipuja oleh 
.rakyat dan raja. Datu atau guru huta sebagai tempat raja dan 
rakyat bertanya, tentang hal-hal baik atau buruk atas semua 
usahanya atas tanah. Untuk hal-hal yang baik disebut habo­
naran yang berkedudukan di gunung-gunung dan untuk yang 
jahat disebut begu-begu (hantu) yang bertempat di hutan­
hutan dan sungai. 
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Berweweriang pula mendatangkan celaka, harna dan 

penderitaan bila kehendaknya di tentang oleh rakyat. Seba­
liknya dapat memberikan kemakmuran dan keselamatan. 
Untuk itu datu _bertugas sebagai mediator memberi pe'rsem­
bahan dengan melaksanakan upacara tertentu. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini adalah ,rne­
rupakan penguasaan yang tertinggi di bumi. Pengliasa meni­
punyai kekuasaan dalarn segala-galanya terhadap ~anah dan 
pengisinya, karena itu penguasaan tanah adalah bentuk 
penguasaan asal. Habonaron yang menyarnpaikan kehendak­
nya melalui mediator dalam bentuk upacara pemujaan' yang 
dipirnpin oleh guru huta atau datu, menentukan tanah 
tempat-tempat pemujaan untuknya dan harus dijaga keles­
tarian, yaitu persimbahan. Cara pengurusannya dilakukan 
oleh guru huta atau datu dengan bantuan masyarakat yang 
inenyembah dan memujartya. 

Untuk kelancaran u,usan pemujaan terhadap habonaron 
rakyat membetjkan sumbangan berupa _hasil panen ktepada 
guru huta. Besar sumbangan bergantung dari basil panen. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata religi ini sesuai 
dengan kenyataan yapg ada, telah mulai hilang. Pada zaman 
dahulu bentuk penguasaan tanah pada habonaron ialah ben­
tuk penguasaan yang tertinggi atas tanah berupa tanah yang 
diusahakan dan · tanah parsinumbahan atau tanah keramat 
di seluruh kampung. Tetapi tanah yang dipakai atau tanah 
keramat ini sekarang, tidak diyakini orang- lagi .akibat penga­
ruh agama yang telah meresap di hati masyarakat. • 

b. GKPS atau Gereja Kristen Protestan Simalungun 

Il8 

GKPS adalah organisasi Gereja Kristen Protestan yang 
memakai atau menggunakan bahasa daerah Sirnalungi:n se­
bagai alat komunikasi yang berkantor pusat di Pematang 
Siantar. · 

Struktur organisasi ,GKPS Ressort Pernatang Raya, di­
pimpin oleh seorang pendeta r-essort yang mewakili pengurus 
pusat GKPS di Pematang Sicmtar dalarn pengunisan .semua 

. tujuan prganisasi Gereja Kristen Pi:;otestan- Simalungun di 
daerah itu. 



Dalarn kedudukannya sebagai pendeta ressort ia dibantu 
oleh: 

I). Seksi Pekabaran Injil yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
Bendahara, dan Pembantu. 

2). Seksi Wanita, Seksi Pemuda dan Seksi Sekolah Minggu. 

Kepengurusan setiap · seksi-seksi tersebut terdiri dari 
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pembantu serta memba­
wahi gereja-gereja yang ada ressortnya yang terdiri dari I 0 
gereja, yaitu kuria atau GKPS Pematang Raya, Raya Kota, 
Jandi Mauli, Kariahan, Marubun, Dolog Kasian, Kariahan 
Jaya, Sidondang, Tanjung Mariah dan Raya Tongah. 

Tiap-tiap gereja a tau kuria dipimpin oleh : 

1). Pengantar Jemaat (pimpinan gereja) 
2). Pengurus Harian yang terdiri dari: 

- Pengantar Jemaat atau Vorganger 
- Sekretaris kuria 
- Bendahara kuria 

Syamas (Pembantu Pengurus Harian), khusus untuk 
kuria GKPS Pematang Raya susunan pengurusnya lebih besar 
dari kuria lainnya, karena anggotanya cukup besar yang ter­
diri dari: 

-Ketua 
- W akil Ketua 

Pengantar J emaat/Vorganger 
Wakil Pengantar Jemaat atau 
Wakil Vorganger 

- Sekretaris K uria dan 
- Pembantu Pengurus Harian atau Syamas. 

Demikianlah kedudukan pengurus organisasi gereja ter­
sebut sebagai pimpinan yang menjalankan atau menggerakkan 
organisasi Gereja Kristen Protestan Simalungun di kecamatan 
ini. Mereka yang jadi pengurus gereja tersebut di atas kecuali 
pendeta dan bybelvrouw/penginjil wanita. Untuk · jabatan 
pengurus gereja diadakan pemilihan secara periode yaitu se­
kali dalam 5 tahun. Tetapi dapat menduduki.jabatan dimak­
sud lebih dari 5 tahun apabila terpilih kemb"1i untuk masa 
jabatan selanjutnya. 
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GKPS menjalankan semua peraturan dan aturan gereja 
yang berlaku di GKPS sebagaimana digariskan oleh Sinode · 
Bolon GKPS (rapat tertinggi), misalnya peraturan gereja dan 
acara kebaktian minggu, aturan sermon (pendalaman isi Al­
kitab ), sakramen kudus (perjamuan kudus) aturan khotbah 
di gereja pada upacara kematian, perkawinan dan pembap­
tisan. 

Tanahnya adalah tanah gereja dan · pekarangannya serta 
tanah pendidikan GKPS seluas 30 ha. 

Wewenang pengurus adalah memungut iuran jemaat 
dan menyetorkannya ke pusat berdasarkan ketentuan dan 
pembagian yang berlaku. Membangun gereja dengan gotong 
royong, mengadakan sekolah minggu untuk anak-anak kris­
ten. Mengelola tanah-tanah pertapakan gereja dan tanah­
tanah pertapakan perumahan pendeta, sekolah-sekolah yang 
ditangani oleh GKPS dan lain-lain. 

Bentuk penguasaan tanah pada GKPS, adalah bentuk 
penguasaan berdasarkan warisan dari gereja pendiri semula, 
yaitu berasal dari pemberian raja Raya dahulu seluas 30 ha 
yang dikuasai secara terus menerus. 

c. Katolik 
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Struktur organisasi Gereja Katolik ialah organisasi ge- . 
reja Kristen KatQlik yang berpusat di Vatikan (Roma). Ke­
pengurusannya untuk kecamatan Raya bertempat ·tinggal di 
Paroki Seribu Dolok kecamatan Silima Kuta. 

Kepengurumn Gereja Roma KatoJik di Raya terdiri 
dari guru kuria atau sittua (penetua) dan dibantu oleh bebe­
rapa orang pembantu sittua, atas hunjukan Paster Paroki 
Saribu Dolok berdasarkan keahlian dan penguasaannya atas 
ajaran Alkitab sesuai dengan yang digariskan oleh Pastor. 

Aturan yang dibuatnya berupa kewajiban anggota ber­
dasarkan ketentuan atasan, yaitu Gereja Roma Katolik ten­
tang pelaksanaan a~-cara gereja, peraturan dalam kebak­
tian minggu dan lain-lain seperti pembaptisan, kematian, per­
kawinan, dan sebagainya menurut aturan gereja Roma Kato­
lik dan pengurusan penguasaan tanah gereja dan bangunan­
nya. 
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Tanahnya ialah tanah pertapakan gereja dongan peka­
rangannya dan tanah lainnya yang betUm dipergunakan untuk 
mendirikan lnngunan-bangunan tertentu. 

Wewenang sebagai penggembala terhadap mnat Kato­
lik dalam meitjalankan ibadah agama dan dapat mengatur 
tentang status tanah yang dikuasai oleh gereja. 

Keduduk.annya sebagai pimpinan umat Katolik di ling­
kungan kampung, bertanggung jawab kepada Pastor Paroki 
Seribu Dolok, sehubungan dengan tanah dan jemaat. 

Bentuk penguasaannya berdasarkan ganti rugi atas tanah 
anggotanya sehingga penguasaan atas tanah turut berpindah 
kepada pengurus. 

d.Mesjid 
Struktur organisasi mesjid Arrahman Pematang Raya 

yang didirikan pada tahun 1936 terdiri dari: I). Nazir atau 
penghulu mesjid , 2). Imam atau pemimpin acara sholat, 
3). Chatib atau pemberi dakwah pada mimbat Jum'at, 4). Bi­
lal atau pemukul azan waktu sembahyang dan 5). Bilal mayat 
laki-laki atau yang mengurus mayat laki-laki yans meninggal, 
6). Bilal mayat perempuan atau yang mengurunmayat wanita 
yang meninggal d unia. 

Untuk mengatur kehidupan berlba~ah umat beragama 
Islam di kecamatan Raya didasarkan kepada Al-Qur'an. Me­
nengukan aturan pemungugm Jes derma guna pembangunan 
metjid atas ijin kantor Urusan Agama Jrecamatan Raya dan 
aturan pengelolaan tanah pekarangan oleh remaja mesjid 
yang hasilnya sebagian untuk mesjid dan sebagian untuk yang 
menge:planya. 

Luas tanah mesjid Arrahman Perna tang Raya 3. 717 m2 
dikuasai oleh Yayasan Mesjid. Tanah mesjid dari tanah dike­
camatan Raya terdiri dari tanah 13 mesjid dan satu langgar, 
yaitu mesjid Pematang Raya, mesjid Bangun Saribu, mesjid 
Raya Humala , mesjid Sondi Raya, mesjid Desa Bahapal, 
Raya Humala, Simbou, Damei Raya, mesjid · Merek Raya, 
Bangun Saribu Hutu, Bangun Saribu Hilir, Talun Matoras, 
Buttu Bartong dan Langgar Balig Raya. 
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Keduduk~nya .sebagai pimpinan organisasi mesjid 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama. 
Mengatur pelaksanaan ibadah dan pembangl1nan. 

Wewenang penguru..p mesjid selain memimpin organisasi 
mesjid berdasarkan keagamaan seperti sembahyang Jum'at, 
dakwah, mengurus mayat, dan pendidik.an Islam juga menge­
lola dan m~ngerjakan tanah yang meliputi tanah tempat men­
<,tirikan mesjid dan .pekarangan, H}engelola Taman Pendidikan 
IslClJ1l. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini adalah ber­
dasarkan .penguasaan terus menerun atas tanah yang diwakaf­
kan oleh O.K.M. Aliviah kepada pengurus ma~id Arrahman 
Pematartg raya, tanahnya seluas 3.717 m2 pada tahun 1936. 

Demikiar:-lat penguasaan, kedudukan dan wewenang 
diri . pada pengurus pranata religi atas tanah-tanah yang di­
kuasainya. '. , 

3. Pranata Ekonomi 

Pranata ek<:nomi adalah suatu aturan tetap yang telah 
ntelembaga, mengatur kebutuhan manusia dalam hal mata pen­
cahariar. hidup. Sebagai organisasi pranata ini rnempunyai peng­
urus, aturan dan tanah sebagai obyek. Berbagai pranata yang 
terdapat dalam penelitian, tetapi yang akan diuraikan dalam 
pranata ini adalah ineliputi bolah pining, dondon, jual beli dan 

· sewa menyewa. 

a. Bolan Pining (Bagi Basil) 
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Pada rnasa dahulu di lokasi penelitian tidak ada dijum­
pai istilah · bolah pining ini dikenal sesudah tidak ada lagi 
tanah yang dapat dibagi-bagikan oleh puang dan sesudah 

.munculnya i>enduduk pendatang baru dari luar daerah Raya 
yang bersamaan dengan . masuknya penjajahan Belanda. 
Karena bert~bah padatnya penduduk dan tanah sudah ada 
penguasanya atau pemiliknya, maka para pendatang baru 
banyak yang mamolah pining kepada penduduk yang telah 

· . lama berdomisili di daerah itu ~ · , 

Penguasaan tanah pada bolan pining di daerah itu adalah 
penguasaan tanah semula atau pemilik tanah :berdasarkan 



huJtum: adat yarlg t>erlaku. Bo/ah pining diartikan:-bt>ltlh arti­
nya ·befah.; dan~ pfning arlliiya · pinang. Arti · boliJh 1fflring ada­
lah belah G\Ul; Dengan kata lain basil panen di\lqi dua antara 
pemilik tanah dengan yang mengerjakannya. 

Aturan bolah pining diterbitkan oleh tolu sahundulan 
yang terdiri dari tondong, sanina, dan anak boru. 

Atµran umum po/ah pining : 

1 ). Hasil panen dibagi dua oleh pemilik tanah dengan pamo­
/qh pining: 

2). Pernilik tanah harus menjaga atas gangguan orang lain 
agar pamolah pining merasa aman mengeijlrkannya . 

. 3). Pe'liggt;naan tanah didasarkan kepada ketentuan dalam 
perjanjian antara pemilik tanah dengan pamolah pining. 

4): Pamolah pining tidak boleh menjual tanah mamolah 
piningkan memborohkan kepada orang lain. 

5). Pamolah pining harus menjaga kelestatiaq- ~isik tanah. 

Persyaratan yang ditentukan oleh tolu sahundulan antara 
lain ialah: 

1). Pamolah pining membawa makanan secara adat kepada 
yang menguasai tanah. 

2). &telah selesai makan bersama, maka dibiCarakanlah 
tentang tanah yang akan di bolah pining. 

3). Haros dihadiri oleh boru dan sanina untuk menyaksi­
kannya. 

4). Harus diketahui oleh pihak tondon&. 

5). Setelah ada kesepakatan antara yang menguasai tanah 
semula dengan pamolah pining, maka harus dilaporkan 
kepada pangulu 

Berdasarkan persyaratan di atas, apabilarterjadi permasa­
" khan tan.ah antara penguasa tanah semula dengan pamolah 

pining, maka yang berhak menyelesaikannya adalah tofu 
sahundulan sebagai penerbit aturan tersebut. 

Uablilu, apabila si pamolah pining melangar persya­
ratan .4i atas dengan unsur kesengajaan, maka harga dirinya 
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dipandang sangat rendah. Bahkan untuk selanjutnya yang 
bersangkutan tidak diberi orang lagi mengerjakan tanahnya. 

, Kedudukan penguasa tanah sangat tinggi, misalnya me­
nentukan penggunaan tanah, menentukan pemindahan hak 
penguasaan dan lain-lain. Sedangkan kedudukan pamolah 
pining terbatas, harus memenuhi persyaratan tertentu serta 
adanya sanksi. Pamolah pining tidak bcleh memindahkan 
penguasaan tanah kepada orang Jain. Wewenang penguasa 
tanah adalah mengawasi taro.ah dari gangguan orang agar 
pamolah pining merasa aman mengerjakan tanah tersebut. 
Dan sebaliknya pamolah pining berwewenang untuk mengc­
sahakan tanal: dengan sebaik-baiknya serta memberikan 
laporan kepada penguasa tanah da.lam hal gangguan atas ta­
nah itu, misalnya masalah batas tanah terjadi erosi dan lain­
lain. 

Bentuk penguasaan tanah .· pada bolah pining ini terbatas 
sesuai dengan hak mamolah pining yaitu dalam bentuk banya 
mengusabakan saja artinya mendapatkan basil dari tanab 
yang diusahakannya sesuai dengan musyawarah dalam pem­
bagian basil. 

b. Dondon A tau Boroh 
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Dahulu ai lokasi penelitian, tanah tidak pemah dijadi­
kan sebagai dondon atau jaminan butang. Hal ini disebabkan 
m'asih mudab memperoleb tanah dari puang atau penguasa 
dengan cara meminta saja. Sesudah penduduk bertambab 
padat, maka nilai tanah semakin tinggi sehingga dijadikan se­
bagai jaminan atas pinjaman uang. Ymjaman uang ini biasanya 
terjadi . dalam hat kebutuhan yang mendesak, misalnya: 
karena sakit, perkawinan anak laki-laki, kebakaran dan lain­
lain. 

Setelah istilah dondon ini meluas di kalangan penduduk, 
maka dibentuklah suatu aturan oleh tolu sahundulan yang 
diketahui oleh pangulu. Aturan yang diterbitkan terhadap 
peminjam uang atau pemberi dondon berupa tanah adalah 
sebagai berikut: 

1). Sebagai jaminan atas pinjaman uang, adalah sebidang 
tanah dan selama hutangnya belum dilunasi maka hale 
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mengusahakan tanah itu berpindah dari peinilik tanah 
yang semula kepada Yan& berpiutang (penerima dcndon). 

2). Penerima dondon tidak boleh memindahkan haic pengu­
sahaan tanah dalam bentuk apapun kepada orang Jain. 

3). Penerima dondon harus menjaga pisik tanah dari keles­
tariannya. 

Berdasarkan aturan yang ditentukan oleh tolu sahun­
dulan di atas nampak bahwa yang berkuasa atas tanah adalah 
penguasa tanah yang semula atau yang memberikan dondon. 
Dan yang berpiutang atau penerima dondon mempunyai 
hak terbatas hanya hak mengusahakan sebelwn yang berhu­
tang melunasi pinjamannya. Sehingga kedudukan penguasa 
tanah semula tetap lebih tinggi dari yang meminjamkan uang 
· sebqaimana ditentukan dalam aturan. 

Penguasa tanah berwewenang untuk menegor penerima 
boroh tentang penyalah gunaan tanah dan kewajiban sesuai 
dengan perjanjian. Sebaliknya bertanggung jawab tentang 
keamanan mengusahakan bagi yang menerima dondon · se­
lama tanah terse but masih diusahakannya. Yang menerima 
dondon harus melap6rkan bila terjadi gangguan atas tanah 
itu kepada pemilik tanah. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini adalah ter­
batas sesuai dengan kedudukan tanah sebagai boroh. Terba­
tas pada hak mengusahakan, memungut basil dari tanah 
yang dikerjakan itu. Setelah pinjaman i.tu dikembalikan, 
maka gugurlah hak mengusahakan atas tanah bagi penerima 

· dondon. Dengan kata lain hak penguasaan atas tanat: kem­
bali pada pemilik tanah semuJa. 

Seandainya pinjaman itu tidak -dapat dikembalikannya, 
maka tofu sahundulan mengc;mbil langk:ah-langkah kel:ijak­
sanaan antara lain ialah: 

I). Mempertemukan sipeminjam uang dengan saudara­
saudara laki-lakinya agar tanah tersebut tidak berpindah 
kepada orang lain. Hal ini terjadi karena tanah adalah 
harta peninggalan orang tua mereka dan semua anak 
laki-laki berhak menerima atau menguasai. 
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2). Apabila sipeminjam uang serta saudara-sandaranya tidak 
mampu melunasinya, J,Raka berpi.ndahJah hak pemilikan 

. tanah kepada yang _berpjutang yangjuga diketahui oleh 
pangulu dan to/µ sahundulan sebagai saksinya. 

- . . f • - I • • ; 

· c. Jual Bell 

Menurut hasil penelitian pada masa daliuli.i tidak pemab 
terjadi jual beli ta.nab dj lokasi penelitian. Hal ipi dapat terja­

·i . . di karena masih ·'ruasnya tanah chbandillgkan dengan j4mlah 
. p~nd'uduk, sehmgga untuk dapat menguasa1 sebidang tanah 

· , peridudllk hanya · meminta pada puang, fanpa ganti · rugi 
atau 1ual be,li: Sesuai µengan 'perkembang~n penctUduk ·lama 
kelamaari muncullah jual beli tanah. . . 

Sebenarny~ tan~ tidak dapat djjucil · karena tanah 
milik adat hanyalah hak mengusahakan . tanah. Jadi yang 
dibayar adalah tanaman yang · tumbuh di · aias tanah. itu. 

' ' Karena itu disebut ganti rugi atau tulak sangkul. 

1'26 

J>ada umumnya pembeli adalah orang pendatan_g yang 
ingin · berdomisili di daerah tersebuf serta dapat menerima 
aturan .adat yang berlaku. Untuk pelak8analµl jual beli d~buat• 
Jah . ~turan o~eh tolu. sahun(luian . qan diket'!-hW. oleh pangulu. 
A~:fapun aturan yang dibuat oleh tQlu sahundulan dalam jual 
bell tanah adalah sebagai berikut: 

- Tidak boleh meiUual . ianah kepada orang lain, apabila 
saudara-saudaranya maslh mau membeli atau ganti rugi 
~tas tanah ters~_but. D~ngan .kata lain _yang bersaudara ti­
dak ada yang berkeberatan · bila tanah tersebut dijual ke-
pada orang fain. . 

- Harga tanah yang akan diperjilal belikan atau ganti rugi 
tergantung kepada kedua belah pihak. 

- Hanis ·disaksikan oleh tolu s~hundulan sebagai penerbit 
aturan. 

_..: Harus diketahui oleh pangulu setempat. 

Demikian juga. terhadap siP,~mb~li ~nah, tolu sahundulan 
membuat suatu atura:q s~perti: 

• # • • - • • • • - ~ . ' • 

- Harus tundu.k pada aturan mengusahakan tanah .. 



· - Tidak boleh sesuka hatinya dalam mempetgunakan bentuk 
penggwisannya, misalnya merobah pedadangan menjadi 
fanah paikuburan dan lain-lam, Ula ada. yang keb<tratan. 

- Harga tanah tergantung pada kedua belah pihak dan harus 
dib'ayat lunas sesuai dengan perjanjfa:n. 

- Barus disaksikan oleh tofu sahundulan. 

- Barus disaksikan atau diketahui oleh pangulu setempat. 

Sesudah terjadi jual beli atas tanah, 'maka berpindahlah 
hak pemilikan tanah kepada sipembeli, sekaligus gugurlah 
hak penguasaan dan pemilikan tanah dari 'sipenjual. Begitu 
juga kedudukan sipembeli tanah penuh·sebagafpenguasa dan 
pemilik atas tanah dan wewenangnya 1uas sepanjang tidak 
bertentangan dengan aturan adat yang berlaku. Dalam hal 
jual beli ini, apabila terjadi persengketaan ' yang menyetesai­
kan adalah tofu sahundulan sebagai pembuaf aturan. 

Tetapi belakangan ini sudah dijumpai peitibahan tentang 
jual beli tanah sudah mulai pakai surat jiial b~li, sehingga 
tclu sahundulan hainpir-hampir tidak berfungsi fagi. Cukup 
disaksikan oleh hombat balog a tau jiran tetangga . ;ladang, 
gamot atau kepala lingkungan setempat dan diketahui oleh 
kepala kampung. 

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini ~dalah ber­
dasarkar. jual bell. Der:gan adanya ganti rugi atas tanaman 
yang tumbuh di atas tanah itu. Tar1ah tidak Qij1,1al, tetapi 
tanam~n diganti rugi ( tulak sangkul) maka berpindah hak 
pengufsaan atas tanah itu. 

d. Sewa - menyewa 
Menurut keterangan para infortnan di lokasi penelitian 

pada masa dahulu tidak dijumpai sewa menyewa tanah. 
Semua penduduk pada waktu itu bebas meminta tanah ke­
pa_da puang untuk dapat mengusahakan tanah sebagai sumber 
hidupnya. Demikian juga penduduk pendatang dari luar di­
berikan tanah dengan persyaratan telah menjadiniatga huta 
yaitu Saragih, Damanik, Purba dan Sinag~ serta meinatuhi 
aturan yang berlaku di daerah 1etsebut. Dengaii demikian 
semua penduduk pad a masa dahulu bolell, Gteiigwahakan 
taMl!t yang diberikan oleh puang tanpa ada sew~yewa. 
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Sesudah datangnya Belanda serta bertarnbahnya pen­
duduk pendatang, maka timbullah sewa-menyewa tanab. 
Untuk menjaga keutuhan serta keamanan penduduk, maka 
tolu sahundulan menciptakan aturan tentang sewa menyewa 
tanah sebagai pedoman pelaksanaan bagi penduduk. Adapun 
aturan yang dibentuk oleh tolu sahundulan dalam pranata 
ini, yaitu: bagi penyewa: 

- Sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak tentang 
sewa menyewa, misalnya: jumlah atau besar sewanya, jang­
ka waktu tanah disewakan da.Jl lain-lain. 

- Disaksikan oleh tolu sahundulan. 
- Harus diketahui oJeh pangulu. 

Dan terhadap sipenyewa tanah · tolu sahundulan membuat 
beberapa aturan antara lain: 

- Berusaha. agar tanah menghasilkaF tetap. 
- Tidak boleh memindahkan hak usaha kepada orang lain 

atau menyewakan, mer;jadikan jaminan hutang, menjual 
dan set•againya. 

- Sew~ya harus dibayar sesuai dengan basil musyawarah. 

Berdasarkan aturan sewa menyewa yang diciptakan oleh . 
tolu sahundulan tersebut, maka yang berkuasa atas tanah 
ialah yang menyewakan tanah. Sedangkan sipenyewa tanah 
mempunyai hak terbatas baik hak mengusahakan atau meng­
ambil basil tanah tersebut sesuai dengan perjanjian. Keduduk­
an yang menyewakan tanah lebih tinggi dari yang menyewa. 
Hal ini nampak pada waktu sipenyewa memberikan sewa 
kepada yang menyewakan. Demikian juga wewenang yang 
menyewakan tanah sangat luas, misalnya mengawasi tanah 
yang disewakan, memindahkan penguasaan tanah dan lain­
lain. Sedangkan wewenang sipenyewa tanah terbatas pada 
meng\isahakan tanah dengan sebaik-baiknya serta melaporkan 

. bila ada perma5alahan atas tanah yang disewanya itu kepada 
sipemilik tanah. 

Bentuk penguasaan tanah dalam pranata .ini adalah ter­
batas hanya selama jangka waktu sewa menyewa. Penguasaan 
sipenyewa penuh atas tanah itu sesuai dengan yang diperjan-



jikan tlalam sewa menyewa dengan sipemillk -4-anah. Bila 
batas · waktu sud ah habis, maka halt: kuasa penytwl' ·IUIW' dan 
penguasaan kembali kepada sipernilik. Bila ada:penengketaan 
dalam waktu sewa rnenyewa yang berwewenang menyelesai­
kan adalah tofu sahundulan dan harus diketatmi pangulu. 

4. Pranata Sosial Lainnya 

Dalarn pranata sosial ini yang menjadi pokok penulisan 
adalah tentang penguasaan tanah secara bersama-sama atau 
berkelompok. Sehingga akan jelas bahwa penguasaan tanah itu 
merupakan penguasaan bersarna, dikerjakan secarcl betsarna­
sarna dan hasilnya untuk bersama. 

- Juma Parkor.gsian 

Juma parkongsian atau juma parsadaan, ialah suatu per­
ladangan darat yang oleh penduduk kampung diusahakan 
secara bersama-sarna atau kollektif. Cara pendudulc untuk 
rnempero)eh atau menguasai tanah tersebut ialah dengan 
cara meminta kepada pernerintah seternpat a.tau penghulu. 
Luas tanah yang dikuasai atau diusahakan oleh penduduk 
kampung yang berjurnlah 25 rumah tangga adalah seluas 16 
rantai. Berdasarkan ijin penghulu desa Raya Tongah kepada 
penduduknya, maka penguasaan tanah dari pernerintah se­
ternpat beralih kepada penduduk kampµng Raya Tongfh. 

Juma parkongsian atau juma parsadaan ini banyak di­
jumpai di kecamatan Raya, rnisalnya: kampung Mangadei, 
kampung Hinalang Raya, kampung Kariahaan, kampung 
Tondang dan lain-lain. 

Kepengurusan juma parkongsian ini terdiri dari seorang 
ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Tetapi da­
lam pelaksanaan sehari-hari kepengurusan juma parkongsian 
dirangkap oleh ketua saja. Aturan organisasi julf'Ul·parktmg­
sian adalah sebagai berikut: 

- Tanah perladangan adalah rnilik bersama. 
- Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban sama dalam 

.Perkongrian. 
- H1iiJc anggota menerima basil usaha seswri dengan pemba­

gian sama rata. 
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_ --. Kewajiban anggota sama untuk mer.:gerjakanladang _secara 
· · . ,. gptong royong, mulai dari membuka hutan sarnpai memu-

npt hasil. . . 
, 1 - Tanah perkongsiall dapat dibubarkan dengan kemauan 

angota dengan s-uara terbanyak dan . tanah dibagi ber­
sama. 

Mengerjaka,n juma Pflrkongsian adalah secara gotong ro­
yong, tetapi kalau seseo~g berhalangan atau tid:ak hadir 
tenaganya harus dibayar dengan uang dari uang tersebut di­
masukkan ke dalain kas. Berdasarkan uraian di atas, jetaslah 
bahwa yang berkuasa atas tanah juma parkongsian a~alah 
penduduk kampung setempat. Kedudukan mereka adalah 
sama karena antara anggota dan pengurus tidak ada perbe­
daan · hak . .. Dengan kata Iain kepertgurusan adalah sebagai 
pengabdian di tengah•tengah masyarakat kampung tersebut. 
Wewenang yang menguasaijuma parkongsian itu adalah sama. 

. Ben,tuk penguasaan .· tanah juma parkongsian, adalah 
serupa dengan hak milik bersama dalam mengusahakannya. 
Kemudian setelah tanah tidak subur lagi, maka tanah itu me­
teka bagi b'etsarna dan niasing-maSing mempunyai hak atas 
pembagian itu tanpa kecuali. Jurna parkongsian atau juma 
parsadaan Raya Tongah sudah dibubarkan pada tahun 1980 

.· dan ta~ah terse'but dib3.gi sama oleh penduduk setempat. 
Sehingga penguasaan tanah yang dahulunya secara bersama­
sama beralih menjadi perorangan. Peralihan penguasaan dan 
pemilikail tanah juma parkongsian pada perorangan di Raya 
Tongah sama dengan peralihan penguasaan tanah di desa ke­
camatan Raya Jainnya. Hal ini terjadi karena organisasinya 
hampir sama dan namanyapun sama yaitu juma parkongsian 
ata1; j u ma -parsadaan. 

S. Pianata Kekerabatan 

Yang dimaksud dengan pranata kekerabatan adalah suatu 
aturan yang telah melembaga yang berfungsi untuk memenuhi 
:keperluan kehidupan keMrabatan yang berkaitan dengan pe­
nguasaan tanah. Pranata ini pada sub suku bangsa ·-Batak Sima­
hmgun yangq nayoritas di kecamatan Raya kabupaten Sima­
lungun, merupakan pranata yang sangat penting karena erat 
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sekalr hubUD1annya dengan ·. warisan. Hal ini penting karena 
orang Simahmgun adalah berdasarkan garis ayah atau marga 
pihak laki-laki. Kepada lalti-lakilah menurut adat hale menguasai 
tanah diwariskan oleh orang tuanya dan dapat diwariskan secara 
turun-temurun. 

a. War is an 

Hukum waris adalah hukum tentang hale penetus meng­
usahai tanah secara turun-temurun. Pada sub suku Simalu­
ngun hanya laki-laki berhalc mewarisi tanah, sedangkan pe­
rempuan tidak berhalc menerima warisan tanah menurut 
hukum adat. Kalaupun ada perempuan menerimanya bukan­
lah aturan adat tetapi karena belas kasihan saja yang disebut 
ottou ni uhur. 

Yang berkuasa atas tanah adalah orang tua yang berwe­
wenang kelak mewariskan kepada turunannya laki-laki. 
Kedudukan orang tua sebagai pewaris lebih tinggi maka dapat 
menentukan bentuk pewarisan itu. Demikianjuga mengenai 
jenis dan besar yang diwariskan atau yang dihibahkan. 

Yang menerbitkan aturan warisan ini adalah tolu sal:un­
di:lan, yakni senina, tondot:g dal'! anak boru. Adapun atura~ 
umum yang diciptakan oleh tofu saf'.undulan dalam pemba­
gian tanah warisan adalah setagai berikut: 

1 ). Anak yang sulung lebih banyalc atau lebih luas bagian­
nya dari pada anak tengah serta analc yang bungsu. 
Hal ini didasarkan atas tanggung jawabnya lebih besar 
dari seluruh adik-adiknya. Bahkan apabila ayahnya 
meninggal dan adik-adiknya masih kecil, anak yang su­
lung harus bertanggung jawab, karena menurut aturan 
adat ac?ik-adiknya tidalc kematian ayah dalam arti per­
tanggung jawaban. Oleh karena itu pertanggung jawaban 
sesudah si ayah meninggal jatuh pada analc yang sulung. 

2). Anak-anak tengah mendapat lebih kecil pembagjannya 
dari analc sulung dan anak yang bungsu. Hal ini didasar­
kan bahwa anak-analc tergah ini telah dapat meresapi 
tenaga orang tua serta abang-abangnya dalam rangka 
membentuk pribadinya ke arah kedewasaan dalam arti 
uptuk dapat berdiri sendiri menangguW.gi kebutuhan 
dan kehidupannya dalam masyarakat. 

j 
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3). Anak yang bungsu menerirn,a pembagian lebih k-ecil 
dari yang sulung dan le bih besar dari anak tengah. 
Hal ini didasarkan karena. dialah yang paling kecil, serta 
selalu bersifat manja · dihadapan orang tua serta abang­
abangnya dan kakak-kakaknya. Sehingga anak bµngsu 
ini wajar dibantu oleh saudara-saudaranya. Berdasarkan 
ini pulalah, maka rumah peninggalan orang tua biasa­
nya jatuh pada anak bungsu tapi adakalanyajatuh pada 
anak yang paling sulung apabila anak bungsu menyetu­
juinya dengan dasar yang bungsu telah . jauh dirantau 
orang serta berkedudukan agak lumayan. 

Syarat-syarat pembagian warisan: 

- Apabila kedua orang tuanya telah meninggal. 

- Apabila salah seorang orang tuanya sudah meninggal, 
tetapi yang seorang lagi sudah tua usianya, sehingga orang 
tua tersebut, menganjurkan pada anaknya agar pembagian 
warisan tanah dilaksanakan pada masa hayatnya. 

Apabila terjad,i pembagian atas tanah warisan, maka 
keharusan dihadiri oleh tolu sahundulan untuk meluruskan 
serta mendamaikan sesama mereka yang bersaudara agar 
terdapat kedamaian serta keharrncnisan. Kalat: tolu . sahun­
dv.lan . tidak ma~pu menyelesaikan pembagian warisan ter­
se.but, maka ditingkatkan kepada Zima saocoran. ialah terdiri 
dari tolu sahundulan ditambah dengan tondong ni tondong 
dan anak bcr11: mintori. Hal ini biasanya apabila diantara 
bersaudaia terjadi percekcokkan yang agak sulit menyelesai­
kannya. Setelah terjadi pembagian warisan, maka yang ber­
kuasa atas tanah ialah semua anak laki-Iaki berdasarkan hu­
kum adat Simalungun. 

Kedudukan para ahli waris itu dalam penguasaan tanah 
sudah tinggi menurut hukum adat karena sudah sama dengan 

. hak milik. Setelah disyahkan atau diresmikan oleh tolu sa­
hundulan, pembagian tan3h tersebut, maka wewenang para 
ahli waris sudah kuat. Apabila terjadi masalah batas tanah 
yang dibagi tadi, maka pembuat aturan yaitu tolu sahundulan 
akan turun tangan, untuk menyelesaikannya. Bentuk pengua­
saari dalam pranata ini masing-masing yang menerima warisan 



itu adalah bentuk hak milik tanah yang turun temurun 111e­
nurut hukum adat Simalungun. Dengan kata lain, bentuk 
seperti inilah yang terkuat hukumnya menurut adat. 

Bent~ penguasaan dalaln pranata ini adalah berdasar­
kan warisan yaitu pemindahan kekuasaan kepada yang ber­
hak menerima warisan. 

b. Jndahan Arian 

Pengergian kata indahan arian ialah indahan atau nasi, 
arum atau siang hari. Pengertian indahan arian ialah nasi un­
tuk siang hari atau makanan untuk siang hari. Jndtihan arian 
adalah merupakan perumpamaan dan artinya adalah pembe­
rian sebidang tanah oleh orang tua kepada boru nya yang 
baru mempunyai anak pertama. Pemberian tanah kepada 
cucu merupakan kekecualian yang jarang terjadi karena ti­
dak melalui aturar- adat yang ser.mla. Hal ini terjadi bagi 
orang tua yang menguasai tar.ah serta rasa kasihar. dan sa­
yapg pada bon1nya. Pemberian tanah biasanya diketahui 
olel: saudara laki-Jaki pihak gadis bahkan disaksikan oleh 
tolu sohundukm. Dengan cara indahan arian ini, maka berpin­
d~hlah penguasaan tanah dari pihak orang ttta kepada boru­
nya. Beberapa bulan kemudian datangjah boru11ya membawa 
makanan secara adat kepada orang tuanya dan ,sekaligus me­
nerima sebidang tanah serta disaksikan oleh saudara Jaki­
laki dihadapan tofu sahundulan. 

Berdasarkan pemberian sebidang tanah terhadap boru 
yang disebut indahan arian, maka yang berkuas;i at?-S tanah 
iala~ boru yang kawin dengan marga Jain. Namun deqiikian 
walaupun tanah it1-" sudah dikuasai oleh boru ter5ebut, kedu­
dUkannya tetap terendah dari tondongnya. Hal ini jelas nam­
pak boru tidak berani memindahkan penguasaan atas tanah 
itu 'pada orang lain tanpa setahu tondong. Wewenang boru 
sebagai penguasa tanah bebas memperusahai tetapi harus 
menurut aturan adat yang berlaku. Hal ini disebabkan karena 
pemberian tanah ini adalah penghargaan yang setinggi-tinggj­
nya terhadap boru. 

Bentuk penguasaan tanah seperti ini adalah berdaiarkan 
pemberian karena belas kasihan bukan kare~a adat. Penguasa­
an a~s t4J;lah pada boru yang menerima adfl}ah Sfah walau­
pun ma:rga lain. 



6~ Pranata Pendidikan 

Pranata pendidikan ialah suatu aturan yang telah melem­
baga dan berfungsi sebagai dasar menyelenggarakan pendidikan 
dalam rangka mencerdaskan masyarakat. · 

Pada waktu kerajaav Raya· atau sebelum masuknya agama 
Kristen, orang Simalungun sudah belajar aksara Simalungun 
atau tulisan Batak Simalungun di rumah-rumah. Sesudah masv.k 

,, agama Kristen ke daerah Simalungun pada tahun 1903, zending 
mengembangkan pendidikan <;Ii SimalungunxDan khusus di Pe­
matang Raya sejalan dengan pengembangan agama Kristen ber­
kembang pula sekolah-sekolah zending. Mula-mula para pendeta 
kuria merangkap sebagai pimpinan sekolah bersama-sama de­
ngan pengurus .gereja menyebarkan serta memajukan pendidik­
an. Pada tahun 1904 sekolah-sekolah didirikan dengan swadaya 
masyarakat di atas sebidang .tanah yang diberikan oleh raja. 
Dengan demtkian berpindahlah penguasaan tanah. dari raja ter­
se but kepada zending. 

Sejak pemerintahan a tau penjajahan J epang di Indonesia, 
sekolah zending .yang ada di kecamatan Raya dikoord~er oleh 
pemerintah Jep~mg · sehingga kepemimpinan · gereja, dengan se­
kolah terpisah. Setelah Indoneiia merdeka perkembangan aga­
ma dan perkembangan sekolah sangat pesat sekali .. 

a. GKPS Pematang Raya 
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Pada tahun 1954 masyarakat menyerahkan sekolah 
swasta tersebut kepada HKBPS (Hurla Kristen Batak Protes­
tan Simalurtgunt sekaligus dalam hal penguasaan tancih itu. 

· Kemudian berdiri pulalah SMP, SMEP, S~EA yang diasuh 
oleh HKBPS sehingga dibentukla}l BPP (Badan Penyelenggara 
Pendidikan). Pada tahun 1953 HKBP (Huria Kristen Batak 
Prot'estan) memerdekakap gereja Simalungun tetapi belum 
seratus persen. Hanya dalam bidang tahnis pelaksanaan, · 
pemakaian bahasa Simalungun dilaksanakan dengari sepenuh­
nya. Kemudia_n pada tahun 1963 gereja Simalungun berdiri 

· sendiri atau mar-jae dari HKBP dan dirubah nam~nya menjadi 
GY.PS. Kemudian GKPS dapat menjalankan program sendiri 
dan peratutan sendiri. Sejalan dengan itu, maka bidang pen­
didikanpun dikelola oleh GKPS sendiri sesuai dengan kemam­
puannya. Berdasarkan uraian di atas maka perrguasaan tanah 



tertinggi serta sekolah adalah GKPS. Dan sebagai pelabanaan 
dilimpahkan kepada BPP (Badan Penyelenggara Pendidikan) 
untltk menentukan aturan pengembangan sekolah dalam arti 
hU115 seusai dengan peraturan .GKPS. Struktur organisasi BPP 
(Badan Penyelenggara Pendidikan) adalah · sebagai berikut: 

I). Pengawas adalah Majelis Gereja GKPS, 
2). Pengurus GKPS yang terdiri dari: 

a. Ketua, b. Sekretaris, c. Bendahara Gan 
d. Seluruh staf. 

Kedudukan GKPS dalam penguasaan tanah persekolahan ter­
sebut adalah merupakan penentu, karena merupakan organi­
sasi gereja serta mengelola persekolahan berdasarkan aturan 
yang sesuai dengan pemerintah. 

Wewenang GKPS dalam penguasaan tanah tersebut sa­
ngat luas yaitu dapat merubah penggtm~n tanah kosong 
menjadi persekolahan, bangunan gereja dan fungsi sosial 
lainnya yang berkaitan dengan agama Kristen serta berdasar­
kan lJndang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 

Bentuk penguasaan tanah GKPS adalah hampir sama 
dengan bentuk hak milik yaitu dengan dasar pemberian 
rakyat secara resmi, dibeli dan lain-lain. Dengan de~ikian 
dapat disimpulkan bahwa, penguasaan tanah pada perseko­
Jahan GKFS Pematang Raya adalah pusat dan BPP yang ber­
kantor di Jalan Jenderal Sudirman PematangSiantar. 

b. TP/ f:''aman Pendidikar: Islam) Pematang Siantar. 

Taman Pendidikan Islam mert"pakan sebuah lembaga 
pendidikan analc-ar-ak yang beragama Islam. Tanian · pendi­
dikan Islam ini ·adalah suatu organisasi pendidikan yang ber­
pusat di Medm. Cabang-cabangnya terdapat di Pematang 
Siantar, dan TPI Pematang Raya adalah sebagai ranting. 
Cabang di kabupaten disebut Komisaris daerah TPI. Komi­
saris daerah inilah yang mengelola sekolah-sekolah Islan) ~­
kabupaten Simalungun, termasuk yang di kecaD14tan Ray.a. 

Yang menguasai tanah itu adalah pengurus ·~ be­
serta jemaahnya sesuai dengan pengwakapan ·tanah itu dati 
O.K.M. Aliviah. Dan yang berkuasa menentukan ptnggunaan 
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tanah adalah pengurus TPI kelurahan Pematang Raya atas 
persetujuan pengurus mesjid tersebut. 

. Berdasarkan uraian di atas, yang berkuasa atas tanah 
wakap adalah mesjid atas nama seluruh umat Islam di kelu­

,, ., rahan Pematang Raya. Taman Pendidikan Islam jug& diatur 
oleh pengurus mesjid. 

Untuk mengelola sekolah tersebut dibentuk suatu ke­
pengurusan sebagai berikut: 

-Ketua 
- Sekretaris 
- Bendahara 
- Seksi-seksi yang terdiri dari : 

a). Seksi Pendidikan 
b ). Seksi Pembangunan 

· c). Seksi Dana 

Sekolah Taman Pendidikan Islam dalam peinakaian ta­
nah harus · sei)fu pengurus mesjid sesuai dengan penghawa­
kapan tanah itu. Dengan kata ~ain mempergurtakan tanah 
wakap harus ada hubungannya derigan agama Islam. 

C ... ~BENTUK PENGUASAAN T~AH . ,· . '' ' . ·;· ' /-

Setelah mengetahui· pranata-pranata ' sosia1 yang berlaku da­
lam penguasa tanah secara · tradisional di kecamatan Raya, maka 
dapat pula diketahui bagaimana bentuk-bentuk penguasa tanah 
secara umum dalam berbagai macam perbedaan dan persamaan­
nya. 

Bentuk penguasaan tanah dimaksudkan adalah tentang bagai­
mana cara lahirnya penguasaan · terhadap sebidang tanah. Dengan 
·kata lain bagaimana terjadiny~ hubungan hukum antara seseorang, 
atau badan hukum terhadap sebidang tariah dalam penguasaannya. 

; ·Pada pranata politik seperti ker~jaan, lahirnya hakmenguasai 
-atas daerah wilayahnya adalah berdasarkan kedudukanily(l sebagai 
-taja; Ked\ldukan· raja sangat ting8i, karena raja adalah ~kil Tuhan 
.Yang; Maha Kuasa di dunia atati di wililyah kerajaanrtya. Karena 
~.u lahirlali. hak menguasai daerah itu. Kekuasaan raja adalah 
:llJUtlak terhadap tanah di daer.ah kemjaannya. 
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Keltuasaan raja yang begitu tinggi di daerahnya, didelegasikan 
kepada pemerintahan bawahan, berarti kekuasaan atas tanah ada­
lah berdasarkan pendelegasian raja, misalnya kepada parbapaan, 
partuanon, ma baggal, partuanon, dan pangulu. Penguasaan tanah 
bentuk seperti ini tidak ada lagi sejak revolusi tahun 1945 di keca­
matan Raya. 

Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, bahwa penguasaan 
tanah yang paling tinggi dari kekuasaan raja adalah habonaron. 
Habonaror. menciptakan dunia ini dan segala pengisinya. Oleh ka­
rena itu habonaron arlalah penguasaar- yang asal atau penguasa 
yang permulaan. Karena itulah menurut kepercayaan animisme 
diadakan pemujaan dengan upacara tertentu. Akan tetapi pengua­
sa menurut kepercayaan ini hampir tidak ada lagi dalam masya­
rakat karena pengaruh agama. 

Tanah yang telah dikuasai oleh raja dan diberikan kepada 
penduduk yang membutuhkan dan sudah dikuasainya dengan 
hak mengusahakan, merupakan bentuk penguasaan pertama 
bagi masyarakat di suatu kerajaan atau kepenghuluan. 

Raja sebagai penguasa tertinggi di kerajaannya memberikan 
hak penguasaan bagi rakyatnya. Rakyat dapat menguasai tanah 
dengan cara meminta kepada raja menurut prosedur adat. Tanah 
yang akan diberikan oleh raja harus lebih dahulu itoutou dan 
memberikan tanda-tanda batas. Selanjutnya dilaksanakan upacara 
membuka hutan menurut aturan adat kerajaan. Bila prosedur itu 
telah dilakukan seseorang maka lahirlah hak penguasaan atas ta­
nah itu. Lahirlah hubungan hukum antara seseorang penggarap 
dengan tanah. 

· Tanah yang telah dikuasai oleh raja dan diberikan kepada 
penduduk yang membutuhkan dan sudah dikuasainya dengan 
hak usahanya, merupakan bentuk penguasaan pertama bagi ang­
gota mas}arakat di suatu kerajaan atau kepenghuluan. 

Bila tanah itu dikerjakan terus menerus, berarti penguasaan 
atas tanah itu akan melekat secara terus menerus. Berarti kedu­
dukannya sebagai penguasa tanah itu semakin kuat. 

Tanah yang dikuasai seseorang atav. badan hukum dapat di­
wariskan kepada keturunannya menurut hukum adat. Dengan 
cara pewaris kekuasaan atas tanah akan timbul suatu bentuk pe­
nguasaan tanah kepada yang menerima warisan. Pewarisan itu da-
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pat berlangsung terns menerus dari satu generasi ke generasi sete­
rusnya. Berarti akan terjadi pewarisan kekuasaannya. 

Tanah ·yang dikuasai seseorarig berdasarkan hak teriis mene­
nis diusahakan, warisan atau hcik rnembuka hutan dapaf benilih 
penguasaannya. Pengalihan kekuasaan dengan jual bell · ;atau 
tulak sangkul. Bentuk penguasaan tanah seperti ini adalali ~er­
dia'satkanjual beli atau ganti rugi. 

·· ·· 't>alalD bentuk l~in adalah p'engallhan hak·penguasaan t erba­
ta~, sePertf pada doridon, sewa menyewa dan bagi basil. Penerirna 
dondon,' penyewa dan yang me~gerjaldm '·bagi hasil~· rri~rtgifasm 
tanah d~am batas-batas · tertentu' sehubungan dengan pe~ua~an 
tanah. · 

Selain dari pada itu juga bentuk penguasaan tanab secara 
pemindahan yaitu dengan wakaf. Penguasaan tanah yang telah 
diwakafkan kepada seseorang untuk kepentingan umum dan da­
lam hubungan keagamaan berpindah juga hak penguasaannya ber­
sama-sam~ dengan perwakafan tartah tersebut. 

,. 
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BAB V 

POLA PEMILIKAN T ANAH 

A. PRANATA,.PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM 
PEMILIKAN T ANAH 

Untuk mengeta1'ui pola pemilikan tanah di daerat! kecamatan 
Raya mal' a perlu diketahui pranata-pral'ata scosial yang berlaku 
dalam pemilikan tanah yang masih ada pengaruhnya dan berperan 
serta dalam masyarakat. Pranata-pranata tersebut meliputi pranata 
politik, pranata religi, pranata ekonomi dan pranata-pranata lain­
nya serta hukum adat. 

Yang dimaksud pranata sosial ialah seperangkat aturan-aturan 
yang berlaku, yang berkenaan dengan kedudukan dan penggolong­
an dalam suatu kelompok yang mencakup suatu kehidupan sosial, 
dan mengatur peranan serta berbagai hubungan kedudukan dalam 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam 
hub\mgannya dengan pemilikan tanah. Perangkat aturan-aturan 
yang telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi terdahulu, 
ke generasi berikutnya merupakan alat, dalam rangka memelihara 
kesinambungan satuan kehidupan sosial di bidang pemilikan tanah. 

Dengan pengertian pranata di atas dalam hubungannya de­
ngan pemilikan tanah secara tradisional di kecamatan Raya, maka 
natnpaklah pengaruh dan peranan dari pranata politik, pranata 
religi, pranata ekonomi dan pranata-pranata lainnya serta hukum 
adat yangberlaku dalam pemilikan tanah yang organisasinya, 
aturan yang dibuatnya, kedudukan, wewenang serta bentuk pemi­
likan tanat..nya ialah sebagai berikut: 

1 . Pranata Politik 
Pranata politik memiliki tanah yang rr~asih berpen&aruh 

dan beri:eranar: dalam masyarakat ialah: a. Kerofaan, b. Juma 
Bolag, c. Juma To/ongan, d. Juma Anggap, dan e. Juma ni 
Naatpuang. 

a.Ke raj aa n 

Yang dimaksud dengan kerajaan ialah s\,tatu pemerin­
tahan yang absolut dan turun temurun, seperti yang terdapat 
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di kerajaan Raya dahulu, Raja yang pertarna adalah Lajang 
Raya . Saragih Garingging sebagai pemilik kerajaan dan ber­
kuasa penuh atas seluruh wilayah kerajaan Raya. 

Struktur organisasi kerajaan terdiri dari raja sebagai 
penguasa tertinggi yang mendelegasikan kewewenangannya 
kepada bawahannya secara hierarkhis, yang terdiri dari: para 
parbapaan dan para partuanon na baggal, parbapaan dan 
partuanor: na baggal terdiri pula dari beberapa partuanon 
(biasa) dan partuar.on terdiri dari beberapa par.gulu. Par:.gulu­
lah yal!g langsung membawahi rakyat banyak. 

Raja di samping langsung pula membawaN beberapa 
partuanon yang menjadi karnpung para isterinya, dalan· men­
jalankan pemerintahannya dibantu oleh gamot kerajaan 
Raya, gamot rumah bolon dan pangulu balei. 

Mereka tidak memiliki tanah tapi memiliki daerah kera­
jaannya. Dalam pemerintahan mereka dibantu gamo t disetiap 
tingkat yang ada di kerajaan Raya. Mereka mengatur pemi­
likan tanah bagi rakyat dengan hak mengusahakan tanah 
guna kehidupan kerajaan dan rakyat kerajaan. Dalarn aturan 
yang dibuat oleh kerajaan terdapat ketentuan bagaimana 
cara memiliki atau cara memperoleh tanah di kerajaan Raya. 

Pemilikan atau memperoleh tanah dalam arti penguasa 
tertiDgg°i di kerajaan Raya, adalah dengan cara mendirikan 
kerajaan itu dahulu dan raja dianggap sebagai wakil dari 
naibata atau habonaron di daerah ini, yaitu Saragih Garing­
ging dan Saragih Sumbayak. 

Kemudian karena keturunan raja bertambah banyak 
maka mereka membuka hutan-hutan baru di seluruh pelosok 
kerajaan Raya bersama dengan rakyatnya sehingga tanah 
kerajaan Raya semakin meluas, meliputi kecamatan Raya dan 
kecamatan Raya Kahean. Mereka menjadi partuanon atas 
daerah-daerah yang baru dibukanya itu tapi tetap tunduk 
kepada pusat ·kerajaan yang ada di Raya. 

Rakyat meminta ijin untuk membuka hutan kepada 
raja yang diwakili oleh parbapaan, partuanor:. na baggal, par­
tuanor (biasa) dan pargulu. Para pangulu atau partuanon 
atau parbapaan atas nama puarg memberikan ijin kepada 
rakyat untuk membuka hutan dengan cara manoutou ha-



rangan. Setelah itu dibuatlah tanda-tanda batas afi8s tanah 
hutan tadi, maka timbullah hak pemilikan tanah hutan ter­
sebut atas nama rakyat yang bersangkutan dengan hak meng­
usahakannya. Apabila tanah tersebut diusahakan secara terus 
menerus, maka pemilikan tanah tersebut semakin kuat. Se­
telah beberapa kali panen, maka kesuburan tanahnya berku­
rang. Untuk memulihkan kesuburan tanah itu, maka tanah 
ditinggalkan untuk beberapa tahun, umumnya antara 3 sam­
pai 5 tahun. Selama tanah tersebut ditinggalkan, maka rak­
yat tersebut memiliki hak galunggung atas tanah itu. Selama 
syarat-syaratnya dipenuhi maka anggota masyarakat tersebut 
mempunyai hak pertama untuk mengusahakan tanah galung­
gungnya. Kemudian hak galunggung tersebut dapat pula 
diwariskan kepada keturunannya. 

Hak galunggung atas tanah tadi dapat berakhir apabila 
yang bersangkutan mentelantarkannya lebih dari jangka 
waktu yang ditentukan oleh kerajaan. Atau yang bersang­
kutan pindah dari kampung yang bersangkutan atau karena 
kesalahan melanggar adat dan larangan kerajaan lainnya, 
sirakyat berubah status dari paruma (rakyat) jadi jabolon 
atau budak atas putusan rapat kerajaan. Dalam keadaan de­
mikian maka hak pemilikan atas tanah tersebut, ker.-!bali 
kepada kerajaan. Kerajaar- dapat memberikan kepada ang­
gota masyarakat lainnya yang memerlukan untuk usaha. 

Bagi orang luar yang bukan rakyat kerajaan dapat pula 
memperoleh hak milik atas tanah dengan ijin kerajaan asalkan 
mau mematuhi aturan kerajaan beserta adatnya. Antara lain 
misalnya meminta tanah dengan syarat ad·at kepada pangu/u, 
meiniliki dan memasuki salah satu marga dari empat marga 
tanah yang ada di Simalungun yaitu Sinaga, Purba, Damanik 
dan Saragih. 

Bentuk pemilikan tanah pada kerajaan ini adalah dalam 
arti penguasaan mutlak atau wilayah kerajaan Raya secara 
turun temurun. Sedangkan pada rakyat bentuk pemilikan 
tanah ialah dengan cara membuka hutan, membuat tanda­
tanda batas, mengelola terus menerus atuapun warisan. 

b. Juma Bolag 

Juma bo/ag ialah milik tanah kerajaan (raja dan perang­
kat kerajaan yang hasilnya digunakan untuk belanja kerajaan 
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dan keluarga raja), karena kekuasaan atas tanah mutlak ber­
ada di tangan raja. Pada pertama kalinya juma bo/ag kepu­
nyaan raja dilakukan dengan cara membuka hutan atau ma­

noutou harangan dan selanjutnya membuat tanda-tanda 
batas, yang dilakukan oleh gamot kerajaan dengan bantuan 
gotong royor.g rakyat. Selanjutnya diusahakan secara terns 
menerns oleh kerajaan, kemudian ditinggalkan menjadi 
galunggung dan seternsnya dapat diwariskar:., secara turnn 
temurun kepada putera mahkcta pev1aris kerajaan. Keci.udian 
dikuasai dar· diusahakan secara terns menerns guna belanja 
kerajaan. 

Bentuk pemilikan tanah juma bolag ialah mutlak di­
kuasai raja dan perangkat kerajaannya secara turnn temurnn. 
Sebenarnya pada juma bo/ag bukanlah hak milik menurnt 
hukum Barat (eigendom) tetapi lebih tepat dinamakan kepu­
nyaan. Demikian juga dalam pada juma tolongan, juma ang­
gap dan juma ni nasipuang. 

c. Juma Tolongan 
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Juma tolongan ialah tanah kepunyaan kerajaan -yang 
terdapat agak jauh dari ibukota kerajaan, dan berada pada 
tempat yang strategis, yang mernpakan pertengahan beberapa 
daerah atau kampung, dipimpin oleh parbapaan, partuanon 
na baggal atau,partuanon biasa dan pangulu. 

Cara pemilikan tanah adalah atas kekuasaan raja meng­
hunjuk sebid'ang tanah perladangan. Kemudian mendelegasi­
. kan kekuasaan kepada bawahannya guna membangun ju ma 
tolongan untuk dikerjakan oleh rakyat sekitarnya, yaitu un­
tuk tiap kepala keluarga seluas 0,50 ha, dipimpin oleh para · 
pangulu setempat. 

Dengan jalan membuka hutan membuat tanda-tanda 
batas sampai mengusahakan serta mengantarkan hasilnya ke 
lumbung milik raja menjadi tangguhg jawab rakyat tersebut. 
Tanah yang pengelolaannya demikian itulah disebut juma 
tolongarr'sebagai pengganti pajak rakyat yang berdiam seki­
tar juma tolongan. 

Cara pemilikannya (memperolehnya) ialah dehian ja­
lan menentukan lokasi yang baik, raja sebagai penguasa ter-



tjnggi bebas memilih tan.ah yang paling sut·ur di kerajaan itu, 
karena hak mutlak raja dan perangkatnya atas wilayah kera­
jaan itu. Bentuk pemilikan se.perti ini berdasarkan kekuasaan 
raja menetapkan sebidang tanah untuk juma tang(lllam. 
Kemudian dapat diwariskan kepada keturunannya. 

d. Juma Anggap 
Juma anggap adalah sebidang tanah tertentu yang ter­

dapat di setiap parbapaan atau partuanon na baggal yang 
merupakan kepunyaan kerajaan yang pengurusannya dilaku­
kan oleh parbapaan atau partuanon a tau pangulu, yang diker­
jakan oleh rakyat secara gotong royong pada saat-saat terten­
tu menurut aturan dari puang. 

Pembukaan hutan, membuat tanda-tanda batas dikerja­
kan oleh rakyat secara serentak dan dipimpin oleh orang 
yang mewakili puang dengan dibantu oleh gamot huta yang 
bersangkutan. 

Cara pemilikan atau memperoleh tanah ialah berdasar­
kan perintah kerajaan sebagai penguasa untuk mengadakan 
juma anggap di beberapa tempat kerajaan yang strategis, 
misalnya di pertengahan kampung yang baru didirikan oleh 
perangkatnya. 

Bentuk pemilikan ini ialah atas dasar kekuasaan raja 
sebagai penguasa atas kerajaan Raya dan diwariskan secara 
turun temurun, kepada putera mahkota pewaris kerajaan. 

e. Juma Ni Nasipuang 
Cara pemilikan atau memperoleh tanah, dengan cara 

raja kawin dengan sesec•rang putera di luar kerajaan raja 
atau puteri ral<yat biasa, rnaka sebagai penghormatan ia 
diangkat jadi nasipuang untuk se.suatu kampung tertentu. 
Untuk keperluar' hidupnya, maka raja mer.entukan sel:>idang 
tanah sebagai ladang untuk nasipuang. Karorpung itu langsung 
di bawah kuasa dan perintah raja yar:g untuk mewakilinya 
sehari-hari dihunjuk orang kepercayaannya dan dilengkapi 
pula dengan anak boru huta. Rakyat ditugaskan membuka 
hutan dengan cara manoutou harangan membuat . tanda­
tanda batas untuk juma ni nasipuang. Kemudian tanah itu 
diusahakan guna memenuhi kepetluan belanja nasipuang 
beserta bamba perempuan yang diperbahtukan 'padanya. 
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Bentuk pemilikan tanah (kepunyaan) pada pranata ini 
ialah atas dasar kuasa raja menengukan sebidang tanah dan 
diwariskan turun temurun kepada anak-anaknya. 

2. Pranata Religi 
Pranata religi merupakan suatu aturan yang tetap, gunanya 

untuk mengatur bentuk pelaksanaan kegiatan manusia dalam 
rangka memberi kepercayaan atau keyakinannya terhadap si­
pencipta Tuhan Yar:g Maha Esa. Pranata religi yang ada di 
daerah ini adalah habonaron GKPS, Katolik dan Mesjid. 

a. Habonaron 
Menurut kepercayaan animisme, bahwa yang berkuasa 

dan memiliki tanat adalah habonaron sebagai pencipta. 
Haboraron memperoleh tanah ialah dengan cara mencipta­
kannya termasuk mahluk hidup yang ada di atasnya. Bentuk 
pemilikan tanah seperti ini adalah pemilikan asal atau per­
mulaan, sesuai dengan sifat penciptanya. 

Mahluk hidup termasuk manusia penghuni bumi, bebas 
mengambil tanah untuk kepentingan hidupnya. Kemudian 
timbullah kepercayaan manusia untuk menghormati pencip­
tanya. Untuk mewujudkan hubungan itu terbentuklah peran­
tara· (medaitor) yang mempunyai fungsi mengatur Cl{a me­
nyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap penci~ 
tanya oleh datu. Datu sebagai pengurus dalam hubungan 
manusia dengan penciptanya, membuat =suatu aturan pemu­
jaan terhadap habonaron. Mediator (datu) mempunyai pe­
ngetahuan khusus untuk menyampaikannya kepada pencip­
tanya. Oleh karena itu untuk lancarnya penyampaian upa­
cara dan kelengkapan sarana pelaksanaan, maka penduduk 
memqerikan sumbangan basil panen kepada mediator. Besar­
nya sumbangan bergantung dari banyaknya hasil panen. ' 

Pranata religi rnenurut kepercayaan anirnisme seperti 
ini tidak ada lagi diternukan di daerah lokasi penelitian, 
karena pengaruh perkernbangan agarna. 

b. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) 
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Gereja Kristen Protestan Sirnalungun sebagai organisasi i. 
agarna di Simalungvn dan merupakan pirnpinar:. yang terting-



gi di gereja Simalungun, GKPS mer:gorganisir kegiatan gereja 
sarnpai ke kampung-kampung di Simalungun juga di luar Si­
malungun dan di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan ke­
giatan kemudian dibentuk seksi-seksi pada tiap gereja. 

Yang memiliki tanah ialah GKPS pusat. Seksi-seksi 
tidak ada mempunyai tanah sebab pemilikan tanah atau harta 
kekayaan adalah dengan sistim sinodia.l, yang artinya pemi­
likan oleh pusat yakni GKPS. Oleh karena itu penambahan 
tanah atau penjualan maupun pembangunan adalah atas 
kuasa dari GKPS sebagai penguasa dan pemilik tanah. 

Cara memperoleh tanah ialah dengan warisan dari ge­
reja terdahulu sejak tahun 1903. Selain dari itu pemilikan 
dengan cara pembelian dan pemberian (sumbangan) dari 
anggota gereja yang mempunyai sebidang tanah dengan hak 
mengusahakan. 

Bentuk pemilikan tanah GKPS adalah bentuk warisan, 
pe~belian dan pemberian. Pada umumnya tidak ada bentuk 
membuka hutan, karena tanah gereja statusnya adala:h tanah 
yang sudah mempunyai status pemilikan. 

c. Gereja Roma Katolik 
Gereja Roma Katolik merupakan salah satu sekte Kris­

ten yang berpusat di Roma. Tanah ini merupakan milik ge­
reja Roma. Pemilikan yang dimaksud adalah hak pakai dan 
hak usaha bagi tanah pertanian. 

Tanah diperoleh dengan pemtelian atau ganti rugi atau 
pemberian oleh anggota gereja atas usaha swadaya masyara­
kat setempat. 

Benttk pemilikan adalah bentuk pembelian (ganti rugi) 
dan pemberian (sumbangan). Disini tidak ada bentuk mem­
buka hutan, galunggung sebab gereja Roma Katolik baru ber­
kembang di daerah itu. Tanah pada umumnya sudah me~­
punyai status tidak ada lagi tanah negara bebas. 

d.Mesjid 

Mesjid adalah rumah ibadah bagi orang yang beragama 
Islam. Untuk melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan aga­
ma dibentuk Yayasan. Yayasan mengkoordinir semua kegiat-
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an ke · luar dan ke · dalam, dalam rangka mengembangkan 
agama Islam di daerah itu. 

Yang memiliki tanah .dalam arti hak pakai, ialah Ya­
yasan atas nama s~luruh umat Islam di daerah itu. 

. Cara m'emperoleh tanah itu adalah berdasarkan peng­
wakafan dari O.K.M. Aliviah pada zaman penjajahan Belanda 
tahun 1936: Luas tanah yang diwakafkan 3.717 m2. 

. ~ . 
Bentuk pemililcan tanah seperti ini adalah bentuk peng­

wakafan, yaitu pemberian seseorang yang beragama islam di 
Pemf tang Raya dan dipakai untuk ~kepentingan umum, 
.seperti mesjid atau kuburan. Oleh karena itu tanah tidak 
~oleh ditarik kembali oleh yang mewalqlfkan, t'etapi adalah 
menjadi kepunyaan umat };'ang beragama Islam di tempat itu 
setara tuiun temurun. " 

· 3. Pranata Ekonomi 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan ekono­
mi. Perekonomian yang baik akan mempengaruhi hidup manu­
sia. Oleh sebab itu ·~ejak dahulu soal perekonoffiian sudah diatur 
sedemikian rupa agar hubungan ekonomi dalam masyarakat 
menjadi baik. Hubungan ekcnomi dalam· masyarakat diatur 
d~m berbagai pranata. Jenis pranata pada tiap daerilh berbeda 

·se~u~ dengan keaciaan daerah itu. Pranata yailg terdapat di dae­
. rah 'pe'.nelitian antara .lain aclalah: bolah pining, dondon, tahar 
atau boroh, jual beli atau tulak sangkul dan sewa menyewa. 

a. Bolah Pining 
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Bolah pining adalah salah satu kegiatan ekonomi dengan 
cara mengerjakan tanah orang lain dan hasilnya dibagi dua an­
tara pemilik tanah dengan p(lmolah pining. 

Pemilik tanah p&da bolah pining ialah orang yang mem­
punyai tanah, dimana kemudian tanah itu dikerjakan oleh 
orang lain ( pamolah pining) menurut aturan bo~h pining 
yang ditentukan oleh tolu sahundulan. Pemilikan tanah pada 
pranata ini adalah pemilikan menurut hukum adat yaitu hak 
mengusahakan, hak memungut basil · atau hak menikmati. 

Hak milik adat semacarn ini dapat diperoleh dengan be­
berapa cara, yaitu: membuka hutan dan mengusahakan se-



cua terus menerus, gaftmggung, warisan :\tan pem~lian. 
Membuka hutan adalah cara memJ'eroleh bale tanah )"lllg ter­
dattufe. Pada umumnya pemilikan tanah pada ma&& dahulu 
dengan membabat hutan, belum ada dikenal bolrih ·pining 
karena tanah masih cukup luas. B~lah kemudian setelah 
tanah semakin sulit , berarti nilai tanah semakin tinggi terja­
dilah bo'/ah pining. 

Bentuk pernilikan tanah dalam arti mengus8hakan pada 
daerah ini ada beberapa macam antara lain adalah: membuka 
hupn' dan mengusahakannya terns menerus, maka tanah itu 
menjadi hak milik menurug hukum atlat. Selain dari itu pemi­
likan tanah dengan galunggungv pe:Rrilikan tanah dengan wa­
risan dan pemilikan dengan jual beli atau tulak sangkul. 

b. Dondon, Tahari atau Boroh 

Dondonv tahan atau boroh adalah salah satu .pranata 
ekonomi yang merupakan jaminan pada pinjaman sejumlah 
uang atau benda. Pranata semacam ini terdapat juga di 
daerah Tapanuli Utara dinamakan tahan, Dondon, tahan 
atau boroh baru dikenal setelah perkembangan . ekonomi 
semakin maju. 

Dondon dipakai untuk pinjaman kecil dan biasanya 
sebagai dondon dipakai benda bergerak, seperti barang per­
hiasan berupa emas. Bila hutang tidak dapat dikembalikan, 
maka dondon tid·aJc dengan sendirinya menjadi .'pembayar 
hutang sebab harta pusaka tidak boleh pindah tangan dan 
jarang terjadi. Tanah sebagai jaminannya biasanya urlttik pin­
jaman besar. 

Pranata tahan terdapat dua pihak, ·yaitu yang mempu­
nyai tanah dan uang. Orang yang memirijalnkan uang mene­
rima sebidang tanah sebagai jaminannya. Tanah tetap di­
kuasai penerima tahan selama pinjaman belum dil~naskan . 

. ,, 
Yang memiliki tanah dalam arti mengusahakan pada 

pranata ini ialah orang yang memiJJjam uang '(kreditur) da­
lam jangka waktu yang telah ditentukan dalam petjanjian 

·-• dengan debitur. 

Pemilikan tanah dapat diperoleh sipemilik dengan salah 
satu cara antara lain , membuka hutan dan iliengutiainya 
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secara terus menerus, tanah galunggung, warisan dan jual beli 
atau tulak sangkul. Sebenamya cara memperoleh hale milik 
tanah pranata tahan sama dengan cara pada pranata bolah 
pining. 

Apabila uang pinjaman tidak dapat dikembalikan pada 
waktunya, maka tahan atau boroh itu berpindat1 kepada yang 
berpiutang setelah lebih dahulu disetujui saudara-saudara­
nya. Dahulu tidak demikian halnya. Walaupun uang pinjaman 
tidak dapat dikembalikan, tar..ah tidak dengan sendirinya 
meDjadi milik penerima tahan. Tanah tetap milik yang berhu­
tang, tetapi tetap dikuasai dan diusahai oleh yang berpi~tang. 
Hasil dari mengusahai tanah itulah sebagai imbalan atas pin­
jaman sejumlah uang itu. 

Bentuk pemilikan tanah pada pranata tahan ialah salah 
satu bentuk dari pemilikan yang Iajim menurut hukum adat 
antara lain: hak milik karena membuka hutan dan mengu­
sahainya secara terus menerus, galunggung, warisan dan jual 
bell atau tulak sangkul. Sebenarnya bentuk pemilikan pada 
pranata tahan hampir sama dengan bentuk pemilikan pada 
pranata bolah pining. 

. c. Jual Beli . 
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Jual beli atau tulak sangkul adalah salah satu cara pe­
ffiindahan hak milik tan'ab. Dalam.jual beli atau tulak sangkul 
yang dimaksud adalah ganti rugi terhadap tanaman yang tum­
b~ di atas sebidang tanah yang dijual itu. Pada hakekatnya 
walaupun ganti rugi atas tanaman yang dibayar tetapi karena 
tanaman dengan tanah tidak dapat dipisahkan berarti tanah­
nya turut serta dibeli. Hanya saja karena rnenurut hukurn 
adat di daerah ini tidak ada hak milik menurut hukum Ba­
rat (Hak eigendom) tetapi adalah hak rnengusahakan, maka 
tidak ada ju al beli. 

Yang memiliki tanah dalam arti mengusahakan pada 
prar.ata jual beli atau tulak sangkul, yar-g pertama adalah 
yang menjual, tetapi setelah terjadi transaksi jrnl beli maka 
berpindahlah hak milik mengusahakan tanab. kepada sipem­
beli. Datulu jual beli tanah tidak pakai surat, cukup diketa-



hui anak boru jabu*) dan penghulu dan orang yang berba­
tasan dengan tanah. O=ang yang hadir dalain transaksi jual 
beli mendapat ingat-ingat (uang saksi). Maksudnya agar ja­
ngan lupa tentang jual beli, luasnya, batasnya dan lain-lain. 

Cara memperoleh hak milik dalam arti memperusahai 
pada pranata ini hampir sama saja dengan pranata bolah 
pining dan tahan, yaitu dengan cara membuka hutan dan 
mengusahai secara terus menerus, tanah galunggung, warisan 
dan jual bell atau tulak sangkul. 

Bentuk pemilikan pada pranata ini sama juga Jengan 
pranata ekonomi lainnya, yaitu membuka hutan dan meng­
usahai secara terus menerus dan jual beli. Pemilikan dalam 
bentuk salah satu dapat dijual kepada orang lain, tetapi harus 
menurut prosedur jual bell menurut hukum adat. 

d. Sewa-menyewa 

Sewa-menyewa dalam pranata ekonomi hampir sama 
waktu berlakunya dengan bolah pining, tahan dan jual bell 
atau tulak. sangkul, yaitu setelah nilai tanah semakin tinggi 
dan prinsip ekcnc mi semakin berkembang dalam masyarakat. 

Dalam hubungan sewa-menye,va terdapat dua pihak pe­
milik tanah (hak usahai) dan penyewa. Perjanjian sewa 
menyewa dilaksanakan setelah status tanah sudah jelas de- · 
ngan kata lain sudah jelas siapa pemiliknya. 

Pemilik tanah pada perjanjian sewa menyewa adalah 
orang yang mempunyai sebidang tanah. Kemudian menyewa­
kan kepada orang lain dan menerima sewa sesuai dengan ke­
tentuan aturan sewa menyewa dalam perjanjian. 

Cara perjanjian ini tidak perlu diketahui oleh penguasa 
dan lamanya tidak mempunyai limit kecuali pemilik tanah 
menghendaki tanah kembali harus memberitahukan terlebih 
dahulu kepada yang menyewa atau peminjam sebeluin men­
dekati panen. Bila penyewa tidak ingin lagi mengusahakan­
nya harus diberitahukan kepada sipemilik. Belakangan ini 
sudah menjadi kebiasaan bahwa pembagian basil sebagai 

*). Analt boru jabu ialah menantu yang telah dinobatkan oleh setiap rumah tangga/atau 
keluarga untuk urusan adat. 
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sewa diperhitungkan dengan rantai sebanyak 3 sampai 5 
kaleng untuk pemilik tanah. 

Cara memiliki tanah bagi sipemilik pada umumnya sama 
dengan cara memperoleh menurut hukum adat pada pranata 
ekonomi lainnya, yaitu dengan cara membuka hutan dan 
mengusahakan secara terus menerus, tanah galunggung, wa­
risan, atau jual beli a tau tulak sangkul. 

Hak milik (usahai) yang diperoleh dengan salah satu 
cara tersebut di atas dapat disewakan kepada orang· lain. 
Tanah yang dalam status bolah pining, tahan tidak boleh di­
sewakan. 

Bentuk pemilikan tanah (mengi.:sahakan) pada prar!ata 
inipt:n sama dengan !Ilemtuka hutan dan mengusahai secara 
terus menerus, tanah galunggung, warisan dan jt:al beli. 

4. Pranata Sosial Lainnya 

Juma parkongsian ialah salah satu jenis perladangan yang 
merupakan milik bersama oleh sejumlah anggota. 

Yang menjadi · pemilik dalam arti mengusahakannya adalah 
seluruh anggota perkongsian. Setiap anggota mempunyai hak 
milik sama. Jadi boleh dikatakan mempunyai hak atas tanah 

· dalam hubungan bersama atas kesatuan, bukan dalam arti sen­
diri-sendiri. Tanah tetap dalam satu kesatuan. 

Cara memperoleh tanah hak milik itu dulunya adalah ber­
dasarkan hak membuka hutan, seterusnya mereka mengusaha­
kan tanah itu secara terus menerus. Setelah kesuburan tanah 
mulai berkurang, kemudian tanah itu mereka tanami dengan 
tanaman keras yaitu bambu. Dengan dasar itu timbullah hak 
galunggung atas tanah bagi juma parkongsian. 

Bentuk pemilikan tanah seperti ini adalah bentuk pemilik­
art dengan membuka hutan dan menanami secara terus menerus. 
Yang terakhir timbul bentuk pemilikan dengan dasar hak ga­
lunggung; 

5. Pranata Kekerabatan 

Pada masa dahulu di kecamatan Raya untuk memiliki 
(mengusahakan) sebidang tanah, dilakukan dengan cara keke-
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luargaan yang disebut dengan indahan arian (membawa nasi 
beserta lauk pauknya). Indahar. arian diserahkafl kepada paman­
nya (tondor.g) dengan maksud meminta sebidang tanah. 

Biasanya tanah itu diberikan kepada menal\tunya dengan 
syarat jangan sampai menggarap tanah melebihi yang diberikan 
semula, jangan . membuat keributan di daerah sekitamya dan 
tanah harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. 

Jndahan arian ini biasanya berlaku di kalangan yang ada 
hubungan famili. Sekarang cara seperti ini tidak ada ditemukan 
lagi, karena tanah sudah semakin sempit, dan sebagian lagi ta­
nah sudah dibagi-bagi dalam warisan. Bahkan belakangan ini 
banyak juga berselisih yang bersaudara dalam pembagian wa­
risan. 

- Warisan 

Pada masyarakat Simalungun yang berhak menerima 
warisan menurut hukum adat adalah anak laki-lak. Hanya 
anak laki-lakilah yang mempunyai garis keturunan ayah 
karena orang Simalungun menganut paham patrilinial. Oleh 
karena itu di Simalungun terdapat hak milik tanah (meng­
usahakan) secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan pen­
dapat yang mengatakan bahwa: Hak milik adalah hak turun 
temurun, artinya hak itu diwariskan berturut-turut tanpa 
perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu menjadi tiada 
atau memohon haknya kembali ketika terjadi perpindahan 
tangan (Dr. A.P. Parlingungan, SH, 1980 : 65). 

Dalam pelaksanaan warisan terdapat dua pihak yang 
mewariskan atau pewaris umumnya adalah orang tua sebagai 
pemilik tanah, dan penerima warisan. 

Cara pewaris mempercleh tanah itu adalah berdasarkan 
salah satu cara pemilikan menurut hukum adat, yaitu mem­
buka hutan, mer.gusahakar. secara terus menerus, tanah 
galunggung, warisaJ", dan jual beli atau tulak sangkul. Pemilik­
an dengan cara ini dapat diwariskan kepada anak-anaknya 
menurut aturan warisan yang berlaku. 

Bentuk pemilikan tanah pada pranata ini adalah berda­
sarkan salah satu bentuk pemilikan menurut aturan adat 
yang berlaku yaitu bentuk pemilikan dengan membuka bu-
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tan, mengusahakan secara terus menerus, tanah galunggung, 
mewarisi danjual bell atau tulak sangkul. 

Pada umumnya hak milik yang diperoleh dengan wa­
risan, tidak boleh dijual kepada orang lam sebelum saudara­
saudaranya menolak untuk membelinya sesuai dengan harga 
pada orang lain. Dalam hal ini bagi saudara-saudara sipenjual 
ada hak terdahulu untuk membeli. Bila mereka tidak sanggup 
barulah dibolehkan dijual kepada orang lain. 

Dalam bentuk lain ada juga pemberian warisan kepada 
anak perempuan yang dinamakan manoh-manoh (kenang­
kenangan). Dasar pe'mberian kepada anak perempuan adalah 
faktor ottou ni uhur, (belas kasihan). Pemberian itu .harus 
disetujui oleh anak laki-lakinya dan disaksikan oleh tofu 

· sahundulan. 

6. Pranata Pendidikan 

ti. Badon Penyelenggara Pendidikan (BPP) GKPS 
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Pendidikan di kecamatan Raya dimulai sejak masuknya 
agama Kristen pada tahun 1903 yang mengembangkan pendi­
dikan ialah zending. 

Pesatnya perkembangan pendidikan di Siinalungun keca­
matan Raya khususnya mulai sejak berdirinya GKPS. GKPS 
membentuk BPP yang menangani, khusus pendidikan di Si­
malungun termasuk cii kecamatan Raya. Pembangunan seko­
lah-sekolah itu erat hubungannya d~ngan adanya tanah untuk 
mendirikan bangun-bangunan itu. 

Pemilik tanah pada pranata pendidikan ini adalah 
GKPS. GKPS merupakan badan organisasi gereja sebagai 
pengusaha dan pemilik tanah sek.olah GKPS di kecamatan 
Raya khususnya dan kabupaten Simalungun umumnya. 

Cara GKPS memperoleh tanah adalah dengan cara wa­
risan dari sekolah zendi17g zaman Belanda, cara pembelian 
dengan ganti rugi dengan surat akte tanah. Selain dari pada 
itu ada jt·ga dengan cara penyerahan hak pemilikan atas tanah 
sekclah-sekclah gereja yang pada mulanya diperoleh atas 
swadaya masyarakat gereja setempat. Tetapi me:r.urut sistim 
sinodial (basil keputusan sinode) GKPS, setiap harta keka­
yaan gereja dan sekolah adalah milik GKPS. 



Bentuk pemilikan tanah GKPS adaJah berbentuk pemi­
likan secara warisan, pembelian dan pemberian atau penye­
rahan. Pemilikan ada dua macam yaitu pemilikan dalam sta­
tus hak mengusahakan, dan hale milik menurut h~ na­
sional, karena sudah ada sertifikat. 

b. Taman Pendidikan Islam (TPJ) 
Taman Pendidikan Islam di kecama tan Raya didirikan 

di tengah tanah yang luasnya l 0 rantai. 

Pemilik tanah seluas 10 rantai itu, semuala adalah 
O.K.M. Aliviah. Tanah seluas itu diwakafkan oleh onmg yang 
beragama Islam di Pematang Raya. Berarti tanah yang diwa­
kafkan, telah berpindah penguasa dan pemilikan (hak usaha). 
Tetapi status tanah wakaf itu bukan hak milik perorangan 
di daerah itu, melainkan dikuasai oleh Yayasan atas nama 
seluruh umat Islam yang ada di Pematang Raya. Peaaurus 
Yayasan sebagai penguasa, tetapi bukan sebagai pemilik 
karena fungsi tanah sudah berubah menjadi kepentingan 
sosial, atau kepentingan umum. 

Cara memperoleh tanah itu adalah pengwakafan dari 
O.K.M. Aliviah kepada umat Islam di Pematang Raya. 

Bentuk pemilikan tanah ini adalah bentuk pengwakafan 
yar:g tidak bisa ditarik kembali oleh orang yang mewakafkan­
nya. Pengurus Yayasan sebagai penguasa berhak mengatur 
penggunaar: tanah itu sesuai dengan maksud pengwakafan. 

B. BENTUK PEMILIKAN TANAH 

Ber.tuk pemilikan tanah yang ada di lokasi per.elitian berda­
sarkan penutuan para infonnan yang dijumpai adalah sebagai ber­
ikut: membuka hutan, mengusahakan secara terus menerus,"ga­
lunggung, hak milik karena kekuasaan dan jual beli. Untuk menge­
tahui bagaimana terjadinya bentuk pemilikan tanah seperti di a~as 
maka masing-masing diuraikan secara ringkas. 

1. Bentuk Pemilikan Berdasarkan Kekuasaan Raja 
Raja sebagai penguasa wilayah kerajaan, menetapkan se­

bidang tanah khusus untuk perladangan raja berdasarkan ke­
kuasaan seperti pada juma bolag. Tanah tersebut menjadi kepu­
nyaan raja. Demikian juga bentuk pemilikan pada jttma to-
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longan, juma anggap dan juma ni nasipuang pada setiap tingkat 
kerajaan. · 

Perlu dijelaskan bahwa pemilikan tanah seperti ini terda­
pat pada masa kerajaan S'i'rn~lungun dulu. Tetapi sejak revolusi 
1945 tidak ada lagi karena kekuasaan raja-raja di Simalungun 
sudah berakhir. 

2. Membuka ff utan 
Setelah seseorang diberi kuasa untuk inembuka hutan atau 

manoutou dan kemudian dibuatlah tanda~tanda batas. Dalam 
hal ini sebenamya telah lahir· hak milik (mengusahakan) atas 
tanah tetapi belum berapa · kuat. Kemudian tanah tersebut 

· dirambah, dibakar; 'dibersihkan, ditanami serta dipelihara de­
ngan sebaik-baik:nya. Sehingga hak milik (mengusahakan) atas 
tanah ini semakin kuat menurut hukum adat yang berlaku di 
daerah Simalungim umumnya dan' Raya khususnya. 

3. Mengusahakan Secara Terus Menerus 
Apabila tanah yang telah dimiliki ini diusahakan secara 

terus menerus dengan menanarH tanarnan seperti, padi, jagung, 
cabe, sayur-sayuran Clan lain-lain, maka hak milik (hak usaha) 
atas tar:ah diseblt hak milik terpenuh dan terkuat. Hak milik 
sepeqi ini merupakan hak milik yang sudah kuat, tetapi tanah 
tetsebut tidak boleh dijual kepada orang lain , sebab pada 
ma'sa kerajaan seluruh. tanah dikuasai oleh raja. Bahkan bila 
seseorang :pindah, dari daerah suatu kerajaan ke daerah kerajaan 
yang lain maka tanah yang dimilikinya itu kembali kepada 
penguasa. 

4. Galunggung 
Yang oimaksud dengan galunggung ialah sebidang tanah 

bekas perladangan atau tanah yang telah ditinggalkan oleh se­
seorang tetapi masih terdapat tanaman yang tumbuh seperti : 
enau, petai, jengkol, ketniri dan lain-lain. Menurut _penuturan 
pada informan pada masa dahulu setiap penduduk boleh memi­
liki sebidang tanah dengan cara nieminta pada penguasa. Set'elah 
mendapat persetujuan dari . penguasa, maka tanah . itu dibuka 

. untuk perladangan dan meminta petunjuk dari guru atau datu. 
Sesudah kesubur.an . tanah berkurang, maka ladang tersebut di­
tinggalkan 1..mtuk sementara waktu. Maksudnya secara rotasi 
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terhadap tanah tersebut untuk menambah kesuburannya. 
Memelihara tanah tennasuk menambah kesuburannya serta 
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-:,tiap orang, 
badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum 
dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomi­
nya lemah (Dr. A.P. Parlindt'ilgan, SH, 1980:51). 

Walaupun tanah tersebut ditinggalkan, penluasa tidak 
akar: me~berikan taPah tersebut kepada orang YaIJ.8 meminta 
tanah padanya, sebelum lebih dahulu m~nanyakan kepada yang 
bersangkutan atau pemilik galunggung. Berarti da~ hal ini hak 
galunggung sudah hampir merupakan hak milik menurµt hukum 
adat. Tanah galunggung ini boleh dipakai secara turun temurun 
atau dapat diwariskan. Namun demikian hak milik (hak usaha) 
atas tanah tidak berarti tidak dapat digaJ\ggll gupt. ~abila 
untuk kepentingan umum dapat diambil dengan ganti rugi 
atas tanaman yang ada di atas tanah · itu. Pemilik galunggung 
pada masa dahulu adakalanya meninggalkan terlampau lama, 
sehingga penguasa memberikan kepada orang lain d~ngan per­
syaratan tanaman keras yang tumbuh di atasnya tetap dimiliki 
oleh pemilik galzmggung semula. 

5 ~ Hak Milik 

a. Hak Milik Berdasarkan Warisan 

Pada umumnya di lokasi penelitian pemilikan atas tanah 
mayoritas dengan dasar pembagian warisan atau merupakan 
pemberian orang tua pada turunannya laki-laki. Tetapi UU1ah 
yang dibe.rikan pada anak laki-laki itu kelak diperhitungkan 
pada waktu membagi tanah warisan yang disaksikan oleh 
tolu sahundulan, sebagai penerbit aturan yang tertinggi menu­
rut adat. Menurut para informan pembagian tanah warisan 
tidak jelas ten tang perbandingannya. Hany a dikatakan anak 
sulung mendapat pembagian yang agak luas dari saudara­
saudaranya. Dan anak yang bungsu mendapat kelebihan dari 
anak tengah. Untuk dapat memiliki tanah warfsatl biasanya 
setelah kedua orang tuanya meninggal. Dar:. sudah merupakan 
persyaratan bahwa tanah warisan tidak bdeh : dijual kepada 
orang lain terkecuali saudara-saudaranya menolak untuk 
membeli tinah tersebut. Pada saat sekarang ini sudah lliasa 
metmbagikan tanah warisan secara tolerimsi antltta y~ ber-



saudara, sehingga perempuanpun sudah ada yang menerima 
warisan tanah dari saudara laki-lakinya. 

b. Bak Milik Berdasarkan Indahan Arian 

Pada masa dahulu pemilikan tanah yang berdasarkan 
indahan arkm tidak dijumpai di lokasi penelitian. Hal ini 
adalah merupakan hal yang baru berdasarkan rasa kasihan 
terhadap boru yang baru mempunyai anak pertama. Berda­
sarkan indahan arian pemilikan tanah dari marga A bisa 
beri:)indah kepada marga B atau marga suami perempuan. 
Pada hal menurut tradisi atau adat Simalungun hak seperti 
ini tidak ada pada masa dahulu. Biasanya hal ini terjadi de­
ngan cara borunya membisikkan pada orang tua, sehingga 
siorang tua merasa kasihan dan direstui oleh saudara laki­
laki dari pihak perempuan. Hal inipun harus diketahui tofu 
sahundulan untuk. menjaga jangan ada perselisihan antara 
yang bersaudara . 

. Sesudah beberapa bulan, pihak boru datang membawa 
adat atau nasi dengan lauk pauknya nabinatur daging ayam, 
kambing dan lain-lain yang beraturan bentuk penyajiannya. 
Sekaligus pada waktu inilah diminta surat tanah dari orang 
tua pihak perempuan dan harus diketahui oleh saudara laki­
laki perempuan serta lengkap dihadiri oleh tolu sahundulan. 
Dengan cara demikian ini pemilikan atas tanah berpindah 
dari orang tua siperempuan kepadapihak borunya. 

6. JuaJ Deli 
Pada masa dahulu tanah dikuasai oleh penguasa, sekaligus 

pemilik kekuasaan di kerajaan Raya. Sedangkan rakyat dapat 
juga memperoleh tanah dengan hak pakai saja dengan cara 
meminta pada penguasa melalui pengetua adat atau datu bolon 
(datu besar) sebagai penasehat dan anak boru huta. 

Sebelum tanah diberikan, maka rakyat terlebih dahulu 
harus memenuhi persyaratan yang telah digariskan oleh tolu 
sahundt1/an. 

Pemilikan atas tanah seperti di atas pada saat ini tidak ada 
lagi dijumpai. Pada masa sekarang ini untuk dapat memiliki 
sebidang tanah adalah melalui ganti rugi atau jual beli. Yang sa­
ngat penting sebagai dasar jual beli adalah persesuaian harga 
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antara kedua belah pihak. Dalam -hal ganti rugi ini cukup dengan 
saksi-saksi hombar balog atau jiran pemilik tanah dan diketahui 
oleh gamot atau kepala lingkungan. Hal ini 'menurut keterangan 
pend~uk adalah menghjndari pembayaran ~ang lebih banyak. 
Tetapi adakalanya seseorang yang mem~li,t~nah tidak mau ha­
nya diketahui oleh gamot atau kepafa fingkungan saja, tetapi 
harus sampai ke tingkat kepala desa dan·camat setempat sebagai 
kepala wilayah. Pada umumnya di lokasi · penelitian ganti rugi 
atas tanah dilakukan oleh penduduk pendatang dari luar daerab 
Raya, serta orang-orang pedalarnan kecarnatan Raya yang irigin 
pindah ke pinggir jalan raja. 

7. Pemberian (sumbangan) Wakaf 

Bentuk pernilikan berdasarkan pemberian (sumbangan) 
urnumnya pemberian dari seseorang atau rnasyarakat kepada 
gereja tanpa ganti rugi atau tulak sangkul. Pemberian ini didasar­
kan kepada rasa sosial, karena penggunaan tanah itu adalah 
untuk kepentingan urnurn, misalnya pemberian tanah . kepada 
gereja. 

Bentuk pernilikan berdasarkan wakaf ialah pembman se­
bidang tanah oleh seseorang yang beragama Islam untuk kepen­
tingan umum, misalnya untuk jalan umum. Sifat tanah wakaf 
tidak ada yang mengjadi peF.iliknya karena fungsi tanah adalah 
untuk umum dan bersifat sosial, dapat diwariskan secara terus 
menerus. 
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· 'BAB .VI : 

. POLA PENGGUNAAN TANAH 

A: PRANATA.:PRANATA sosl.At 'v/\NG BERLAKU OALAM 
~N:CGUN~ANTANAH .. 

. ~. Pnu1ata-pranata so$,l yang masih berlakh secaraJ.r?~sional 
pada ,penggunaan tanah dalam masyarakat di daerah penelitian 
iaiah Pra,nata Politik, Pranata Religi, Pranata Ekonomi dan · Pra-
nata~pi;anata lainnya serta bukum· adat. . · · 

J . Pranata Politik 

Yang termasuk pranata ~PO.Utik adalab kerajaan, ju-ma 
. . bolag; juma to/Orl$fm, jum,4 (lrzg8aP dan juma ni ,1(1.asipuang. 

a. Kerajaan 
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. ' . . 
Kerajaan ialah suatu sistim pemerintahan yang kekuasa-

an tertinggi terletak ·di tangan raja. · Raja sebagai penguasa 
tertinggi me~delega.sikari' kekuasaannya kepada pemeri~tah 
bawahan yaitu parbapaan, partuanon na baggal, partuan non 
dan pangulu. 

Sebagai penguas tertinggi di kerajaan Raya, raja berhak 
mengatur tentang penggunaan tanah1,, Raja menentukan luas 
"daerah kekhasaan bawahannya dan menentukan pembagian 
tanah kepada' raky;it dengan perantaraan bawah~nya. 

Tanah yang dikuasai oleh raja dan bawahannya diatur 
tentang penggunaannya. Penggunaan tanah ditentukan ber­
dasarkan faktor kesuburannya. Letak dan kondisi fisik tanah. 
Tanahnya yang subur untuk pertanian, yang kurang subur 
untuk penggembalaan dan tanah yang letaknya miring dan 
jauh dijadikan hutan produksi (rahatan ni huta). 

Secara garis besar tanah digunakan untuk: perkampung­
an, pertanian (perladangan), kolam ikan, penggembalaan, 
hutan produksi (rahartan ni huta), untuk kuburan. Kemudian 
setelah penjajahan Belanda penggunaan bertambah yaitu 
untuk pasar, untuk perkantoran, untuk tempat rumah iba­
dah, tanah lapang, untuk bangunan rumah lainnya serta un­
tuk jalan. Bentuk penggunaan tanah pada pranata ini di­
dasarkan kepada kepentingan hidup raja dan masyarakat. 



Penssun8'11 dttentukan atas pertimbangan, pengilnaan ta­
nah sebaik .mungkin untuk berbagi kepentingan ~ptlalam 
kerajaan. tentuk pengt.tn.aan ini mempakan benllk penggu-

, naan yang standard. Penggunaan taiulh -di tingkat ,k.erajaan 
sampai kepada rakyat, harus mempedt>mminya dalam peng­
gunaa.n tanah yan& diusahakannya. 

· Penyimpangan dari bentuk standard merupakan . pelang­
garan ,'1an dapat dihukum oleh raja atau pemerintaJJ.:bawahan­
nya. Misalnya me11gBunakan tanah pertan~n me.njadi, kubur­
an dan lain-lain tan pa pe~etujuan masyarakat. . , , .. 

b. Juma Bolag 

. Juma bolag adalah salah satu je~ perlad<mgan raja. 
Juma bolag padaumumnya terletak dekat pema~ang k,eraja­

. an. Untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan diangkat seorang 
partuanon sebagai kepercayaan dibantu oleh gamot kerajaan( 

Yang berhak menentukan pen~unban iuma bolag ialah 
partuanon dan gamot berdasarkan ketentuan dari kerajaan. 

Cara 'penggunaannya adalah sebagai berikht setelah ta­
n'ah ditentukan lokasinya, lalu ditoutou, dirambah dan diolah 
menjadi tanah perladangan untuk penanaman padi . .. Pada 
juma bolag setiap kepala k~luarga mengerjakap ladang itu se­
luas kira-kira 6 rantai. Pengelol~nya muJai m~rambali.sam­
pai padi terkumpul adalah tanggung jawab kepala keluarga. 
Peralatan dan kebutuhan pangan selama mengerjakan ditang­
gung sendiri. 

Untuk· merambah dipergunakan parang, kampak dan 
beliung. Parang dipergunakan un.t~k memotong .i:umput dan 
kayu kecil. Kampak dan beliung dip*i untuk ~emotong 
pohon besar. Sesudah itu dahan dan ran.tipg poho.n ditebas 
habis agar kayu cepat kering dan bagus.terbakarnya. Sesudah 
k,ering ]fllu dibakar. Setelah pemba.karan dilanjutkan manga­
hut (me-ngumpul kayu-kayu yang tidak terbakat di .,\>akar 
khusus). Kemudian dilakukan pekerjaan peng.emburan ta­
nah dengan cangkul. Agar tanah rata clan bersili dari siSa-sisa 
pembakaran tanah di sisir, tanah siap untuk qita1¥JmL Bila 
hujan telah turun penanaman padi dapat ~ilakukan. Sebelum 
penanaman padi biasanya lebih dahuiu dibuat pananda pada 
tempat yang baik dekat gubuk ladang itu. 
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Penanaman padi dila:tukan dengan menggunakan kayu 
penugal, untuk rnernbuat lubang secara teratur. Bibit padi 

. dimasukkan ke dalam luban~ lalu di sasa (di sapu dengan 
daun-daunan) untuk rnenutupi lubang agar bibit padi jangan 
dirnakan burung atau tikus. 

Setelah padi tumbuh agak tinggi, lalu 'disiangi dengan 
menggunakan kiskis (kikis dari besi) agar tanaman padi subur.. 

Bentuk penggunaan tlanah seperti ini adalah penggunaan 
untuk pertanian. Penggunaan ladang khusus untuk · pena­
naman padi, jagung dan sayur-sayuran. 

d. Juma Tolongan 
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<Juma tolongan ialah sejenis ladang kerajaan yang letak­
nya agak jauh dari ibukota kerajaan. Pengelolaannya didele­
gasikan kepada parbapaan atau partuanon ataupun pangulu 
yang dihunjuk oleh raja. 

Juma tolongan rnerupakan ladang milik raja secara khu­
sus seperti juma bolag. rn samping sebagai pemilik juga pe­
nguasa berhak menentukan penggunaan Jadan; itu dengan 
perantaraan parbapaan, partuanon atau pangulu untu~ per­
tanian. 

Untuk mengerjakan ladang itu dipakai tenaga gotong 
royong (rodi) dari rakyat rnasing-rnasing kepala keluarga 
mengerjakan seluas kira-kira 6 rantai. 

Pengelolaan mulai :merambah sampai padi terkumpul 
di Jurnbung raja, tanggung jawab masing-masing kepala ke­
Juarga. Yang memimpin pelaksanaannya ialah penguasa yang 
dipercayakan oleh raja. Proses penggunaan Jadang mulai 

· merambah sarnpai padi terkumpul di lumbung sama dengan 
juma bolag yaitu rnulai merambah, memotong kayu, rnene­
bas, mangahut, menyangkul, dan menyisir. Kemudian rnem­
buat pananda menyiangi, padi, marbuang borou, memotong 
padi, mardogei fmengirilt), mamurpur (mangangin) Jalu me­
ngumpulkannya di lumbung raja dengan cara menjunjung 
atau dengan mempergunakan gojos. Pembagian dan penggu­
naan padi sama dengan j1'ma bolag. 

Menjelang padi booting dilakukan upacara marbuang 
borou (tolak wereng) atas petunjuk datu. 



Gb.17. Bentulc pauuula yang sudah ditinggalkan dan letalcnya de/cat 
gubuk di ladang. 

Sesudah padi masak lalu dipotong denpn menaunakan 
aasabi (arit) dan pangotam (ketam). Padi yang telah dipotong 
iJUhutkon (dikumpul terongok) sebelum bulir dipi&ahkan 
dari batangnya. Kemudian padi itu diidogei (meD&irik). 
Biji padi yang telah terpisah dianginkan untuk membersih­
kannya. Padi yang bersih dimasukkan ke dalam sumpit un­
tuk dibawa dan dikumpul di lumbung ntja. 

Cara membawany~ dengan menjungjung di kepala atau 
mengunakan tenaga kerbau dengan gojos (peralatan tanpa 
roda ditarik kerbau). 

Padi yang telah terkumpul di lumbung raja dibqi untuk 
kepentingan kentjaan dan perangkat kerajaan. 

Pada umumnya penggunaan padi tersebut adalah untuk 
dimakan sendiri. Kecuali padi untuk kerajaan, juga diperguna­
kan untuk keluarga raja, untuk tamu, kerajaan, persediaan 
makanan perang. 

Bentuk penggunaan tanah seperti itu adalah untuk per­
tanian. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum atau peraturan 
penMUnaan tanah di kerajaan. Bentuk penggunaan seperti 
ini terdapat juga pada parbapaan, dan partuanon na boggal. 
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Gb.18. Bentuk gojas pengangkutan tradisonal. 

d. Juma Anggap 
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Juma anggap adalah bentuk ladang kepunyaan raja atau 
pemerintah bawahan parbapaan dan partuanon na baggal. 
Letaknya di daerah parbapaan atau partuanon na baggal. 

Yang berhak menentukan penggunaan tanah, adalah 
penguasa menurut tingkat kekuasaan dan kedudukannya. 

Cara penggunaan sama dengan juma bolag, mulai dari 
merambah sampai padi terkumpul di lumbung kerajaan. 
Proses pengelolaannya serupa dengan ju ma bolag, yaitu inulai 
dari merambah, memotong kayu, menebas, mengahut, me­
nyangkul dan menyisir. Kemudian membuat pananda, me­
nyiangi padi, marbuang borou, memotong padi, mardogei, 
mamurpur lalu mengumpulkannya di lumbung raja dengan 
cara menjunjung di kepala atau menggunakan gojos. 

Perbedaannya terletak pada sistim pengelolaannya. 
Pada juma anggap rakyat secara bersama-sama bergotong­
royong mengerjakannya mulai dari merambah sampai me­
ngumpulkan padi di lumbung raja. Rakyat masing-masing 
membawa peralatan sesuai dengan bentuk pekerjaan yang 
akan dikerjakan. Tiap orang membawa perbekalan sendiri. 



Pada pekerjaan menyiangi cukup digotong royongkan oleh 
wanita-wanita. Demikian juga pekerjaan lainnya yang sifatnya 
ringan. 

Pekerjaan memotong padi dibantu oleh pekerja laki-laki. 
Pada saat seperti ini para peserta saro (gotong royong) ma­
sing-masing membawa perbekalan nasi dan minuman. Untuk 
lauk pauknya raja atau parbapaan maupun partuanon na 
baggal memotong kerbau. 

Pembagian hasil panen dan penggunaan padi serupa de­
ngan pada juma bolag. Serupa karena sifat dan bentuk peng­
gunaan ladangnyapun adalah sama. 

Bentuk penggunaan tanah semacam ini adalah penggu­
naan untuk pertanian (perladangan). Penggunaan telah diten­
tukan dari semula khusus untuk penanaman padi, jagung dan 
sayur-sayuran. 

c. Juma Ni Nasipuang 
Juma ni nasipuang ialah ladang milik isteri raja, yang 

terdapat di kampung-kampung terte:itu yang langsung di­
perintah oleh raja. Isteri atau permaisuri raja membawakan 
nama kampung tersebut, misalnya puang Silou Raya, dan 
puang Hutailing. Maksudnya isteri raja yang tinggal di Silou 
Raya dan yang di Hutailing. 

Yang berhak menentukan penggunaan tanah .ialah 
nasipuang sesuai dengan petunjuk raja. Dalam hal ioi sudah 
barang tentu penggunaan tanah didasarkan kepada ketentuan 
pola penggunaan tanah kerajaan. 

Cara menggunakan tanah hampir sama dengan juma 
"!'cggap. Rakyat pada waktu-waktu tertentu bergotong 
royong ( saro) ke ladangnya nasipuang dengan membawa per­
bekalan sendiri. Yang memimpin pekerjaan itu biasanya tuan 
l,ltau penghulu, yang ditunjuk atau anak boru huta. Pekerjaan 
mulai merambah sampai padi terkumpul di lumbungnya 
nasipuang adalah tanggung jawab rakyat bersaijla hamba. 

Pekerjaan yang ringan, seperti m~.nyiap&\ .. niembersih­
kan ?inggiran Iadang tugas dari hamba pe,reJllP•i~Yalll khu-
sus diperbantukan beberapa orang pada nastpuang." . 
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Proses pekerjaan pada juma ni nasipuang sama * de­
ngan juma b,0/ag, . yaitu mulai dari merambah, memotona 
pepohonan, menebas, niembakar, mangahut, menyangkul, 
lilenyisir, membuat pananda, manasa, menyiangl, marbuang 
borou, memotong pacli, mardogei, manganginkan sampai 
dengan membawa padi ke Iuinbung puang bolon. 

Peralatan yang dipergunakan pada setiap jenis pekerjaan 
sama saja dengan peralatan yang dipergunakan pada juma 
bolag, juma tolongan, dan juma anggap. 

Bentuk penggunaan tanah pada pranata ihi adalah untuk 
pertanian atau perladangan. Ketentuan ini didasarkan kepada 
pola penggunaan tanah yang telah digariskan, oleh kerajaan. 

Dari uraian tersebut . · dia tas nampaklah dengan jelas 
bahwa sebagian besar waktu paruma atau rakyat telah terpa­
kai dalam pengelolaan ladang milik kerajaan. W aktu selebih­
nya baru dapat dipergunakan rakyat untuk menguasakan 
tanahnya guna kepentingan keperluan hidup keluaqanya. 

Sama halnya dengan penggunaan tanah milik kentjaan 
maka prosedure penggunaan tanah oleh paruma atau rakyat­
pun mengikuti pola yang ditetapkan kerajaan. 

Apabila rakyat hendak membuka hutan, yang biasanya 
mereka lakukan secara beramai-ramai dan serentak, maka 
mereka minta izin penguasa, melalui penghulu yang bersang­
kutan. Maka dengan didampingi anak bol'U huta, mereka per­
gi manoutou harangan. Selesai manoutou harangan, mereka 
serentak membuat tanda-tanda batas. 

Pada waktu manoutou dan membuat tanda-tanda batas 
menurut pembagian masing-masing kepala keluarga, mereka 
menggunakan alat-alat parang, dan kampak. Setelah itu pada 
hari-hari yang mereka tentukan diadakanlah perambahan 
hutan, dengan menggunakan parang, kampak dan lain-lain. 

Setelah kayu-kayu tersebut kering maka secara ber­
sama-sama dibakar. Pelaksanaannya biasanya mereka lakukan 
sekitar bulan Juni atau Juli, karena pada saat itu terdapat 
musim kemarau yang kering di daerah ini. 

Setelah itu diadakanlah pembersihan baik dengan meng­
gunakan parang, cangkul dan pralatan lain-lain, maka I~ 
siap ' untuk ditanami. Masing-masing keluarga membuat 



pananda, sesuai dengan ketentuan membuat f)(;UUl(lda pada 
kerajaan. Pekerjaan selanjutnya sama dengan proses pengo­
lahan padajuma bolag. 

Setelah padi terkumpul di lumbung masing-masing pen­
duduk, maka diadakanlah upacara makan boras bayu, yaitu 
makan hasil panen yang pertama, yang disebut r1'14mohul 
dipimpin oleh orangtua dihadiri segenap keluarga. I.auk 
pauknya biasanya ikan sungai atau ikan danau, seperti 
haporas (ikan sungai), undalap (ikan jurung kecil), ikan 
jurung, telor ayam dan ayam gulai. Dengan mengucapkan 
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka makan 
bersama keluarga. 

Kemudian mereka mengadakan acara lanjutait menurut 
adat istiadat tolu sahundulan. Mereka membawa indahan 
tahun, nasi tahunan dengan gulai ayam kepada tondong 
yang disebut tulang. Untuk itu kepala keluarga ditemani 
borunya. Mereka minta pasu-pa~u atau ~oa restu dari pihak 
tondong agar panen berikutnya tetap berhasil baik. 

Setelah semua penduduk kampung selesai panen, maka 
diadakanlah rondang bintang atau pesta panen, dipimpin 
oleh datu atau guru huta bersama penghulu atau partuanon. 

Setiap kepala keluarga memberikan beberapa rumba, 
biasanya satu tumba (2~ kg) padi sebagai bahan untuk pesta 
panen tersebut. Mereka sama-sama pergi maranggir (mandi 
limau purut) ke pancuran. Setelah itu pukul gendang selama 
3 hari 3 malam. Penguasa bersama-sama dengan rakyat me­
nari bergembira ria. Hasil panen dari penduduk digunakan 
untuk kepentingan keluarga sebagai makanan sehari-hari, 
Pada masa itu belum dikenal istilah jual bell, tetapi hanya 
dengan cara marhudung (meminjam) padi. Pada panen tahun 
berikutnya akan dikembalikan sesuai dengan banyaknya 
pinjaman. 

Barulah sesudah penjajahan Belanda, sejalan dengan 
pembentukan pekan di setiap kecamatan mulai dikenal 
jual bell padi atau beras. 

Dahulu cara membawa dangan ke i;>ekan adalah men­
junjung di kepala atau menggunakan gojos. Penjualan padi 
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atau beras dilakukan dengan cara menjual langsung, tetapi 
ada juga yang menjual kepada pedagang. 

2. Pranata Religi 

Pranata religi berfungsi memenuhi keperluan manusia 
untuk berhubungan, berbakti kepada Tuhan atau dengan alam 
gaib. Pranata religi yang diuraikan dalam penulisan ini, antara 
lain adalah: Habonaron, GKPS, Roma Katolik dan Mesjid. 

a. Habonaron 
Habonaron adalah penguasa dan pemilik tanah asal 

atau mula-mula, menurut kepercayaan animisme. Sebagai 
mediator ialah datu atau gu,ru. Dengan kata lain datu atau 
guru sebagai mediator mewakili habonaron dalam mengatur 
hubungan mahusia dengan penciptanya dan mengatur peng­
gunaan tanah di daerah itu. ltulah sebabnya peranan datu 
sangat penting dalam penggunaan tanah bagi manusia umum­
nya penduduk setempat khususnya. 

Berdasarkan ketentuan itu penduduk mengatur peng­
gunaan tanah, misa4tya tanah perkampungan, pertanian, 
kuburan dan parsinumbahan. Dalam penggunaan selalu di­
dahului upacara persembahan kepada habonaron. Terlebih­
lebili dalam rangka penggunaan tanah pertanian harus melak­
sanakan berbagai upacara penembahan, misalnya manoutou, 
pananda. marbuang ·borou, rondang bintang dan upacara 
manabari (tolak baJa). 

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adaJah bentuk 
penggunaan menurut ketentuan habonaron. Manusia meng­
gunakan tanah harus berpedoman kepada aturan yang dibuat 
oleh datu sebagai mewakili atau mediator dari habonaron. 
Bentuk penggunaan tanah seperti ini tidak ada lagi, karena 
pengaruh agama. 

b. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) 
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GKPS adalah sebagai pusat organisasi Kristen Protestan 
di Simalungun yang berkedudukan di Pematang Siantar. 

Berdasarkan peraturan dan sistim sinodial GKPS Pusat 
mendelegasikan kekuasaannya kepada gereja-gereja termasuk 
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gereja ressort Pematang Raya. GKPS Ressort Pematang Raya 
dipimpin oleh seorang pendeta dibantu oleh pengums lain­
nya. Gentja setempat berwewenang melaksanakan semua 
kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
pusat GKPS. Akan tetapi mengenai penggunaan tanah GKPS 
di gereja-gereja setempat adalah atas ketentuan atau kebjjak­
sanaan dari GKPS Pusat. 

Dengan kata lain berdasarkan sistim kepemimpinan · 
sinodial, maka pimpinan GKPS Pusat yang menentukan peng­
gunaan tanah GKPS dimanapun berada. Tetapi yang terhak 
menggunakan ialah jemaat gereja setempat untuk kepenting­
an bersama. 

Cara menggunakan tanah GKPS ialah menggunakan ta­
nah seefisien mungkin dipandang dari segi penggunaan tanah 
untuk kepentingan jemaatnya. Setiap penggunaan tanah, mi­
salnya untuk pertapakan bangunan gereja, rumah pendeta, 
rumah pengurus gereja, bangunan sekolah, bangunan kantor, 
bangunan rumah sakit, pertemakan, pertariian untuk kuburan 
serta kegiatan lainnya harus seijin pimpinan GKPS Pusat. 

Khusus di lokasi penelitian, cara penggunaan tanah ialah 
menjadi pertapakan bangunan gereja, rumah sekolah, rumah 
pendeta, rumah bybelvrouw (pengiitjil wanita), tanah lapang 
dan sebagian lagi dijadikan tanah pertanian sementara oleh 
anggota jemaat dengan syarat membayar sumbangan dari 
basil pertanian itu kepada gereja. 

Bentuk penggunaan tanah pada GKPS adalah pengguna­
an yang sinodial dalam arti penggunaan menurut ketentuan 
pimpinan pusat, sesuai dengan penggunaan tanah seefisien 
mungkin. Bentuk penggunaan didasarkan kepada faktor pisik 
tanah, pola penggunaan tanah secara umum, faktor ekonomis 
dan sosial budaya. 

c. Gereja Roma Katolik 

Gereja Roma K.atolik adalah salah satu sektor Kristen 
yang berpusat di Roma. Gereja Roma Katolik yang di Penia­
tang Raya berpusat di Paroki Seribudolok Kabupaten Sima­
lungun. 
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Tanah yang dikuasai oleh gereja Roma Katolik adalah 
basil pembelian dan pemberian anggotanyadari basil swadaya 

. masyarakat. Akan tetapi segi pembiayaan bangunan disedia­
kan oleh gereja Roma Katolik Paroki sebagai gereja Pusat 
di daerah dengan sumbangan dari anggota. 

Penggunaan tanah gereja Roma Katolik ditentukan oleh 
gereja Pusat, tetapi yang berhak menggunakannya adalah 
gereja setempat. M.ereka yang merencanakan penggunaannya 
sesuai dengan kondisi dan letak tanah. Seterusnya diajukan 
ke pusat untuk mendapat persetujuan . 

.. Cara penggunaan tanah didasarkan kepada faktor pisik 
tanah, strategis letak tanah dan nilai ekonomisnya. Tanah 
yang tersedia dijadikan untuk pertapakan bangunan gereja, 
rumah petugas gereja dan bangunan lainnya serta sebagai per­
tanian sementara. Selain dari pada itu juga untuk tanah ku­
buran. · 

Bentuk penggunaan tanah didasarkan kepada pola-pola 
penggunaan tanah secara umum, yaitu untuk pertapakan 
bangunan, pertanian dan kuburan. 

d.Mesjid 
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. Mesjid Arrahman Pematang Raya adalah salah satu mes­
jid yang terbesar di Pematang Raya. Mesjid mempunyai Ya­
yasan yang mengkoordinir semua kegiatan mesjid untuk ke­
pentingan agama. 

Tanah mesjid Arrahman diperoleh dari pengwakafan 
seorang Islam di Pematang Raya. 

Guna pembangunan mesjid mereka adalah dengan pe­
ngumpulan dana dari anggota atau meminta dengan les derma 
kepada anggota masyarakat dengan seijin Kepala Kantor 
Urusan Agama kecamatan Raya. 

Selain dari pada mesjid Arrahman Pematang Raya ini, 
di kecamatan Raya terdapat pula mesjid-mesjid lain yang di­
bangun dengan swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah, 
sebagai contoh, misalnya: 

1). Mesjid Pematang Raya pada tahun anggaran 1983/1984 
telah dibantu pemerintah Rp. 1.4.00.000,-. 



. 2). MOl$jjd ·Bangua Saribu liuluJp. 1.500.000,-dan mesjid 
&aya Hwnala 100 lembar seng dari pemerintah daerah 
tinlkat II Sirnalungun. 

Yq berhak menggunakan tanah itu ialah anggota je­
rnaah Islam mesjid Arrahman Pematang Raya, sesuai dengan 
ketentuan pengwakafan tanah itu. 

Cara menggunakannya didasarkan kepada kebutuhan 
kegiatan agama, seperti tempat bangunan mesjid, bangunan 
sekolah dan kantor serta untuk kuburan. Selain dari pada itu 
untuk sementara sebahagian tanah itu dipergunakan untuk 
pertanian oleh pemuda Remaja Islam. 

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adalah penggunaan 
yang didasarkan pengwakafan tanah dengan memperhatikan 
strategi letak tanah, sifat penggunaan tanah sesuai dengan 
pola-pola penggunaan tanah secara umum. 

Tempat mendirikan mesjid di pertengahan kompleks, 
bangunan rumah dan kantor di pinggir jalan raya, pertanian 
bagian pinggiran sebelah Barat serta untuk kuburan bagian 
pinggiran sebelah Utara. 

3. Pranata Ekonomi 

Pranata ekonomi berfungsi untuk memenuhi keperluan 
manusia dalam hal mata pencaharian hidup yang mencakup 
aspek memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi. 

a. Bo/ah Pining (Bagi Basil) 

Bo/ah pining adalah salah satu bentuk pranata ekonomi, 
mempunyai aturan-aturan yang tetap dan dituruti oleh ang­
gota masyarakat setempat. 

Dalam bolah pining terdapat dua pihak, yaitu yang 
mempunyai tanah dan yang mengerjakan tanah. 

Yang berhak menggunakan tanah ialah pamolah pining 
(yang mengerjakan) atas dasar aturan bolah pining. Pengguna­
an tanah terus berlangsung selama aturan bolah pining da­
lam perjanjian kedua belah pihak. 

Cara ~enggunakan tanah didasarkan pada ketentuan 
bolah pining., yaitµ untuk pertanian. Pamolah pining menger­
jakan tanah itu, mulai dari mengerjakan dengan; mencangkul. 
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KaJau untuk sawah dilakukan dengan· membajak, · kemudian 
menyisir. Selanjutnya penanaman padi. Biasanya penanaman 
padi dilakukan dengan gotong royong tapi yang punya la­
dang (sawah) menyediakan makanan untuk peserta gotong 
royong. Kemudian tibalah saat pekerjaan menyiangi, di darat 
memakai kiskis, sedangkan di sawah dengan tangan saja. 
Sesudah padi cukup tua lalu dipotong dengan sasabi atau 

· pangotam. Batang padi dikumpulkan lalu pada suatu waktu 
diirik, selanjutnya dianginkan agar padi bersih, siap .untuk 
dibawa dan kemudian dikumpulkan dilumbung padi. Peker­
jaan ini kadang-kadang dibantu oleh yang mempunyai tanah 
sesuai dengan perjanjian bolah pining. 

Hasil panen dibagi menurut perjanjian bolah pining. 
Pembagian untuk sawah 2/3 hasil panen untuk yang menger­
jakan 1/3 bagian untuk pemilik tanah. Tanaman palawija 
tidak turut dibagi, tetapi seluruhnya untuk yang niengerja- · 
kan saja. 

Hasil panen yang telah dibagi, dipergunakan oleh 
Inasing-masing. Pada umumnya dipergunakan untuk makanan 
sendiri. Tetapi belakangan ini karena penanaman padi mulai 
besar-besaran, hasil panen selain untuk dimakan sendiri~ 
ada juga untuk dijual ke pekan. Yang dijual adalah beras, 
dijtial sendiri langsung kepada pembeli, tetapi ada juga yang 
menjual kepada pedagang. Demikian juga padi dijual kepada 
pedagang. · 

Cara membawanya, dijunjung di kepala, dengan meng­
gunakan gojos, dan kereta roda dua. 

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adalah bentuk 
penggunaan untuk pertanian. Di samping itu bentuk penggu­
naan harus . memperhatikan ketentuan aturan bolah pining 
dan perjaitjian tambahan dengan pemilik tanah. Misalnya 
bila dalam perjaitjian hanya penanaman padi dan palawija, 
tidak boleh dig1,1nakan untuk penggembalaan atau untuk 
· kolam ikan di sawah. 

b. Dondon Tahan ( Boroh) 

Dahulu tidak dikenal istilah dondon, tahan atau boroh . 
. · Belakangan ini sudah ada dondon. tahan atau boroh sebagai 

pengamh dan ·perkembangari ekonomi. 
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Pada pranata ini terdapat dua pihak, yaitu yang mem­
pUnyai tanah dan mempunyai hotang, sebagai jaminan ter­
hadap .sejwnlah pinjaman uang. Kemudian tanah dikuasai 
olelt· yang meminjamkan uang ( debitlU'). 

Dalam hal ini yang berhak menggunakan tanafl ialah 
debitur, selama uang pfujaman belum dikembalikan. Debitur 
berhak menggunakan tanah itu dan hasilnya untuk dia sen­
diri. Hanya saja dalam menggunakan tanah debitur menggu­
nakan tanah secara terbatas sesuai dengan pbrjanjian tambah­
an dan aturan dondon dan tahan. Tidak boleh meaggunakan 
tanah itu di luar dari pada ketentuan umum, misablya tanah 
pertanian darat dijadikan penggembalaan, sawah dijadikan 
kolam ikan dan lain-lain, tanah kuburan menjadi perladangan. 

Proses pengelolaannya serupa dengan proses pada bolah 
pining, mulai dari mencangkul sampai hasiJny~ diperoleh 
di tempat. 

Bentuk penggunaan tanah seperti ini ialah bentuk peng­
gunaan pertanian sesuai dengan ket.entuan pola penggunaan 
tanah secara umum. Bentuk penggunaan tanah te~t sesuai 
dengan perjanjian dan aturan yang berlaku. · 

c. Jual Beli Atau Tulak Sangkul 
Pada masa dahulu belum ada dikenal istilah jual beli. 

B8!Ulah sesudah prinsip ekonomi semakin berkembang di 
kalangan masyarakat mulailah ada jual bell ata,u tulak sangkul. 

Pada pranata ini terdapat dua pihak yaitu sipembeli dan 
pemilik tanah. Setelah terjadi .transaksi jual beli menurut 
aturan yang berlaku pada masa itu, terjadilah akibat hukum 
yaitu terjadi perpindahan hak dan pemilikan terha4flp tanah. 
Sejajar dengan itu akan timbul lagi hak menggunakan bagi si­
pembeli. J adi yang berhak menggunakan tanah ialah sipem­
beli. Dalam hal ini sipembeli mempunyai_ kebebasan penUh 
menggunakan tanah itu, karena tidak ada lagi keterikatan 
dengan sipemilik tanah semuJa. Pembeli hanya terilcat kepada 
poila-pola penggunaan tanah secara-umum dan memperhati­
kan pasal 15 UUP A 19~ yang· meny.atatan,. semua pihak 
wajib memelihara tanah yang dikuasallt¥a; r serta mencegah 
kerusakannya. 
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Dalaln hal ini harus diperhatikan, mereka yang ekono­
minya lemah. Selain dari pada itu harus memperhatikan agar 

. tanah itu harus berfungsi sosial. Walaupun tanah sudah di­
beli, bukan berarti sipembeli bebas menggunakan tanah. 
Tanah yang dibeli misalnya dijadikan perumahan, penggem­
balaan, mendirikan pabrik atau meitjadi kuburan. Sipembeli 
bebas mempergunakannya asal masyarakat sekitarnya tidak 
.berkeberatan dan tidak bertentangan dengan norma-norma 
adat, sosial dan agama. 

Bentuk penggunaan tanah ditentukan oleh pola~pola 
umum penggunaan tanah dan memperhatikan fungsi sosial 
serta mengindahkan norma-norma hidup dalam masyarakat. 

d. Sewa-menyewa 
Sewa-menyewa merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

ekonomi. Dalam hubungan sewa menyewa ini terdapat pihak . 
pemilik tanah dan pihak penyewa tanah. 

Yang berhak menggunakan tanah selama berlangsung 
perjanjian sewa menyewa ialah sipenyewa. Tapi namun de­
mikian bukan berarti penyewa bebas menggunakan tetapi 
tetap terbatas sesuai dengan perjaitjian sewa menyewa. 

Cara penggunaannya harus menurut ketentuan perjan­
jian: Bila ditentukan misalnya penanaman padi, tidak boleh 
diganti dengan penanaman jahe (halia) atau penanaman padi 
di sawah diganti dengan kolam ikan. 

Tanah yang diperoleh oleh sipenyewa tanah diolah 
menjadi pertanian, dikerjakan menurut proses pekerjaan 
pada bolah pining sejak dari mencangkul sampai padi ter­
kumpul di lumbung. Cara mengerjakan dan peralatannyapun 
sama. 

Hasil panen yang diperoleh dibagi dengan cara 3 sampai 
5 kaleng per rantai ( 400 m2) diberikan kepada pemilik tanah. 
Selebihri'ya untuk sipenyewa tanah. 

Penggunaan hasil panen pada umumnya untuk. dimakan 
sendlri oleh keluarga. J(adang-kadang, ada juga yang menggu­
nakan untulc diperjual belikan, ke pekan. Cara membawanya 

.. · ke pekan dengan menjuitjung di kepala, menggunakan gojos 
atau kereta roda dua. 



. Bentuk pensgunaan tanah seperti ini adalah bentuk 
pengunaan untuk pertanian sesuai dengan k~tefttuan dalam 
perjaltjian dan aturan yang berlaku. 

4. Prana1a Sosial Lainnya 
Yang akan diuraikan pada pranata lainnya. ialah pengguna­

an tanah secara bersama-sama oleh anggota masyarakat kam­
pung, misalnyajuma parkongsian. 

- Juma Parkongsian 

Juma parkongsian ialah sejenis ladang yang merupakan 
usaha bersama penduduk setempat, contohnya adalah juma 
parkongsian Raya Tongah kecamatan Raya. 

Yang berhak menggunakan tanah adalah seluruh ang­
gota juma parkongslan dengan kedudukan sama. Mereka 
yang menentukan penggunaan tanah sesuai denpn basil 
musyawarah. Penentuan penggunaan didasarkan kepada pola 
penggunaan tanah secara umum pada saat itu, antara lain ta­
nah untuk pertanian. 

Bila mereka telah menentukan bentuk penggunaan ta­
nah dan jenis tanamannya, maka pengurus membuat suatu 
program kerja sesuai dengan, anggaran dasar dan aturan 
um um. 

Pada hari yang ditentukan mereka secara bergotong 
royong membuka hutan dengan mempergunakan peralatan 
parang, kampak dan lain-lain. Kalau hutan yang sudah dite­
bas dan sudah kering lalu dibakar, seterusnya dibersihkan 
sarilpai selesai untuk ditanami. Dahulu dibuat pananda, 
tetapi belakangan ini karena sudah beragama tidak dilakukan 
lagi. Penanaman padi dilaksanakan secara gotong royong 
oleh anggota. Demikian seterqsnya sampai panen. Setiap 
orang membawa perbekalan sendiri setiap kerja gotong 
royong. 

Sesudah panen dan padi telah terkumpul, lalu dibagi 
sama oleh seluruh anggota. Hasil pembagian padi, pada 
umumnya dipergunakan unttuk makanan sekeluup oleh 
masing•masing anggota. 
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Beatuk penggunaan tanah pada pranata ini adalah untuk 
pertanian, yang didasarkan kepad4J pola penggunaan tanah 
secara umum. 

S. Pranata Kekerabatan 

Yang diuraikan pada·· pranata kekerabatan ini adalah wa­
~ clan indahan arian, karena kegiatan dalam pranata ini 
erat hubungannya dengan kekeluargaan, sehubungan penggu­
naan tanah. 

a. War is an 

Setelah dilaksanakan pembagian warisan, masing-masing 
pewaris memperoleh tanah sesuai dengan pembagian menurut 
aturan adat. 

Setelah tanah diperoleh dengan dasar warisan, sipewaris 
berhak menentukan penggunaan tanah, tetapi harus memper­
hatikan ketentuan dalam pewarisan dan ketentuan pola peng­
gunaan tanah secara umum. Tidak boleh mengubah sif at 
penggunaan tanah. Misalnya bila tanah yanz diwariskan itu 
tanah pertanian dijadikan kuburan dan masyarakat kebe­
ratan. Jadi dalam pengguilaan ta~ah selalu merttperhatikan 
norma-norma dalam masyarakat dan fungsi sosial. 

Bentuk penggunaan tanah adalah terikat kepada pola 
umum dan ketentuan pewaris, misalnya tanah pertanian, 
pertapakan rumah, kolam, sawah dan lain-lain. 

b. lndahan Arian 
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lndahan arian adalah salah satu bentuk, pemindahan 
hak milik tanah dari seseorang tua kepada anak perempuan­
nya yang baru mempunyai anak pertama. Sifatnya adalah 
pemberian, bukan warisan karena anak perempuan tidak 
berhak mewarisinya. Tetapi pada prakteknya sama dengan 
warisan, yaitu adanya pemindahan hak atas sebidang tanah 
itu kepada orang lain. 

Setelah berlangsung upacara pelaksanaan indahan arian 
berarti boru yang menerimanya mempunyai hak menentukan 
penggunaan tanah, tetapi harus memperhatikan k~tentuan 
dalam pelaksanaan indahan arian. 



11111!11!11!11111 ____________ _,,,. ___________ _ ~,--,·-"~ 

Tanah yang diberikan untuk pertanian ligunakan un­
tl[ik pertanian. Tetapi belakaDl811 ini pengun.aan banyak 
yang berubah se9'lai dengan perkembangan k.eaja:tan ekono­
mi. Satu hal yang tidak boleh 4ilangarialab menjual tanah 
itu kepada orang lain. Tetapi meajual kepada sesama k-eluar­
ga dibolehkan, sehingga tanah itu tidak berpindah kepada 
orang luar. 

Bentuk penggunaan tanah terikat kepada bentuk peng­
gunaan tanah menurut pola umum dan ketentuan-ketentuan 
.aturan adat. 

6. Pranata Pendidikan 

Pranata pendidikan ini adalah seperangkat atura!Mlturan 
yang mengatur pendidikan di suatu tempat dan merupakan 
trac;lisi yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi dalam 
rangka memelihara kelangsungan hidup peJUiidikan dalam ma­
syarakat itu. Demikian juga pranata pendidikan GKPS di Pema­
tang Raya. 

a. Pendidikan GKPS Pematang Raya 

Kegiatan pendidikan sekolah GKPS didelegas~an kepa­
da Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) untuk seluruh 
GKPS tennasuk di daerah penelitian. 

Menurut sistim kepemimpirian pada GKPS yang $inO­

dkll, berarti pimpinan pusat mempunyai hak penuh untuk 
menentukan penggunaan tanah GKPS dimanapun berada. 
Sekolah setempat hanyalah berhak menuunakan tanah itu 
sesuai dengan ketentuan pimpinan pusat: Hak menggunakan 
terbatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Cara menggunakan tanah, sesuai dengan sistim sinodial 
sekolah yang bersangkutan menggunakan tempat bangunan 
sekolah, bangunan lainnya dan tanah lapang. Selain dari pada 
tanah kosong yang belum digunakan dipakai: sebagai kebun 
sekolah, kebun sekolah ditanami dengan tanaman bmtaya, 
seperti padi, jagung, ubi dan berbagai macani bunga-bungaan. 

Bentuk penggunaan tanah pada pranata pendidikan ini 
adalah untuk bangunan, tanah lapang dan pertanian. l >engan 
kata lain bentuk penggunaan yang terikat ke~ad ,icef~ntuan 
pusat. . . , . . . " 
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b .. Taman Pendidikan Islam (TPI) di Pematang Raya 
Taman Pendidikan Islam Arrahman Pematang Raya 

merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan Islam. 
Taman Pendidikan Islam tersebut dipimpin oleh seorang Di­
rektur dibantu oleh beberapa staf dan gurU. 

Bangunan sekolah didirikan di atas sebidang tanah, atas 
dasar pengwakafan. Namun demikian bukan berarti bahwa 
tanah itu bebas menggunakannya. Yang berhak menggunakan 
tanah adalah sekolah tersebut, tetapi yang berhak ·me"entu­
kan penggunaannya adalah Yayasan atas nama seluruh je­
maah me&jid itu. Berarti sekolah dapat menggunakan tanah 
itu sesuai dengan kebijaksanaan Yayasan. · Sekolah dapat 
menggunakan untuk tempat bangunan sekolah, bangunan 
kantor dan sarana kegiatan Iainnya. 

Bentuk penggunaan tanah adalah bentuk penggunaan 
untuk bangunan dan sar~na kegiatan lainnya, seperti tanah 
lapang, lapangan volly. Bentuknya sudah terikat dengan ke­
tentuan aturan dan pola yang penggunaan tanah secara umum. 

B. BENTUK PENGGUNAAN T ANAH 
,. 

Set~lah menguraikan beberapa pranata seperti pranata 
politik, pranata religi, pranata ekonomi, pranata kekerabatan, pra­
nata hukurn adat dan pranata lainnya, maka dapat . diketahui ben­
tuk-bentlik, penggunaan tan~ adalah sebagai berikut: 1. Perkam­
pungan, 2. Persawahan, 3. Perladangan atau pertanian tanah ke­
ring~ 4. Hutah Lintlung dan hutan produksi, 5. Tanah perkuburan 
atau tanah wakaf, 6. Untuk kepentingan umum yang bersifat so­
sial, 7. Perikanan darat dan 8. Penggembalaan. 

1. Perkampungan 
. Bentuk perkampungan di Simalungun umumnya dan Raya 

kh.usµsnya pada masa dahulu selalu ditandai dengan ciri sebagai 
berikut: 
- Letaknya di tempat yang agak tinggi. 
- Ada lt'.mbahnya serta dekatnya terdapat mata air. 
- Dekat dengan perladangan dan penggembalaan. 
- Mudah dibentuk men,i.adi pertanal\an atau benteng. 
- Mudah mengintai musuh yang datangnya dari luar. 
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Perkampungan seperti ini lambat laun mendapatbn peru­
bahan sesudah Indonesia merdeka. Kemajuan teknolGgi dan 
pembulcaan jalan-jalan di kecamatan Raya merubah bentulc 
perkampungan, misalnya perkampungan sudah mereka inginkan 
dekat ke jalan umum. Sehingga basil ladang mudah dw.gkut 
ke pasar atau ke pekan. Dengan kata lain bentuk perkampungan 
di Raya sekarang adalah bila ada jalan yang dapat dilalui oleh 
bus umum. Dan penduduk pedalaman juga berusaha membuat 
jalan dengan gotong royong agar dapat dilalui kendaraan roda 
dua. Andai katapun masih ada cjp-ciri perkampungan tradisio­
nal di atas, tapi saat ini yang paling penting pada masyarakat 
kampung adalah masalah transportasi. Banyak dijumpai perpin­
dahan desa-desa terpencil ke jalan-jalan yang dibangun oleh pe­
merintah sepanjang masyarakat itu masih dapat menjangkau 
perladangannya. Menurut para informan penduduk kampung 
pada saat pembangunan nasional ini merasa bergembira pada 
pemerintah karena membuat jalan-jalan masuk desa. Karena 
dengan dibukanya jalan ke desa-desa masyarakat bergiat ber­
usaha atau bekerja di ladang masing-masing. Hal ini mereka 
laksanakan dengan tekun, karena hasil yang dikerjakan mudah 
diangkut ke pasar. 

2. Persawahan 

Pada masa dahulu di Raya persawahan yang dikenal adalah 
sabah lombang yang tidak memakai sistim irigasi. Lama kelama­
an darat tidak mendapat hasil lagi, maka bagi beberapa kam­
pung yang mudah airnya dibendung, dengan kekuatan manusia 
dibentuklah tali air untuk persawahan, seperti: persawahan 
Huta Dolog, persawahan Bah Bolon dan lain-lain. Pada saat 
sekarang ini pemerintah memperhatikan masalah persawahan 
dengan membuat irigasi-irigasi yang baik. Demikian juga diben­
tuk persawahan yang baru yang sedang dikerjakan yaitu persa­
wahan PENT ARA (Pecinta Tani Rakyat) dafam rangka penirig-
katan produksi pangan rakyat dikecamatan Raya. · 

3. Perladangan atau Pertanian Tanah Kering 
P-ada umumnya di Raya dahulu, perladangan darat inilah 

yang banyak dijumpai. Keadaan tanah di kecamatan Raya ter­
diri dari tanah datar yaitu sebelah kiri dan kanan jalan propinsi, 

· · tanah miring di szekitar gunung Simbolon, dan J>ahukitan yaitu 
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di kecamatan Raya btagian atas. Sampai pada saat ini perladang­
an darat merupakan sumber utama kehidupan masyarakat yang 
digunakan untuk bertanam kopi, jagung, cabe, jahe dan lain­
lain. Dengan kata lain perladangan pada saat ini lebih luas dari 
persawahan. 

Di samping itu pada masa dahulu bahkan ada juga sampai 
se_karang orang-orang kampung membuat pohon yaitu tempat 
bertanam aneka tanaman seperti: lengkuas, bawang Batak, 
jahe, cabe, kunyit dan lain-lain. Po hon ini relatif jaraknya·dekat 
dari rumahnya serta dipagar dengan barn bu untuk menjaga agar 
ternak jangan masuk ke dalamnya. Di samping itu di dalam 
pohon ini terdapat juga bermacam-macam ramuan obat-obatan 
yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Pada masa sekarang ini di 
kecamatan Raya jarang sekali orang ·bertanaman padi, kartima 
hasilnya tidak seberapa. Sehingga menukar tanamannya dengan 
jahe, kopi, jeruk dan lain-lain. 

4. Hutan Lindung 

Pada masa dahulu di gunung Simbolon kecamatan Raya 
adalah merupakan hutan lindung dan produksi yang sam.a se­
kali tidak boleh diambil penduduk tanpa ijin pemerintah. Hal 
ini dilaksanakan dahulu agar penduduk jangan sembarangan 
mengainbil kayu-kayu besar untuk kayu api. Tetapi bila pen­
duduk meminta kepada penguasa untuk membuat perkakas 
rumah barulah diijinkah. Pada saat ini dari kaki gunung Sim­
bolon ini sudah ada jalan dan telah dibatui (belum beraspal) 
dari Sondi Raya ke arah kampung Damak menuju Sindar Raya. 
Dalam hal ini adanya penduduk yang menggarap tanah gunung 
Simbolon ini yang mengancam hutan lindung tersebut. 

5. Tanah Perkuburan A tau Tanah Wakaf 

Tanah perkuburan atau tanah wakaf ini banyak dijumpai 
di lokasi penelitian dan letaknya terpencar sesuai dengan tem­
pat kampungnya yang satu dengan yang lain berjauhan letak­
nya. Tanah perkuburan ini terdiri dari tanah perkuburan per­
b.egu, tanah perkuburan Islam dan tanah perkuburan Kristen. 
Menurut kebiasaan di daerah itu setiap kuburan letaknya di 
sebelah Timur dari .perkampungannya. Tetapi pada saat seka­
rang ini letak tanah kuburan itu disesuaikan dengan kondisi 

178 



tanah, misaJnya, tanah yang kurang kesu~annya atau t8f:l"1 
perbukitan. 

6. Lokasi Untuk Kepentingan Umum Yang Bersifat Sosjal 

Bentuk penggunaan tanah yang bersifat sosial ini banyak 
dijumpai sekarang di lokasi penelitian, misalnya tanah perta­
pakan sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekofah negeri, 
rumah-rumah ibadah, poliklinik, kantor-kantor pemerintah, 
tanah la pang, jalan raya, irigasi, pekan dan lain-lain. 

7. Perikanan Darat 

Perikanan darat banyak dijumpai di kecamatan Raya pada 
sabah lombang atau sawah lembah .dan sawah irigasi. Pemeliha­
raan ikan dilakukan pada waktu padi sedang bunting. Perikanan 
darat itu sedikit dijumpai di lokasi penelitian, karena kurangnya 
pengetahuan penduduk tentang hal perikanan. Yang dipelihara 
ialah ikan mas, ikan lele, ikan gabus, dan lain-lain. Perikanan 
tlarat ini ~ya untuk kepentingan sehari-hari atau belum ber­
sifat usaha ekonomi. 

8. Parmahanan ( Penggembalaan) 

Parmahanan adalah sebidang tanah yang sangat luas serta 
dikelilingi oleh parit atau tembok dan adakalanya ditanami de­
ngan bambu cina di pinggir luar tembok itu. Tanah parmaflanan 
digunakan untuk penggembalaan temak seperti: kerbau, lembu, 
kuda dengan dilepaskan saja atau tidak digembalakan. Parma­
hanan ini dijumpai di lokasi penelitian tidak berf ungsi lagi, bah­
kan sebagian besar sudah menjadi perladangan. 
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BAB VII 

BEBERAPA ANALISA 

Sebagairnana telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu 
bahwa pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional, merupakan pola yang hidup di tengah masyarakat. 
Pola-pola itu telah melembaga, dalam pranata-pranata sosial, se­
perti, pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi, pranata 
hukum adat dan pranata-pranata lainnya. 

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional yang telah melembaga mengalami perubahan dan per­
kembangan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. 
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pertambahan pen­
duduk akan mempengaruhi perubahan nilai-nilai hidup pada ma­
syarakat, sehingga terjadilah perubahan-perubahan pola dalain ber­
bagai aspek kehidupan, termasuk pola penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan tanah secara tradisional. 

1. Hak Galunggung 
Hak galunggung adalah hak terdahulu bagi seseorang untuk 

mengolah kembali sebidang tanah yang telah ditinggalkan telah 
menjadi hutan , tapi masih ada tumbuh tanaman sebagai bukti 
galunggungnya. 

Menurut sejarahnya hak galunggung terus berlaku sejak 
zaman raja-raja Simalungun dulu sampai sekarang. Hak galung­
gung merupakan salah satu bentuk penguasaan atau pemilikan 
atas sebidang tanah menurut hukum adat. 

Yang berkuasa atas tanah galunggung itu adalah orang yang 
pernah mengusahakannya. Bila tanah galunggung ini dibiarkan 
tidak diusahakan sampai jangka waktu tertentu, maka orang 
yang butuh akan tanah itu dapat meminta kepada kepala kam­
pung a-tau kepala desa, sekarang melalui gamot. 

Menurut hukum adat kekuasaan atas tanah itu ditentukan 
oleh ada tidaknya bukti tanaman tumbuh di atas tanah itu. 
Bila masih ada maka hak mengusahakan atas tanah itu masih 
melekat pada orang yang bersangkutan. Dengan dasar itu dia 
mempunyai hak terdahulu untuk membuka hutan itu untuk 
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perladangan. Kecuali bila tanah itu tidak diperlukannya maka 
tanah itu dapat diberikan kepada orang lain oleh kepala kam­
pung. 

Apabila pada tanah itu tidak ada tanah bukti tanaman 
yang tumbuh, maka kekuasaan a tau hak · Iilenguasai atas tanah 
itu hilang dari yang bersangkutan dan kekuasaan atas tanah 
beralih kembali kepada penguasa setempat. Dengan kata lain 
tanah kembali dikuasai oleh negara. 

Sering terjadi pennasa1ahan atas tanah galunggung. Tanah 
itu telah ditinggalka=n oleh orang yang menguasai terdahulu, 
karena dia pindah ke luar daerah kerajaan atau kecamatan 
untuk merantau beberapa tahun. Kemudian, karena kurang 

. berhasil diperantauan ia kembali ke kampung halamaimya un­
tuk mengolah. tanah galunggungny~ · Rupanya selama dia . di­
perantauan tanah itu telah diberikaJi oleh raja atau camat atau 
kepa1a desa kepada penduduk yang membutuhkannya. Tanah 
itu diolah beberapa tahun, kemudian ditanami tanaman keras 
seperti kopi atau bambu. 

Penguasa tanah yang pertama (perantau) atas dasar hak 
galunggung menuntut tanah itu kembali terhadap penggarap 
yang kedua, sehingga timbul masalah sengketa tanah itu. 

Menurut hukum adat, orang yang menuntut pengemba­
lian tanahnya mempunyai dasar hukum yang kuat atas hak 
ga/unggung. Akan tetapi ia tidak mempunyai hak lagi atas 
tanah galunggung karena telah meninggalkan kerajaan atau 
kecamatan lebih dari limit waktu yang ditentukan selama 
5 tahun. 

Kemudian timbul pandangan yang serba berbeda dalam 
pengertian hak galunggung, terlebih-lebih antara penduduk 
kampung setempat dengan orang pendatang dari kampung 
lain. 

·Pandangan masyarakat pada beberapa kampung tentang 
hak galunggung bernada lebih keras dari persyaratan hak galung­
gung menurut hukum adat yang tradisional. Tanah yang pemah 
diusahakan seseorang, walaupun telah diterlantarkan beberapa 
tahun sehingga menjadi hutan muda, sedangkan tanarnan keras 
tidak ada terdapat di atas tanah itu, masih dianggap menipakan 
haknya dengan dasar hak galimggung. 
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Dampak positipnya anggota masyarakat sebagai penguasa 
dan pemilik tanah berdasarkan hak gizlunggung merasa aman, 
karena ia dilindungi atas penguasa atau pemilikan tanah itu. 
Hal ini dapat terlaksana dengan baik sepanjang masyarakat 
masih mengakui hak galunggung itu. 

Dampak negatipnya temyata anggota masyarakat penda­
tang baru dan sebahagian besar generasi muda mulai kurang 
menghargai hak galunggung, sebab merasa bahwa hukum adat 
yang mengatur adanya hak galunggung kurang kuat, kurang ke­
pastian hukumannya. Hal ini sering menyebabkan timhul per­
sengketaan antara penggarap baru dengan yang mempunyai 
hak galunggung atas tanah itu. Masalah seperti ini banyak ter­
dapat di daerah penelitfan sampai ada yang diperkarakan ke 
Pengadilan Negeri setempat. 

- Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum 
adat dibidang pertanahan tentang hak galunggung sud.ah mulai 
goyah. Hal ini merupakan gejala bahwa, kepastian hukum menu­
rut adat cenderung mengalami kelemahan. Untuk itu diperlu­
kan penerapan hukum Agraria Nasional secara berf)ngsur-angsur 
demi terwujudnya kepastian hukum pertanahan di lokasi pene­
litian dan di seluruh Indonesia umumnya. 

2. Perkembangan Dan Masalah Hukum Waris 

Hukum waris adalah merupakan salah satu pranata hukum 
adat dibidang hukum tanah. Di Simalungun hukum waris diten­
tukan oleh tolu sahundu/an. Ketentuan ini terus bedaku sampai 
sekarang dengan berbagai fariasi tetapi pada prinsipnya hukum 
waris masih dihormati dewasa ini. 

Dahulu hukum waris ini dalam pelaksanaannya hams dilaku­
kan di hadapan tolu sahundulan, detnikian juga pada rnasa se­
karang. Hanya saja dalam pelaksa~nnya lebih disederhanakan. 
Bahkan terjadi perubahan di dalam sistim pembagiarr waris'an 
dan orang yang berhak menerima warisan. Da1tulo menurut 
hukum adat Simalungun, yang berhak menerima warisan ter­
hadap benda yang tidak bergerak, seperti tanab dan rumah 
adalah anak laki-laki. Akan tetapi dewasa ini sudak terjadi peru­
bahan besar, dimana anak perempuan turut me~a warisan 
dengan dua bentuk. 
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Bentuk pertama anak perempuan menerima sebahagian 
harta warisan, misaln'ya tanah tetapi tidak dapat dijual atau 
dipindah tangankan. Mereka hanya mempunyai hak pakai. 
Hak pakai itu dapat diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi 
anak-anaknya itu harus mengambil anak perempuan pamannya. 
Dinamakan mangulaki marboru tulang. Demikian seterusnya, 
bila keturunannya atau pewaris berikutnya kawin dengan 
orang lain maka gugurlah haknya mewarisi tanah itu. 

Dalam bentuk lain, tanah yang diwariskan kepada anak 
perempuan berupa tanah dapat dimiliki dan dapat d~wUiskan 
tanpa syarat harus kawin mengulaki marboru tulang. Tanah 
yang telah diwariskan menjadi miliknya, berarti telah berpindah 
status tanah itu kepada marga lain. Pelaksanaan seperti ini di­
temui di daerah penelitian merek Raya pada keluarga Jasmen 
Saragih Sumbayak. 

Perbandingan pembagian warisan: 

a. Anak laki-laki yang sulung mendapat 15 rantai sawah, I 0 
rantai tanah darat. 

b. Anak laki-laki yang kedua mendapat I 0 rantai tanah darat. 
c. Anak laki-laki yang ketiga mendapat 7 ,5 rantai sawah. 
d. Anak laki-laki yang keempat mendapat 5 rantai sawah. 
e. Anak laki-laki yang kelima mendapat 5 rantai sawah. 
f. Anak perempuan yang keenan:i mendapat 2,5 rantai sawah. 
g. Anak perempuan yang ketujuh mendapat 2,5 rantai sawah. 
h. Anak perempuan kedelapan mendapat 2 ,5 rantai sawah. 
i. Anak perempuan yang bungsu mendapat 2,5 rantai sawah, 

dan 7 rantai tanah darat. 

Pemberian lebih kepada anak perempuan yang bungsu di­
dasarkan kepada pertimbangan karena kurang mata pencahari­
annya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Pelaksanaan wa­
risan ini dilakukan dihadapan tolu sahundulan dgan pakai su­
rat di atas kertas segel. 

Perubahan pelclksanaan dan perubahan _yang berhak me­
nerima bagi anak perempuan, menunjukkan suatu gejala bahwa 
hukum waris menurut hukum adat sudah goyah kedudukannya. 
Atau dengan kata lain hukum warisan di daerah penelitian su­
dah berubah menuju ke arah penghargaan terhadap anak perem-
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puan semakin kuat. Berarti kedudukan, hak perempuan di bi­
dang hukum tanah sudah hampir sama dengan anak lalti-'laki 
Kalau dibandingkan dengan hukum waris di Batak Toba yang 
pada dasamya anak laki-lakilah yang berhak mewarisi. Tempi 
akibat dari pada dinamika hukum adat, terjadi perubahan di­
mana anak perempuan sudah berhak menerima warisan yang 
disebut pauseang. 

Di daerah Simalungun pemberian serupa ini dinamakan 
indahan arian. Perubahan ini adalah sebagai akibat peqeseran 
nilai-nilai sosial dan rasa kekeluargaan ke arah yang leoih baik. 

3. Kedudukan Hak Galunggung Da1arn UUPA No. S Tahun 1960. 

Sebagaimana telah disinggung dalarn uraian terdahulu 
bahwa hak galunggung adalah hak terdahulu seseorang terhadap 
sebidang tanah yang di atasnya tumbuh tanaman keras sebagai 
bukti adanya hak. 

Lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960 mempunyai dampak 
positip dalam perubahan hukum tanah. Terbentuknya hukum 
tanah secara Nasional, telah menghilangkan dualisme hukum 
dimana hukum yang berjiwa individualistis dan f eodalistis 
tidak berlaku lagi. Sebaliknya hukum adat mendapat keduduk­
an yang bai.k, tetap diakui dan dihormati berlakunya disetiap 
daerah sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi sosial dan 
hukum Nasional. Pengertian menghormati dan menghargai 
adalah adanya pengakuan sebagai hukum yang dapat mengatur 
hubungan hukum antar individu dibidang pertanahan. Dalam 
hal ini perlu diketahui bahwa tanah yang diatur berdasarkan hu­
kum adat harus di.konpersi.kan, sehingga dapat menjadi hak 
milik. Sebelum dilakukan konpersi, status tanah hak milik 
menurut hukum adat adalah hak mengusahakan. Dalam hal 
ini pemerintah telah membina masyarakat dengan jalan meng­
himbau masyarakat untuk mendatarkan tanahnya kepada 
pemerintah setempat. Yang didaftarkan ialah tanah yang di­
usahakan dan tanah galunggung. 

Menurut hasil penelitian, pada umumnya penduduk men­
daftarkan . tanah sedikit saja. Mendaftarkan sedikit ~a mem­
punyai maksud untuk menplakkan pembayaran IPEDA yang 
besar. Hal ini akan menimbulkan berbagai masaJahl' seperti 



contoh mengurangi pemasukan pajak dari tanah, luas tanah 
yang terdaftar tidak sesuai denian keadaan tanah yang sebenar­
nya. Akibatnya perencanaan pembangunan bagi daerah itu ku­
rang baik. Selain dari pada itu dapat menimbulkan masalah. 
Kalau seandainya timbul persengketaan agar penduduk di 
bidang tanah dan kebetulan yang dipersengketakan tidak ter­
masuk dalam tanah yang didaftarkan. Akhirnya dapat timbul 
silat lidah antara pemilik tanah dengan kepala kampung, atau 
kepala desa ataupun camat tentang letak tanah itu. Yang se­
pihak mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah negara karena 
tidak terdaftar atas nama seseorang. 

4. Kedudukan Hak Galunggung Setelah Berlakunya Undang-Un­
dang No. 5 Tahun 1979 

Sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 
tentang pemerintahan desa, dimana beberapa kampung yang 
dulunya terpisah berdiri sendiri, tetapi sekarang telah disatukan 
dalam satu daerah hukum yang lebih luas, merupakan bentuk 
pemerintahan yang terendah dan langsung berurusan dengan 
anggota masyarakat setempat. 

Sebelumnya kekuasaan untuk mengatur pemberian t1µ1ah 
kepada rakyat dalam satu kampung adalah kepala kampung 
(penghulu). Pada masa itu sattu kampung seolah-olah otonom 
berdiri · sendiri dalam arti setiap kampung mengurus kepenting­
annya sendiri dan tidak diperkenankan penduduk kampung lain 
menggarap tanah di karilpung itu, keciali sebagai penggarap se­
mentara 2 sampai 3 tahun sebagai hak pakai sementara, atau 
dengan jalan bagi hasil atau bi/a pining dengan persetujuan ke­
pala kampung. 

Perbatasan antara kampungg dengan kampung biasanya 
ditentukan dengan sungai, bukit atau pohon besar. Dahulu 
masyarakat kampung yang berbatasan saling hormat menghor­
mati dan harga menghargai tanda batas yang telah disepakati 
oleh penguasa sebelu_mnya. 

Belakangan ini setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 
tahun 1979 tentang pemerintahan desa mempunyai kekuasaan 
luas atas wilayah desa yang terdiri dari beberapa kampung. 

, Dampak positip sebagai akibat berlakunya Undang-Undang 
' itu terjadi pada betierapa segi antara lain adalah sebagai berikut: 
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Kekwuaan kepaJa kampung sebagai pejabat pelaksana :>engatur 
peruntukan dan menyelesaikan pennasalahannya telah bberpin­
dah kepada kepala desa. Kepala kampung hanya sebagai pem­
bantu pelaksana kepaJa desa disetiap kampung disebut namanya 
gamot. Istilah gamot diambil dari bahasa daerah yang didasar­
kan kepada struktur pemerintahan kampung dahulu. Gamot 
adalah pembantu kepala kampung. Biasanya diangkat anak boru 
huta yaitu menantu kepala kampung. 

Perbatasan daerah hukum kampung tidak ada lagi, sehing­
ga penduduk dari kampung lain dapat bebas pindah ke kampung 
Iain. Bahkan untuk menggarap tanahpun sudah bebas sepaitjang 
diijinkan oleh kepala desa berdasarkan -hukum yang berlaku. 
Sistim pemerintahan desa ini mempunyai arti positip dalam segi 
perasaan otonom yang sempit dalam satu kampung. Perasaan 
satu kampung berubah, menjadi perasaan yang lebih luas yakni 
perasaan satu desa, Akan tetapi terbina perasaan kesatuan dan 
persattuan yang lebih luas. 

Dalam segi lain mempunyai akibat yang kurang baik, ka­
rena terjadinya kebebasan perpindahan penduduk dari satu 
kampung ke kampung lain6Kampung yang mempunyai daerah 
pertanahan yang luas dan subur kurang menerima pernyataan 
ini, sebab mereka takut tanahnya digarap oleh pendatang baru. 
Sebaliknya penduduk kampung yang daerah pertanahannya 
kurang subur dan sempit menyambut penggabungan ini, sebab 
mereka cenderung akan memperoleh tanah pertanian dari kam­
pung lain yang mempunyai tanah yang lebih luas. Dalam hal ini 
tanda-tanda perbatasan dahulu praktis tidak berarti lagi. 

Dalam hubungan antara penduduk kampung semula de­
ngan pendatang baru dari kampung lain, sering timbul masalah 
tanah. Penduduk kampung itu akan mempertahankan syarat­
syarat hak galunggung bahkan ada juga memperluas pengertian 
hak galunggung itu. Maksudnya tanah yang pernah diusahakan 
olehnya atau orang tuanya, walaupun tidak ada tanda bukti 
tanaman keras yang di atasnya dianggap tanah galunggung 
berarti berlaku hak galunggung. 

Tujuan mereka sebenarnya terselip maksud untuk men­
ceg'ah masuknya orang luar ke daerah itu. Boleh dikatakan se­
luruh daerah kampung itu pernah diusahakan. Berarti praktis 
orang luar tidak boleh menggarap lagi. ·· 
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Sebaliknya pendatang baru mempertahankan prinsip hak 
galunggung yang murni yaitu tanah yang pemah diusahakan 
dan ada tanda bukti tumbuh tanaman keras di atasnya, adalah 
tanah galunggung sehingga hak atas, tanah itu adalah hak ga­
lunggung. Tetapi tanah-tanah, yang ditinggalkan tanpa ada tan­
da bukti tumbuh tanaman keras, tidak ada hak galunggung, 
berarti tanah desa atau negara dan boleh digarap untuk lahan 
pertanian. Hal demikian sering menimbulka.n permasalahan 
tanah. 

5. Kedudukan Fungsionaris Adat Setelah Berlakunya Undang­
Undang No. S Tahun 1979 

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, 
bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 mempu­
nyai pengarUh juga terhadap kedudukan hukuman adat. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang itu, penghulu bersa­
ma anak boru huta atau gamot sebagai pelaksana pemerintahan 
bersama-sama dengan adat oleh karena itu kedudukan aturan 
adat maupun hukuman adat yang mengatur hubungan masyara­
kat dalam adat dan tanah sangat kuat. Akan tetapi setelah ber­
lakunya Undang-Undang itu, urusan adat atau adat iStiadat 
tidak lagi dipegang oleh kepala desa bersama sekretaris desa, 
tetapi masalah adat atau adat istiadat ditangani oleh fungsiona­
ris adat tolu sahundulan atau lima saodoran. 

Dahulu kedudukan tolu sahundulan dan lima saodoran 
adalah sebagai pembantu kepala kampung di bidang adat istia­
dat. Penerapan adat itu dilaksanakan oleh kepala kampung se­
hingga kedudukan adat lebih kuat. Pelaksanaan adat dan peme­
rintahan secara bersama dilaksanakan, bersumber dari pemerin­
tahan atau kepala kampung. 

Akan tetapi sekarang kedudukan hukum adat atau adat 
istiadat semakin lemah .karena bukan lagi datangnya dari peme­
rintah bersama-sama peraturan. Hukum adat atau adat istiadat 
ditangani oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam tolu 
sahundulan dan lima saodoran. Oleh sebab itu sering timbul 
perbedaan pendapat tentang hukum adat antara kepala desa 
sebagai pemerintah dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat 
sebagai fungsionaris adat. 
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Kepala desa sebagai pelaksana pemerintah3n dan pelaksa­
naan pembangunan masyarakat desa, akan menerapkan program 
pemerintah sesuai dengan GBHN dan Undang-Undang Dasar 
1945 serta Pancasila demi kemakmuran masyarakat. Dalam 
penerapan ini sering terjadi perbedaan pendapat dengan f ung­
sionaris adat setempat, sehingga dapat menghambat jalannya 
pelaksanaan pembangunan. Bahkan sering, bukan saja berten­
tangan dengan pendapat fungsionaris adat, tetapi jua · dengan 
pendapat penduduk sebagai pemilik tanah. 

Kurang sependapat tentang rencana pemerintah mengenai 
pembangunan. Seperti contoh tentang pe111bangunan Sekolah 
Teknologi Pertama (SMTP) Pematang Raya. Sebahagian pendu­
duk tidak memberikan tanahnya untuk dijadikan areal pemba­
ngunah sekolah itu. Kem.udian setelah dilakukan be1bagai pen­
dekatan oleh pemerintah barulah sebahagian penduduk yang 
mempunyai pandangan yang luas dan dinamis dapat memberi­
kan tanahnya dengan ganti rugi yang wajar. Akan tetapi seba­
hagian penduduk yang kurang dapat menerima kehadiran pem­
bangunan itu atau karena f aktor lain, tidak memberikan tanah­
nya, sehingga rencana pembbangunan SMTP itu diperkecil . 
sesuai deugan luas tanah yang ada. 

Kenyataan ini membuktikan bahwa kedudukan hukum 
adat pada hak galunggung kuat, karena dihargai dan dihormati 
dengan adanya ganti rugi. Sebaliknya menunjukkan kekakuan 
dari masyarakat yang tradisional yang masih terikat kepada 
hukum adat, kurang dapat menerima kehadiran pembangunan 
di daerah itu. Berarti masalah, tanah masih rawan. Hal sedemi­
kian merupak.an masalah yang sering terdapat di tengah masya­
rakat · dan dapat mempengaruhi kurang lancamya pemba­
ngunan. 

6. Tanah Pengembalaan Sihapalan 

Pada mulanya perpindahan marga Purba sebagai tondong 
berjumlah 3 kepala keluargam yaitu 2 keluarga marga Purba 
Pakpak dan I kepala keluarga sebagai menantunya marga Da­
manik. Jadi boleh dikatakan pemberian sebidang tanah di Siha­
palah lama oleh tuan Rayahuluan adalah dasar kekeluargaan 
yaitu hubungan na martondong mar anak 'botu (hubungan ke­
Juarga antara pemberi gadis dan penerima gadis). 
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Penyerahan sebidang tanah ini kepada marga Purba dan 
marga Damanik ditentukan dengan perjanjian secara adat Sima­
lungun dengan ketentuan antara Iain: 

a. Keluarga marga Purba dan marga Damanik sebagai pendatang 
baru tidak akan mengganggu ketertiban di daerah Sihapalan 
maupun keturunannya kemudian. 

b. Keluarga marga Purba dan marga Damanik tidak boleh meng­
·garap tanah di Iuar dari tanah yang diberikan semula, tanpa 
seijin kepala kampung Rayahuluan. 

Sesuai dengan ketentuan itu tuan Rayahuluan memberikan 
tanah seluas 8 ha di daerah Sihapalan lama pada tahun 1932. 

Kemudian pada tahun 1951 penduduk Sihapalan lama me­
minta tanah penggembalaan kepada tuan Rayahuluan. Tuan 
Rayahuluan memberikan tanah berdekatan dengan Sihapalan 
lama arah ke jalan raya yaitu daerah Sihapalan baru. Sihapalan 
baru dibagi dua dan bentuknya sama menghadap Iangsung ke 
jalan raya jalan propinsi. Penduduk Sihapalan lama menjadikan 
tanah itu sebagai tanah penggembalaan mereka. Sebagian di­
pinggirnya dipagar dengan bambu, sedangkan yang sebelah 
jalan raya langsung ditembok dengan tanah dan ditanami bam­
bu cina agar ternak tidak dapat keluar dari lokasi penggembala­
an. Se4angkan lokasi penggembalaan tuan Rayahuluan tidak di­
kerjakan, tetap menjadiy hutan belukar karena penggembalaan 
mereka masih ada ditempat lain. 

Pada masa pemberontakan PRRI tahun 1960 penduduk 
Sihapalan lama pindah ke dekat jalan raya di daerah penggem­
balaan untuk menyelamatkan diri dari gangguan pemberontak. 
Penduduk yang pindah sudah berjumlah 23 (dua puluh tiga) 
rumah tangga. Mula-mula mereka mendirikan gubuk darurat 
sepanjang pinggir jalan raya tennasuk daerah penggembalaan 
tuan Rayahuluan atas ijin tuan Rayahuluan. Tuan Rayahuluan 
membiarkan bangunan darurat itu karena f amili wajar dibantu. 
Dia beranggapan bahwa pendupuk Sihapalan lama adalah ke­
luarga mereka, tidak akan berbuat yang tidak baik. Rupanya 
walaupun pemberontakan telah selesai, dan keamanan telah 
pulih, penduduk Sihapalan lama tidak mau pulang kembali. 
Mereka sudah merasa lebih enak dan lebih praktis tinggal di 
pinggir jalan raya dari pada jauh di Sihapalan. Tuan Rayahuluan 
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memperingatkan penduduk Sihapalan agar mereka meninggal­
kan daerah itu sesuai dengan perjanjian semula, hanya untuk 
bangunan sementara. Penduduk Sihapalan tidak mengindahkan- .. 
nya bahkan mereka menyatakan bahwa seluruh tanah penggem­
balaan itu termasuk daerah penggembalaan tuan Rayahuluan 
adalah tanah mereka. 

Telah diberikan oleh tuan Rayahuiuan sewaktu mereka 
mendirikan gubuk darurat karena gangguan gerombolan. Kemu­
dian tuan Rayahuluan bersama-sama penduduk menuntut 
pengembalian tanah itu dari Sihapalan baru. 

Pada tahun 1961 diadakan musyawarah antara penduduk 
Sihapalan lama dengan penduduk Rayahuluan. Tanah penggem­
balaan itu dibagi dua menurut ketentuan semula, sama-sama 
menghadap jalan raya, kareria dahulu tidak semua tanah itu di­
berikan. Penduduk Sihapalan baru mau dibagi dua tetapi untuk 
mereka separuh, sebelah jalan raya dan separuh lagi yaitu di 
antara Sihapalan lama dengan Sihapalan baru untuk penduduk 
Rayahuluan. Pembagian untuk Rayahuluan menjadi terjepit 
oleh tanah penduduk Sihapalan. Hal ini tidak disetujui oleh pen­
duduk Ray-ahuluan, sehingga mereka mengadukan kepada pe­
merirttah pada tahun 1981 . 

Penduduk Rayahuluan menuntut pengembalian tanah 
mereka yang ditempati oleh penduduk Sihapalan, atau kalau 
tidak mau mengembalikan agar mereka memberikan ganti rugi 
atas tanah itu. Penduduk Sihapalan setuju memberikan 2 ha 
saja, tetapi sebelah Sihapalan lama. Penduduk Rayahuluan tidak 
menyetujui usul perdamaian tersebut. Demikian keadaan masa­
lah tanah Sihapalan sampai saat ini menunggu putusan dari 
Pengadilan Negeri Pematang Siantar. 

Kalau diikuti dari semula letak duduk masalah tanah 
penggembalaan Sihapalan kelihatan kedudukan adat atau hu­
kum adat tanah mempunyai kekuatan sama dengan hukum N,a­
sional yang tertulis, bila masing-masing pihak yang. tersangkut 
dalam masalah itu masih menghargai dan menghormatinya se­
bagai aturan yang baik. Akan tetapi bila salah satu pihak atau 
kedua belah pihak tidak lagi menghargai dan me.nghormati, 
berarti aturan itu akan berkurang kekuatannya. Hal itu adalah 
disebabkan sifat adat atau adat istiadat tidak tertulis, tetapi 



mempunyai kekuatan yang sama dengan hukuman positip se­
telah nonna~onna adat atau adat istiadat itu telah merupakan 
keputusan pengadilan terhadap sesuatu perkara masalah tanah. 

7. Tanah Penggembalaan Hutadolog Dan Silouraya 
Menurut keterangan informan bahwa tanah penggembalaan 

Hutadolog adalah tanah penggembalaan milik tuan Hutadolog. 
Yang mengerjakan penembokkan dan pemagaran adalah oleh 
hamba sebagai hukuman perang. Para hamba beserta keluarga­
nya yang sudah dewasa secara bersama-sama bergotong royong 
mengerjakannya. Temak yang digembalakan adalah temak dari 
tuan Hutadolog. Hamba tidak dibolehkan menggembalakan 
temaknya di tanah penggembalaan itu, kecuali rakyat biasa de­
ngan memberi tanda kuping kerbaunya dipotong sedikit. Ker­
bau yang tidak ada dipotong kupingnya adalah kerbau tuan 
Hutadolog. 

Pada waktu revolusi 1945 kekuasaan raja-raja hilang sama 
sekali termasuk tuan Hutadolog. Yang berkuasa adalah rakyat. 
Untuk melaksanakan pemerintahan, dipilih penghulu dari ka­
Iangan rakyat banyak. Terjadilah perubahan besar, dimana ta­
nah penggembalaan dikuasai oleh rakyat, digarap dijadikan ta­
nah pertanian. Ahli waris dari tuan Hutadolog diam tidak ber­
kutik; karena takut kena revolusi. Rakyat yang menggarap ta­
nah penggembalaan itu menggunakan tanah sebagai tanah per­
tanian. Kemudian ada "juga yang menanam tanaman keras se­
perti kopi dan bambu. 

Pada tahun 1980 ahli waris tuan Hutadolog menuntut 
kembali tanah yang telah diusahakan oleh rakyat dengan dasar 
bahwa tanah penggembalaan itu adalah milik dari tuan Huta­
dolog. 

Menurut keterangan ahli waris tuan Hutadolog yang me­
ngerjakan penembokan dan pemagaran bukan rakyat akan te­
tapi adalah hamba: Oleh karena itu tanah penggembalaan ini 
bukan swadaya masyarakat, berarti adalah milik pribadi tuan 
Hutadolog. 

Penduduk Hutadolog yang menggarapan tanah penggem­
balaan itu tidak mau mengembalikan tanah kepada ahli waris, 
karena tanah penggembalaan tersebut adalah hasil kerja gotong 
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royong rakyat dahulu. Oleh karena itu rakyat berhak meman- . 
faatkan tanah itu bahkan menggarapnya untuk tanah pertanian. 

Kemudian ahli waris menuntut melalui Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar atas pengembalian tanah yang digarap oleh 
rakyat Hutadolog: Tanah penggembalaan itu sudah menjadi 
masalah, dan menjadi persengketaan. Sampai sekarang belum 
ada keputusan mengenai perkara itu dari Mahkamah Agung, 
tetapi rakyat penggarap tetap menguasai dan mengusahakan 
tanah garapannya itu sampai sekarang, atas dasar hak meng­
garap dan hak galunggung. Sebaliknya ahli waris m~nuntut 
pengembalian tanah itu atas dasar hak galunggung, karena ta­
nah penggembalaan itu masih mempunyai tanda-tanda batas 
berupa tembok dan parit. DalaJn kasus ini ternyata hak galung­
gung masih diakui dan dipertahankan, sebagai dasar penguasaan 
dan pemilikan atas tanah itu. Yang menjadi persengketaan ada­
lah tentang yang mengerjakan dahulu oleh hamba disatu pihak 
dan di pihak lain menyatakan gotong royong oleh rakyat. 

Lain halnya dengan tanah penggembalaan Silouraya. 
Tanah penggembalaan itu adalah milik raja Raya. Merupakan 
tanah penggembalaan raja. Rakyat tidak dibolehkan menggem­
balakan ternaknya. Mengerjakan pembuatan parit dan tembok 
penggembalaan dilakukan oleh hamba bersama-sama rakyat. 

Sesudah revolusi 1945 di kecamatan Raya, tanah penggem­
balaan itu digarap oleh rakyat dan kemudian ditanami tanaman 
keras seperti kopi dan bambu. · 

Belakangan ini ahli waris yaitu cucu dari raja Raya menun­
tut pengembalian tanah yang telah digarap oleh rakyat melalui 
Pengadilan Negeri. Tetapi sampai sekarang belum ada penyele­
saiannya. Masalahnya hampir sama dengan tanah penggembala­
an Hutadolog. 

8. Penggunaan Tanah 

Sejak zaman kerajaan Simalungun telah ditentukan peng­
gunaan tanah secara tradisional yaitu: tanah pertanian, tanah 
perkampungan, tanah penggembalaan, tanah kuburan dan tanah 
rahatan ni huta. Ketentuan ini boleh dikatakan dit~ruskan sam­
pai zaman penjajahan Belanda. Hanya saja pemerintahan Be­
landa lebih mempertegas tentang rahatan ni huta )'ang lebih luas 
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yaitu merupakan hutan lindung atau hutan larangan. Maksud 
dan tujuan raja-raja Simalungun dengan Belanda tentang rahatan 
ni huta agak berbeda. Maksud raja-raja adalah sebagai hutan 
produksi dimana rakyat dibolehkan mengambil kayu tertentu 
untuk keperluan bahan bangunan rumah .setelah lebih dahulu 
meminta ijin kepada kepala kampung. Sedangkan zaman Belan­
da tanah atau hutan larangan itu dimaksudkan sebagai hutan 
pioduksi dan hutan lindung. Oleh karena itu rakyat tidak boleh 
bebas menggunakan tanah itu. Bahkan pengambilan kayu·harus 
ada surat ijin dari pemerintah. Tetapi mengubah tanah itu men­
jadi perladangan semata-mata tidak dibolehkan oleh pemerin.: 
tab, karena dapat menimbulkan erosi dan banjir. 

Sesudah kemerdekaan, terjadilah penggantian pemerintah­
an kepada Republik Indonesia. Sejalan dengan itu terjadi juga 
perubahan kebijaksanaan pemerintah tentang penggunaan ta­
nah. Tanah sebagai sumber potensial hidup manusia merupakan 
faktor yang penting dalam sarana pembangunan di negara Re­
publik Indonesia yang agraris ini. Penggunaan tanahpun bberu­
bah sesuai dengan tingkat kegiatan manusia, teknologi dan 
jumlah manusia dalam suatu daerah tertentu. 

Untuk memberi kelancaran tentang pengurusan penggu­
naan tanah dalam rangka membuka usaha, maka diberikan ijin 
membuka hutan bagi perseorangan. Sesuai dengan peraturan 
Menteri Dalam Negeri ~o. 6 tahun 1972, tentang pelinipahan 
Wewenang Pemberian Hak atas Tanah (pasal 11) kepada para 
camat/kepala kecamatan diberikan wewenang, untuk memberi­
kan ijin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 ha. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada camat telah 
diberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dengan surat No. 
33223/3 tanggal 23 Nopember 1974 dan No. 13849/3 tanggal 
22 Mei 1979, tetapi dalam pemberian ijin membuka tanah para 
camat/kepala kecamatan kurang memperhatikan segi-segi keles­
tarian lingkungan dan tata guna tanahnya dan tidak jarang di­
jumpai adanya ijin niembuka tanah yang tumpang tindih de­
ngan tanah kawasan hutan, sehingga dapat menimbulkan hal-

. hal yang mengakibatkan terganggunya tanah, dan sumber-sum­
ber air. Oleh karena itu ijin membuka tanah yang telah diberi­
kan kepada camat/kepala kecamatan sering tidak memperhati­
kan ketentuan seperti yang disebut di atas, maka Menteri Dalam 
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Negeri dengan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, 
yang ditujukan kepada Gubemur dan tembusannya antara lain 
dikirimkan kepada Bupati dan Walikotamadyanya Kepala 
Daerah Tingkat II se Sumatera Utara, agar para camat/kepala 
kecamatan tidak lagi memberikan ijin membuka tanah dalam 
bentuk apapun juga. Dengan sendirinya surat No. 33223/3 
tanggal 22 Nopember 1984 dan No. 134849/3 tanggal 22 Mei 
1979 tersebut di atas tidak berlaku lagi. 

Pencabutan wewenang para camat untuk memberikan ijin 
membuka tanah mempunyai alasan yang kuat dan posit!p. Ka­
lau ditinjau pada daerah penelitian kecamatan Raya di gunung 
Simbolon, kenyataannya itu sudah sangat membahayalcan ter­
hadap kelestarian alam. Di gunung Simbolon sudah terjadi pem­
bukaan panglong atau pengambilan kayu oleh pengusaha-peng­
usaha. Bahkan perambahan hutan sampai ke puncalc gummg 
Simbolon oleh perorangan atau pengusaha, sehingga gunung . 
Simbolon. menjadi gundul dan mengakibatkan terganggunya 
kelestarian tanah dan sumber-sumber air. Bahkan di daerah 
hilir seperti Deli Serdang menimbulkan banjir dan tanah loilgsor. 

Timbulnya masalah terganggunya kelestarian alam, dan 
sumber air sebagai akibat penyalahgunaan tanah. Pada hakekat­
nya tanah yang telah ditentukan penggunaannya ada yang dapat 
dialihkan tetapi ada juga yang tidak dapat dialihkan.;Contohnya 
tanah pertanian, dapat dialihkan penggunaannya, misalnya dari 
pertanian menjadi pertapakan rumahG Tetapi tanah a tau hutan 
lindung dan hutan produksi tidak dapat dialihkan penggunaan­
nya, misalnya menjadi tanah pertanian atau penggembalaan. 

Bila terjadi pengalihan penggunaan akan menimbulkan 
gangguan kelestarian tanah dan dapat mendatangkan kerugian 
di berbagai bidang, berarti menghambat pembangunan. Oleh 
karena itu dalam rangka pemberian ijin membuka tanah perlu 
diperhatikan tentang persediaan tanah, penggunaan tanah, 
menggariskan untuk apa tanah tersebut boleh digunakan, pola 
penggunaan tanah dan memberikan saran tentang cara mera­
wat tanah, agar penggunaan tanah hemat dan optimal dan' sela­
ma mungkin (azas kelestarian) dapat dicapai . . Hal ini perlu 
mengingat penggunaan tanah oleh penduduk pada masa ini 
kurang terkendali. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebijaksana­
an penggunaan tanah, diprioritaskan dan diperhitungkan d:ari 
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kemampuan phisik tanah, letak tanah, kemampuan ekonomi 
tanah dan segi-segi sosial budaya. 

Untuk dapatg membuat perencanaan tanah di daerah pe­
nelitian khususriya di Indonesia · umumnya, perlu diketahui 
gambaran pola penggunaan tanah dan kemampuan tanah pada 
saat iniu Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Negara kita dan 
dalam GBHN pada sidang MPR IV telah memasukkan rencana 
Undang-Undang Tata Guna Tanah. Dalam hal ini pemerintah 
menghormati semua bentuk, atau jenis hak tanah yang ·ada di 
Indonesia atau termasuk hak-hak menurut hukum adat. Tetapi 

. sering tidak selalu sejalan atau serasi tentang penggunaan ta­
nahnya. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang 
memberikan wewenang pada pemerintah, mencampuri penggu­
naan tanah pihak yang berhak atas tanah bersangkutan, tetapi 
tetap menghormati hak atas tanah tersebut. 

9. MasaJah Pertambahan Penduduk 

Pertambahan penduduk di Indonesia adalah merupakan 
masalah Nasional yang mempunyai dampak yang kurang baik 
dari segi pembangunan Nasional. Pertambahan penduduk yang 
begitu pesat tidak seimbang dengan pertambahan ekonomi, 
sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial budaya 
bangsa yang sangat merugikan6 Oleh karena itu dilakukan ber­
bagai usaha untuk menekan pertambahan penduduk yang ber­
lebihan dengan program Keluarga Berencana. Pada prinsipnya 
jumlah anak dalam satu kelu31ga direncanakan paling banyak 
3 orang dan belakangan ini cukup 2 orang. Tidak memilih apa­
kah laki-laki atau perempuan, sebab pada hakekatnya harkat 
manusia laki-laki dan perempuan adalah sama. Tetapi namun 
demikian baik proggram Keluarga Berencana itu tidak sama pe­
nilaiannya dan penerimaannya oleh setiap orang di Indonesia. 
Demikian juga di lokasi penelitian, terlebih-lebih di daerah pede­
saan belum begitu mengerti tentang arti dan tujuan Kelu31ga 
Berencana. Bahkan· kalau dihubungkan dengan penduduk di 
lokasi penelitian yang termasuk . sub suku Simalungun, yang 
patrilinial. Kehadiran anak laki-laki dalam kelu31ga merupakan 
hal yang pertting di samping anak perempuanC 

Dahulu prinsip setiap orang yang berumah tangga mencita­
citakan banyak anak, sehingga lahir ungkapan "Marboru sappu-
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lu onom, maranak sappulu pitu" yang artinya kira-kA mempu­
nyai anak perempuan 16 orang dan anak laki-laki 17 orang. 
Akibatnya pertambahan penduduk bertambah pesat. Pada 
umumnya program Keluarga Berencana belum begitu mantap 
terlaksana. Hanya pada golongan yang mempunyai pendidikan 
dan sebagai pegawai negeri, sedikit sekali yang ada melaksana­
kan prinsip Keluarga Berencana itu. 

Pertambahan penduduk sejak ada manusia di daerah pene­
litian sampai sekarang sangat besar, sedang jum}ah a tau luas 
tanah terbatas. J adi akibat pengaruh faktor pertambahan pen­
d uduk jumlah luas tanah terbatas, perkembangan teknologi, 
tingkat kegiatan manhsia, klrrang pengawasan dari pihak pe­
merintah, terjadilah penyalahgunaan penggunaan tanah. Misal­
nya membuat perkampungan di lereng-lereng gunung di gunung 
Simbolon, seperti kampung Damak, Gµlping, Bahapal, Pusuk 
dan lain-lainu Penempatan perkampungan di leren8-Iereng men­
dorong penduduk merambah lereng-lereng gunung itu untuk 
lahan pertanian. Keadaan ini sudah berlangsung lama sejak za­
man penjajahan Belanda. 

Kalau diperhatikan dari segi lokasi perkampungan itu, 
sebenarnya penempatan kampung itu tidak sesuai lagi karena 
terletak di daerah yang tidak sesuai lagi karena terletak di dae­
rah yang kritiso Daerah itu merupakan daerah yang mempu­
nyai kemiringan, antara 30° sampai 450. Berarti kampung­
kampung itu selalu terancam dari bahaya longsor. Demikian 
juga tanah-tanah pertanian di lereng-lereng gunung itu menim­
bulkan erosi dan longsor. Hanya saja bagi penduduk setempat 
tidak menjadi soal, karena mereka sudah terbiasa akan keadaan 
itu. Bahkan bila terdesak mereka dapat pindah ke lokasi lain 
yang masih kosong. Biasanya perluasan ke arah puncak gunung, 
berarti kerusakan kelestarian tanah. 

10. Padat Karya 

Pada umumnya lapangan kerja pada dewasa ini merupakan 
hal yang sulit, sehingga menimbulkan masalah Jain yaitu 
pengangguran. Masalah pengangguran merupakan masalah Na­
sional di negara kita. Untuk mengatasi masalah itu, sa1ah satu 
saran ialah dengan prinsip padat karya. Maksudnya 'pekerjaan 
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yang menggunakan tenaga rnanusia sebanyak-banyaknya, bukan 
dengan tenaga mesin. 

Kalau ditinjau dari sejarah kehidupan masyarakat setempat 
pada dasarnya hidup dengan gotong royong merupakan hidup 
yang tradisional. Merupakan salah satu bentuk kehidupan dalam 
masyarakat, yang sampai sekarang masih berjalan terus. Misal­
nya dalam pekerjaan merambah hhtan, menanam padi, dan 
memotong padi. Dahulu caranya dengan mengundang pendu­
duk setempat secara bersama~ama mengerjakan pekerjaan itu 
tetapi sipemilik harus menyediakan makkanan para peserta 
gotong royong. 

Bentuk lain adalah dengan cara bergabung dalam satu 
orga_nisasi pekerjaan secara berganti-ganti yang dinamakan 
haroan. Haroan ada dua macam, yaitu haroan etek dengan 
jumlah 2 .sarnpai 5 orang. Yangg kedua adalah haroan bolon 
dengan jumlah lebih 5 orang sampai 30 orang. Dengan tenaga 
30 orang suatu pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dalam 
satu hari. Biasanya pekerjaan besar seperti membuka hutan, 
mengolah. tanah dan memotong padi. Untuk pekerjaan kecil 
seperti menyiangi padi, menggemburkan tanah cukup dengan 
haroan etek atau anggota keluarga. Biasanya dalam gotong 
royong semacam ini masing-masing membawa perbekalan sen­
diri~endiri. Pekerjaan gotong royong seperti ini masih ada di­
temukan di pedesaan y~ng agak jauh dari kota Pematang Raya. 

Di daerah pinggiran jalan raya prinsip gotong royong ini 
sudah jarang ditemukan, karena masyarakat sudah lebih cende­
rung berprinsip ekonomi dengan cara mengupahkanG Dianggap 
lebih praktis dan lebih ekonomis. Dapat dilihat, pada pendirian 
atau pembangunan ri.lmah. Dahulu mendirikan rumah pendu­
duk dilakukan dengan cara bergotong royong, demikian juga 
pekerjaan-pekerjaan besar seperti tersebut di atas. Pekerjaan 
bergotong royong pada masyarakat di kota Pematang Raya 
dan kampung-kampung di pinggir jalan raya yang lebih maju, 
kelihatan dalam pekerjaan, antara lain: soal kematian, perka­
Winan, pembersihan kampung, membuat jalan1.. 

Dapat disimpulkan bahwa kehidupan tradisional di bidang 
gotong royong, sudah semakin berkurang kegiatannya, hanya 
pada pekerjaan-pekerjaan · yang bersifat sosial yang dianggap 
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memerlukannya. Sebahagian besar sudah menjurus ke)lada pe­
kerjaan dengan prinsip ekonomi dengan cara mengupahkannya. 

11. Kedudukan Bak Milik Dan Bak Galunggung Menurut Bukom 
Adat Dalam Bukum Nasional · 

Hak milik menurut adat diakui sepanjang mempunyai 
fungsi sosial (pasal 6 UUPA). Hak milik adalah hak turun temu­
run, terkuat dan terpenuh dapat dipunyai orang atas tanah de­
ngan mengingat ketentuan pasal 6 UUP A (pasal 20 UUP A). 

Menurut ketentuan ini berarti hak milik hukum adat masih 
diakui dan dihargai sepanjang tidak bertentangan dengan hukum 
Nasional. Diakui dan dihargai dengan ketentuan bahwa hak mi­
lik menurut hukum adat tidak meresahkan dalam arti masih 
diakui dan dihargai oleh masyarakat hukum adat setempat seba­
gai dasar hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang per­
tanahan. 

Akan tetapi kalau diperhatikan keadaan pelaksanaan hu­
kum adat ini dibidang tanah, seperti pengakuan dan pengharga­
an tent~ng hak galunggung sudah mulai goyah karena pengaruh 
berbagai faktor. Antara lain pengaruh ilmu pengetahuan, kurang 
kepastian hukum karena tidak ada sertifikat dan keinginan 
orang luar kanipung untuk menggarap tanah karena melihat ada 
kelemahan hukum adat itu, sehingga sering menimbulkan ma­
salah. 

Untuk mengatasi masalah itu pemerintah bertekad untuk 
melaksanakan suatu program persertifikatan tanah secara mas­
sal, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasa­
an dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Pelaksa­
naan program ini ditangani oleh Proyek Operasi Nasional Agra­
ria (PRONA). Pemerosesan pensertifikatan tanah secara massal 
sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang 
pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan 
ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi go­
longan ekonomi lemah. Dalam rangka persertifikatan tanah se­
cara massal dibebaskan dari kewajiban membayar uang pema­
sukkan kepada negara seperti yang telah ditentukan dalam Pera­
turan Menteri Dalam Negeri No. I tahun 1975, dan kepada pe­
nerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya admi-
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1mtsasi. Datun ketentuan lain dijelaskan bahwa tanah-tanah 
yang tersangkut dengan masalah silang sengketa di antara sesa­
ma penduduk setempat tidak dapat masuk Proyek Prona yang 
kerjanya bersifat aktif. 

Oleh karena itu tanah-tanah yang diusahakan penduduk 
yang berasal dari tanah-tanah terlantar karena pemiliknya 
mengungsi ke kota-kota, pada waktu masa revolusi sosial dan 
pemberontakan PR.RI (Pemberontakan Rakyat Republik Indo­
nesia) tidak dapat dijadikan Proyek Prona. Begitu juga· tanah 
sekitar kantor camat Raya berkas hak milik memperusahakan 
dari O.K.M. · Aliviah tidak dapat di .Prona-kan karena telah di­
garap penduduk. 

Boleh dikatakan kurang lancarnya petaksanaan Proyek 
Prona ·di daerah penelitian adalah karena f aktor banyaknya 
masalah pertanahan6 Justeru karena itu sampai saat ini masih 
kira-kira 150 sertifikat tanah yang terlaksana di kecamatan 
Raya. Di Pematang Raya sebanyak l 00 sertifikat, di Sondiraya 
sebanyak 50 sertifikat. 

12. Pranata Religi 

Kepercaya~ orang Simalungun sebelum ada agama per­
caya kepada Naibata lbabou, Naibata Itongah dan Naibata 
Itoruh*) dan khusus di bidang tanah .disebut habonaron. Sudah 
punah, karena hampir · semua penduduk sudah beragama. Te­
tapi belakangan ini kepercayaan ini muncul kembali. Aliran ke­
percayaan ini bemama "Habonaron Do Bona" yang bertujuan 
menggali kebudayaan daerah yang bersumber dari nenek mo­
yang. 

· Pranata religi agama Kristen dan Katolik serta Islam terus 
berkembang dengan pesatnya. Hal ini berkembang karena 
pengaruh kesadaran beragama dari jemaatnya tentang penting­
nya agama dalam hi<;lup ini. Tanpa agama segala, sesuatunya 
dalam hidup ini tidak sempuma. Bahkan agama adalah merupa-

•). Naal>a~ lbabou, Naibata ltongah dan Naibata ltoruh ialab Tuhan yang berada di atas, 
di tengah dan di bawah6 
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. ~an landa~ hlc;Lup dalam nepra Republik Indonesia. Lan~llSlll 
hidup daJam bennasyarakat dan bemepra. 

Prinsip ini temyata dengan berkembangnya bangunan­
bangunan rumah ibadat seperti, aerej•, rumah · pen4eta dan 
,:nesjid serta langgar. Peranan gereja, mesjid; dan Iaaaar sangat 
menentukan dalam rangka memajukan dae~ ini sejak zaman 
Belanda sampai sekarang. 

13. Pranata Pendidikan 

Pranata pendidikan di daerah ini dikoordinir oleh GKPS, 
Pendidikan Islam dan kemudian Kandepdikbud kecamatan. 
Menurut sejarah perkembangan pendidikan di daetah ini, jauh 
sebelumnya gereja memegang peranan dan pembinaan dan 
pengembangan pendidikan, di samping sekolah Belanda Schkel 
School, Gereja mempunyai peranan di bidang agama ~an pendi­
dikan. Pendidikan diorganisir oleh zending yang beIJerak dalam 
pengembangan agama Kristen dan pendidikan sekolah. Zending 
mempunyai pendapat untuk mepercepat pengkristenan daerah 
Simalungun termasuk Raya perlu dikembangkan pendidikan­
nya. Tanpa pendidikaii, pengembangan agama kurang lancar. 
Sebab itu zending di dalam nama HKBP mula-mula mendirikan 
sekolah zending 3 tahun. Kemudian mendirikan sekolah lanjut­
annya Schakel School pendidikannya 5 tahun. 

Perkembangan pendidikan di daerah ini lebih pesat setelah 
bidang gereja yang dulunya di bawah pimpinan HKBP berpin­
dah kepada HKBPS. Pemindaha:n ini mempunyai llampak posi­
tip karena bahasa pengantar di gereja dulunya baha'sa Batak 
Toba diganti dengan pengantar bahasa Simalungun. Demikian 
juga pengantar, bahasa di sekolah zending dengan bahasa Sima­
lungun. Dalam status seperti ini gereJa belum berdiri sendiri 
penuh, begitu juga dibidang pendidikan. 

Barulah sesudah gereja SimaJungun berdiri sendiri penuh 
menjadi GKPS, pendidikan berkembang pe'sa:t. Sejalan dengan 
itu dibentuk BPP (Badan Penyelenggilra Pendidikan) yang 
khusus menyelenggarakan pendidikatt di daerah Simalungun 
yang diasuh oleh GKPS. Termasuk sekolall agama, ada yang 
berstatus swasta tapi ada juga sudah · berstatus subsidL . 8oleh 
dikatakan pendidikan di bawah asuhan GliPS sangat bertem-

201 

1 



l 

·; bang, di samping sekolab"sekolab negeri da:ri tingkat SD sarripai 
Lanjutan Atas. 

Pendidikan Sekolah Agama Islam, yakni sekolah Taman 
:UPendidikan ,lslam, baru berkembang sejak orde baru. Pendidikan 
'· -Islam itu baru sarnpai tingkat kelas 3 dan pusatnya terdapat di 

Medan dan cabangnya di Pematang Siantar. 

14. Pranata Ekonomi 

Pranata ekonomi seperti bolah pining, tahan atau boroh, 
sewa-menyewa dan jual bell atau tulak sangkul, masing-masing 
terus berkembang sebagai pranata dalam masyarakat. Hanya 
saja pranata-pranata ini tidak luput dari pada perubahan-peru­
bahan sebagai pengarub dinamika perkembangan ilmu pengeta­
huan dan ekonomi. 

Dahulu bolah pining diartikan bagi dua basil atas tanah 
yang dikerjakan seseorang. Tetapi belakangan ini bagi basil 
sudah berpariasi ketentuannya. Satu bentuk basil bagi dua, 
tetapi ditambah ketentuan Jain, dipandang dari letak ekonomis 
tempat dan kesuburannya. Tanah yang letak ekonominya stra­
tegis dan subur, berarti nilai tanah lebih tinggi, maka baginasil 
berubah menjadi bagi tiga. Untuk pemilik tanah 2/3 dan untuk 
pamolah pining 1/3 ditambah ketentuan lain yaitu pemilik ta­
nah menyediakan bibit dan sama-sama bekerja pada waktu 
panen. Ketentuan tambahan dan perubahan bagi hasil adalah 
pengaruh faktov perhitungan keseimbangan pekerja dengan 
pemilik tanah dipandang dari segi perhitungan ekonomisnya. 
Sebaliknya tanah yang letaknya tidak strategis dan kurang subur 
bahkan tanah banyak, sedangkan pamolah pining sedikit, maka 
terjadi pergeseran nilai-nilai ekonomisnya. Bagi hasil menjadi I 

. banding 2, untuk pemilik tanah 1/3 dan untuk pekerja 2/3 
bagian. Di samping itu ada variasi dengan ketentuan modal 
bibit dikembalikan dahulu, baru basil dibagi dua, dibagi tiga, 
dan lain-lain, bergantung kepada musyawarah pemilik tanah de­
ngan pamolah pining. · 

Dalam bentuk tahan atau boroh boleh dikatakan hampir 
tidak mempunyai perubahan sejak dahulu. Hanya saja pada 

· uang pinjaman, kadang·kadang·ada yang memakai rente, sedang­
kan dahuh.i tidak ada rente, melulu sebagai pinjaman dan di-
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kembalikan sebanyak yang dijjiriferti. Kalau padi yang dipil\jam 
padi yang dikembalikan, kalau uang dipinjam uang dikembali­
kan. 

Pada pranata jual beli atau tulak sangkul pada dasamya 
sama, yaitu bergantung kepada nilai ekonomis tanah yang abn 
diganti rugi. Hanya saja dalam segi transaksi lebih diperkuat. 
Dahulu cukup dengan disaksikan oleh tofu sahundulan dan 
hombar balog. Kemudian berkembang, tidak culmp dengan 
kesaksian tofu sahundulan, tetapi harus ada surat di bawah ta­
ngan dengan disa!csikan boru mewakili tolu sahundulan dan 
hombar balog dihadapan kepala kampung setempat. 

Pada umumnya transaksi ganti rugi tanah di ·daerah peneli­
tian masih seperti yang diuraikan di atas. Tetapi sesudah keluar­
nya UUPA No. 5 tahun 1960 dan sudah ada mulai transaksi 
ganti rugi tanah melalui pejabat akte tanah oleh camat. Dan 
belakangan ini, oleh Bupati Kepala Daerah setempat. 
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KESIMPULAN 

Menurut sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Suma­
tera Utara, seperti di kecamatan Raya kabupaten Simalungun, 
raja bukan pemilik tetapi adalah sebagai penguasa tanah atau dae­
rah · kerajaan itu. Kemudian sesudah penjajahan Belanda di sam­
ping . sebagai penguasa atas kerajaan, raja dijadikan seolah-olah 
tuan tanah~ maka lahirlah istilah feodalisme. Raja dinamakan 
feodal dengan sistim pemerintahan absolut. Itulah sebabny'a pada 
waktu revolusi 1945, y~ng menjadi sasaran utama adalah kaum 
feodal dikikis dari daerali itu. Rakyat tidak memiliki tanah dalam 
arti eigendom tetapi mempunyai hak usaha atau hak pakai. 

Pada umumnya hukum adat masih berlaku sebagai dasar ho­
kum penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradi­
sional. Tanah pendudl,lk di pedesaan daerah Sumatera Utara seba­
gian besar masih diatur dengan hukum adat tradisional seperti 
tanah galunggung, tanah yang diusahakan terus menerus dan tanah 
warisan merupakan bentuk penguasaan dan pemilikan. Tanah 
penduduk berupa hak milik menurut humum nasional yang di­
tandai dengan adanya surat bukti hak secara tertulis sedikit sekali. 
Itupun belum merupakan dasar kesadaran masyarakat untuk men­
dapatkan sertifik:at, dengan membayar uang pemasukkan kepada 
negara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 
1975. Tetapi adalah ata~ usaha dari pemerintah melalui Proyek 
Operasi Nasional Agraria (PRONA). 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan 
asing, mempengaruhi pola berpikir masyarakat dan nilai-nilai tra­
disional, sehingga kedudukan hukum adat yang mengatur tentang 
pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah mufai goyah. 
Terbukti dengan banyaknya timbul permasalahan tanah sebagai 
akibat kurangnya kepastian hukum adat. Untuk mengatasi hal itu 
perlu diperbanyak penerangan hukum tanah melalui berbagai mass 
media dan penerapan hukum Nasional melalui Proyek Operasi 
Nasional Agraria (PRONA). 

Karena pengaruh perkembangan ekonomi, teknologi, maka 
sering terjadi penyalah gunaan tanah. Tidak memperhatikan keles­
tarian lingkungan, tetapi melulu memperhatikan dari segi ek:ono-
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misnya. Terjadi pengalihan penggunaan tanaho Hutan lindung, 
hutan produksi dijadikan lahan pertanian. Terjadi perusahaan hu­
tan, maka timbullah erosi dan banjir serta tanah longsor, seperti 
gunung Simbolon di kecamatan Raya kabupaten Simalungun. 

Setelah berlakunya undang-undang No. 5 tahhn 1979 tentang 
pemerintahan desa, mempunyai dampak positip dan negatip ter­
hadap lingkunga:n dan masyarakat. Mempunyai pengaruh dalam 
rangka pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Di lain pihak 
mempunyai pengaruh terhadap kedudukan hhkum adat di bidang 
tanah seperti tanah galunggung, yang menimbulkan banyak perma­
salahan tanah dalam masyarakat. Penduduk pada suatu kampung 
tertentu, menghormati tanah galunggung, tetapi orang luar atau 
pendatang baru yang tidak mempunyai tanah, kurang menghor­
ma ti bahkan tidak mengakui, agar mudah menggarap tanah karena 
dianggap sebagai tanah negara. 

Di daerah pedesaan di luar kota, pada umumnya masih ber­
laku aturan adat atau adat istiadat di bidang pertanahan sejak 
dahulu sampai sekarang dalam berbagai pranata sosial, seperti, 
pranata politik, pranata ekonomi, pranata religi, pranata kekera­
batan, pranata hukum adat dan pranata lainnya, tetapi telah meng­
alami berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. 
Pranata-pranata itu merupakan keadaan yang ditawarkan kepada 
masyarakat untuk diterima atau ditolak. Merupakan sumber ma­
sukkan aturan dari daerah-daerah, dalam rangka pembinaan dan 
penyempumaan peraturan hukum tanah secara nasional. 

Penggunaan tanah di daerah Sumatera Utara kurang terken­
dalikan, belum menurut pola rencana, karena itu perlu dilaksana­
kan pendaftaran penggunaan tanah, guna memperoleh gambaran 
pola penggunaan tanah dan kemampuan tanah pada saat ini, se­
bagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan penggunaan 
tanah secara nasional agar jangan terjadi pemborosan penggunaan 
tanah demi keberhasilan pembangunan di daerah-daerah khusus­
nya dan pembangunan seluruh Indonesia· umumnya. 
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NO . ..................... . 

SOERAT PENlEltAHAN HAK MEMPEROESMIAI TANAH 

Seripadoeka Radja negeri Raja beserta orang besar-besamja 
menjerahkcm kepada raajatnja: O.K.M. Aliviah 
hak memperoesahai sepotong tanah di 

Pematang Raja. 
jang berperinggaan seperti terseboet ini 
/ihat situatie-teekening. 

dan jang teroekoer 
lihat situatie-teekening 

Djoemlah besar tanah 
15. -H.A. {/ima be'las hectare) 

akan perkeboenan 

jaitoe tanah diserahkan dengan perdjandjian sebagairnana terseboet . 
dibawah inil> 

FATSAL I 
Hak memperoesahai tanah ini diserahkan lamanja tiada di­

tentoekano Setiap waktoe sesoedah orang jang berhak didengar, 
maka hak mempoenjai tanah ini boleh diambil kembali dengan 
menoeroet kepoetoesan Kera pa tan jaitoe: 
a. dalam hal jang oemoem, jang mana hal ini diganti keroegian 

jang sebenarnja dan wang keroegian itoe akan ditetapkan 
dengan kepoetoesan kerapatan: 

b. karena tiada dipelihara tanah. 

FATSAL 2 
Sebeloem ditentoekan oleh Seripadoeka Radja ne~ri Raja 

maka tiada dipoengoet basil tanah. 
Apabila ditetapkan akan membajar hacil, maka dari hal mem­

b.ajar ini akan ditandai diachir soerat ini. 
Kemoedian akan dilakoekan 3 fatsal jang bertoeroet-toeroet­

an dibawah ini~ 
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FATSM. 3 
Pada penghabisan tiap-tiap lirna tahoen, dji.kalau haiga tanah 

soedah , bertambab · atau · toeroeil Seropadoeka Radja negeri Raja 
berkoeasa menai.kkan atau menoeroenkan hacilnja sebagaimana 
pateet, tetapi tiada boleh lebih dari pafa f 0.25 pada tiap-tiap 
meter empat segi dan lagi djoega tambahan hacil tanah terse.boet 
sesoedah lewat tiap-tiap lima tahoen tiada boleh lebih dari doea 
setengah cent tiap-tiap meter empat segi. 

FATSAL 4 
Maka hacil tanah itoe dibajar kepada Seripadoeka Radja 

negeri Raja tiap-tiap setengah tahoen dibajar setengah dan diserah­
. kan pada kas perbandaharaan (Landschapskas). 

Dimana soedah ada Gemeentefonds, maka hacil tanah akan 
diserahkan kepada fonds itoe. 

FATSAL 5 
Dji.ka hacil tanah atas doea tahoen bertoeroet tiada dibajar 

dan sesoedah diberi tahoe boeat membajar, maka Seripadoeka 
Radja negeri Raja berkoeasa memiliki hak memperoesahai .tanah 
itoe dan sekalian jang ada didirikan dan ditanam dan menjoeroeh 
didjoeal dihadapan orang banjak soepaja dari pendapatnja diambil 
wang b~eat hacil tanah jang terhoetang dan ongkos jang lain. Maka 

. kelebihan pendapatan itoe akan dibajar kepada bekas orang jang 
mempoenjai hak mernpef<?eshai tanah itoe. 

FATSAL 6 
Maka hak dan perdjandjian ini, moelao dihitoeng · pada ini 

soe:rat sesoedahnja ditoelis didalam boekoe register · oleh In­
heernsche kadaster di Pematangsiantar. 

FATSAL 7 
Maka penjerahan sebahagian atau sama sekali dari hak dan 

perdjandjian tanah ini boleh diserahkan sadja kepada anak raajat 
negeri Raja tetapi derigan keiyinan Seripadoeka Radja Negeri Raja 
dan tentang penjerahan itoe ditandai dalani boekoe register 
grant dan pada soerat ini. 

Boeat menoekar hak mehipero~shai atas tanah dimana dike­
nakali' 'hacil tanah akan mesti ·dibajar oentoek 'LandschapsRas on­
kos menoekar baajaknya f 15.- dji.kalau besarnja tanah itoe ada 
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SQQ M2 atau lebih, dan f 5,- djikalau tanah itoe ~1.1oerang 
dari 500 M2. 

Boeat menoekar hak memperoesahai atas tanah 
beloem dikenakan hacil tanah, akan mesti di"-iar _ OJ Jllll.­
noekar bU\iaknya 5% dari pada harga pendjoealan clari hak mem­
peroeshai tanah atau 5% dari harga tanah jang ditaksir dengan 
menghitoeng segala apa jang didirikan dan ditanam ditanah itoe. 

Djikalau tanah jang akan dioekoer itoe beloem pernah di­
oekoer ataupoen beloem ada memponjai batoe watas akan sede­
mikian mesti lagi diperboeat sebeloemnja penoekaran dilakoekan, 
dengan ongkOSitja sendiri dari jang berkepentingan, ongkos mana 
mesti dibajar lebih dahoeloe. 

. (Dioebah clenpn Firman Keradjaan2 Negeri Someloengoen tanga1 8 November 1934 
No. 14, disahkan oleh Seripadoeka Tocan Dem Gouverneur Pesisir TimoCI Poclau 
l'ertja tanggal 26 November 1934 No. 37). 

FATSAL 8 
Boeat tiap-tiap memas0ekkan grant didalam boekoe register 

jana terseboet didalam fatsal 6, sipenjewa memb~ pada kas 
perbendaharaan negeri boeat ongkos toelis f 0.50 (lima ·poeloeh 
cent). 

Termaktoeb di negeri Raja pada hari 

Seripadoeka Radja Negeri Raja 

Jarig bertanda tangan dibawah ini mengakoe menerima hak 
dan perdjandjian sebagaimana jang terseboet diatas ini adartja. 

Saksi, Sipenjewa, 

Masuk boekoe register dikantoor lnheemsche Kadaster di 
Pematangsiantar pada hari 12Augustus1936 ondemo 50 

De Cgntroleur van Soemeloengoen, 
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Dari tanah ini moelai pada Juli 1936: sipenjewa membajar 
hasil tanah tiap2 tahoen f 15,- (Lima be las roepiah). 
Rn ·seteroemja pada tanggal l Januari dari tiap-tiap tahoen jang 
akandatang . . , · ·· ' 

Seripadoeka Radja Negeri, Raja 
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